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KATA PENGANTAR

Segala puja dan puii syukur penulis panjatkan ke
hadlirat Allah SWT, karena berkah, rahmah, dan hidayah—Nya,
maka penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk me-
nyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pasca Sarjana I1lmu Hukum Universitas Diponegqro
Program Kajian Hukum dan Sistem Reradilan Pidana dapat
diselesaikan sebagaimana mestinya. '

Tesis ini berjudul “Tanggapan Masyarakat Terhadap
Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia™ (Sﬁudi“fai
Wilayah DKI Jakarta) merupakan suatu penelitian vang Menégi
nalisis tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap Komnas HEH,
baik menyangkut keberadaannya, maupun peléksanaaﬁf tuégé-
tugaenya dalam bidang penegakan HAM di Ihabﬁésiq.' 

Masalah HAM pada dasawarsa terakhir ihi tglah'menja-
di perbincangan bukan saja pada tingkat 'naaibﬁéi;' héaﬁn
juga pada tingkat internasional. Sebagai Eagian dgri mﬁé;a-
rakat bangsa-bangsa, maka dalam upayanya untuk menegakkan
dan melindungi HAM, pemeriﬁtah Indonesia membentuk Kom@gs
HAM melalui Keppres No. 50 Tahqn 1993. Kelahiran Komnas HAM
ini tidak begitu saja diterima dengan lapang dada oleh
semua pihak.

Berbagai tanggapan muncul sejak lahirnya lembaga ini
pada tahun 1993, baik tanggapan positif maupun negatif.
Tanggapan-tanggapan yang muncul bermula dari dasar hukum

pendiri&n Komnas HAM itu sendiri, yang dikhawatirkan akan



mempengaruhi independensinya. Di samping dasar hukum pem-
bentukannya, sumber pembiayaan vang berasal dari Sekretarl-
at Negara ikut mendorong munculnya tanggapan yang negatlf
tentang Komnas HAM. Tidak berhentl di situ saja, masalah
keanggotaan Komnas juga menjadi sorotan. Dan yang paling
banyak menimbulkan tanggapan adalah masalah kewenangan yang
dimiliki Komnas.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampal saat ini Komﬁas
masih tetap dipercaya masyarakat, terbukti dengan banyaknya
pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Untuk itu, perlu
diketahuil motif dan latar belakang munculnya tanggapan-
tanggapan dari masyarakat tersebut.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadaﬁ

1. Bapak Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH selaku pembimbing
tesis, yang telah berkenan menyediakan waktu guna
memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam penyu-
sunan tesis ini dari awal hingga akhir.

2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH selaku dosen
Metodologi Penelitian Hukum maupun sebagail pribadi yang
telah berkenan memberikan masukan, terutama menyangkut
metodologi penelitian.

3. Bapak Paulus, -SH MH yang telah banyak membantu penulis
dalam penyusunan Proposal.

4. Bapak Prof.Dr. Muladi, SH selaku Rektor Universitas
Diponegoro dan sebagai anggota Komnas HAM yang telah
memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan
tesis ini. -

5. Bapak Prof.Purwahid Patrik, SH serta Bapak Eko Soponyo-
no, SH MH, selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca-
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11.

12.
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sarjana Ilmu Hukum Undip yang telah memberikan segala
kemudahan selama mengikuti pendidikan.

Bapak Dr.I.S. Susanto, SH, atas masukan-masukannya.
Seluruh staf sekretariat Program Studi Pascasardjana
Ilmu Hukum Universitas ﬁip0negoro Semarang.

Bapak Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Bapak Soegiri, SH,
Bapak Moh. Salim, Bapak Prof.Dr.Charles Himawan, SH,
selaku nara sumber, serta anggota-anggota Komnas HAM
vang lain atas semua masukan yang sangat berguna dalam
rangka penyusunan tesis ini.

Bapak Dr. Yusril Thza Mahendra, SH, Bapak Frans H.
Winarta, SH, Bapak Ahmad Fauzan, SH dari YLBHI, Bapak
Harry Wibowo, SH dari Yapusham, dan Ibu Dewi Novirian-
ti, SH dari LBH Jakarta semuanya sebagai nara sumber
dalam penelitian ini.

Bapak Prof. dr.Moedanton selaku Rektor Universitas
Trisakti atas kesempatan yang diberikan untuk melanjut-
kan studi.
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RINGKASAN

Selama beberapa tahun terakhir ini, masalah HAM
merupakan masalah vang aktual dibicarakan, baik di tingkat
nagional maupun internasional. Masalah HAM ini telah menja-
di masalah vyang sangat penting, sehingga oleh beberapa
negara maju, masalah pelaksanaan HAM dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada negara
yvang sedang berkembang. Masalah HAM sebenarnya bukan masa-
lah baru, karena kalau ditelusuri latar belakang sejarah-
nya, HAM telah dipelajari sejak Jjaman Yunani dan Romawi
Kuno. Namun secara yuridis formal dan kelembagaan, HAM baru
diakui setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration of Human Rights) pada tahun 1948. : ,

Terhadap definisi HAM ini, terdapat berbagail penda-
pat di kalangan para ahli, meskipun pada intinya sama.
Namun esecara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak kebeba-
san dari manusia yang secara alamiah “melekat pada diri
manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara
wajar sebagai manusia. ' ' £y

Dalam perkembangannya, berbeda dengan pengertian HAM
vang tidak dipermasalahkan lagi, masalah konsepsl HAM masih
banyak diperdebatkan, terutama masalah universalitasnya.
Sampal saat ini masih terjadi perdebatan mengenai konsep
HAM Barat dan Timur. Mengenai hal ini, Indonesia . mengambil
sikap untuk mengakui bahwa konsep HAM itu bersifat = univer-
sal, namun di dalam pelaksanaannya di lapangan disesuaikan
dengan kondisi masing-masing negara dengan-mempertimbangkan
latar belakang budaya dan tingkat pembangunan suatu bangsa.
Dalam pandangan pemerintah Indonesia, dalam konsepsi dan
implementasi HAM perlu ada keseimbangan  dan ' keserasian
antara hak dan kewajinan antara individu, masyarakat, dan
negara. HAM harus berjalan seiring dengan kewajiban dan
tanggung Jjawab asasi. : . e R

Dalam peraturan perundang-undangan RI, masalah HAM
ini sudah banyak diatur. Di samping dalam beberapa pasal
UUD 1945, di dalam beberapa ketentuan undang-undang telah
diatur ketentuan-ketentuan HAM. Di antaranya adalah dalam
UU No.13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara, . UU No.14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No.8
Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No.27 Tahun 1983 tentang
. Pelaksanaan KUHAAP, UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No.5
tahun 1986 tentang PTUN, dan UU No.5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan.

' Di tingkat internasional, setelah disahkannya UDHR
pada tahun 1948, pada akhir 1966, UDHR tersebut dijabarkan
dalam dua perjanjian (kovenan), yaltu International Cove-
nant on Economlc, Social, and Cultural Rights, dan Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights Dbeserta
Optional Protokolnya masing-masing. Di tingkat regional,
terdapat tiga sistem HAM regional, yaitu Sistem HAM Eropa,
Sistem HAM Antar Amerika, serta Piagam HAM dan Rakyat dari
Organisasi Persatuan Afrika. Masing-masing sistem HAM



menghasilkan perjanjian dan konvensi berikut lembaga pene-
gakannya. Untuk menjamin dilaksanakannya HAM oleh negara-
negara di dunia, banyak organ PBB yang mempunyal tanggung
jawab di bidang HAM, seperti Majelis Umum, ECOS0OC, UNESCO,
ILO, dan International Court Justice. Masing-masing organ
tersebut membentuk organ-organ tambahan untuk menangani 1su
HAM, seperti UNICEF, Kantor Komisi Tinggi untuk Pengungsi,
Komite Dekolonisasi, Komisi Khusus Apartheld, Komisi HAM
dan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan
Bagl Kaum Minoritas, Komisi Mengenal Status Wanita, Pusat
HAM, dan sebagainya.

Sebagal wujud dari konsistensi bangsa Indonesia
dalam usaha mengembangkan HAM diantaranya dapat dilihat da-
ri dibentuknya Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan
Keppres No.50 Tahun 1993, beranggotakan 25 orang, VYang
bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia.
Komnas terdiri dari 3 Sub Komisi, yaitu Sub Komisi Pendidi-
kan dan Penyuluhan Masyarakat, Sub Komisi Pengkajian In-
strumen HAM, dan Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan HAM.
Minat masyarakat untuk mengadukan masalahnya ternyata
begitu tinggi. Sejak dibentuk tahun 1993 hingga sekarang,
telah ribuan pengaduan dan surat yang diterima Komnas. Dari
seluruh pengaduan yang menjadi kewenangan Komnas, sebagian
sudah berhasil ditangani, dan sebagian lagi masih dalam
proses.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk men-
gadukan masalahnya ke Komnas HAM dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Dari segil
ekstern, kondisi penegakan hukum yvang tidak begitu baik
mendorong masyarakat untuk mencari alternatif baru dalam
menyelesaikan masalahnya. Di samping kondisi penegakan
hukum yang diantaranya ditandal dengan kurangnya kesadaran
hukum dari masyarakat maupun aparat pemerintah, serta
menurunnya wibawa lembaga peradilan, kurang berfungsinya
lembaga DPR ikut mendorong masyarakat untuk memilih Komnas
HAM. Faktor-faktor intern yang mendorong masyarakat untuk
mengadu ke Komnas HAm antara lain adalah prosedur pengaduan
yang mudah, tidak berbelit-belit tanpa dipungut biaya,
serta adanya beberapa anggota Komnas HAM yang dipercaya
masyarakat sangat gigilh dalam memperjuangkan hak-hak rakyat
yvang tertindas.

Terhadap keberadaan dan hasil kerja Komnas selama
ini, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat, baik berupa
tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan masyarakat
terhadap eksistensi dan peranan Komnas HAM ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pengetahuan masya-
rakat tentang Komnas HAM, pengalaman masyarakat yang berhu-
bungan dengan Komnas HAM, latar belakang sosial, motivasl
atau emosi/perasaan seseorang pada waktu tertentu, dan
tingkat kepandaian seseorang. Di samping faktor-faktor
tersebut, tanggapan masyarakat terhadap Komnas dapat Juga
dipengaruhi oleh kondisi obyektif yang terjadi di Indonesia
akhir-akhir ini, seperti menurunnya wibawa lembaga peradil-
an, kurang berfungsinya lembaga perwakilan, dan situasi
yang berkembang pada saat ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

PERPUSTAKAAN |

A. Latar Belakang FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI

Sejak tahun 1969 bangsa Indonesia telah berusaha
mengamalkan Pancasila melalui rangkaian pembangunan nasion-
al vang diselenggarakan secara bergahap dalam jangka pan-
jang 25 tahunan dan jangka sedang 5 tahunan, dengan men-
dayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Menurut Tap II/MPR/1993 ten-
tang GBHN, makna dan hakikat pembangunan nasional adalah
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat; bangsa, dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
yvang termaktub dalam Pembukaan UUD 1845, yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memaju-—
kan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN 1993 adalah
untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan

dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,



BAB I
PENDAHULUAN

PERPUSTAKAAN |
A. Latar Belakang FAKULTAS MUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI

Sejak tahun 1969 bangsa Indonesia telah berusaha
mengamalkan Pancasila melalui rangkaian pembangunan nasion-
al vyang diselenggarakan secara bergahap dalam jangka pan-
jang 25 tahunan dan jangka sedang 5 tahunan, dengan men-
dayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Menurut Tap II/MPR/1993 ten-
tang GBHN, makna dan hakikat pembangunan nasional adalah
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
yvang meliputi seluruh kehidupan masyarakat; bangsa, dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
yvang termaktub dalam Pembukaan UUD 19845, yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memaju-
kan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN 1993 adalah
untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan

dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,



bersahabat, tertib, dan damai.

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagal
bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, dan sebagainya. Meskipun dalam GBHN
ditegaskan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada
pembangunan ekonomi, tetapl pembangunan bidang-bidang
lainnya terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan
nasional secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan peiaksa~
naan pembangunan ekonomi saja belum cukup untuk 'dgpat
mencapal tujuan pembangunan nasional. Di samping itu, éanpa
adanya dukungan pembangunan pada bidang~b1daﬁg lainnya,
maka pembangunan ekonomi yang telah diwujudkan dengan éuéah
payah dan mengorbankan banyak tenaga, biaya, serta aumber
daya tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana meaginya, ﬁaren&
budaya masyarakat belum dapat menyesugikanﬁyg,'thkan ada
kalanya pelaksanaan pembangunan dan pem&nfgatan hasil
pembangunan tidak berjalan efektif dan efisien_ dengan
terjadinya penyimpangan, penyelewengan, sampai dengan
tindakan perusakan, karena adanya kelemahan di bidang hu-
kum, keamanan, ketertiban masyarakat, dan maaalah—maaalah
dalam penegakan hukum.

Pembangunan di bidang hukum sebagal salah satu
bagian dari pembanéunan nasional mempunyal peranan penting
dalam mewujudkan pembangunan nasional, seperti dirumuskan
dalam Tap II/MPR/1993 Bab III Pembangunan Jangka Panjang II
Bagian A angka 9 sebagail berikut:

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah

]



menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang
mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi ke-
giatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum
vang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan
menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan
produk hukum yang mendukung dan bersumber pada
Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum selan-
jutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pe-
masyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan pene-
gakan hukum secara konsisten dan konsekuen, pe-
ningkatan aparat hukum yang berkualitas dan ber-
tanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasa-
rana pendukung yang memadai.

Pembangunan di bidang hukum.ini lebih lanjut dite-
gaskan dalam Bab IV, Pelita VI bagian A angka 18 sebagal
berikut,

Pembangunan hukum yang menuju terbentuknya sistem
hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945 masih menghadapi berbagai macam tantang-
an yang tercermin dalam peraturan perundang-
undangan yang ada dan berlaku. Kesadaran dan
ketaatan masyarakat terhadap hukum telah makin
meningkat, di lain pihak tuntutan masyarakat
terhadap kepastian dan pengayoman hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran meningkat lebih
cepat, sehingga pembangunan hukum yang menuju
terwujudnya sistem hukum nasional perlu sungguh-
sungguh diperhatikan. '

GBHN 1993 Jjuga mengarahkan bahwa pengamalan sila
Kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain mencakup
peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga
negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan
ketidakadilan dari muka bumi. Dalam perundang-undangan
Indonesia yang banyak jumlahnya, Jjuga tersebar Jjaminan dan
perlindungan terhadap martabat, hak dan kewajiban asasi
manusia itu.

Dengan demikian, yang perlu dilakukan dalam memaju-
kan dan meningkatkan perlindungan HAM adalah menghimpun,

menelaah, mengambil intisari, menata, memasyarakatkan kem-
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bali. dan melaksanakan secara teratur seluruh wawasan
kemanusiaan vang telah dikembangkan secara terus-menerus.
Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang beradab dan sebagal
anggota PBB, bangsa Indonesia perlu mengkajl berbagal
keputusan PBB mengenal HAM. Setiap bangsa tidak dapat
menutup mata terhadap fenomena maraknya isu internasional
mengenai HAM, tidak terkecuali bangsa dan pemerintah Ihdo—
nesia.

Mulai tahun 1990-an, persoalan hak-hak asasl ma-
nusia (HAM) semakin marak di Indonesia. Hal 1ini ditandai
dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat,
baik individual maupun kolektif terhadap pelanggaran HAM
yang dialaminya. Menghadapi hal ini, menurut Muladi, di
satu pihak kita harus waspada terhadap kemungkinan negatif
berupa keresahan soslal (social unrest) yang ditiﬁbulkan—
nya, karena seringkall tuntutan tersebut cenderung tidak
terkoordinasikan, tetapi di lailn pihak kita Juga harus
sacdar, bahwa peningkatan tersebut sebenarnya merupakan
refleksi dari keberhasilan pembangunan bidang politik.
Melalui pendidikan politik, orang akan menjadi semakin
sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagal warga negara
(Muladi,1994a:1). -

Secara umum, apa vang dinamakan HAM adalah hak pokok
atau hak dasar, yaltu hak yang bersifat fundamental, se-
hingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat
diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan

dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan



gangguan dari manueia lainnya.

Terlepas dari berbagai pendapat mengenal definisi
HAM, konsep HAM bersifat universal. Namun dalam penerapan-
nya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setem—
pat. Perbedaan struktur sosial antara bangsa-bangsa di
dunia menentukan kinerja bangsa-bangsa dalam upayanya untuk
memajukan HAM di negeri masing-masing. Satjipto Rahardjo
mengemukakan, barangkali faktor ekonomi atau tingkat kese
jahteraan masyarakat boleh diangkat sebagai pemegang peran
penting vang pada akhirnya menentukan kualitas penegakan
HAM di suatu negeri. Bolehlah kiranya dibuat postulat,
bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan suatu bangsa,
semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan
terhadap HAM di situ” (Kompas, 26 Desember 1995).

Sehubungan dengan struktur sosial bagil penegakan
HAM, Satjipto menambahkan:

... maka menjadi penting usaha untuk menciptakan suatu
1ingkungan yang kondusif bagi memajukan HAM. Dalam hubungan
ini, maka peranan pendidikan dan penciptaan kesadaran HAM
menjadi usaha yang sangat strategis. Pendidikan dan lainnya
{tu ditujukan terhadap sekallan lapisan dan golongan masya-
rakat, tetapi barang tentu dengan prioritas kepada golongan
atau pihak-pihak yang secara lebih potensial berada pada
posisi untuk melakukan pelanggaran HAM " (Kompas, 26 Desem-
ber 1995).

Penciptaan struktur sosial yvang kondusif ini hendak-
nya Juga dikembangkan di kalangan internasional, sehingga
tidak terjadi saling menyerang dan menunjuk kekurangan
negara lain dalam penegakan HAM. Hal ini pernah dialami
oleh negara Indonesia, yailtu pada saat pemerintah AS menye-
rang pemerintah Indonesia dengan tuduhan-tuduhan pelanggar-
an HAM. Apabila masing-masing negara menyadarl bahwa pene-

rapan HAM {itu harus memperhatikan struktur sosial dan

budaya setempat, maka galing menuduh antar negara jtu tidak



akan terjadi.

Indonesia vyang mengkukuhkan diri sebagai negara
hukum mempunyal prinsip tersendiri. Berdasar berbagal
pendapat vyang berkembang, secara teorl konstitueional,
sebagal negara hukum Indonesia harus memilikl empat prin-
sip, yaitu:

- Setiap perbuatan warga negaranya harus sesual hukum;
- Pembagian kekuasaan neéara yang jelas dalam negara;

- Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas;

- Adanya pengakuan terhadap HAM.

Sesuai dengan kedudukannya sebagal negara hukum,
vang salah satu cirinya adalah mengakui adanya HAM, maka
pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-
sungguh dalam masalah HAM ini.

HAM di Indonesia merupakan‘pengamalan Sila Kemanu-
siaan yvang Adil dan Beradab dalam kesatuan dengan sila-sila
lainnya, dan hakikat Pembangunan Nasional Indonesia adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sesungguhnya
program perlindungan, penegakan, serta pemajuan HAM adalah
merupakan program nasional Indonesia sendiri. Program
perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM tersebut terdapat
di dalam GBHN, Pelita, dan peraturan perundang-undangan,
dalam kebijakan pemerintah, serta dalam program organisasi
kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
Selain itu Juga terdapat dalam ajaran agama, adat-1stiadat,

dan budaya yang dianut oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang



semakin penting dalam abad 21 mendatang.

menurut Muladi. kondisi penghayatan dan penegakan
HAM di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagal
faktor, vang pada hakekatnya bermuara pada masalah sentral,
yaitu belum adanya interpretasi kolektif yvang padu (uniform
collective interpretation) diantara anggota masyarakat,
baik yang bergerak di lingkungan infrastruktur, suprastruk-
tur maupun transtruktur. Yang lebih memprihatinkan lagi
adalah adanya kecenderungan beberapa kelompok anggota
masyarakat untuk berfikir secara dikhotomis (dichotomy
thinking) seperti Sipil - ABRI, Infra-Suprastruktur, pengu-
asa-masyarakat, dan sebagainya, yang membahayakan integrasi
nasional. (Muladi, 1994)

Kondisi#kondisi seperti di atas telah mendorong
pemerintah untuk segera membentuk Komisi Nasional HAM
dengan Keppres No.50 Tahun 1993. Dengan Keppres No.476/ M
Tahun 1993, pada tanggal 10 Desember 1993 diumumkan 25 (dua
puluh 1lima) anggotanya, yang untuk pertama kali diangkat
oleh Presiden.

Sejak berdirinya tahun 1993, telah banyak tugas
vang ditangani oleh Komnas HAM. Kepercayaan masyarakat
kepada lembaga ini makin meningkat. Di berbagal media massa
sering ditulis dan ditayangkan mengenal banyaknya warga
vang mengadukan berbagal masalah ke Komnas HAM. Berdasar
catatan, Komnas HAM dalam prakteknya banyak menyelesaikan

kasus buruh dan kasus pertanahan.

Di balik popularitas dan kesuksesan dalam pelaksa-



naan tugasnya, Komnas HAM harus menanggung beban vang
berat. Komnas HAM menghadapi problema terlalu bhesarnya
harapan masyarakat agar lembaga ini mampu dengan segera
mencapai harapan-harapan atas apa vang diadukan oleh masya-
rakat. Di samping itu masyarakat juga mengharapkan agar
Komnas HAM lebih pro-sktif daripada sekedar reaktif. Selama
ini, Komnas HAM dalam bekerdjanya tergantung pada adanya
laporan dari masyarakat. Apabila -ada pengaduan, barulah
Komnas HAM berfindak, dan hal inilah yang mendorong masya-
rakat menuntut agar Komnas HAM bertindak lebih aktif, tanpa
menunggu laporan/pengaduan dari masyarakat. Di lain pihak,
Komnas HAM sendiri menghadapi problema sumber daya manusia.
Dengan anggota yang hanya 25 orang, tidaklah mungkin bagi
Komnas HAM untuk dapat menyelesaikan semua pengaduan masya-
rakat dengan segera.

Selama 4 tahun bekerja, Komnas telah menerima ribuan
pengaduan dan surat. Tidak semua pengaduan dapat ditangani
dengan cepat, tergantung Jjenis masalahnya. Namun masyarakat
terlanjur menaruh harapan vyang terlalu besar terhadap
Komnas, sehingga apabila masalahnya tidak segera selesai,
muncul tanggapan yang negatif terhadap Komnas.

Berbagai tanggapan muncul sehubungan dengan kebera-
daan dan peranan Komnas HAM dalam penegakan dan perlindun-
gan HAM di Indonesia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
tanggapan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat
berupa faktor internal dan faktor eksternal, yaitu dapat

dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan pribadi dari



naan tugaenya, Komnas HAM harus menanggung beban vyang
berat. Komnas HAM menghadapi problema terlalu besarnya
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mencapail harapan-harapan atas apa yang diadukan oleh masya-
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naan tugasnyva, Komnas HAM harus menanggung beban vyang
berat. Komnas HAM menghadapi problema terlalu besarnya
harapan masyarakat agar 1embaga ini mampu dengan segera
mencapai harapan-harapan atas apa yang diadukan oleh masya-
rakat. Di samping itu masyarakat juga mengharapkan agar
Komnas HAM lebih pro-aktif daripada sekedar reaktif. Selama
ini, Komnas HAM dalam bekerjanya tergantung pada adanya
laporan dari masyarakat. Apabila -ada pengaduan, barulah
Komnas HAM berﬁindak, dan hal inilah yang mendorong masya-
rakat menuntut agar Komnas HAM bertindak lebih aktif, tanpa
menunggu laporan/pengaduan dari masyarakat. Di lain pihak,
Komnas HAM sendiri menghadapi problema sumber daya manusia.
Dengan anggota yang hanya 25 orang, tidaklah mungkin bagi
Komnas HAM untuk dapat menyelesaikan semua pengaduan masya-
rakat dengan segera.

Selama 4 tahun bekerja, Komnas telah menerima ribuan
pengaduan dan surat. Tidak semua pengaduan dapat ditangani
dengan cepat, tergantung Jjenis masalahnya. Namun masyarakat
terlanjur menaruh harapan vyang terlalu besar terhadap
Komnas, sehingga apabila masalahnya tidak segera selesai,
muncul tanggapan yang negatif terhadap Komnas.

Berbagai tanggapan muncul sehubungan dengan kebera-
daan dan peranan Komnaa HAM dalam penegakan dan perlindun-
gan HAM di Indonesia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
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berupa faktor internal dan faktor eksternal, vaitu dapat
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masing-masing anggota masyarakat maupun kondisi obyektif
vang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu. untuk
mengetahui tanggapan masyarakat terhadap Komnas perlu

dipelajari faktor-faktor tersebut.

B. Permasalahan

Sejak dibentuk dengan Keputusan Presiden No.53 Tahun
1993 pada tanggal 7 Juni dan mulai aktif setelah anggotanya
vang semuanya berjumlah 25 orang (termasuk keua yang telah
ditunjuk pada tanggal 7 Juni) diangkat oleh Presiden Soe-
harto pada tanggal 7 Desember 1993, Komnas HAM telah mene-
rima ribuan surat pengaduan. Banyaknya pengaduan yang
diterima oleh Komnas HAM menunjukkan perhatian masyarakat
vang demikian besar, sehingga memaksa Komnas HAM untuk
bekerja keras memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Upaya Komnas HAM ini ternyata tidak semuanya ditang-
gapi dengan baik oleh beberapa kalangan. Sikap skeptis
terhadap kemandirian Komnas HAM yang dibentuk dengan Kep-
pres dan dibiayai oleh Sekretariat Negara mempengaruhi
penilaian masyarakat terhadap cara kerja Komnas HAM. Hal
ini merupakan bukti bahwa kehadiran Komnas HAM tidak begitu
saja dapat diterima dengan lapang dada oleh semua lapisan
masyarakat. Meskipun begitu, kehadiran Komnas HAM dirasakan
merupakan angin segar bagi para pencari keadilan di Indone-

sia.

Mengingat banyaknya pengaduan yang diterima Komnas
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HAM (vang mengindikasikan minat masyarakat yang besar), dan
di samping itu adanya berbagail tanggapan terhadap kebera-
daan dan hasil kerja Komnas HAM, maka yang menjadi masalah
umum dalam penelitian ini adalah:” Bagaimanakah Tanggapan
Masyarakat terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di
Indonesia ?".
Dari masalah umum tersebut dapat dirinci masalah-
masalah khusus sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyara-
kat mengadukan masalahnya pada Komnas HAM.
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap eksisten-
si dan peranan Komnas HAM di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tangga-
pan masyarakat ?
4. Bagaimanakah peran yang diharapkan masyarakat terha-
dap Komnas HAM, dan apakah kendala vyang dihadapi

Komnas di dalam melaksanakan tugas-tugasnya ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan
seperti yang telah diurakatan di muka dapat mencapal sasa-
ran vang diharapkan, maka diperlukan pembatasan ruang
lingkup masalah.

Sebagaimana disebut di atas, permasalahan pokok
dalam penelitian ini adalah Tanggapan Masyarakat terhadap

Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia.

1,



Pengertian masyarakat mempunyal lingkup yang luas,
baik berkaitan dengan wilayah, kategorl masyarakat, maupun
mengenai Jumlahnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
hanya akan dibicarakan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.
Dan selanjutnya, untuk lebih mengkonkritkan data-data yang
diperoleh dalam penelitian, maka akan dibagi dalam dua
kelompok, vaitu:

1. Kelompok masyarakat yang belum pernah mengadukan masa-
lahnya ke Komnas HAM.
I1I. Kelompok masyarakat yang sudah pernah mengadukan masa-
lahnya ke Komnas HAM.
Dengan pembagian ke dalam dua kelompok masyarakat
tersebut, diharapkan akan diperoleh data yang lengkap

tentang tanggapan masyarakat ini.
D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian 1ini secara keseluruhan mempunyal maksud
dan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai Komnas HAM, baik
mengenal kelembagaannya, tugas dan wewenangnya, dan
peranannya dalam penegakan HAM di Indonesia.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masya-
rakat sehingga mengadukan permasalahannya ke Komnas HAM.

3. Mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap
eksistensi dan peranan Komnas HAM di Indonesia.

4. Untuk menginventarisasi tanggapan masyarakat terhadap



keberhaailan-kerja Komnas HAM.
5. Mencari dan selanjutnya menganalisa berbagal faktor yang

mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap Komnas HAM.
E. Manfaat Penelitian

Dari segi teoretis, penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori
di bidang hukﬁm, terutama yang menyangkut hak asasi manu-
sia. Selain itu, data yvang diperoleh dari hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menganali-
sis persoalan-persoalan yang menyangkut upaya penegakan HAM
di Indonesia, baik melalui tindakan yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represif.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para anggota
Komnas HAM, baik dalam merumuskan kebijakan penanganan
masalah-masalah HAM maupun pelaksanaan tugas-tugasnya di
lapangan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diha-
rapkan dapat berguna bagi masyarakat luas yang belum pernah

mengadukan permasalahannya ke Komnas HAM.
F. Kerangka Pemikiran
Persoalan HAM sudah menjadi suatu persoalan praktis

yang struktural sifatnya, terpateri dalam realitas sosial

dan politik, sehingga tidak bisa dilihat secara normatif



aaja. Selain itu., sangat terkailt dengan isu pembangunan,
yang selama ini menjadi akar dari persoalan lingkungan
hidup, buruh, pembatasan wanita, represil terhadap lembaga
demokrasi. dan lain-lain. Karena {itu, tidak mungkin mengan-
dalkan analisis normatif budaya tanpa pengenalan sistematis
terhadap realitas politis dan pembangunan.

Untuk itu, dalam penelitian yang menyangkut HAM dan
pelaksanaannya diperlukan analisis secara sosiologis.
Menurut Soerjono Soekanto, seorang yansg menggunakan 1ilmu
sosiologi akan berusaha untuk memahami dan mengungkapkan
perilaku orang-orang, apa motifnya, dan apakah arti perila-
ku tersebut bagi masing-masing. Hal itu akan dapat dicapai
dengan cara (Soekanto,1984:34):

1. Mengamati perilaku manusia dan memahaminya;
2. Mengadakan identifikasi terhadap motif dari perilaku
tersebut.

Dengan demikian melalul kajian secara soslologis
ini, maka akan diungkapkan mengapa masyarakat DKI Jakarta
mengadukan masalahnya ke Komnas HAM, apa yang menjadi motif
tindakan tersebut, apa yang menjadi latar belakangnya, dan
sebagainya. Caranya adalah dengan mengamati gejala yang
timbul dalam masyarakat setelah lahirnya Komnas HAM, untuk
kemudian berusaha memperoleh tanggapan dari masyarakat
tentang segala hal yang berkaltan dengan Komnas HAM. Sete-
lah memperoleh tanggapan dari masyarakat, maka dicari upaya
untuk mengetahui dan mengidentifikasi motif yang melatarbe-

lakangi tindakan dan tanggapan masyarakat terhadap Komnas
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HAM tersebut.

Menurut teori Sosiologi, setiap tindakan yang di]ak;
ukan manusia bukanlah tanpa gebab. Dengan merujuk karya
Weber, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sejalan dengan
asumel mengenal kekuasaan, wewenang, dan konflik, maka
timbul konsepsi bahwa setiap perbuatan atau aksi manusia
mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan mempunyal arti-arti
terténtu bagi dirinya. Manusia - mempunyai kemampuan-—
kemampuan unﬁuk mempertimbangkan melakukan perbuatan-
perbuatan tertentu, vyang dalam keadaan-keadaan tertentu
mungkin bertentangan dengan sistem keteptiban vang ada. Hal
ini disebabkan oleh karena sekali manusia tersebut gadar
akan kedudukannya sebagai warga masyarakat, maka dia akan
dapat memilih perbuatan-perbuatan apakah yang akan dilaku-
kannya, dan lingkungan sosial dan kebudayaan akan membentuk
struktur pilihan teréebut (Soekanto, 1991:60-61).

Pada tabloid Mutiara edisi 842 tanggal 10-16 Desem-
ber 1996 dimuat beberapa pendapat dari berbagai kalangan
masyarakat. Daril beberapa pendapat yang muncul tercermin
bahwa masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia vang
belum mengetahui keberadaan Komnas HAM di Indonesia. Penda-
pat dan tanggapan sebagian masyarakat yang telah diwawanca-
rail oleh tabloid tersebut tentunya juga mencerminkan tang-
gapan masyarakat Indonesia yang lain, tidak hanya di pelo-
sok-pelosok, namun juga sebagian masyarakat yang tinggal di
Jakarta, tempat di mana Komnas HAM berkedudukan.

Selama ini, vaitu sejak berdiri tahun 1993 hingga



akhir 1997. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
apa fungsi dan tugas-tugas Komnas HAM. Masyarakat mendefi-
niasikan sgendiri persoalan apa yang layak disampalkan ke
Komnas HAM. Akibatnya tidak sedikit persoalan yang disam-
paikan ke Komnas sebenarnya salah alamat, sehingga bukan
merupakan wewenang Komnas HAM untuk menanganinya.

Sebagian besar masyarakat juga belum mengerti tugas
Komnas HAM vang sebenarnya. Pada umumnya hanya berpikir
bahwa segala sesuatu yang dirasakan sebagal pelanggaran
HAM, maka merupakan tugas dan wewenang Komnas. Padahal
Komnas HAM memiliki tiga tugas pokok, yaitu selain tuéaa
pemantauan, Jjuga tugas pemahaman serta pendidikan dan
penyuluhan. Berdasar pengamatan penulis, éebagian besar
masyarakat hanya mengetahui tugas Komnas HAM di bidang
pemantauan saja. Hal ini cukup beralasan, mengingat pembe-
ritaan pers, sebagian besar bahkan hampir semuanya menyang-
kut tugas Komnas HAM di bidang pemantauan. Jadi, meskipun
kiprah Komnas HAM semakin populer belakangan 1ini, masih
banyak Juga masyarakat yang belum memahamli tentang tugas
dan fungsinya.

Di samping masalah tugas dan wewenang Komnas HAM, di
tengah maraknya isu internasional tentang HAM, masih terda-
pat sebagian anggota masyarakat Indonesia yang beranggapan
bahwa Komnas HAM sebenarnya tidak perlu dibentuk. Seperti
dimuat dalam tabloid Mutiara, mereka yang berpéndapat
demikian itu dilandasi oleh pemikiran bahwa di Indonesia

sudah ada DPR sebagai wakil rakyat yang lebih cocok untuk
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pengaduan, sesual dengan fungsinya sebagai wakil rakyat
yang menyuarakan aspirasi mereka. Meskipun mereka juga.
menyadari bahwa usaha yang dilakukan ke DPR jarang sekali
vang berhasil. Di samping 1itu, mereka yang berpendapat
bahwa Komnas HAM tidak perlu dibentuk berpendapat bahwa
sudah ada aparat—-aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa
Polisi, vyang menangani perkara. Pendapat ini tidak dapat
sepenuhnya disalahkan, mengingat tidak semua anggota masya-
rakat mempunyailwawasan yang luas mengenai HAM. Inilah yang
menjadi salah satu tugas Komnas HAM di bidang pendidikan
dan penyuluhan.

Dari gambaran di atas, daﬁat dilihat beragamnya
tanggapan masyarakat terhadap eksistensi dan peranan Komnas
HAM di Indonesia. Beragamnya pendapat atau. tanggapan ini
dapat dipelajari dengan menggunakan teori-teori Psikologi
dan teori-teori Sosiologi. Menurut teori-teori Psikologi,
beragamnya tanggapan ini disebabkan karena salah satu
karakteristik perilaku manusia yang menérik adalah sifat
diferensialnya. Maksudnya_satu stimulus (rangsangan) dapat
menimbulkan lebih dari satu tanggapan (respons) yang berbe-
da dan beberapa stimulus yang berbeda dapat salja menimbul-
kan tanggapan (respons) yang sama.

Selanjutnya; respons hanya akan timbul apabila
individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki
adanya reaksi individual. Respons evaluatif berarti bahwa
bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya

didasari oleh proses evaluasi-dalam diri individu vyang
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memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilal
baik-buruk, poaitif-neéatif, menyenangkan—-tidak menyenang-
kan. vyang kemudian mengkristal sebagal potensi reaksi
terhadap obyek sikap (Azwar,1995:15).

Dalam hal yang berkaitan dengan Komnas HAM, masyara-
kat akan bereaksi secara individual, karena masing-masing
individu mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap
Komnas HAM. Masyarakat yang pernah mengadukan masalahnya ke
Komnas HAM tentunya akan mempunyal tanggapan yang berbeda
dengan tanggapan masyarakat yang belum pernah mengadu ke
Komnas HAM.

Dari berbagai teori mengenail tanggapan, dapat diam-
bil kesimpulan bahwa pembentukan kesan atau tanggapan
terhadap obyek, dalam hal ini Komnas HAM merupakan proses
kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu vang
bersangkutan, situasi dimana tanggapan itu terbentﬁk, dan
atribut atau ciri-ciri obyektif yang dimiliki oleh stimu-
lue. Dan untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan,
seseorang harus mempunyai pengalaman vang berkaitan dengan
obyek psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian akan
membentuk sikap positif atau negatif, akan tergantung pada
berbagai faktor lain.

Dalam mempelajari tanggapan masyarakat terhadap
eksistensi dan peranan Komnas HAM di Indonesia, pola pemi-
kirannya berawal pada pemikiran bahwa terdapat berbagal
tanggapan terhadap keberadaan dan peranan Komnas HAM di

dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
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Perbedaan tanggapan tersebut diskibatkan oleh perbedaan
pengetahuan, latar belakang sosial, dan pengalaman seseo-
rang.

Theodore M. Newcomb dan kawan-kawan dalam bukunya
Social Psychology: The Study of Human Interaction menyata-
kan bahwa persepsi/tanggapan inl dipengaruhi oleh:

1. Kepekaan individu, vang dipengaruhi oleh keadaan psiko-
logis vyang sementara. Berbagai macam motivasi atau
emosi mempeﬁgaruhi pandangan perseptor.

2. Pendirian perseptor.

3. Inteligensia

4. Kepribadian si perseptor; perseptor vyang mempunyai
kepribadian positif akan selalu berfikir positif.

Selanjutnya, ketepatan dari persepsi/tanggapan s8seseorang
terhadap sesuatu dipengaruhi oleh:

1. Kepandaian dan pengalaman;

Inteligensi tidak saja meningkat dengan pengalaman,
tetapi Juga mengendalikan kemampuan untuk menarik
manfaat dari pengalaman dan menjelaskan hal-hal vyang
diamati melalui prinsip-prinsip umum atau konsep-kon-
sep.

2. Kemajuan kognitif
Orang—-orang yaﬁg lebih menyukai pola-pola yang sederha-
na dan kurang tertarik oleh yang kompleks dalam peni-
laian-penilaian estetis mereka, tidak merupakan peni-
lai-penilai yang sebaik orang yang mempunyai gaya dan

selera-selera kognitif yvang lebih kompleks.
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3. Pola sikap
Orang-orang yvang intrageptif "terbuka” untuk informasi
dari orang lain, terbuka untuk observasi dan penafsiran
tanda-tanda vyang disajikan orang-orang lain. Sifat
intraseptif terlebih dahulu mengandalkan adanya sikap
tidak berprasangka, sehingga orang bebas untuk melihat
apa vang disajikan orang lain. Dengan demikian, pemaha-
man diri yang beéar akan menjamin obyektivitas.

4. Latar belakang s8sosial (Theodore M.Newcomb, tanpa
tahun:214-218).

Pada manusia, terhadap stimulus vyang disajikan
kepadanya, maka ia tidak akan beglitu sala memberikan tang-
gapan. Diperlukan pemahaman, penalaran, dan perasaan untuk
menterjemahkan simbol-simbol vang diterimanya. Untuk
menjelaskan proses terjadinya tanggapan terhadap rangsangan
vang diterima, maka akan digunakan Konsepsi Skematik dari

Rosenberg dan Hovland.
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Ragaan 1: Konsepsi Skematik Rosenberg dan Hovland mengenai Sikap

Dalam ragaan 1 di atas terlihat bahwa sikap seseo-
rang terhadap suatu obyek selalu berperanan sebagai peran-
tara antara tanggapannya dan obyek yang bersangkutan.

Pengalaman pribadi yang diperoleh yang langsung
berkaitan dengan suatu persoalan akan membuat seseorang
lebih banyak memikirkan dan membicarakannya. Oleh karena
1tu seseorang akan memiliki sikap yang lebih kuat terhadap
suatu obyek apabila memiliki pengalaman langsung dengan
obyek itu, daripada hanya mendengar tentang obyek itu dari
orang lain atau membacanya. Selain itu, sumber kekuatan
sikap yang lain adalah adanya kepentingan tetap atau kepen-
tingan diri sendiri dalam suatu masalah.

Berdasar teori Sosiologi, menurut Weber, seperti



vang dikutip George Ritzer, apabila seseorang hanya berusa-
ha meneliti perilaku saja, dia tidak akan yakin bahwa
perbuatan itu mempunyal arti subyektif dan diarahkan kepada
orang lain. Peneliti sosiologli harus mencoba menginterpre-
tasikan tindakan sl aktor. Artinya, seorang yvang mengguna-
kan teori Sosiologi harus memehami motif dari tindakan si
aktor. Selanjutnya, untuk memahami motif tindakan si aktor,
Weber menyarankan dua cara, yaltu:

1)mela1ﬁi kesungguhan;

2)dengan mencoba mengenangkan dan menyelami pengalaman si

aktor.

Metode pemahaman yang diajukan ini tidak hanya bersifat
penjelasan kausal saja, sehingga makin rasional suatu
tindakan yang dilakukan, maka akan semakin mudah untuk
dipahami (Weber, dalam Ritzer, 1992:46-47).

Kesimpulan utama yang dapat diambil dari Teori Aksl
yvang dikembangkan sebagal Konsep Voluntarisme oleh Talcott
Parsons adalah bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses
dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan
subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapal tujuan
tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi
kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam
bentuk norma-normé, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Di
dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu,
aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan
bebas.

Beberapa asumsi fundamental Teori Aksi (1940) dike-

i
rJ



mukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znan-

jecki, dan Parsons sebagal berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

* T3

Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri
sebagal subyek dan dari situasi eksternal dalam posisi-
nya sebagal obyek.

Sebagail subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia
bukan tanpa tujuan. |

Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik,
prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan
cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh
kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasl terhadap
tindakan yang akan, sedang, dan yang telah dilakukan.
Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip
moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputu-
san.

Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemak-
aian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti
metode verstehen, imaginasi, sympathetic reconstruction
atau seakan-akan mengalami sendiri (vicarious experi-
ence) (Ritzer, 1992:53-54).

Untuk lebih menjelaskan bahwa tindakan manusia 1tu

tidak semata-mata merupakan reaksil atas stimulus yang

diterimanya, dapat digunakan teori dari Herbert Blumer.

Menurut Herbert Blumer (1962), dalam Teori Interaksil Simbo-



1ik modern dikatakan bahwa manusia saling menterjemahkan dan
saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar
reaksi belaka darl tindakan seseorang terhadap orang lain.
Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap
tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang
diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar
individu, diantaral oleh penggunaan simbol-simbol, inter-
pretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami
maksud dapi tindakan masing-masing. Jadi dalam proses
interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya
stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan
atau respons. Tetapl antara stimulus yang diterima dan
respons yang terjadi sesudahnya, diantaral oleh proses
interpretasi oleh si aktor, yang merupakan proses berfikir

yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan Jjawaban sementara dari suatu pe-
nelitian, yang harus diujl kebenarannya dengan Jalan riset.
Oleh karena 1itu, hipotesis adalah dugaan, yang mungkin
benar atau mungkin Juga salah. Hipotesis akan ditolak Jika
faktanya menyangkﬁl, dan akan diterima Jjika fakta membukti-
kan kebenarannya. Penerimaan atau penolakan terhadap suatu
hipotesis bergantung pada hasil pengolahan data yang rele-
van. Oleh karena itu hipotesis dapat dlanggap sebagal kon-

kluei sementara, dan sebagal hasil sementara dari perenung-



an vyvang masak-masak dan pertimbangan yang sistematis.
(Kartono, 1990b:78)

" Mengenal cara menyusun hipotesis, menurut Ronny Ha-
nitijo Soemitro, tidak ada ketentuan yang berlaku umum. Ha-
nya saja, sebagal pegangan dapat dikemukakan bahwa hipote-
sis hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau
lebih, dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif,
dirumuskan secara Jelas dan padat, dan dapat diuji kebenar-
annya dengan cara menyimpulkan data empiris. (Soemitro,
1994:43)

Dalam penelitian ini, hipotesisnya dapat dirumuskan
sebagal berikut:

Hipotesis 1 : Ada hubungan erat antara pengetahuan masya-

rakat tentang lembaga Komnas HAM dengan

tanggapan masyarakat terhadap eksistensi dan.

peranan Komnas HAM di Indonesia.

Hipotesis 2 : Ada hubungan erat antara latar belakang sosi-
al masyarakat dengan tanggapan masyarakat
terhadap eksistensi dan peranan Komnas HAM di
Indonesia

Hipotesis 3 : Ada hubungan erat antara pengalaman seseorang
vang . pernah mengadukan masalahnya ke Komnas
HAM dan orang yang tidak berpengalaman dengan
tanggapan mamsyarakat terhadap eksistensi dan

peranan Komnae HAM di Indonesia.



H. METODE PENELITIAN

Sebagal awal, penelitlian ini berusaha memperoleh ke-
jelasan mengenai HAM, instrumen-instrumen HAM, profil
lembaga Komnas HAM, mengenail seluk beluk Komnas HAM 1tu
gsendiri, tugas, wewenang, maupun kegiatan yang dilakukan.
Setelah berhasil memperoleh gambaran jelas tentang lembaga
Komnas HAM, perhatian penelitian ini akan difokuskan pada
tanggapan masyarakat terhadap eksistensi dan peranan Komnas
HAM. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam

- penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
Penelitian ini, sesual dengan tinjauvannya yang
sosiologis, mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu so-

sial, khususnya sosiologi.

2. Spesifikasl Penelitlan

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian
ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan memberikan data yang setelitl mungkin ten-
tang manusia; keadaan, atau gejala-gejala lainnya.
(Soekanto,1986:10) Dalam hal ini adalah memperoleh
data-data tentang tanggapan masyarakat DKI Jakarta
terhadap eksistensi dan peranan Komnas HAM di Indone-

sla.



Di samping bersifat diskriptif analitis, peneli-
tian ini juga bersifat eksplanatoris, karena peneliti
akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan mengambil
lokasi di wilayah DKI Jakarta. Alasan pemilihan lokasi
di Jakarta adalah karena lembaga Komnas HAM berpusat
di Jakarta, dan wilayah DKI Jakarta berdasar data vang
ada di Komnas HAM merupakan daerah vang memiliki
masalah yang paling banyak diadukan, sehingga akan
diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai
tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas

Komnas HAM.

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

di wilayah DKI Jakarta, yang akan dibagi ke dalam dua

kelompok, yaitu:

- Kelompok I : warga masyarakat yang belum pernah me-
ngadukan masalahnya ke Komnas HAM.

- Kelompok II : warga masyarakat yang pernah mengadu-
kan masalahnya kepada Komnas HAM (se-

lanjutnya disebut sebagai “pengadu”)



5.

Sampel Penelitian

Dari populasi yang sudah disebutkan di atas,
dalam pengambilan sampel akan digunakan metode purpo-
sive sampling, yaltu pengambilan sampel dldasarkan

pada tujuan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini

meliputi data sekunder maupun data primer. Data se-
kunder diperoleh dari data-data kepustakaan vang
berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan bahan-
bahan lain yang berkaitan dengan HAM dan Komnas HAM.
Sedangkan data primer diperoleh dari staf Komnas HAM,
di samping informasi langsung dari lapangan melalui
wawancara dan penyebaran kuesioner. Secara rinci,
pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan;

2. Pengamatan (observasi) di iapangan;

3. Wawancara;

4. Daftar pertanyaan (kuesioner).

Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam benelitian ini data yang telah terkumpul
melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui
kegiatan pengolahan dan penyajian data. Data yang
diperoleh dari studl kepustakaan dan wawancara dikum-

pulkan, diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian



dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. Sedangkan
data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (kuesioner)
diolah dan disajikan melalui kegiatan yang mencakup
“editing”, yaitu memeriksa dan meneliti data yang
telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat
dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Dalam peneli-
tian ini tidak dilakukan “coding" terhadap data-data,
sehingga setelah data diedit,lhaka kegiatan dilanjut-
kan pada tahap “tabulasi”. Pada tahap ini, data dipin-
dahkan dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel
vang telah dipersiapkan untuk maksud-maksud tersebut
(Soemitro,1994:64-65).

Bentuk pengaturan data dalam bentuk tabel vang
dipqrgunakan adalah pengaturan data yang mendistribu-
sikan frekuensi Jawaban dari responden (distribusi

frekuensi).

I. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang sama dalam membica-

rakan permasalahan dalam penelitian ini, maka berikut ini

akan dikemukakan definisi operasional yang berkaitan dengan

Judul penelitian.

L.

Tanggapan dalam penelitian ini diartikan sebagal sambu-
tan masyarakat terhadap hal-hal yang dilakukan oleh
Komnas HAM. Tanggapan dapat dibedakan dalam tiga Jenis,

vaitu:



2.

- Tanggapan Kognitif merupakan pernyataan mengenal apa
yang dipercaya atau diyakini mengenal obyek saikap,
dalam hal ini Komnas HAM;

- Tanggapan afektif dapat dilihat pada pernyataan pera-
saan seseorang mengenal sesuatu, dalam hal ini dapat
dilihat pada tanggapan masyarakat terhadap keberadaan
dan peranan Komnas HAM di Indonesia;

- Tanggapan Konatif merupakan kecenderungan untuk. ber-
buat, yang terungkap melalul pernyataan keinginan
melakukan atau kecenderungan untuk melakukan, yaitu
pnyataan pernyataan masyarakat untuk megadukan masa-
lahnya ke Komnas HAM dan kenyataan bahwa masyarakat
telah mengadu ke Komnas HAM.

Masyarakat dalam penelitian ini adalah sejumlah manusia,

yvang menempati wilayah tertentu -dengan budaya tertentu,

yaitu masyarakat DKI Jakarta yang terdiri darl masyara-
kat yvang belum pernah mengadu ke Komnas HAM dan masyara-
kat yang sudah pernah mengadu ke Komnas HAM.

Keberadaan (Eksistensi) Komnas HAM adalah keberadaan

Komnas HAM sebagal lembaga yang menanganl masalah-

masalah yang berkaitan dengan HAM di Indonesia.

Peranan Komnas HAM adalah tugas-tugas utama yang dilak-

sanakan oleh Komnas HAM, yaitu sesuail dengan Pasal 5

Keppres No.50 Tahun 1993, yang meliputi menyebarluaskan

wawasan nasional dan internasional mengenai HAM baik

kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyapakat

internasional, mengkaji berbagal instrumen PBB tentang

0



HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai ke-
mungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya, memantau dan
menyelidiki pelaksanaan-HAM serta memberikan pendapat,
pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara
mengenal pelaksanaan HAM.

5. Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan
Keppres No.1993, beranggotakan 25 orang, yang menurut
Pasal 4 Keppres No.50 Tahun 1993‘bertujuan untuk memban-
tu pengembangan kondisi yang kondusif bagl pelaksanaan
HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Plagam PBB
serta Deklarasi Universal HAM, dan meningkatkan perlin-
dungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan
nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
J. Rancangan Analisis

Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kuali-
tatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif diper-
gunakan untuk kajian yang bersifat empirils (sosiologis).
Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji
aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat
“deskriptif analitis”, yaitu menguraikan gambaran dari
data-data vyang diperoleh dan menghubungkannya satu sama
lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Peneliti juga akan mempelajari karakteristik popula-

si berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut,



dan akan membuat generalisasi berdasar data yang diperhati-

kan.
K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajlkan dalam penell-
tian ini terdiri dari empat bab.

Bab I sebagaimana telah diuraikan di muka adalah
Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Permasalahan, Ruang
Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Peneli-
tian, Definisi Operasional, Rancangan Analisis, dan Siste-
matika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan
tentang Sejarah, Pengertian dan Perkembangan Konsep tentang
HAM, Pandangan Indonesia Mengenai HAM dan Implementasinya
dalam Peraturan Perundang-undangan RI dan Kelembagaannya,
Instrumen-instrumen HAM dan Badan-badan HAM , HAM-Demokra-
tisasi - Negara Hukum, dan Pendidikan dan Penyebarluasan
HAM.

Bab III merupakan Hasil Penelitian, berisi Karakte-
ristik Responden, Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan
dan Peranan Komnaé HAM di Indonesia, Tanggapan Masyarakat
terhadap Keberadaan dan Peranan Komnas HAM di Indonesia,
Alasan-alasan Masyarakat Mengadukan Masalahnya ke Komnas,
Tanggapan masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas-tugas

Komnas HAM, Peranan Komnas HAM yang Diharapkan Masyarakat,



dan Masalah-masalah Pelanggaran HAM dan Usaha-usaha Yang
Dilakukan Untuk Memajukan dan Melindungi HAM.

Bab IV merupakan Diskusi Hasil Penelitian, vyang
berisi Kondiei Penegakan HAM di Indonesia dan Perkembangan
Yang Terjadi Dalam Masyarakat, Alasan-alasan yang Mendorong
Masyarakat Mengadukan Masalahnya ke Komnas HAM, Peranan LSM
dan Media Massa dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas-tugas
Komnas di Bidang Perlindungan dan Pénegak—an HAM, Relevansi
antara Tingkat Pengetahuan Masyarakat dengan Tanggapannya
terhadap Keberadaan dan Peranan Komnas HAM di Indoneslisa,
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat, dan
Peranan Komnas HAM yang Dikehendaki Masyarakat serta Kenda-
la yang Dihadapi Komnas HAM dalam Melaksanakan Tugas-tugas-
nya.

Bab V merupakan Penutup, yang akan memuat Kesimpulan
Unum dan Kesimpulan Khusus, serta diakhiri dengan Saran-

saran.



BAB II

PERPUSTAKAAN

TINEOODY, FUSTARR FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TRISAKTI

A. Pengertian, Sejarah, dan Perkembangan Konsep tentang HAM

1. Pengertian dan Sejarah HAM

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari
istilah droits de 1 homme dalam bahasa Perancis yang berar-
t1i “"hak ‘manusia"”, atau dalam bahasa Inggrisnya human
rights, yang dalam Bahasa Belanda disebut menselijke rscﬁ—
ten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah "hak-hak
asasi", vyang merupakan terjemahan dari basic rights dalam
Bahasa Inggris dan grondrechten dalam Bahasa Belanda.
Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak funda-
mental, sebagal terjemahan dari fundamental rights dalam
Bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam Bahasa Belan-
da. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah
human rights, dipakai Juga istilah civil rights
(Naning, 1983:7).

Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagal
hak kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pa-
da diri manusla, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup
secara wajar sebagal manusia. Sementara itu, dalam buku
“ABC, Teaching of Human Rights" yang dikeluarkan oleh PBB,
HAM didefinisikan sebagai hak-hak yvang melekat secara ko-

drati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layak-

l
|
|



nya seorang manusia (those rights which are 1nherent in our
nature and without which we cannot leve as human belng).
Terhadap pengertian HAM itu sendiri, terdapat bebe-
rapa batasan yang berbeda-beda, meskipun pada intinya
mengandung makna yang sama. Miriam Budiardjo mendefinisikan
hak asasi sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah di-
peroleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau ke-
hadirannya di dalam kehidupan masyéfakat (Budiardjo, dalam
Zainuddin, Munandar(ed),1994:429). Miriam menambahkan,
secara umum diyakini bahwa beberapa hak 1itu dimilikinya
tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau Jenis ke-
lamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal.
Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus mempe-
roleh kesempatan untuk berkembang sesuail dengan bakat dan
cita-citanya (Budiardjo, dalam Zainuddin, Munandar(éa),
1994:429). Gunawan Setiardja mendefinisikan HAM gebagai
hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya,
jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia (Seti-
ardja,1993:73). Dan apabila ditinjau secara obyektif, Guna-
wan Setiardja menyatakan bahwa HAM merupakan kewenangan
yang melekat pada manusia sebagal manusia, yang harus di-
akui dan dihormati oleh pemerintah. Oleh karenanya, HAM
.apabila ditinjau secara obyektif berhubungan dengan kodrat
manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi, se-
hingga landasan HAM ada dua, yaitu:
1. landasan yang langsung dan pertama: kodrat manusia

2. landasan vang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan sendiri



yvang menciptakan manusia (Setiardja,13993:74).

Arief Budiman, seorang sosiolog berpendapat bahwa
HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan,
langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagal manusia, da-
lam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, Jja-
di harus dipisahkan antara hak warga negara dan HAM (Suara
Merdeka, 21 Desember 1992).

Hampir senada dengan pendapat Arief Budiman, Ramdlon
Naning mendefinisikan HAM sebagal hak yang melékat' pada
martabat manusia, yang melekat padanya sebagal insan ciﬁ-
taan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prina;p
sebagal anugerah Ilshi. Berarti HAM merupakan hak-hak vang
dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat aipi—
sahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur .aan
sucli (Naning,1983:8). 4

Dari berbagai pendapat tersebut di atés dapat dita-
rik suatu garis besar bahwa HAM itu ada, Justru karena ' ke-
manusiaannya manusia itu, hal ini disebabkan karena manusia
memiliki harkat dan martabat yang tidak pernah akan ada pa-
da makhluk lain, sehingga hak asasi hanya ada pada manusia.
Dan oleh karena setliap manusia diciptakan sama oleh Allah,
Tuhan Yang Maha Esa, maka HAM harus dihormati, dilinduﬁgi,
dan dijunjung tiﬁggi oleh setiap manusia lainnya. Dari
beberapa rumusan mengenai HAM di atas, dapat disimpulkan'
bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia untuk
menjamin kelangsungan hidupnya.

Keberadaan HAM yang melekat pada diri manusia, yang



oleh karena itu tidak dapat dibantah oleh orang lain dapat
dibaca pada Mukadimah Perjanjian Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik 1966, yaitu bahwa hak-hak itu berasal
dari martabat yvang hakiki pada insan manugia (Ian Browlie
(ed),1993:169).

HAM sebagal gagasan, paradigma, dan kerangka konsep-
tual tidak 1lahir dengan Universal Declaration of Human
Rights tanggal 10 Desember 1948. ﬁﬁri perspektif sejarah,
barangkali lebih tepat kalau deklarasi hak-hak asasi yang
ditandatangani oleh Majelis Umum PBB itu dihayati sebagal
pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan
sebagian besar umat manusia di seantero dunia, khususnya
vang tergabung dalam organisasi PBB, untuk senantiasa
menyadari, menghormapi, dan menegakkan hak-hak asasi serta
martabat pribadi maﬁuaia demi terciptanya keadilan dan
perdamaian di dunia (Paul S Baut.dan Beny Harman, 1988:3)

Upaya pemikiran, konseptualisasi, dan perjuangan
untuk menégkui dan menegakkan eksistensi HAM jauh sebelum-
nya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia,
baik di Barat maupun di Timur, kendatipun upaya tersebut
masih bersifat lokal, partial, dan sporadikal. Misalnya
Kode Hukum Raja Hamurabi yang telah mencerminkan adanya
kesadafan akan martabat dan harkat diri manusia. Contoh
lain adalah pemikiran Plato yang telah memaklumkan Kkepada
warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapal
kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewaJibannya

masing-masing. Praktek-praktek seperti di atas telah me-



nunjukkan adanya indikasi kepada adanya pengakuan terhadap
HAM.

Kebanyakan pengamat HAM menelusurl asal usul sejarah
konsep HAM dari Yunani dan Romawi Kuno, karena hak-hak
asasl berkaitan erat dengan doktrin-doktrin Hukum Alam pra
modern dari Stoicisme Yunani (mezab filosofi yang didirikan
oleh Zeno dari Citium, yang beranggapan bahwa suatu kekua-
tan universal meliputi semua ciptaan dan bahwa karenanya
tindak-tanduk manusia hendaknya dinilai menurut dan disela-
raskan dengan Hukum Alam) (Lubis (Ed),1993:2).

Doktrin-doktrin Hukum Alam ini sesudah Abad Perte-
ngahan berkaitan erat dengan teori-teori politik liberal
mengenal hak-hak alamiah. Agar ide hak-hak alamiah manusia
menjadi suatu kebutuhan dan realitas sosial vyang umum,
diperlukan perubahan yang mendasar pada anggapan dan prak-
tek-praktek di dalam masyarakat. Perubahan 1tﬁ terjadil pada
masa Renalssance, pada saat terjadi pergeseran dari Hukum
Alam sebagai kewajiban kepada hukum sebagai hak. Adanya
Petisi Hak Asasi tahun 1628 dan Pernyataan Hak-hak Asasi
Manusia Inggris (1689) merupakan bukti perubahan ini.

Menurut Scott Davidson, banyak orang yang berpenda-
pat keliru, yaitu menganaggap Magna Charta (1215) sebagal
cikal bakal kebebasﬁn warga negara Inggris. Padahal piagam
ini sesungguhnya hanya merupakan kompromi pembagian kekua-
saan antara Raja John dan para bangsawan. Kata-kata dalam
plagam tersebut baru memperoleh makna yang lebih luas dalam

Bill of Rights (1689), vang di dalamnya berisi ketentuan-



ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu
(Davidson, 1994:2).

2. Konsep HAM dan Perkembangannya di Dunia

Berbeda dengan masalah pengertian HAM yang sudah
tidak dipersoalkan, masalah konsepsi HAM masih diperdebat-
kan dalam fora internasional. Menﬁ}ut N.Hassan Wirajuda,
perdebatan ini berkisar pada: pertama, apakah nilai-nilai
HAM bersifat universal, yang berarti berlaku dimana saja,
kapan saja, dan untuk siapa saja, ataukah dalam implementa-
sinya perlu memperhitungkan kekhasan (particularity) dari
suatu negara atau kawasan dengan memperhatikan segi-segi
tradisi, agama, budaya, serta tingkat pembangunan suatu
bangsa. Kedua, apakah penonjolan HAM hanya dari satu sisi
hak =sipil dan politik, ataukah melihat HAM sebagai satu
kesatuan yang tak terpisahkan dalam berbagai aspeknya,
vakni hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Ketiga, dipersoalkan manakah yang benar, pandangan yang
melihat HAM hanya dari segi hak, atau yang melihat keseim-
bangan antara hak dan kewajiban. Keempat, apakah hanya
melihat kedudukan manusia individu atau juga sebagai warga
masyarakat dan negara (Wirajuda, dalam Bambang W.Soeharto,
1996:9).

Pada prinsipnya, sebenarnya semua negara di dunia
ini menjunjung tinggi konsep HAM. Meskipun demikian, pelak-

sanaan konsep tersebut telah menjadi persoalan besar bukan

9



saja pada peringkat politik dalam negeri tetapi Juga pada
peringkat hubungan internasional. Tampaknya konsep HAM yang
dianut oleh negara-negara Bgrat berbeda dengan konsep yang
dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga (Harold Crouch,
dalam Haris Munandar (Ed),1994:451).

Perbedaan antara konsep Barat dengan Konsep Timur
sangat kelihatan pada konferensi dunia mengenai Hak-hak
Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Wina, Aus-
tria, pada bulan Juni tahun 1993. Sebelum konferensi 1£u
berlangsung, suatu konferensi tingkat regional telah diada-
kan di Bangkok untuk menghasilkan suatu deklarasi bersama
di antara negara-negara Asia mengenal masalah itu. Deklara-
sl yang dihasilkan selanjutnya disebut dengan Deklarasi
Bangkok yang sebagian besar mencerminkan "pandangan Timur"
tersebut walaupun pernyataan yang termuat di dalamnya
sebetulnya merupakan hasil komproml antara pgndangaﬁ nega-
ra-negara seperti Jepang dan Filipina yang lebih mementing-
kan hak-hak individu a la Barat di satu pihak, dengan
pandangan mayoritas yang mengutamakan hak kpmunal, vaitu
hak masyarakat secara keseluruhan di pihak yang lain.

Walaupun Deklarasi Bangkok tersebut menyebut HAM
sebagal konsep yang "universal”, namun para wakil negara-
negara Asia pada-umumnya berpendapat bahwa konsep yang
diperjuangkan oleh negara-negara Barat 1tu sebetulnya tidak
universal, melainkan merupakan hasil kebudayaan politik
Barat dan pada dasarnya kurang sesual wuntuk diterapkan

begitu saja di negara-negara Timur yvang tengah menghadapl
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tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang sa-
ngat berbeda dengan apa yang dialami negara-negara Barat.
Karena itu Deklarasi bangkok menekankan pentingnya latar
belakang sejarah, kebudayaan, dan agama dalam memahami dan
melaksanakan konsep hak-hak asasi. Deklarasi Bangkok Juga
menganggap kemiskinan sebagal sumber pelanggaran hak-hak
asasi dan mengemukakan bahwa "hak pembangunan” merupakan
salah satu hak yang sangat mendaaaf‘atau sangat asasi.

Menurut pandangan Timur, pelaksanaan Hak—hak asasi
tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan politik. Setiap
negara mempunyal tradisi dan kebudayaan sendiri, sehingga
apa yang dianggap baik dan biasa di suatu negara belum ten-
tu baik dan biasa di negara lain. Kebudayaan selalu mengu-
tamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedang-
kan kebudayaan Barat lebih mementingkan kepentingan indivi-
du. Berbeda dengan doktrin liberal Barat, pendekatan Timur
lebih menjurus kepada konsep negara yang Iintegralistik
(integralistic state) dimana setiap bagian masyarakat mem-—
punyal fungsinya maesing-masing (Harold Crouch, dalam Haris
Munandar (Ed),1994:452-453).

Hak asasi manusia menurut konsep Barat, secara for-
mal dapat dibaca dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 negara ba-
gian Amerika Juli 1776, yang pada intinya adalah bahwa
gemua manusia dicliptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh
penciptanya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dica-
but, kemerdekaan dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan

(Maurice Cranston dan Mansyur Effendi, 1994:18).
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Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara umum meru-
muskan konsep modern tentang hak asasl sebagal hak yang me-
lekat dengan kodrat kita aepagai manusia yvang bila tidak
ada mustahil kita eskan dapat hidup sebagai manusia (United
Nation,1987:4). Dengan demikian, hak asasi manusia dikon-
sepkan sebagai suatu standar umum bagli kehidupan manusia.

Bangsa Indonesia juga mengakui keberadaan HAM ini,
serta mempunyal konsep sendiri tentang HAM, diantaranya
dapat dilihat dari rumusan Dewan Pertahanan dan Keamanan
Nasional. Wanhankamnas merumuskan HAM sebagai hak-hak dasar
vang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan
secara universal, dan berfungsi menjaga integritas kebera-
daannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan,
keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan,
dan kesejshteraan sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas 6leh slapapun
(Wanpankamnas dalam Bambang W.Soeharto,1996:8).

; Timbulnya HAM juga tidak dapat dipisahkan dari kon-
sepsi absolutisme yang diterapkan dalam beberapa negara
Eropa. Hal ini terjadi di Inggris dan Perancis. Dalam kedua
negara yang pemerintahannya menganut sistem kerajaan 1itu
semua cabang kekuasaan, yaitu yang menurut teori Trias
Politica Monteaquieﬁ meliputi kekuasaan legislatif, kekua-
saan eksekutif, dan kekuasaan yudisial berada di tangan
seorang raja (Martosoewignjo,1996:1). Dengan demikian rada
di kedua negara tersebut memegang dan melaksanakan sekali-

gus kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konsepsi



absolutieme inilah vang kemudian memunculkan teori pemisah-
an kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu. Timbulnya
teori tentang pemisahan kekuasaan ini juga membawa pengaruh
terhadap berkembangnya sistem politik demokrasi dan keharu-
san adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Di dunia Barat pemikiran mengenal HAM berawal dari
abad XVII dengan timbulnya konsep mengenai Hukum Alam serta
hak-hak alam. Dalam tulisan bebéfapa filsuf pada Masa
Pencerahan (Enlightenment) yang menganut liberalisme seper-
ti Thomas Hobbes (1588 - 1679), John Locke (1632 - 1704),
Montesgquieu (1689 - 1755) dan J.J. Rousseau (1712 - 1778)
nampak adanya bayangan akan adanya suatu keadaan dimana
manusia hidup dalam keadaan alam (state of nature). Manusia
dalam keadaan alam ini sama derajat (equal), semua tunduk
kepada Hukum Alam, dan semua memiliki hak-hak alam.

Pada suatu saat, manusia dengan memakail akalnya (ra-
sio) sampal kepada kesimpulan, bahwa untuk menjamin terlak-
sananya hak-hak alam itu, perlu meninggalkan keadaan alam
tersebut, dan mengganti dengan kehidupan bernegara berda-
sarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat.
Inilah yang dinamakan Teori Kontrak Sosial (Budiardjo,
1994:143). Hak asasi manusia pada tahap ini masih terbatas
pada hak-hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan,
hak atas kesamaan derajat, dan hak untuk menyatakan penda-
pat.

Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Rousseau

ini dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga
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meningkatkan pergerakan untuk menjamin dan melindungi hak-
hak dan kebebasan-kebebasan yang asasi. AJaran Rousseau dan
Juga John Locke ini dipegang teguh oleh kaum revolusioner
di Amerika dan Perancis, sehingga ditetapkan “Declaration
of Rights 1776" Virginia.

Declaration of Independence yang diumumkan secara
aklamasi oleh 13 negara bagian dalam Revolusi Amerika
merupakan Piagam HAM Jjuga. Perkembangan inl berlanjut ' de-
ngan diterimanya UUD AS tanggal 17 September 1787 yang mu-
lai berlaku tanggal 4 Maret 1789. Di Perancis, perkembangan
ini melahirkan Declaration des droits de 1 homme et du
Citoyen tahun 1789. Akhirnya pada tahun 1791 semua hak-hak
asasi manusia dicantumkan dalam Konstitusi Perancis, Juga
dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795.

Dicantumkannya hak-hak asasi manusia di dalam kons-
titusi seperti di Amerika dan Perancis inl diikuti pula
oleh Belgia pada tahun 1831, Jerman 1918, Australia dan
Cekoslowakia 1920, dan Uni Soviet tahun 1936. Dengan adanya
Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776
tersebut, maka dalam sejarah Amerika Serikat dianggap se-
bagal negara pertama yang memberi perlindungan dan Jaminan
HAM dalam konstitusinya (Naning,1983:11).

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu awal abad XX
terjadi perubahan pemikiran mengenai konsepsi HAM. Hal ini
antara lain disebabkan oleh terjadinya Depresi Besar (the
Great Depression 1929-1934) yang dimulai di Amerika dan

melanda sebagian besar negara-negara di dunia, yang dampak-
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nya sangat luas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan
kelaparan. Di Jerman, terjadinya Depresi Besar ini mengaki-
batkan banyak orang yang meninggalkan negaranya untuk men-
cari tempat yang lebih demokratis.

Pérkembangan pemikiran tentang konsepsi HAM 1itu
menuntut perlindungan terhadap hak-hak di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya, bukan hanya hak-hak yang Dbersifat
yuridis politis saja yang dilindungi- Dalam rangka konsep-
tualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi vang
mencakup bidang yang lebih luas lagi itu, Presiden Amerika,
Franklin D.Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan empat macam
hak asasi, yang dikenal dengan sebutan “The Fbur Freedom”,
yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
(freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of reli-
glion), kebeﬁasan dari rasa takut (freedom from fear), dan
kebebasan dari kemiskinan (freedom from want) (Budiardjo,
1994:144).

Setelah Presiden Franklin D.Roosevelt merumuskan
“Empat Kebebasan", muncullah Piagam PBB dan Statuta Mahka-
mah Internasional sebagail bagian integral Empat Kebebasan
tersebut, yﬁng disahkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San
Fransisco. Dalam.Charter of the United Nations 1946 Pasal
55 digariskan bahwa PBB (UNO) diperintahkan untuk mengan-
jurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
dasarnya ditaati.

Mulai tahun 1946, yaitu setelah usainya Perang Dunia

11, disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia oleh



Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB yang terdiri
dari 18 anggota. Sidangnya dimulai bulan Januari 1947 vyang
dipimpin oleh Ny. Eleanor Roosevelt. Dua tahun kemudian,
Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Parie pada tanggal
10 desember 1948 menerima balk hasil kerja panitia terse-
but. Lahirlah Universal Declaration of Human Rights yang
terdiri dari 30 pasal yang sarat dengan ketentuan mengenai
hak-hak asasi manusia. Darl 58 negara yang hadir, 48 negara
menyatakan persetujuannya.

Majelis Umum PBB memproklamirkan Pernyataan Sedunia
tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) itu sebagai "a common standart of achievement
for all people and nations”, yaitu suatu tolok wukur umum
hasil usaha sebagal rakyat dan bangsa dan menyerukan semua
anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin penga-
kuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang
termaksud dalam pernyataan tersebut. Meskipun UDHR ini
hanya berupa pernyataan, dan bukan berbentuk perjanjian
(convention), namun semua anggota PBB secara moral berke-
wajiban mematuhi dan menerapkannya.

Dalam deklarasi tersebut, manusia mendapat posisi
sentral, dimana harkat dan martabat manusia, hak-hak dan
kebebasan asasinya_dijunjung tinggl dengan tidak ada keke-—
cualian apapun seperti bangsa, jenis kelamin, warna kulit,
bahasa, agama, keyakinan politik, asal mula kebangsaan atau
kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain-

nya.
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Pada alinea pertama Mukadimah Pernyataan Sedunia
tentang Hak Asasi Manusia tersebut dengan tegas dinyatakan
bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap
manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, tidak
dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena 1itu setlap
manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, kese-
lamatan, dan kebahagiaan pribadinya.

Secara teoretik, hak-hak yaﬁé terdapat dalam dekla-
rasi tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. hak-hak yang berkenaan dengan hak-hak politik dan yu -
ridis;

2. hak-hak atas martabat dan integritas manusia;

3. hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya.

Paul S Baut dan Beny Harman K. mengadakan pembabakan
konseﬁsi dasar hak-hak asasi manusia dalam tiga tahap,
yaitu:

1. Generasi I (pertama) hak-hak asasi manugia;

2. Generasi II (kedua) hak-hak asasi manusia;

3. Generasi III (ketiga) hak-hak asasi manusia; (Paul ©S
Baut dan Beny Harman, 1888:10).

Generasi pértama berupa hak-hak sipil dan politik,
vang terutama berasal dari teori-teori reformis abad XVII
dan XVIII. UDHR termasuk dalam generasi ini, karena isi dan
ruang lingkup hak asasi yang terdapat dalam Deklarasi 1948
itu selain berasal dari teori-teori dari reformis di atas,
Juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dua Perang Dunia

yang secara besar-besaran telah membantai dan mempretell
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hak-hak asasi manusia. Di samping itu, ketakutan akan ter-
ulangnya kembali dominasl kekuasaan raja-raja vang absolut
dan otoriter seperti yang terjadi pada Abad Pertengahan
telah mendorong organisasi PBB untuk mencantumkan lebih
banyak hak-hak politik dan yuridis pada Deklarasi Hak-hak
Asasi Manusia Sedunia tersebut.

Hak-hak asasi manusia yang tergolong dalam generasi
pertama ini ditonjolkan dalam hampir setiap konstitusi dari
negara-negara saat 1ini, dan mendominasi sebagian besar
deklarasi dan kovenan internasional yang disetujul sejak
Perang Dunia II. Konsepsi HAM yang pada pokoknya bersifat
Barat ini kadang-kadang diromantiskan sebagal kejayaan
pengikut Aliran Individual Hobbes - Locke atau paham kene-
garaan Hegel (Lubis,1993:14).

Hak-hak vyang termasuk dalam generasi pertama 1ni
diuraikan dalam Pasal 2 - 21 UDHR, seperti kebebasan dari
bentuk-bentuk diskriminasi dan rasial; hak atas kehidupan,
kebebasan, dan keamanan pribadi; kebebasan dari perbudakan
atau kerja paksa; kebebasan dari penganlayaan dan dari
perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat; kebebasan darl penangkapan vang
sewenang-wenang, penahanan, atau pengasingan; hak atas
peradilan yang adii dan terbuka; kebebasan darl campur ta-
ngan dalam privasi dan korespondenai; kebebasan untuk
pindah dan bertempat tinggal; hak suaka dari penindasan;
kebebasan berpikir, berhatil nurani, dan beragama; kebebasan

berpendapat dan berekspresi; kebebasan berkumpul dan ber-
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himpun secara damai; dan hak untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan, secara langasung atau melalul pemilihan-pemi-
lihan yang bebas.

Generasi kedua hak-hak asasi manusia diwarnai dengan
munculnya tuntutan hak-hak asasi dalam bidang sosial,
ekonomi, dan budaya. Hak-hak ini terutama berasal dari
tradisi sosialis yang terdapat di antara kaum Saint-Simon
di Perancis awal abad XIX dan gerékan kesejahteraan sejak
itu. Pada umumnya, hal ini meruapakan suatu tanggapan
terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan pembangunan
kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang mengeks—
ploitasi kelas pekerja dan rakyat daerah-daerah Jajahan.
Menurut sejarah, hal ini merupskan titik balik terhadap
hak-hak asasi manusia generasi pertama (hak-hak sipil dan
politik). |

Pada generasi kedua ini, hak-hak asasi yang dituntut
diuraikan dalam Pasal 22 - 27 Deklarasi Universal HAM,
seperti hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan
proteksi terhadap pengangguran; hak untuk beristirahat dan
bersenang-senang, termasuk hari-hari libur periodik yang
dibayar; hak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan
dan kesejahteraan diri dan keluarga; hak atas pendidikan;
dan hak atas perlindungan produk ilmiah, kesusasteraan, dan
kesenian dari seseorang.

Sebagian besar hak-hak asasi generasi kedua tidak
membutuhkan campur tangan negara dalam alokasi sumber daya,

karena hak-hak itu menggolongkan permintaan lebih kepada



materi daripada kepada nilai-nilai yang tidak dapat diraba
berdasarkan kriteria keadilan distribusi. Hak-hak asasi
generasi kedua pada daaarny? adalah tuntutan bagil persamaan
soslial.

Hak-hak asasi manusia generasi ketiga saling menghu-
bungkan dan mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-
tuntutan nilai vyang berkaitan dengan kedua generasl hak
asasi manusia yang terdahulu. Termasuk dalam HAM generasi
ketiga adalah apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 Deklarasi
Universal HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
atas suatu susunan sosial internasional di dalam mana hak-
hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam pernyataan
ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Hak-hak asasi generasi ketiga ini dalam pembabakan
sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia disebut sebagail
hak-hak atas pembangunan (the rights to development). Hak-
hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap HAM
muncul sebagai reaksi dan protes terhadap pola pembangunan
vang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga, dimana
makna pémbangunan telah mengalami distorsi yang sangat
parah (Paul S.Baut dan Beny Harman K.,1988:16). Hal ini
ditandal dengan penafsiran pembangunan secara sempit, yang
hanya merupakan ﬁerwujudan hak-hak ekonomi rakyat, dan
untuk tujuan itu pola pembangunan yang ditetapkan di nega-
ra-negara tersebut adalah pola pembangunan yang memberikan
prioritas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, semen-

tara pembangunan dalam bidang-bidang yang lainnya dikecua-



likan. Pola pembangunan seperti itu mensyaratkan terpeliha-
ranya stabilitas, dan untuk mencapail hal tersebut, hak-hak
dan kebebasan dasar rakyat-kalau perlu diabaikan dan dicam-
pakkan.

Munculnya hak generasi ketiga atau hak solidaritas
dikaitkan dengan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan
persepsl negara—-negara berkembang bahwa tatanan interna-
slonal vyang ada cenderung memusuﬁi mereka. Hal itu Jjuga
dapat dipandang sebagai tuntutan negara-negara berkembang
untuk perlakuan yang lebih adil dan untuk membangun suatu
sistem dunia yang akan memperlancar keadilan distributif
dalam pengertian model Rawls yang seluaé—luasnya_ Tetapi,
dasar bagi tuntutan-tuntutan ini tidaklah semata-mata
moral, melainkan ternyata mempunyai landasan hukum dalam
sejumlah instrumen internasional yang ada (Davidson,
1993:60).

Mengenai apa yvang menjadi isi dan ruang lingkup hak-
hak atas pembangunan ini belum ada kesepakatan diantara
para ahli hingga saat ini. Pada dasarnya, hak-hak atas
pembangunan bukanlah hak-hak yang baru sama sekali, akan
tetapli merupakan perluasan dan penekanan kembali terhadap
beberapa pasal yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM
dan menjadi elemen-elemen utama dari konsepsi hak-hak atas
pembangunan. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 19, 20, dan
21 vyang menyatakan bahwa setliap orang mempunyal hak atas
kebebasan, mempunyal dan mengeluarkan pendapat, hak atas

kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai, dan hak



untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri baik
secara langsung maupun dengan perantaraan waklil-wakilnya.

Dalam pasal-pasal lainnya seperti Pasal 22, 23, dan
25 ditegaskan bahwa setlap orang berhak atas Jaminan sosial
dan berhak pula melaksanakan hak-hak dalam bidang ekonomi,
sosial, dan budaya yang perlu guna martabatnya dan guna
perkembangqn bebas pribadinya. Setiap orang Juga berhak
atas pekerjaan, memilih pekerjaan, berhak atas syarat-
syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak mendiri-
kan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi
kepentingannya. Dan yang terakhir, setiap orang berhak atas
tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan yang bailk
untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan,
pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya.

Dengan membaca ketentuan-ketentuan dalam ketiga
pasal tersebut, dan menginterpretasikannya secara konteks-
tual, maka akan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada prin-
sipnya hak-hak atas pembangunan itu merupakan hak rakyat
mayoritas untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan,
ketidakadilan, keterbelakangan, kemelaratan, dan kera-gu-
raguan.

Burne Weston mengidentifikasi paling sedikit enam
kategori hak soiidaritas, vaitu(Weston, dalam Davidson,
1993:61-62):

1. Hak atas penentuan nasib sendiri di bildang ekonomi,
politik, sosial, dan budaya.

2. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial.
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3. Hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat
dari Warisan Bersama Umat Manusia (Common Heritage of
Mankind) serta informasi dan kemajuan lain.

4. Hak atas perdamaian.

5. Hak atas lingkungan yang sehat.

6. Hak atas bantuan kemiskinan.

Paul S.Baut dan Beny Harman K. mengatakan, barangka-
11 esetelah generasi HAM yang ketiéé ini akan muncul lagi
konsepsi yang lebih baru dan memposisikan dirinya sebagal
paradigma alternatif yang lebih mengakar manakala kerangka
koneeptual hak-hak atas pembangunan tidak dapat mengemban
misi pembaharuan kehidupan yang lebih baik bagi kaum miskin
dan papa yang merupakan lapisan paling bawah masyarakat ini
dan merupakan mayoritas penduduk di dunia. Dalam perkemba-
ngan selanjutnya, reinterpretasi dan reformulasi - terhadap
hak-hak atas pembangunan ini mungkin akan menjadi kebutuhan
vang semakin mendesak seandainya paradigma hak-hak atas
pembangunan itu telah diartikan secara keliru oleh perenca-
na pembangunan, khususnya di negara-negara dunia ketiga dan
perwujudannya Jjustru menopang struktur-struktur sosial yang
telah mapan, dan mempertajan jurang antara mereka yang kaya
(the opressor) dgngan mereka yvang miskin (the opressed)
(Paul S.Baut dan Beny Harman K.,1988:19).

Demikian bisa dilihat bagaimana konsep HAM telah
mengalami pergeseran, tidak lagi sekedar berorientasi pada
konsep negara Barat. Konsep HAM daril negara dunia ketiga

atau negara di belahan Timur telah memberikan alternatif



pada pemahaman persoalan HAM, yang tidak sekedar memikirkan
hak asasi di bidang politik dan sipil, tetapl Juga menawar-
kan hak lain, yvaitu hak asasi untuk membangun dan berkem-

bang.

B. Pandangan Indonesia Mengenal HAM dan Implementasinya

dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Di Indonesia, apabila dibicarakan tentang HAM, maka
selalu akan muncul pertanyaan tentang HAM vang bagaimana
yang hendak dikembangkan Indonesia. Hal 1ini disebabkan
karena adanya paham universalitas vang-dianut oleh negara-
negara Barat dan nilai partikularistlk yang dituntut oleh
negara-negara berkembang dalam pelaksanaan HAM.

Terhadap. adanya dua paham yang saling Dberhadapan
ini, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa HAM itu universal,
dan mempunyai struktur sosial. Jadl masalah HAM itu tidak
berhenti di situ saja, tetapi menyangkut semua kondisi yang
ada di suatu tempat, yang meliputi aspek-aspek demografis,
geografis, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan,
tradisi, dan nilai-nilai. Mengenail struktur sosial ini,
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dimanapun di dunia ini,
tidak ada yang tidak mempunyai struktur sosial. Sementara
itu, struktur-struktur sosial masing-masing negara Juga
universal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsep HAM
yvang dikembangkan di Indonesia adalah tidak defensif, tapi

universal dan sekaligus mempunyal struktur sosial (Wawanca-



ra, Mel 1997).

Pandangan Indonesia sendiri sebagal salah satu
negara berkembang vyang memperjuangkan particularities
background dapat disimak dari ucapan All Alatas dalam salah
satu kesempatan yang mengemukakan bahwa tidak benar negara-
negara berkembang hendak menampilkan konsep alternatif
tentang HAM. Yang diperjuangkan adalah bahwa pelaksanaannya
hendaknya berada dalam konteks nasibnal yvang memperhitung-
kan latar belakang budaya dan tingkat pembangunan suatu
bangsa. Dengan demikian sebenarnya Indonesiapun mengakui
adanya nilai-nilai universal yang melekat pada HAM. Meski-
pun demikian, pelaksanaannya akan selalu berada dalam
konteks nasional, sesuai dengan tingkat kemajuan pembangu-
nan, latar belakang budaya, dan agama-agama yang dianut.

Pemerintah Indonesia memandang perlu berbagai HAM
(ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik) dilihat
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama
lain. Pemerintah Indonesia berpendirian, bahwa dalam kon-
sepsi dan implementasi HAM, perlu ada keseimbangan dan
keserasian antara hak dan kewajiban antara individu, masya-
rakat, dan negara. Dalam konsepsi yang terdapat dalam sila
Kemanusiaan vang Adil dan Beradab, manusia tidak hanya
dilihat sebagai makhluk individu, namun juga sebagal anggo-
ta masyarakat.

Presiden Soeharto dalam satu kesempatan mengatakan
bahwa ... hak-hak asasi manusia harus berjalan seiring

dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi. Hak-hak asasi
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semata-mata tanpa kewaJiban-kewajiban skan mendatangkan
kekacauan, sebaliknya kewajJiban-kewajiban tanpa hak-hak

asasi akan menimbulkan kebekuan ..." (Soeharto, Presiden,

Analisis CSIS Tahun XXII No.5 Tahun 1893: 437).

Pemerintah Indonesia Jjuga mengakui bahwa masalah HAM
mempunyal dimenei internasional sejalan dengan pengertian
bahwa nilai-nilai HAM mempunyai sifat universal. Indonesia
dapat mengerti dan menerima kepedulian (expression of
concern) oleh pihak luar negeri dalam hal terjadinya pe-
langgaran HAM vyang berat dan serius, akan tetapi tidak
mengurangi prinsip bahwa tanggung Jawab terhadap upaya
memajukan dan meningkatkan perlindungan HAM tetap terletak
pada yurisdiksi nasional. Indonesia menolak wupaya campur
tangan terbuka maupun terselubung sebagaimana gagasan
"humanitarian intervention” (Roekmini, makalah tanpa tahun,
hal 4).

Dalam pandangan Indonesia, upaya memajukan dan
meningkatkan perlindungan HAM perlu dilakukan dalam konteks
kerjasama internasional, seperti yang diamanatkan oleh
Piagam PBB (Pasal 1 ayat (3)) dan bukan dengan cara kon-
frontasi dan pemaksaan tata n£lai asing yang belum tentu
sejalan dengan tata nilai nasional.

Indonesia juga menilai penting hak pembangunan yang
pada dasarnya merupakan hak kolektif dan hak individu untuk
meningkatkan harkat dan derajat kemanusiaan. Proses dan
upaya meningkatkan perlindungan HAM dalam segala aspeknya

sesungguhnya sejalan dengan proses pembangunan, termasuk



penegakan dan pembangunan hukum, karena perlindungan HAM
hanya bisa terwujud dalam suasana tegaknya hukum.

Universalitas HAM dalam bentuk serta dalam penger-
tiannya yang umum tentu sadja tidak perlu disangkal lagi.
Masalahnya timbul apabila telah mulai memasuki perincian
definisi hak itu, karena apa hak asasi dianggap oleh negara
lain sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak pantas
dilakukan oleh manusia beradab. )

Oleh karena itu sedah sewajarnya apabila setiap
negara harus mengemukakan pendapat dan pandangannya menge-
nai HAM ini dalam bentuk yang Jjelas, sehingga dapat dipaha-
mi oleh pihak lain dengan Jjelas pula. Bertolak dari hal
tersebut, maka tatkala ada perbedaan interpretasi antara
suatu negara dengan negara lain, terutama sekali antara
suatu budaya dan budaya yang lain, hal itu' tidak akan
langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi.

Pandangan Indonesia mengenai HAM dapat dibaca dalam
makalah Departemen Luar Negeri dalam forum PBB, yang dian-
taranya menyatakan bahwa:

“Umat manusia telah hidup dan sedang hidup dalam masya-
rakat-masyarakat yang berbeda, yang terorganisasi berda-
sarkan cara hidup yang berlain-lainan, dipandu oleh
sejarah dan pengalaman yang berbeda-beda, dan didorong
oleh kebutuhan-kebutuhan kondisi politik, ekonomi,
gosial dan. keamanan khusus mereka sendiri. Berangkat
dari adanya kenyataan ini, tentu saja tidak ada pemeca-
han tunggal bagi masalah implementasi untuk semua negara
di sepanjang masa ... Implementasi hak asasli manusia
seharusnya diserahkan kepada yurisdiksi nasional, karena
setiap bangsa mengerti dan menyadari masalah-masalahnya
sendiri secara lebih baik ..." (Analisis CSIS, Tahun
XXII, No.5 Tahun 1993: 4308).

Oleh beberapa pihak dikeluhkan bahwa dari 25 buah
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perjanjian internasional, Indonesia baru meratifikasi 4
Konvensl yang berkaltan dengan HAM, yaltu Convention on
Political Rights of Women, Convention on the Elimination of
All Forms of’DiscriminatioA Agalnst Women, Convention on
the Rights of the Child, dan Convention Against Apartheid
in Sport. Sikap Indonesia inl tentu didasarkan pada alasan-
alasan &ang kuat, dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Wawasan Indonesia vyang bersifat mendasar tentang
substansi dan penegakan HAM dapat ditemukan dalam Hukum
Dasar, baik Hukum Dasar tertulie maupun Hukum Dasar tidak
tertulis. Hukum Dasar Tertulis adalah UUD 1945, yang ter-
diri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan.Penjelasan. Sedang-
kan Hukum Dasar Tidak Tertulis adalah kaidah-kaidah dasar
vang melengkapi Hukum Dasar Tertulia, vang timbui dalam
praktek penyelenggaraan negara (Bshar,1996:26).

Pada Hukum Dasar Tertulis, dalam Pembukaan UUD 1945
tercantum kaidah-kaidah HAM yang bersifat filsafati, seper-

ti bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa yang

berdasar pada peri kemanusiaan dan peril keadilan; bahwa ne
gara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan
rakyat, yang selanjutnya berdasarkan pada Ketuhanan yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin olek Hikmah Kebijaksa-
naan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan bahwa tujuan
negara Republik Indonesia adalah melindungl segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indoneesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamalan
abadi, dan keadilan sosial.

Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, dalam
UUD 1945 tidak dirumuskan secara rinci HAM dan hak dasar
warga negara serta penduduk. Memang di dalam Penjelasan UUD
1945 dikemukakan bahwa penyelenggaréan aturan pokok terse-
but diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara
membuat, merubah dan mencabutnya. bieh karena itu pengatur-
an mengenai HAM dapat saja dilakukan secara lebih rinci
dalam undang-undang. Dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat 8 pasal vyang
menyangkut ketentuan-ketentuan HAM. Juga dalam UU No.8
Tahun 1981 terdapat banyak pasal yang menyangkut HAM, 15
pasal diantaranya bahkan mengambil dari berbagal instrumen
tentang HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Di samping - kedua
Undang-undang tersebut, terdapat beberapa undang-undang
vang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi HAM, dianta-
ranya UU No.13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara, UU
No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, UU No.14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradi-
lan Umum, UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, dan PP No.Z27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Di dalam Batang Tubuh UUD 1945, terdapat beberapa
pasal yang mengatur mengenai HAM, di antara Pasal 27 sampai
dengan Pasal 34.

Dalam Hukum Dasar Tidak Tertulis terbuka peluang

untuk mengembangkan lebih lanjut pengakuan terhadap HAM ini

en
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gsesual dengan perkembangan jJaman. Sejak tahun 1985, Presi-
den Soeharto mencanangkan secara resmi bahwa Pancasila
adalah suatu ideologl terbuka, yang berarti bahwa walaupun
nilai-nilai dasarnya tetap, tetapil penjabaran serta pelak-
sanaannya dapat disesualkan dengan perkembangan Jjaman.
Secara substantif, walaupun sangat singkat, Pancasi-
la dan UUD 1945 telah mengandung di dalamnya perlindungan
terhadap HAM. Oleh karenanya, wawasan Indonesia mengenai

HAM deapat ditemukan dalam Pancasila dan UUD 1945 itu sen-

diri. Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Lokakarya

tentang HAM untuk wilayah Asia Pasifik pada tanggal 26

Januari 1993 mengemukakan bahwa:

"Dasar-dasar pandangan bangsa Indonesia mengenai hak asasi
manusia secara utuh dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD
1945, yang dijabarkan dalam pasal-pasalnya yang sangat
singkat itu"(Presiden Soeharto,1993).

Dalam bagian lain sambutannya, Presiden mengemukakan:
"Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu dari
lima sila Pancasila yang merupakan dasar negara kami.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini terkalt dengan sila-
sila lainnya, ialah: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Persa-
tuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Ke-
adilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demi-
kian kami memahami hak asasl manusia secara lebih luas dan
lebih konstruktif sebagai amanah, tekad, dan peluang untuk
memajukan kemanusiaan itu sendiri. Dan bukan sekedar hak
yvang harus dijamin” (Presiden Soeharto,1993).

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang dipergunakan
sebagal acuan dalam mengembangkan perlindungan HAM adalah
konsep universal yang lebih kaya akan makna. Jadi sebenar-
nya dalam mengembangkan nilai universal tersebut tidak

perlu terjebak pada konsep barat atau non Barat, karena

sifat universalitas itu sendiri sebenarnya telah melampaul
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dikotomi kedua konsep tersebut.

‘Dari kandungan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat
universal seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD
1945, maka dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam me-
ngembangkan semakin dijamin dan dilindunginya hak asasi
manusgia. Dalam mendorong terciptanya.situaai vang kondusif
bagi semakin terlindunginya HAM, maka Indonesia harus
memegang teguh nilai dasar Pancasiia sebagali acuan utama
dan mengembangkan nilai instrumental dan nilai praksisnya.
Melalui pengembangan nilai instrumental dan nilai praksis
jtulah terdapat peluang untuk mengkaji berbagai instrumen
PBB tentang HAM dan meratifikasinya. Dengan demikian,
Indonesia sebagail bangsa tidak hanya terikat secara moral
kepada konvensi PBB tersebut, namun Jjuga ‘secara hukum,
karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.

Dalam Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan
pada pertengahan Juni 1993 di Wina, Indonesia telah mene-
gaskan kembali posisinya, sesual dengan pemikiran yang
telah dikemukakan oleh Presiden Soeharto.

Menteri Luar Negeri Ali Alatas telah menegaskan
dalam konferensi tersebut, bahwa tidak satupun negara yang
dapat menjadikan dirinya sebagai hakim atau Juri dalam
menjéga pelaksanaan“HAM. Pada konferensi tersebut dikemuka-
kan gagasan yang menghimbau masyarakat internasional untuk
tidak campur tangan dalam suatu masalah dalam negeri nega-
ra-negara yang dianggap telah gagal menjaga dan melaksana-

kan HAM. Indonesia menganggap ini merupakan campur tangan
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politik atas masalah dalam negeri dari sebuah negara yang
berdaulat, dan tentu saja itu tidak bisa dibenarkan atau
diterima.

Dalam kesempatan tersebut, dengan melalul menteri
Luar Negeri Ali Alatas, Indonesia telah menolak keinginan
pemerintah Amerika Serikat maupun Sekjen PBB, vyang pada
intinya telah mengajak masyarakat internasional untuk
campur tangan dalam masalah setlap negara yang dianggap
gagal dalam melindungli dan menerapkan HAM. Menlu Ali Alafas
mengatakan bahwa tidak ada wewenang bagi si kuat untuk
memberikan khotbah bagi si lemah. Dikatakannya bahwa seba~
gian besar negara berkembang memang mendukung konsep uhi—
versalitas HAM. Akan tetapi mereka akan menentang adaﬁ&a
standar-standar yang ditentukan. Selanjutnya, Alatas ﬁenég—
takan bahwa: |

"Di dunia ini dominasi si kuat terhadap si lemah dan
campur tangan negara lain masih merupakan realitas yang
menyakitkan. Seharusnya jangan ada negara atau kelompok
negara yang menyombongkan diril dengan berperan sebagai
hakim, Juri, atau algojo terhadap negara laln dalam masa-
lah yang kritis dan sensitif ini"” (Republika, 16 Juni
1993).

Mengenai perhatian Indonesia terhadap masalah-masa-
lah HAM, mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengatakan
bahwa Indonesia sudah mempunyai visi dan perhatian beéar
terhadap HAM. Ismail Saleh juga mengakul adanya HAM y&hg
berlaku universal, tidak terbatas pada tempat . dan waktu.
Namun dalam penerapannya tetap harus disesualkan dengan

kultur dari masing-masing negara. Adalah mustahil bahwa

seluruh bangsa di dunia ini bisa mempunyai satu pandangan



vang sama untuk berbagal macam persoalan. Kultur, konsep,
serta latar belakang setiap bangsa ikut mempengaruhil cara
pandang dalam melihat sebuah persoalan. Jadi tidak Dbisa
disamaratakan begitu saja (Kompas, 18 Juni 1993).

Ismail Saleh mengutarakan bahwa sangat sulit bagi
suatu negara untuk menerima konsep bang dipaksakan datang
dari luar. Indonesia memiliki konsepsi HAM vang sesual
dengan corak hidupnya sendiri. Daiém UUD 1945 disebutkan
tentang HAM 1itu seperti hak memperoleh pendidikan, hak
beragama, hak hidup secara layak, dan sebagainya. Adapun
implementasinya dilaksanakan dalam berbagai perundang-
undangan. Adanya suatu negara yang menekan negara lain
untuk mengikuti konsep-konsepnya, merupakan bukti bahwa 1la
tidak menghormati HAM_itu sendiri. Indonesia tidak pernah
berusaha untuk memakaékan viginya terhadap HAM ini kepada
bangsa-bangsa lain, dan Indonesia juga tidak mau dipaksa
untuk melaksanakan HAM yang tidak sesual dengan visinya
(Kompas,19 Juni 1993).

Oleh karena itu, Muladi mengatakan bdhwa bahasan
tentang ideologi bangsa dalam merumuskan HAM mutlak perlu,
sebab hal tersebut akan berkaitan erat dengan hakikat
falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia tentang
manusia, baik secara individual maupun kolektif. Di dalam
masyarakat yang berasaskan kekeluargaan seperti Indonesia,
tidak dikenal secara fragmentaris moralitas komunal, mora-
litas institusional, dan moralitas sipil. Ketiga bentuk

moralitas tersebut merupakan sisi-sisi bangunan segitiga



sama sisi yang saling menunjang satu sama lain secara
proporsinal. Manusla harus dilihat baik secara pribadi,
sebagal makhluk sosial, dan sebagal warga negara. Manusia
harus dipandang sebagali ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan
sebagal warga negara, manusia juga harus dipandang sebagal
sub sistem hubungan antar bangsa (Muladi, 1994:5).

Muladi selanjutnya mengutarakan tentang perlunya
pembicaraan tentang ideologl, karena orang mulai berbicara
pragmatis dalam arti bahwa tolok ukur kemanfaatan 1ideologi
tidak hanya bersifat moral, tetapi bersifat utilitarian.
Ideologi harus dapat mensejahterakan bangsa, baik jasmaniah
maupun rohaniah. Muatan intelektual dan moral harus berpa-
sangan dengan muatan aktual. Dalam hal ini keberadaan
semacam Piagam HAM Indonesia yang didasa?kan atas pendeka-
tan partikularistik relatif, merupakan salah satu Interven-
ing variable, untuk mengisi kesenjangan antara aspek 1inte-
lektual dan aspek i1deologi yang bersifat aktual. Piagam HAM
tersebut akan merupakan bagian dari Code of Conduct of the
Nation (Muladi, 1994:5).

Dalam membicarakan ideologi, seringkali orang bersi-
fat emosional, bahkan cenderung untuk over-imposed. Tanpa
dukungan internalisasi kultural vang mantap, sikap tersebut
akan menjadi bumerang (self-defeating). Kajian komparatif
tentang ideologi kontemporer (contemporary of comparative
ideology) merupakan hal yang penting, karena setiap ideolo-
gi akan mengandung hal-hal positif dan negatif bagl bangsa

lain. Dalam perbandingan ideologi, tidak perlu ditonjolkan
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seolah-oleh 1ideologi indonesia yang paling super, tetapl
vang paling penting adalah menjawab pertanyaan mengapa
Indonesia menganut ideologi Pancasila dan mempertahankan
UUD 1945 (Muladi,1994:5).

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Muladi bangsa
Indonesia sudah selayaknya menentukan posisinya dalam
perkembangan HAM sebagail penganut pandangan Partikularistik
Relatif. HAM tidak mungkin didefinisikan gecara universal
sebagai: those rights which are inherent in our nature and
without which we cannot live as human beings, tetapi harus
dirumuskan dalam konteks ideologi bangsa yang menempatkan
manusia baik sebagai individu maupun makhluk gosial atas
dasar asas kekeluargaan. Dengan demikian, bagi bangsa Indo-
nesia HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada jatidiri
manusia secara kodrati dan secara universal, dan berfungsi
menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak
hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan,
keadilan, kebersamaa, kesejahteraan dan hak untuk maju
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dia-
baikan atau dirampas oleh siapapun (Muladi,1994:6).

Sikap partikularistik relatif ini mempunyal landasan
sikap internasional yang kuat seperti Pasal 18 the Jakarta
Massage, Deklarasi HAM Kuala Lumpur (AIPO, 1993), Deklarasi
Wina dan Program Tindakan 1993 yang dihasilkan oleh konfer-
ensi HAM dunia. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia untuk
turut menciptakan ketertiban dunia, hal ini merupakan akar

budaya yang kuat untuk berfikir atas dasar relativisme



kultural.

Seperti telah dikemukakan di atas, HAM menurut visi
Indonesia adalah HAM yang dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan Pancasila dan UUD 1945. Hak dasar yang secara de
jure terumus dalam UUD 1945 adalah hak bangsa untuk merdeka
sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Kemerde-
kaan di sini mengandung makna lebih dari sekedar emansipasi
politik, melainkan merupakan manifestasi dari perjuangan
dan kesadaran bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu
masyarakat dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dan merupa-
kan hak strategis yang diakui dalam kehidupan berbangsa.
Selanjutnya, beberapa pasal dalam UUD 1945 memuat sejumlah
hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan politik yang seharusnya
dijabarkan secara lebih khusus di dalam perundang-undangan
atau diintegrasikan ke dalam sistem aturan-aturan hukum
nasional.

Apabila dilihat ke dalam Batang Tubuhnya, maka akan
ditemui beberapa kelompok hak, yang tersebar dalam beberapa
pasal, yaltu:

a. hak kolektif: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di
atas dunia harues dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
‘peri kemanusiaan dan peri keadilan.

b. hak persamaan: segala warga negara bersamaan kedudukan-
nya di dalam hukum dan pemérintahan, dan wajib menjun-
jung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keke-

cualiannya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1845)
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c. hak-hak sosial ekonomi: tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanu-
siaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

d. hak politik: kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya dite-
tapkan dalam undang-undang (Pasal 28 UUD 1945).

e. Hak-hak asasi pribadi: negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluﬁ agamanya masing-masing
dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.

f£. hak asasi sosial budaya: tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945).

g. hak ekonomi dan sosial : Pasal 33-34 UUD 1945.

(Tim FH Undip, 1991:48-49).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat
dikatakan bahwa UUD 1945 baik dalam Pembukaan maupun dalam
Batang Tubuh, bahkan dalam jiwa serta semangatnya mengakui
dan menjunjung tinggi HAM sebagal hak kodrati.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, para pendiril negara
RI menolak individualiesme yang menjiwai HAM PBB. Dalam
Deklarasi Universal, manusia hanya dilihat sebagai makhluk
individual, dan tidak dilihat dalam kedudukannya sebagai
makhluk sosial. Soépomo, sebagai salah satu tokoh yang ikut
merumuskan Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa manusia
menurut ideologi kita, menurut pandangan hidup kita perta-
ma-tama adalah makhluk sosial. Pusat hidup bukanlah indivi-

du, melainkan masyarakat atau kelompok atau bangsa; dan
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manusia individu itu adalah penting dalam hubungannya dengan
posisinya dalam masyarakat atau bangsa (Setiardja,1991:130.
Tap II/MPR/1978 tentang P4 telah memuat nilai-nilai,
dan prinsip-prinsip yang mendasarl perumusan-perumusan HAM
menurut pandangan hidup Indonesia. Tap tersebut memuat visi
dasar Indonesia tentang HAM, yaitu bahwa
"Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabat-
nya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran
untuk mengemban kodratnya sebagal makhluk pribadi dan .
sekaligus sebagai makhluk sosial. Dengan sila Kemanusiaan

yvang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan
sesual dengan harkat dan martabatnya sebagal makhluk

Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak- e

dan kewaJjibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,
agama, dan kepercayaan, Jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit, dan sebagainya. Karena 1itu dikembangkan
sikap saling mencintal sesama manusia, sikap tenggang
rasa dan tepa selira, serta tidak sewenang-wenang terha-
dap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ...". b

Dari apa yang tertuang dalam Tap II/MPR/lQ?B terse-
but nampak Jelas bagaimana pandangan bénésa_ Indonesia
mengenajl HAM. Menurut pandangan bangsa Indonesia, manusia
mempunyal derajat vyang luhur sebagal makhluk individu
sekaligus sebagai makhluk soslal (makhluk monodualis).
Menurut bangsa Indonesia, semua manusia itu pada dasarnya
sama derajatnya, dan oleh karena itu mempunyal hak dan
kewajiban asasi yang sama pula.

Menurut pandangan Indonesia, HAM bersumber pada
kemanusiaan yang adil dan beradab dengan dijiwai dan dilan-
dasi oleh sila-sila lainnya. Oleh karena itu, seperti yang
tertuang dalam Tap I1I/MPR/1978, HAM menurut Pancasila

mempunyal dua landasan, yaltu:

1. kodrat manusia; ialah kita sebagal manusia dengan ko-
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drat ini.
2. Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, pelaksanaan HAM harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan HAM Juga
harus dijiwail oleh sila-sila dalam Pancasila.

Dalam kenyataannya, sebagaimana halnya dihadapi
negara-negara dunia ketiga lainnya, di Indonesia juga ter-
Jadi bentquan—bentrokan antara nilai-nilai tradisional dan
nilai-nilai modern. Namun selalu diupayakan agar bentrokan-
bentrokan ini tetap kecil tanpa menimbulkan bahaya bagi
persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Indonesia ada dua pemikiran mengenai HAM. Pertama
adalah pemikiran vang bersifat "“inward looking”, vyang
mengatakan bahwa dalam membahas masalah HAM, hanya memakai
Indonesia sebagal referensi, karena bangsa Indonesia sudah
mengenal hak-hak manusia mulai dari jaman nenek moyang.
Secara implisit berarti bahwa bangsa Indonesia tidak perlu
menghiraukan pendapat dunia luar (Tim FH Undip,1991:57).

Pemikiran yang kedua lebih bersifat "outward look-
ing"', vaitu yang digolongkan dalam “human rights activi-
ties". Kelompok ini cenderung mengacu pada pada perumusan
persepsi Barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik,
seperti kebebasan mengeluarkan pendapat. Menurut kelompok
pemikiran ini, ada waktu untuk mempelajari kebudayaan yang
banyak ragamnya secara mendalam dalam waktu yang singkat.
Padahal pelanggaran terhadap HAM (politik) berjalan terus,

sehingga sikap yang paling baik adalah menerima saja apa
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vang telah dikonsensuskan dalam berbagai forum internasion-
al dan memakal perumusan itu sebagal patokan untuk memper-
baiki tindakan di bidang HAM di dalam negeri. lagipula,
menurut pandangén ini, dikhawatirkan bahwa beberapa nilal
tradisional memberi Justifikasi untuk mempertahankan ke-
cenderungan ke arah otoriterisme (Tim FH Undip,1991:57-58).

Menghadapi kedua pendapat tersebut, Miriam Budiardjo
menyarankan untuk mengambil Jalan yang paling baik, yaltu
jalan tengah (Budiardjo,1991:37).

Sesual dengan pandangan bangsa Indonesia, yaltu
bahwa manusia adalah makhluk monodualis, maka masyarakat
yvang diinginkan adalah masyarakat vang ‘menjJamin keseimbang-
an antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial.
Ada suatu mekanisme dalam masyarakat yang menjaga agar hak-
hak dan kebebasan individu tidak menimbulkan ketidaksamaan.
Dengan tipe masyarakat Indonesia yang seperti ini, maka
konsep HAM Indonesia adalah sebagail berikut:

1) HAM secara kodrati ada pada diri manusia, hingga manu-
sia itu dapat mengembangkan diri dan memperoleh kebaha-
giaan di dalam kehidupannya.

2) HAM meskipun bersifat individual, hanya tumbuh dan
berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan berne-
gara.

3) HAM dengan segala hak dan kebebasan individual adalsah
hak dan kebebasan vang menjaga keseimbangan antara hak
dan kebebasan (yang dapat menimbulkan kesenjangan)

dengan persamaan (equality).
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4) HAM karena tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat berkol-
erael secara seimbang dengan fungsi atau kewajiban yang
terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Adanya HAM tidak berarti dikorbankan kesejahteraan umum
demi kesejahterasan individu. HAM mencari keseimbangan
antara keduanya.

Presiden Soeharto, dalam pidato tahunan tanggal 17
Agustus 1990 menyatakan faham hak asasi tidak individualis
yvang mengabaikan kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial sekaligus. Manusia hanya mempunyal makna Jika ada °
manusia lainnya, jika berada dalam lingkungan masyarakat.
Kemajuan dan rejeki yang diperoleh seseorang bukanlah
sepenuhnya merupakan haknya sendiri. Ada rejeki dan hak
orang lain vang tercakup di dalamnya yang harus dia terus—
kan melalui negara, masyarakat, ataupun secara langsung .

Berdasarkan pikiran mendasar tentang HAM dalam
masyarakat Indonesia dan imbangan antara hak perorangan dan
masyarakat dalam kenyataan hidup masyarakat dan bangsa se-
bagaimana diuraikan di atas, menurut Mukhtar Kusumaatmadja,
maka segala kekurangan yang masih ada di dalam mewujudkan
HAM dalam kenyataan kehidupan bangsa Indonesia haruslah
dilihat sebagai haﬁbatan atau keterbatasan sementara. Seba-
gian besar hambatan atau keterbatasan ini disebabkan oleh
keadaan-keadaan sejarah bangsa Indonesia yang unik. Perlu
disadari bahwa keterbatasan dan kekurangan ini adalah bukan

akibat kesengajaan (Kusumaatmadja,1991:5).
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Praktek-praktek di bidang HAM selama ini menimbulkan
kecurigaan, bahwa sekalian standar dan penilaian terhadap
praktek dalam HAM di negara-negara di dunia menggunakan
asas dan pemikiran yang terdapat dalam hukum modern, yang
menggunakan individu sebagai tolok ukurnya. John Rawls
dalam bukunya "Theory of Justice"” (1971) mengemukakan dua
asae keadilan, yaitu:

1) Setiap orang . harus mempunyal hak yang sama terhadap
kemerdekaan yang paling dasar, sama sepepti yang Juga
ada pada orang lain.

2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur se-
demikian rupa sehingga keduanya ‘(a) secara rasional
diharapkan bisa dicapal oleh setiap orang, dan (b)
dikalitkan pada kedudukan dan Jabatan yang terbuka untuk
sekalian orang.

Dalam kedua asas vang dikemukakan Rawls tersebut, nampak
jelas penonjolan aspek individunya(Rawls, dalam. Tim FH.
Undip:65).

Terhadap pandangan Rawls tersebut di atas, Satjipto
Rahardjo berpendapat bahwa bangsa Indonesia tidak menganut
ajaran tersebut, karena hasil pemikiran dan praktek di
Indonesia lebih melihat kepada totalitas dan kebersamaan
sebagal acuan dasgr kehidupan bersamanya, daripada kepada
individu dengan sekalian atributnya, sepertl kepentingan
itu (Rahardjo, dalam Tim FH Undip:65).

Perbedaan pefaepsi dan pemikiran antara bangsa Indo-

nesia dengan bangsa-bangsa yang lain tersebut akan besar



artinya pada saat bangsa Indonesia akan mempraktekkan HAM.
Hal ini mengandung arti bahwa meskipun Indonesia menerima
UDHR, dalam perwujudannya disesuaikan dengan format persep-
si dan pemikiran bangsa Indonesia.

Menurut Roekmini Soedjono, sebenarnya masalah HAM
bukan hanya menyangkut masalah konsepsi, namun juga masalah
monitoring perlindungan HAM, selain masalah kerjasama
internasional untuk meningkatkan ﬁérlindungan HAM. Dalam
kailtannya dengan ini, sikap Indonesia adalah sebagai beri-
kut:

1. Mengakui bahwa HAM bersifat universal, tetapi imple-
mentasinya tidak dapat dilepaskan dari situasi dan .
kondisi dimana nilai-nilai kemanusiaan tersebut diope-
rasionalisasikan, dengan memperhatikan segi-segi
tradisi, budaya, agama, dan tingkat pembangunan suatu
bahgsa. Diakui pula bahwa dari berbagai hak dasar
manusia terdapat hak-hak yang tlidak dapat dikecualikan
dan berlaku mutlak dimanapun individu tersebut berada,
seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan
hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak.

2. Perlunya berbagai HAM (ekonomi, sosial, budaya, sipil,
dan politik) dilihat sebagail satu kesatuan yang tidak
terpisahkan satu sama lain.

3. Dalam konsepsi dan implementasi HAM perlu ada keseim-
bangan dan keserasian antara hak dan kewajiban antara
individu, masyarakat, dan negara.

4. Mengakui bahwa masalah HAM mempunyai dimensi interna-



sional, dengan pengertian bahwa nilai-nilai HAM mem-
punyal sifat universal.

Upaya memajukan dan _meningkatkan perlindungan hak
asasi manusia perlu dilakukan dalam konteks kerJjasama
internasional,seperti yang diamanatkan oleh Piagam PBB
[ pasal 1 ayat [3] ] dan bukan dengan cara konfrontasi
dan pemaksaan tata nilal asing yang belum tentu seja-
lan dengan tata nilail nasional.

Indonesia menilal penting hak pembangunan ("right to
development") yang pada dasarnya merupakan hak kolek-
t1f dan hak individu untuk meningkatkan harkat dan
derajat kemanusiaan [pasal 27 ayat (2) dan pasal 33
UUD 1945]. Proses dan upaya meningkatkan perlindungan
hak asasi manusia dalam segala aspeknya sesungguhnya
sejalan dengan proses pembangunan, termasuk penegakan
dan pembangunan hukum, karena perlindungan hak asasi
manusia hanya bisa terwujud dalam suasana tegaknya
hukum.

Kebijaksanaan hak asasi manusia yang ditujukan ke
dalam maupun ke luar, merupakan dua sisi mata uang.
Upaya memproyéksikan konsepsi, pandangan dan cara cara
pendekatan mengenal masalah hak asasil manusia adalah
merupakan baéian dari peran Indonesia dalam ikut
menciptakan kondislil yang konduktif bagi pelaksanaan
hak asasi manusia pada umumnya, baik pada tingkat
nasional maupun internasional.

Sikap Indonesia yang demikian itu, tetap mengacu
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kepada Pancasila. Operasionalisasinya tentu saja harus
berada dalam kerangka UUD 1945. Kebijeakan Indonesia yang
demikian itu nampak jelas dari Keppres Nomer 50 Tahun 1993,
tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana pasal 2
Keppres tgrsebut mengamanatkan agar Komnas HAM berasaskan
Pancasila.

Indonesia secara penuh memberikan pandangan bahwa
semua HAM dan kebebasan-kebebasan dasar adalah tidak dapat
dibagi dan saling tergantung. Hal 1ini dikemukakan oleh
delegasi Indonesia di depan Komisi HAM PBB pada tahun 1991.
Bahwa pembangunan adalah hal yang perlu untuk menjamin
perdamaian sosial yang abadi dan memajukan HAM secara efek
tif, dan pada saat yang sama, meningkat menuju penghormatan
terhadap HAM, berperan sebagal faktor~faktor yvang penting
dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sejak manusia menjadi
pelaku utama dan ahli waris pembangunan, peningkatan kuali-
tas hidup, dalam bidang sosial dan politik, perbaikan
kesehatan, kesempatan pendidikan, kondisi perumahan, kehi-
dupan agama, dan sebagainya merupakan aspek-aspek penting
dalam hemajukan HAM.

Berhubungan dengan hal tersebut, GBHN mengartikan
pembangunan manusia Indonesia sebagal keseluruhan dalam
segenap aspek kehidupan dan untuk perbaikan seluruh masya-
rakat Indonesia.

Akibatnya, Indonesia telah menyusun 7 prinsip vang
dibuat untuk merefleksikan proses pembangunan yang kompleks

dan untuk pedoman pelaksanaan pembangunan nasional. Ketujuh
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prinsip tersebut adalah:

1.

Seluruh usaha pembangunan harus diperuntukkan bagi
peningkatan kesejahteyaan manusia, balk sebagai kelom-
pok atau individu warga negara.

Usaha bersama dan sistem kekeluargasan, berarti bahwa
pembangunan harus diusahakan melalui usaha-usaha bersa-
ma rakyat, karena lde-ide dan aspirasi bangsa hanya
dapat dilaksanakan dalam suasana kerjasama saling
menguntungkan antara negara dan individu. .

Demokrasi, yaitu bila ada masalah diselesaikan melalhi T
pertimbangan yang mendalam untuk menerima konsensﬁs.'_ﬂ
Keadilan dan persamaan harus secara sama dinikmati
setiap warga negara.

Keseimbangan yang harmonis antara berbagai kepentingan,
yaltu antara kepentingan 1individu dan kepentiﬁééﬁw 
masyarakat, dan antara kepentingan nasional dan infér;:

nasional.

Kesadaran hukum, bahwa setiap warga negara Indonesia
harus selalu menyadari dan mematuhi hukum, dan bahwa
negara harus selau melaksanakan kewajibannya menegakkan
hukum.

Kepercayaan diri, bahwa pembangunan nasional harus
didasarkan ﬁada kemampuan bangsa sendiri yang kuq£
beridentitas.

Ketujuh prinsip pembangunan itu menunjukkan pemba-

ngunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan di Indonesia.
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Indonesia meyakini kesatuan HAM, sehingga pendekatan
vang integral terhadap HAM harus dimajukan. Hak-hak ekono-
mi, sosial, dan budaya harus diberi perhatian yang sama
dengan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak pemﬁangunan
adalah inti realisasi hak-hak tersebut, karena pembangunan
adalah konsep banyak segi yang meliputi seluruh kéhidupan
manusia dalam segala aspek hak-hak dasarnya, baik ekonomi,
sosial, budaya, sipil, atau politik. Penderitaan manusia
dan kehilangan martabatnya yang disebébken oleh kekurangan
makanan, perlindungah, kesemﬁatan memperoleh pendidikan,
dan fasilitas kesehatan adalah sama ' pentingnya dengan
masalah-masalah politik dan sipil.

Berdasar pengalaman praktis, pemerintah Indonesia
percaya bahwa pembangunan memudghkan usdhﬁ-usaha uhtuk
memajukan kenikmatan HAM dan proseé demokratisasi. Secara
konseptual, Indonesia mémandang bahwa apablila hal tersebut
diperdebatkan, hanya merupakan hal yang tidak perlu dan

kehilangan relevansinya, kecuall jika héhpunyai pegangar.

gagasan yang benar, vang lebih baik dari ;émbangunaﬁ«ﬂepe
ti yang ditentukan dalam Deklarasi Hak Peﬁbﬁﬁ&ﬁnan‘

oleh karena itu, pembangunan megppgkan proses ekor
sosial, budaya, dan politik yang menyeluruh, yang ber!
pada kemajuan vyang konstan atas kesejahteraan Emépru@
masyarakat dan sgeluruh individu, vyang didasarki} ﬁad&
partisipasi yang berarti dalam pembangunan dan dal%fpemba”
gian keuntungan yang Jjujur. Jelaslah dari gagasanftersebut

{
bahwa HAM dan demokrasi merupakan bagian dan.;m/et pemba-
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ngunan.

Pekerjaan yang penting vang menghadang bangsa Indo-
nesia saat ini adalah baggimana menunjukkan kepada dunia
luar, bahwa bangsa Indonesia menjalankan HAM sesual dengan
konsepsl bangsa sendiri, dan menunjukkan kepada dunia luar
bahwa bangsa Indonesia sedang glat melaksanakan HAM.

Konsistensi upaya bangsa dalam mengembangkan HAM
sebagal pengamalan Pancasila antara lain dapat dilihat dari
lahirnya Komnas HAM yang berasas Pancasila. Lahirnya Koﬁnaa
HAM juga merupakan wujud nyata dan kesungguhan sikap poli-
tik pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan meningkat-
kan implementasi HAM di Indonesia.

Konferensi HAM Sedunia menegaskan kembali peranan
penting dan konstruktif yang dimainkan oleh 1institusi
nasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM, terutama
dalam kapasitas nasihat mereka kepada penguasa yang kompe-
ten, peranannya dalam mengatasi pelanggaran HAM, dalam
penyebaran informasi HAM, dan pendidikan HAM. Konferensi
HAM Sedunia mendorong pendirian dan penguatan institusi
nasional dengan memandang " prinsip-prinsip yang berhubungan
dengan status institusi nasional” serta mengakui bahwa tiap
negara mempunyail hak untuk memilih kerangka kerja yang
paling sesuail deﬁgan kebutuhan khusus pada tingkat nasional
(Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1993, butir 38).

Dalam Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1993
selanjutnya dimuat bahwa ketetapan-ketetapan regional

memainkan peranan penting dalam memajukan dan melindungi
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HAM. Ketetapan tersebut harus memperkuat standar HAM univer-
sal, sebagaimana terkandung dalam instrumen-instrumen HAM
internasional, dan perlindungannya. Konferensi HAM Sedunia
menyokong usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk memper-
kuat ketetapan tersebut dan untuk meningkatkan keefektifan-
nya, sementara pada saat yang sama menekankan pentingnya
kerjasama dengan aktivitas HAM PBB. Konferensi HAM Sedunia
menyatakan kembali kebutuhan untuk.hempertimbangkan kemung-
kinan membuat ketetapan regional dan sub regional untuk
pemajuan dan perlindungan HAM dimana diperlukan.

Indonesia menyambut baik usul pembentukan suatu
institusi nasional khusus untuk menangani masalah-masalah
HAM di Indonesia. Maka dengan Keppres No.50 Tahun 1993,
pada tanggal 7 Juni 1993 dibentuklah sebuah komisi yang
mempunyal tugas menangani masalah-masalah di bidang HAM,
yvang disebut Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (dising-
kat Komnas HAM). Pembentukan Komnas HAM ini bukanlah suatu
tindakah yang serta merta, tetapi telah melalui proses
pemikiran dan pembahasan yang cukup panjang.

Terbentuk dan berfunésinya institusi itu merupakan
pengkhususan, penajaman, peningkatan, perluasan, serta
penyatuan dan pelembagaan dari berbagal dasar, ke-tentuan
serta praktek yang telah dilaksanakan selama ini. Dalam
jajaran pemerintah, lembaga perwakilan, dan bahkan di
masyarakat pun sesungguhnya gudah ada pranata, instansi,
dan organisasi yang dibentuk untuk melindungi HAM ini, baik

dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas (Himpu-
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nan Pidato Presiden Soeharto,1993:204).

Komnas HAM yang telah dibentuk dengan Keppres No.50
Tahun 1993 ini Jjuga merupakan salah satu bentuk rekomenda-
si Loka Karya I HAM yang diselenggarakan oleh Pemerintah
(Departemen Luar Negeri) dengan sponsor PBB pada tanggal
21-22 Januari 1991. Tujuan diadakannya Loka Karya tersebut
antara lain adalah untuk mencari jalan keluar guna mengata-
si pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.
Dan usaha untuk mengatasi pelanggaran ini merupakan baglan
dari perjuangan bangsa, baik di forum nasional maupun
internasional.

Dalam Loka Karya I tersebut dihasilkan tiga re-
komendasl, yaitu:

1) Pendirian Komite HAM inter-departemental.

2) Pendirian Komisi Nasional HAM.

3) Peran aktif Indonesia di bidang HAM pada forum
regional dan internasional.

Selanjutnya, pada tanggal 24-26 Oktober 1994, be-
rarti setelah Komnas HAM berdiri dan melaksanakan tugasnya,
di Jakarta dilangsungkan Loka Karya II tentang HAM. Loka
Karya ini diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan
Komnas HAM bekerja sama dengan Pusat HAM PBB dan difokuskan
pada tiga hal, yaitu:

1) Ratifikasi instrumen internasional di bidang HAM.
2) Penyebaran informasi dan pendidikan HAM baik dalam
sektor formal maupun informal, dan peran media

massa.



3) Menentukan masalah-masalah vyang perlu diberikan
prioritas tinggi dalam pelaksanaan HAM, terutama
hak-hak vang tidak dapat diingkari geperti pengu-
rangan kemiskinan, hak-hak kelompok lemah, dan hak-
hak yang lain, yang pelanggarannya mudah mencoreng
citra.

Pada kenyataannya, masalah-masalah vyang menjadi
prioritas dalam Loka Karya 13 teraeﬁut juga menjadi priori-
tas dalam Deklarasi Wina dan Kegiatan Program ( Programme of
Actlon). Sesual dengan semangat Deklarasi Wina dan Kegiatan
Program, Loka Karya II merekomendasikan pembentukan program
kegiatan nasional yang meliputi tindakan-tindakan yang akan
diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

PBB memang menganjurkan dibentuknya komisi-komisi
nasional hak asasi manusia di seluruh dunia. Bagaimana cara
membentuknya, dan dengan instrumen apa diserahkan pada
sistem hukum negara yang bersangkutan. Ada yang mencantum-
kannya dalam undang-undang dasar, undang-undang, ataupun
cﬁkup melalui keputusan eksekutif, seperti yang dilakukan
Indonesia, yaitu membentuk Komnas HAM dengan Keputusan
Presiden.

Dalam kaitannya dengan Komnas HAM, Marzuki Darusman
di depan Komisi HAM PBB pada tanggal 24 Februari 1994 di
Jenewa mengemukakan bahwa Komnas menyadari betul kritik
internasional vang ditujukan pada pemerintah berkenaan
dengan keadaan HAM di Indonesia. Komnas menyadari bahwa

masalah-masalah HAM telah menjadi bahan politik interna-
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sional, dan telah menjadi sarana yang Jjitu untuk menyerang
negara lain (terutama oleh negara maju terhadap negara-
negara berkembang). Dalam hal ini, Komnas HAM menetapkan
batasannya untuk memberik;n sumbangan peranan untuk mene-
tapkan apakah HAM telah dilanggar, adanya dugaan pelangga-
ran dan meralat kesalahan persepsi serta menghilangkan
kecurigaan yang hanya merintangl keuntungan kerjasamg
internasional (Darusman, dalam Pidato Sesi ke—ﬁ Komisi HAM .
PBB, 24 Februari 1994). | |
Keppres No.50 Tahun 1993 dikeluarkan atas dasar
pertimbangan: _ ;
1) Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha' Esa, manusia dapat
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dianu-
gerahi hak-hak asasi untuk dapat mengeﬁbangkaﬁ diri
pribadi, peranan, maupun sumbang&nnya ke§§da'hasyara—
kat, negara, dan dunia. |
2) Bangsa Indonesia merupakan bagian Imasyarakqt antar
bangsa menghormati piagam PBB, dan Deklarasi Univer-
sal HAM PBB. | |
3) Untuk memajukan dan melindungi HAM dan sesuail dengan
prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pe-
laksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan.
Komnas HAM berasaskan Pancasila, berlandaskan UUD
1945, dan menghormati Piagam PBB serta Deklarasi Universal
HAM. Berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang mencantumkan
Anggaran Dasarnya pada waktu lembaga tersebut terbenﬁuk,

Anggaran Dasar Komnas HAM ditetapkan dan disahkan oleh



Komisi Paripurna masa bakti 1993 - 1998 setelah satu tahun
terbentuknya lembaga 1ini, yaitu disahkan pada tanggal 7
Desember 1994 di Jakarta, dan mulai berlaku sejak pengesa-
hannya.

Menurut Keppres 50 Tahun 1993, Komnas HAM bertujuan
untuk:

a) Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak asasi manusi& sesual dengan Panca-
sila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia.

b) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna men-—
dukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional vyaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangu-
nan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Kegiatﬁn-kegiatan komisi berkisar pada hal-hal
sebagal berikut:

1) Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional
mengenai HAM kepada - masyarakat Indonesia maupun
kepada masyarakat Internasional.

2) Mengkaji Dberbagai instrumen PBB tentang HAM dengan
tujuan memberikan saran-saran mengenal kemungkinan
aksesi dan/atau ratifikasinya.

3) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta membe-
rikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan
pemerintahan negara mengenal pelasksanaan HAM.

4) Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam

rangka memajukan dan melindungi HAM.



Untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, Komnas
dapat melakukan upaya mediasi ke arah penyelesalian masalah.

Menurut Baharuddin Lopa, di dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, Komnas berpegang pada Keppres No.50 Tahun
1993 yang memuat pokok-pokok tugas dari Komnas. Dengan
garis besar vyang dituangkan dalam Keppres, Komnas dapat
bekerja tanpa pedoman tertulis. Dengan berpedoman kepada
asas-asas yang tidak tertulis, yailtu menggunakan akal sehat
dan kebijakan yang arif dengan sasarannya menegakkan dan
memulihkan hukum demi tercapainya keadilan (Lopa,
1996:180).

Anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima)
orang yang terdiri dari warga negara Indonesia yang memi-
1iki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanu-
siaan dan kebangsaan, serta tanggung Jawab vyang tinggl
untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas. Keanggotaan
ini terdiri dari pribadi-pribadi yang mencerminkan kemajem-
ukan masyarakat Indonesia. Oleh karena 1itu, Komnas ini
bukanlah organisasi yang terbentuk dari perwakilan unsur-
unsur. Komnas HAM tidak mengandung unsur-unsur perwakilan
seperti halnya DPR. Yang paling penting diperhatikan dalam
pencalonan dan pemilihan anggota Komnas adalah integritas
orang yang terpilih sebagai anggota.

Untuk dapat menjadi anggota Komnas HAM, menurut All
Said (alm), haruslah dipenuhi syarat-syarat:

1) Harus memiliki integritas yang tinggl, sehingga

pandangan-pandangannya mempunyai kewibawaan. Dan
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kewibawaan itu harus mendapat pengakuan dari masyara-

kat.

2) Komitmennya pada kepentingan nasional harus besar.
3) Orang itu harus memahami sungguh-sungguh semangat
pikiran-pikiran bangsa Indonesia seperti yang ter-

cantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

4) Memiliki wawasan yang luas.
5) mengertli benar pemahaman—peﬁﬁhaman bangsa Indonesia

mengenai HAM (Republika, 18 Juni 1983).

Pada saat terbentuk, personil Komnas HAM adalah
sebagai berikut : Hj. Aisyah Aminy; SH; Dr. Albert Hasi-
buan, SH; Ali Said, SH; Asmara Nababan, SH; Prof.Dr.Baha-
ruddin Lopa, SH; Drs. Bambang W. Soeharto; Dr. H.A.A.
Baramuli,SH; Clementino Dos Reis Amaral; Ig. Djoko Moelyo-
no; H.R. Djoko Soegianto, SH; Gani Djemat, SH;
Prof.Dr.A.Hamid S Attamimi, SH; KH Hasan Basri;
Prof.Dr.Ch.Himawan, SH; B.N. Marbun,SH; Marzuki Darusman,
SH; Prof. Miriam Budiardjo, MA; Prof.Dr. Muladi, SH; Muna-
wir Sjadzali, MA; Dr. Nurcholis Madjid; Dra. Roekmini
Koesoemo Astoetl; Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH; Soegiri,
SH: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA; dan Prof.Dr.H.R.
Sri  Soemantri Martosoewignjo, SH. Dan untuk pertama kali-
nya, anggota Komnas diangkat oleh Presiden RI.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar, masa
jabatan anggota Komnas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali hanya untuk satu kall masa Jabatan.

Pemilihan dan pengukuhan anggota Komnas dilakukan



untuk pergantian antar waktu dan untuk pergantian setiap 5
(1ima) tahun. Pergantian keanggotaan Komnag antar waktu
terjadi dalam hal Anggota ﬁomnaa berhenti sebelum berakhir-
nya masa Jabatan, dan pemilihan serta pengukuhan pengganti-
nya dilakukan dalam Rapat Komisi Paripurna selambat-lambat-
nya 1 (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan dinya-
takan berhenti secara resmi. Anggota pengganti ini diajukan
oleh masing-masing anggota dan dari calon-calon yang telah
diajukan, dipilih 1 (satu) orang dengan suara terbanyak.

Dalam hal pergantian anggota tlap 5 (lima) tahun,
maka 12 (dua belas) orang anggota Komnas masa bakti sebe-
lumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas) orang anggoﬁa
baru dipilih untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan 13
(tiga belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemili-
han 12 (dua belas) orang anggota lama yang akan dikukuhkan
kembali, dan kedua pemilihan tersebut dilaksanakan pada
Rapat Komisi Paripurna 1 (satu) bulan sebelum Rapat Komisi
Paripurna terakhir masa baktl yang bersangkutan.

Menurut Pasal 6 Keppres 50 iahun 1993, Juga diatur
dalam Bab VI Anggaran Dasar Komnas, susunan Komnas terdiri
dari:

= Koﬁisi Paripurna;

- Sub Komisi;

- Sekretariat Jenderal.

Komisi Paripurna terdiri dari 25 (dua puluh 1lima)
orang Anggota yang merupakan tokoh-tokoh nasional terkemu-

ka, dengan seorang ketua dan dua orang Wakil Ketua, serta
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seorang Sekretaris Jenderal. Ketua dan Wakil Ketua Komisi
Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan Qleh Presi-
den. Selanjutnya, Komisi Paripurna menetapkan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Komnas.

Sub Komisi terdiri dari 3 (tiga), yvaitu Sub Komisi
Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat, Sub Komiei Pengkajian
Instrumen HAM, dan Sub Komisi Pemantauan Implementasi HAM.
Masing-masing Sub Komisi mempunyéi tugas yang berbeda.
Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh
Wakil Ketua dan staf sesual dengan kebutuhan. Walaupun
secara formal seluruh anggota Komnas dibagi habis dalam
tiga Sub Komisi, namun pada dasarnya setiap anggota dapat
ditqgaakan-membantu Sub Komisi lainnya.

Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat
mempunﬁai tugas pokok memberikan penyuluhan kepada mas-
yarakat luas baik di tingkat nasional, regional, maupun
internasional, tentang konsep dasar HAM dan pelaksanaannya
di Indonesia. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah dan
seminar serta diskusi-diskusi di instansi-instansi pemerin-
tah, lem-baga swasta dan pihak akademik. Sub Komisi ini
terdiri dari 6 (enam) orang anggota, termasuk Ketua dan
Wakil Ketua. )
| Sub Komisi Pengkajian Instrumen HAM mempunyai tugas
mengkaji berbagail perjanjian dan konvensi PBB dalam bidang
HAM, yang selanjutnya diteruskan penanganannya kepada pihak
yang berwenang. Di samping itu, Sub Komisi Jjuga mene laah

perundang-undangan yang ada dalam rangka mengusulkan kepada
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pihak yvang berwenang untuk mencabut/menyempurnakan apabila
ditemukan ada yang dapat/potensial menimbulkan pelanggaran
HAM. Sub komisi beranggoﬁakan 7 (tujuh) orang, termasuk
Ketua dan Wakil Ketua.

Tugas pokok Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan HAM
adalah memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM di Indone-
sia. Dalam tugas pemantauan pelaksanaan HAM, dapat dilaku-
kan atas inisiatif sendiri dan dapat juga didasarkan atas
diterimanya keluhan/pengaduan terjadinya pelanggaran HAM.
Sub Komisi ini terdiri dari 8 (delapan) anggota termasuk
Ketua dan Wakil Ketua.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekreta-
ris Jenderal. Tugas pokok Sekretaris Jenderal ialah meng-
koordinir kegilatan Komnas HAM sehari-hari, membuat laporan
termasuk Laporan Tahunan dan memberi pelayanan serta dukun-
gan administrasi terhadap semua keglatan Komnas HAM terse-
but. Saat ini, Sekretaris Jenderal di-jabat oleh
Prof.Dr.Baharuddin Lopa, SH. ‘

Dengan wafatnya empat orang anggota, yaitu
Prof.Dr.Hamid Attamimi, SH, Ig.Djoko Moeljono, Brigien
(Pol.) Dra.Roekmini, dan Ali Said, SH yang menjabat Ketua
Komnas, serta KH Hasan Basri yang mengundurkan diri, maka
pada tanggal 29 ﬁovember 1996 diadakan pemilihan 4 (empat)
orang anggota baru. Pemilihan anggota baru hanya meliputi
empat orang, karena posisi almarhum Prof.Dr.Hamid Attamimi,
SH berdasarkan Keputusan Ketua Komnas No.36/ TUA/II/95

telah digantikan oleh Drs.Saafroedin Bahar. Empat anggota
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baru yang terpilih tersebut adalah Prof.Dr. Saparinah
Sadli, Mochammad Sadli, Mayjen Pol.Koesparmono Irsan, dan
Mayjen TNI (Purn.) Syamsudin.

Kegiatan-kegiatan Komnas HAM, pada dasarnya meli-
puti kegiatan domestik, regional, dan internasional. Ke-
giatan domestik meliputi ketiga fungsi, yaitu Pendidikan
dan Penyuluhan, Pengkajian, dan Pemantauan telah berlang-
sung dengan tertib, bahkan semakih meningkat belakangan
ini, terutama dalam keglatan pemantauan.

Secara garis besar, kegiatan Komnas HAM dapat dibagi
dalam dua bidang, yaitu mencegah terjadinya pe-langgaran
HAM melalui penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk pemberian
ceramah-ceramah, menyelenggarakan/ikut serta dalam seminar-
seminar, dan sebagainya. Di samping itu, kegiatan Komnas
HAM adalah menangani pelanggaran HAM yang dilakukan melalui
pemberian rekomendasi-rekomendasi kepada instansi-instansi
vang dilaporkan melakukan pe-langgaran HAM dan menyelesai-
kan persengketaan-perseng-ketaan yang terjadi.

Di dalam tubuh Komnas HAM sendiri, dalam rangka
konsolidasi pelaksanaan tugas-tugasnya, dalam waktu-waktu
tertentu diadakan rapat intern. Rapat-rapat Komnas ﬁAM
terdiri dari Rapat Komisi Paripurna, Rapat Koordinasi,
Rapat Ad-Hoc, dan Raﬁat Sub Komisi.

Rapat Komisi Paripurna terdiri dari seluruh anggota
Komnas HAM dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Komnas, mempunyai wewenang menetapkan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Aturan Tambahan, Program Kerja, dan



Mekanisme Kerja Komnas HAM. Rapat Komisi Paripurna ini
berlangsung sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan
untuk menerima laporan kegiatan Komisi.

Rapat Koordinasi dise%enggarakan untuk melaksanakan
keputusan Rapat Komisi Paripurna sebelumnya dan menindak-
lanjuti rekomendasi Sub Komisl serta menylapkan Rapat
Komisi Paripurna berikutnya, dihadiri oleh Ketua, Wakil
Ketua, dan wakil-wakil dari ketiga Sub Komisi.

Rapat Ad-Hoc dilaksanakan secara 1insidental untuk
membahas maslah-masalah tertentu yang dianggap perlu, dan
dihadiri oleh para anggota yang ditetapkan oleh Rapat
Komisi Paripurna dan atau oleh Pimpinan, serta keputusannya
dilaporkan kepada Rapat Komisi Paripurna berikutnya.

Rapat Sub Komisi membahas perencanaan, pelaksanaan,
serta pengendalian tugas pokoknya dan menyesuaikan diri
dengan ketentuan Rapat Komisi paripurna, Rapat Koordinasi,

dan Rapat Ad-Hoc.
C. Instrumen-instrumen dan Badan-badan HAM

1. Istrumen-instrumen HAM Internasional dan Regional
Kemajuan-kemajuan dalam perlindungan hak-hak asasi,
terutama hak ekonomi, sosial dan budaya baru dicapai sete-
lah Perang Dunia II. Hukum HAM Internasional berkembang
dengan cara yang mantap dan jelas. Perkembangan ini menca-
pal puncaknya dengan dicanangkannya The Universal Declara-

tion of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948.

Q0



Delapan belas tahun kemudian, yaitu pada akhir tahun 1866
Deklarasi Universal tersebut dijabarkan di dalam dua per-
janjian (Covenant) internasional, yang juga merupakan hasil
Sidang Umum PBB, yaitu International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights (Perjanjian Internasional atas
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dan International
Covenant on Civil dan Political Rights (Perjanjian Interna-
sional atas Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik). Kedua .
perjanjian ini meskipun telah ditandatangani pada tahun
1966, namun baru berlaku efektif pada tahun 1976. Khusus
untuk Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Po-
litik, sudaﬁ ada sebuah Optional Protocol untuk mengatur
proses penegakan serta pelaporannya melalui Komite HAM PBB
(The Human Rights Committee), yaitu Optional Protocol to
the International Covenant on Civil and Political Rights.
Ketiga naskah tersebut, yaitu International Covenant on
Economic, Social, and Culture Rights, International Cove-
nant on Civil and Political Rights, dan Optional Protocol-
nya dinamakan International Bill of Human Rights (UU Inter-
nasional mengenai HAM). Pada tahun 1990 oleh PBB dikeluar-
kan Second Optional Protocol to the International Covenant
on Clvil and Political Rights Aiming on the Abolition of
Death Penalty.

Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Bu-
dayva mulai berlaku bulan Januari 1976, sesudah diratifikasi
oleh 35 negara, sedangkan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil

dan Politik serta Optional Protocolnya berlaku tidak lama
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kemudian. Jadi, seluruhnya diperlukan waktu 28 tahun mulai
dari Deklarasi Universal sampal dua perjanjlan yang mempu-
nyai kekuatan hukum internasional. Dengan berlakunya dua
perjanjian PBB itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM
vang tercantum di dalamnya oleh sebagian besar umat manusia
dianggap sudah bergifat universal.

Lamanya waktu yang diperlukan negara-negara untuk
menerima perjanjian-perjanjian tersebut adalah karena ada-
nya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari masing-masing
negara. Diantaranya terbukanya kesempatan bagi perorangan
untuk mengadukan suatu negara peserta, termasuk negaranya
sendiri melalul Optional Protocol. Oleh karena itu, naskah
Optional Protocol ‘lebih sulit diterima dan diratisfikasi
oleh negara peserta dibanding dengan dua macam perjanjian-
nya sendiri. Terbukti sampai dengan bulan Februari 1993
baru 71 negara yang meratifikasi Optional Protocolnya,
sedangkan PerJjanjian Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
dan Perjanjian Hak-hak Sipil dan Politik masing-masing
diratifikasi oleh 118 negara dan 115 negara.

Tefhadap Optional Protocol, kebanyakan negara belum
menandatanganinya karena merasa keberatan bila setliap tahun
harus menghadapi pemantauan Komisi HAM PBB tentang pelaksa-
naan hak asasi di negara masing-masing.

Meratifikasi suatu perjandlan berartl bahwa negara
vang bersangkutan mengikatkan diri wuntuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan perjanjian, dan bahwa ketentuan itu

menjadi hukum nasionalnya.



Ratifikasi suatu konvensi internasional dapat mem-
perkuat dan memperkaya perangkat hukum pada tingkat nasio-
nal ke arah jaminan-jaminan hak yang lebih baik. Ratifikasi
dapat merupakan pelengkap darl proses pembanguﬁan hukum
nasional, sebab dengan ratifikasi, suatu instrumen interna-
sional akan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksa-
kan berlakunya sebagaimana hukum nasional. Keperluan me-
ratifikasi makin kuat Jika terdapaf kesenjangan yang besar
antara perangkat pada tingkat nasional dibandingkan dengan
tingkat internasional.

Di pihak lain, Jika muatan ketentuan-ketentuan hukum
nasional sudah memadai menurut standar internasional, maka
secara teknis dan substantif makin cukup alasan untuk
meratifikasi suatu konvensi. Keputusan untuk meratifikasi
suatu konvensi memang tidak didasarkan pada pertimbangan
teknis semata-mata, tetapi Jjuga pertimbangan politis.

Lebih-lebih dalam masalah HAM, kekhawatiran sering-
kali berpulang kepada masalah persepsi tentang dasar-dasar
konsepsi hak asasi:liberalisme versus kolektivisme, dan
muatan-muatan sistem nilai yang dikandungnya. Dalam tin-
jauan yang terlalu menggunakan kacamata politis, cenderung
dilupakan bahwa kovenan atau konvensi internasional adalah
suatu hasil kerja bersama oleh semua negara yang mewakili
keragaman orientasi politik dan ideologi, budaya, dan
bahkan keagamaan. Dari proses semacam itu suatu sistem
nilai yang dapat diterima semua pihak mencerminkan nilai-

nilai denominasi terendah (" the lowest common denominator')
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dan karena itu suatu takaran minimum yang diharapkan dapat
dilaksanakan oleh semua negara (Hassan Wirajuda,b1994:3).

Hassan Wirajuda selanjutnya menandaskan bahwa rati-
fikasi sendiri bukanlah satu-satunya indikator dalam menen-
tukan implementasi yang baik dari HAM. Banyak faktor lain,
bahkan dapat saja terjadi hak asasi diimplementasikan de-
ngan baik tanpa diratifikasi, sepanjang kualitas perangkat
hukum nasional sudah memadai dan memadai pula dalam imple-
mentasinya. Persoalannya akan lain jika perangkat hukum
nasionalnya kurang memadai, dan lebih-lebih lagi kurang
memadal pula dalam penerapannya (Wirajuda,1994:5).

Selain pefjanjian—perjanjian yvang merupakan instru-
men HAm internasional, dewasa ini terdapat tiga sistem HAM
regional, yaitu sistem hak asasi manusia Eropa, sistem hak
asasi Antar Amerika, serta Piagam HAM dan Rakyat dari
Organisasi Persatuan Afrika.

Sistem Eropa bagi melindungi HAM pada pokoknya ter-
diri dari dua traktat utama, yaitu Konvensi Eropa mengenai
HAM dan Kebebasan Fundamental (European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms - ECHR) dan Plagam Sosial
Eropa (European Social Charter - ESC). Konvensi Eropa ini
telah ditandatangani dan merupakan arahan Majelis Eropa
pada tahun 1950. Majelis inli beranggotakan 25 negara negara
Eropa. Dengan ditandatanganinya Konvensi ini, maka negara-
negara vyang tergabung dalam Majelis Eropa merupakan Badan
Internasional pertama yang telah menuangkan ketentuan-ke-

tentuan Deklarasi Universal mengenal HAM ke dalam perjanji-
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an internasional yang mengikat semua negara peserta. Kon-
venai ini bertujuan:
1) memperkuat demokrasi dan-komitmen negara-negara anggota
pada rule of law;
2) memberikan peringatan tanda bahaya akan munculnya tota-
literisme yang baru;
3) bertindak sebagal benteng dalam menghadapi ancaman ke-
pungan komunisme. A
Untuk menjamin dipatuhinya kewajiban-kewajiban vang
diikrarkan negara-negara peserta Konvensi, telah didirikan
Mahkamah Hak Asasi Eropa (FEuropean Court of Human Rights)
dan Komisi Eropa (Commission of Europe). Anggota Komisi ini
bertugas dalam kapasitas mereka sebagai individu selama 6
tahun, dan Jumlahnya sama dengan Jumlah negara peserta
Konvensi. Mahkamah Hak Asasi Eropa terdiri'dari para hakim
yvang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Majelis Eropa.
Prestasi utama dari Konvensi Eropa tahun 1950 4ini
adalah menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan in-
dividu-individu yang merasa haknya dilanggar untuk mengaju-
kan petisi kepada Komisi Eropa guna memperoleh ganti rugi.
Menurut Konvensi, ada 2 tipe mekanisme ‘penegakan,
yaitu sistem pengaduan antar negara dan hak permohonan in-
dividual. Pengaduan dapat ditujukan kepada Komisi melalui
Sekretaris Jenderal Majelis Eropa. Komisi selanjutnya akan
menyelidiki kebenaran pengaduan, yang dilakukan oleh seo-

rangb pelapor (rapporteur) atau seorang anggota Komisi.

Berdasar hasil penyelidikan ini, Komisi bertindak untuk



menyelesaikan masalah yang diadukan.

Konvensi Eropa ini, diikuti oleh beberapa protokol-
nya, diantaranya berkenaan dengan perlindungan terhadap hak
sipil dan politik, proteksl terhadap hak milik pribadi, dan
proteksi terhadap hak ekonomi dan sosial di Eropa yang
ingin dicapai melalul prosedur-prosedur yang dltetapkan
oleh Piagam Sosial Eropa. Disamping beberapa protokol,
masih terdapat beberapa instrumen untuk melengkapi ECHR,
yang berupa deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi.

Sistem HAM antar-Amerika berbeda dengan sistem yang
lain, karena sistem ini terbentuk oleh dua mekanisme pro-
teksi yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi
saling berkaitan. Kedua sistem térsebut berbentuk Organisa-
a1 Negara Amerika (OAS) dan Konvensi Amerika mengenal HAM
(Pakta San Jose). .

Negara Amerika sejak tahun 1948 telah membentuk
suatu Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of
American States) melalui kesepakatan "Charter Bogota 1948".
~ Seperti halnya Piagam PBB, Piagam OAS yang disahkan pada
tahun 1948 tidak memuat déftar hak-hak yang dapat dilin-
dungi. Meskipun demikian, melalui proses amandemen terhadap
Piagam OAS dan adéptasi kelembagaan, Deklarasi Hak dan
KewaJjiban Manusia Amerika (American Declaration of the
Rights and Duties of Man 1948), vyang dapat dlanggap sebagail
analog dengan Deklarasi Universal, telah diakui dalam
sebuah keputusan mahkamah Hak Asasi Manusia Antar Amerika,

sebagal interpretasi terhadap Plagam OAS yang sah dan
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mengikat semua negara anggota OAS (Davideon,1993:25).

Pada tahun 1959 dibentuk Komisi Antar Amerika menge-
nai HAM (Inter-American Commission on Human Rights) sebagai
hasil resolusi konsultasi Menteril Luar Negeri Amerika ke-5,
vang beranggotakan 7 orang. Tugas Komisi HAM Antar Negara-
negara Amerika antara lain adalah mendorong bangsa Amerika
akan kesadaran HAM, memberi rekomendasi kepada negara-
negara anggota, mempersiapkan lapofhn HAM, meminta informa-
si kepada anggota tentang HAM, melalui pencarian fakta dan
penyelesaian secara kekeluargaan atas kasus-kasus yang
terkait dengan HAM.

Seperti halnya Konvensi Eropa, pengawasan terhadap
hak-hak yang dilindungi Konvensi Amerika dijalankan melalui
sebuah komisi dan mahkamah. Secara garis besar, fungsi
Komiel dapat dikelompokkan sebagai fungsi penggalak (pro-
mosi), penasihat, pertimbangan, dan pelindung. Komisi Juga
berfungsi sebagai organ konsultasi dalam bidang HAM untuk
majelis Umum OAS.

Tugas Maﬁkamah HAM Amerika antara lain adalah mem-
berikan informasi pelaksanaan Konvensi HAM, mengawasi
pelaksanaan Konvensi HAM, dan memberikan kompensasi atas
pelanggaran HAM antar negara anggota.

Di samping Konvensi HAM OAS dan protokol tambahan-
nya, terdapat beberapa konvensi yang dimiliki oleh sistem
HAM Antar-Amerika, diantaranya berkenaan dengan pencegahan
dan pemidanaan terhadap tindakan kekerasan, asylum, status

orang asing, dan hak-hak sipil dan politik wanita.
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Di benua Afrika, sistem regional untuk melindungi
HAM dicapail melaluil Organisasl Negara-negara Afrika (Orga-
nization of Afrika Unity(OAU). Organisasi ini pada tahun
1958 dan tahun 1960 telah menyelenggaraksn Konferensi I dan
I1 yang membahas mengenai HAM, rasialisme, kolonialisme,
dan politik apartheid yang berlaku di Afrika Selatan.
Konferensi III yang dilangsungkan tahun 1961 di
Lagos (Nigeria) telah membahas konsep rule of law dalam
rangka menegakkan HAM, dan juga membentuk 3 komisi, yaitu:
1) Komisi HAM dan Keamanan Pemerintah (legislatif, ekseku-
tif, dan yudikatif);
2) Komisi HAM dan Aspek Hukum Pidana -dan Hukum Administra-
8i;
3) Tanggung Jawab Pengadilan dan kepengacaraan dalam
rangka melindungi hak-hak perseorangan dan mésyarakat.
Pada tahun 1981 pertemuan Majelis antar Kepala'
Negara Afrika mengeluarkan Piagam tentang Kemanusiaan. dan
Hak-hak Warga Negara, vang lebih dikenal dengan the BanJjul
Charter and Human and Peoples Rights. Plagam vang mengambil
bentuk traktat multilateral seperti instrumen HAM vyang
lain, disahkan oleh Organisasi Persatuan Afrika di Nairobi
pada tahun 1981, dan diberlakukan pada tahun 1986. Dan
seperti HAM Amerika dan Eropa, Piagam HAM Afrika dibagi
menjadi dua hak besar, yvaitu hak-hak s8ipil dan hak-hak
politik.
Walau memuat sejumlah hak-hak sipil dan politik. yang

lazim, Pilagam inli berbeda dengan perjanjian regional yang
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lain, memasukkan Jjuga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
serta hak-hak generasi ketiga, yaltu hak solidaritas.
Jadi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas
perdamaian, dan hak atas lingkungan yang baik, semuanya
tercakup dalam teks ini. Dengan demikian, Piagam Afrika
ini merupakan satu-satunya instrumen hak asasi regional
yvang mencantumkan hak-hak generasi ketiga.

Perbedaan yang lain antaré~ Piagam Afrika dengan
instrumen-instrumen HAM vyang lain adalah tidak adanya
ketetapan dalam Piagam Afrika yang mengidinkan pembatasan
terhadap hak yang dilindungi di dalam situasi khusus.
Meskipun hak-hak mengenai keutuhan jasmani seseorang tam-
paknya mutlak, banyak hak individu mengenai masalah-masalah
seperti kebebasan berekspresi dan berserikat dirumuskan
sedemikian rupa sehingga menyiratkén dimungkinkannya pemba-
tasan hak.

Berbeda dengan dua sistem HAm sebelumnya, untuk

menjamin dilaksanakannya hak-hak vang tercantum dalam
..Piagam, maka dibentuk Komisi Afrika mengenai HAM, karena
tidak ada ketentuan untuk membentuk sebuah Mahkamah HAM
Afrika. Komisi bertujuan menggalakkan hak asasi manusia dan
rakyat serta menjamin perlindungan hak-hak di Afrika.
Anggota Komisi bergugas dalam kapasitas sebagai individu,
bukan sebagal wakil pemerintah.

Perbedaan utama yang tampak antara struktur kelemba-
gaan menurut Piagam Afrika dan struktur kelembagaan menurut

instrumen-instrumen hak asasi regional yang lain, adalah
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tidak adanya pengadilan untuk menyelesalkan persengketaan di
antara negara-negara atau untuk mengambil keputusan menge-

nai pengaduan individual. Menurut seorang ahli hukum Afri-

ka, hal 1ini disebabkan oleh kecenderungan orang Afrika

untuk mengutamakan rekonsiliasi dan konsensus sebagal cara

penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan karena tidak ada

pengadilan, maka Komisi harus menjalankan tugas kuasi-

yudisial.

Bagaimanapun lengkapnya kesepakatan yang ada, satu
fakta yang tak terelakkan adalah bahwa keadaan/situasi
ekonomi, sosial, pendidikan dan politik negara-negara
Afrika banyak yang belum stabil, sehingga pelaksanaan HAM
kebanyakan masih memprihatinkan. Seperti pendapat Warren

Weinstein, yang dikutip oleh Masyhur Effendi, bahwa

... The Key dilemma confronting the status of Africa is to
find a way to expand participation in the political . proces
and to assoclate the disperate groups in the development of
the states without falling to the disintegrative tendencies
of ethnic and tribal rivalries and the entrenched govern-
ment and bireaucraties in corruption and nepotions H
(Weinstein dalam Masyhur Effendi,1994:895)

Negara-negara Asia belum memiliki Plagam HAM, seba-
gaimana dimiliki oleh negara-negara Eropa, Amerika, maupu-
nAfrika. Hal ini menurut Masyhur Effendi adalah karena ku-
at dan mendalamnya tradisi dan agama-agama besar di keba-
nyakan negara-negara Asia. Pengaruh tradisi dan agama pada
sebagian besar negara-negara Asia mewarnal pola pikir/pola
tindak dan sikap sebagian besar negara-negara di Asia
(Masyhur Effendi,1994:101).

Karena disibukkan oleh berbagaili persoalan dalam
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negeri sebagai negara bekas jajahan, maka persoalan HAM
menjadi terlambat memperoleh perhatian yang serius. Sebe-
narnya melalul perjuangan membebaskan diri dari penjajahan
dan hak menentukan nasib sendiri (self determination),
negara-negara di Asia dan Afrika sudah merealisasikan HAM.
Oleh karena itu, persoalan lebih lanjut bagaimana persoalan
HAM tersebut berkembang, diformalkan, diakui dalam sistem
politik dan hukum positif, atau aﬁékah perlu juga disusun
Piagam HAM antar negara-negara Asia membutuhkan pembicaraan
lebih lanjut di antara negara-negara Asia sendiri.

Pada tahun 1982 di New Delhi pernah diadakan "“Semi-
nar on Approach to Human Rights in Asia” yang diselenggara-—
kan oleh PBB - Universitas Tokyo, Unesco-Paria dan Centre
for Human Rights Educational and Research New Delhi. Bebe-
rapa kesimpulan yang diambil dalam seminar tersebut antara
lain adalah:

1. Hubungan HAM dengan kemiskinan, antara lain ditegaskan
tentang:
a. Peranan negara dan lembaga sosial dalam mengawasi
pelanggaran HAM;
b. Hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentu-
kan naesib sendiri dalam menegakkan HAM;
c. Pelanggaran HAM dalam masyarakat tidak mampu dalam
dimenesi regional dan internasional.
2. Hubungan HAM, kebudayaan, dan tradisi keagamaan
a. Bagaimana cita-cita/ide agama, tradisi, budaya dalam

konsep yang terkait dengan HAM;
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b. Relevansi kesatuan slistem hukum dalam mengembangkan
kelompok budaya/agama dalam rangka menghormati hak-
haknya.

3. HAM dalam rangka sistem keamanan Asia

a. Bagaimana peranan Iptek dalam menjawab HAM agar
dapat terjamin dengan baik;

b. Mempelajari proses militarisasi dan otokrasi di
Asia;

c. mengembangkan hubungan Hukum HAM dengan Hukum Huma-
niter dalam rangka menggalakkan HAM;

d. Di samping itu juga disusun beberapa rekomendgsi,
baik ditujukan kepada Unesco maupun PBB.

Di Jakarta, pada tanggal 26 - 28 Januari 1993 telah
diselenggarakan satu Lokakarya tentang HAM " Asia Pasifik
dengan fokus pembentukan mekanisme Regional HAM di Asia
Pasifik. Sebagai tindak lanjut dari konferensi ini, pada
bulan Aﬁril 1993 telah diselenggarakan konferensi HAM untuk
kawasan Asia Pasifik di Bangkok, dan berhasil menyusun satu
deklarasi. Konferensi yang dihadiri oleh 49 negara tersebut
telah menyetujui satu deklarasi, yang disebut Deklarasi
Bangkok, yang menekankan pada masalah-masalah:

a. penekanan bahwa HAM merupakan masalah universal;

b. hak sipil dén politik harus dilaksanakan seimbang de-
ngan hak ekonomi, sosial, dan budaya;

c. memberi perhatian khusus perlindungan hak-hak wanita.

Di samping deklarasi yang ditandatangani, ada bebe-

rapa harapan yang disampaikan oleh konferensi tersebut,
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antara lain:

a. Segera diadakan peninjauan struktur dan sistem PBB
agar lebih demokratis;

b. Mengakhiri dominasi Barat tentang HAM yang sering
tidak adil dan dipilih-pilih;

c. Prinsip saling menghargai/menghormati kedaulatan ma-
sing-masing negara dan tidak mencampuri urusan dalam
negeri negara lain; |

d. Tidak mencampuradukkan (tidak mengkaitkan) bantuan
pembangunan dengan pelaksanaan HAM suatu negara;

Khusus pernyataan yang terakhir ini mendapat catatan dari
Jepang yang akén tetap memberi perhatian penuh situasi HAM
dari negara penerima bantuan.

Bersamaan dengan pertumbuhan penerimaan terhadap hak
pembangunan, konsep kepdduan semua aspek HAM saat ini
memperoleh pengakuan yang kuat. Pengakuan tersebut dire-
fleksikan dalam hubungannya dengan pernyataan Kepala Negara
dan Pemerintah negara-negara Non Blok dalam pertemuan
terakhir di Jakarta, yang menekankan hak-hak dasar, yaitu
hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada saat
vang sama, pemimpin negara-negara Non Blok menyatakan
perhatian atas keceqderungan untuk mengalamatkan HAM secara
selektif, dan mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya yang lebih dekat berhubungan dengan kebutuhan manu-
sia untuk barang-barang, perlindungan dan perawatan keseha-

tan, dan juga pemberantasan kemiskinan dan kebodohan.
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2. Badan-badan HAM PBB yang Aktif Dalam Bidang HAM dan
Badan-badan yvang Didirikan sesual Dengan Instrumen-
instrumen HAM PBB '

Banyak sekall organ dan lembaga PBB yang tanggung
jawabnya sedikit banyak masuk dalam bidgng HAM yang umum.
Badan-badan tersebut adalah Majelis Umum, Ecosoc, Unesco,
I1LO, dan International Court Justice.

Majelis Umum merupakan organ pleno PBB dan mempunyail
kewenangan yang luas menurut Piagam untuk mempertimbangkan
masalah HAM. Masalah ini dapat dibahas oleh Majelis Umum
atas inisiatif sendiri étau dapat disampaikan kepadanya
oleh salah satu dari ketujuh Komite utamanya. Menurut Pasal
13 (1)(b), kewajiban utama Majelis Umum yang berkaitan
dengan HAM adalah memulai studi dan membuat rekomendasi
dalam rangka membantu realisasl hak dan kebebasan asasi
bagi semua orang. Sejumlah studi telah dilakukan oleh
Majelis Umum, dan Majeiis Umum telah menghasilkan banyak
rekomendasi mengenai isu HAM. Sumbangan terpenting Majelis
Umum bagi HAM barangkali adalah cukup banyaknya instrumen
internasional dalam bidang itu yang telah disetujuinya
dengan mengikuti referensi Komisi HAM dan ECOSOC. Instrumen
ini mencakup Deklarasi Universal, kedua Kovenan Interna-
sional, dan sedﬁmlah Konvensi PBB pada bidang HAM yang
khusus. Majelis Umum, berdasar pada Pasal 22 telah memben-
tuk organ-organ tambahan untuk menangani isu HAM, seperti
UNICEF, Kantor Komisi Tinggi untuk Pengungsi, Komite Deko-

lonisasi, dan Komite Khusus mengenai Apartheid. Masing-
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masing organ ini mempunyai dampak yang penting pada masalah
vang menjadi perhatiannya.

Ecosoc merupakan organ politik PBB yang mempunyai 54
anggota. Dalam bidang HAM, dewan ini bertugas membuat
rekomendasi dalam rangka menggalakkan penghormatan dan
ketaatan terhadap HAM dan kebebasan asasi, dan menyerahkan
draft konvensi kepada Majelis Umum. Ecosoc Jjuga merupakan
organ yang bertanggung Jjawab untuklpenerima laporan, mengk-
oordinasi kegiatan, dan menandatangani persetujuan dengan
badan-badan khusus PBB, yang mempunyai kewenangan HAM
tertentu seperti ILO, Unesco, dan WHO. Ecosoc Jjuga bertang-
gung Jawab atas kegiatan koordinasi denéan LSM-LSM (atau
NGO).

Berdasarkan Pasal 68, Ecosoc harus membentuk komisi
di bidang ekonomi dan sosial dan untuk melindungi HAM.
Untuk itulah Ecosoc membentuk Komisi HAM (Commission on
Human Rights), dengan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi
dan Perlindungan Bagi Kaum Minoritas ( Sub Commission on
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities),
dan Komisi mengenai Status Wanita (Commission on the Status
of Women). Komisi HAM didirikan pada tahun 1946 sebagai
hasil rekomendasi Komisi Persiapan PBB untuk menangani isu-
isu HAM yang belum diselesaikan, yang tidak dapat diatasi
selama penyusunan Plagam PBB. Komisi ini beranggotakan 43
orang, dan bekerja dalam kapasitas sebagal wakil pemerin-
tah. Dan karena Komisi ini dapat dipandang sebagal badan

politik, maka perdebatan dalam komisi inil sering berdimensi
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politik.

Pada tahun 1979, Ecosoc menambahkan ketentuan bahwa Komisi
harus membantu Ecosoc dalam pengkoordinasian kegiatan-
kegiatan mengenai HAM dalaﬁ sistem PBB.

Komisi HAM mendirikan organ-organ untuk menyelidiki
masalah-maslah HAM dalam negara-negara tertentu dan Jjuga
situasi-situasi tematis. Organ-organ tersebut adalah The Ad
Hoc Working Group of Experts on Southern Africa, The Group
of Three, The Working Group to Examine Situations Which
Appear to Reveal a Consistent Pattern of Gross to Violations
of Human Rights, The Working Group on Enforced or Involun-
tary Dissappearances, The Working Group of Governmeﬁtal
Experta on the Rights to Development, dan The Working Group
to Continue the Overall Analysis on the Further Promotion
and Encouragement of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Sub Komisl Pencegaehan Diskriminasi dan perlindungan
Minoritas didirikan oleh Komisi HAM tahun 1947, beranggota-
kan 26 ahli, yang dipilih untuk 4 tahun. Anggota Sub Komisi
ini meakipﬁn dicalonkan oleh Pemerintah, tetapli dalam
melaksanakan tugasnya mereka bertindak dalam kapasitas
pribadi, tidak mewakili negaranya. Sub Komisi bersidang
tiap tahun selama 4 minggu, dan menjalankan fungsinyva
sesuai dengan ketentuan Ecosoc. Untuk memperlancar sistem
kerja, Sub Komisi mendirikan 3 Kelompok Kerja, yang menga-
dakan pertemuan secara teratur sebelum pertemuan tahunan
untuk membantu tugas-tugas tertentu. Ketiga Kelompok Kerja

tersebut Dbekerja di bidang komunikasi, perburuhan, dan
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perlindungan HAM. Di samping tiga Kelompok Kerja tersebut,
Sub Komisi Juga membentuk Kelompok Kerja yang secara se-
sional mengerjakan agenda pertemuan tahunan.

Komisi mengenai Status Wanita didirikan oleh Ecosoc
pada tahun 1946, beranggotakan 32 orang anggota dengan masa
jabatan 4 tahun yang berfungsi ganda. Fungsi pertama adalah
menyiapkan laporan dan rekomendasi kepada Ecosoc mengenal
penggalakan hak-hak kaum wanita di.ﬁidang politik, ekonomi,
sipil, sosial, dan pendidikan. Sedangkan fungsi kedua
adalah menyampaikan saran-saran kepada Ecosoc mengenai
maslah hak-hak yang menuhtut perhatian’ segera. Sebagian
besar sukses yang dicapai oleh Komisi ini terletak dalam
bidang penyusunan standart internasional. Komisi Juga telah
memainkan peranan utama dalam menyusun Deklarasi mengenai
Status Kaum Wanita pada tahun 1967, Konvensi mengenal
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita
1979, dan Konvensi mengenai Hak-hak Politik Kaum Wanita
1953. Komisi mengadakan rapat dua kali setahun, masing-
masing selama 3 minggu, di New York atau Jenewa.

Perhatian Unesco terhadap masalah HAM tercantum
dalam Pasal 1 Anggaran Dasarnya. Pada awalnya, Unesco
berpandangan bahwa badan ini tidak mempunyai kewenangan
untuk menerima pengaduan tertulis dari individu mengenai
terjadinya pelanggaran HAM. tetapli pada tahun 1978, Unesco
menyetujui suatu prosedur untuk mempertimbangkan pengaduan
tertuiis. Prosedur ini mensyaratkan telah dituntaskannya

segala upaya remedi lokal, dan harus mengungkapkan pelang-
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garan HAm yang berada dalam bidang kewenangan Unesco.
Pengaduan dipelajari oleh Komite mengenal Konvensi dan
Rekomendasi, dan diupayakan untuk diselesalkan secara
bersahabat, sehingga prosedur ini bersifat luwes sekaligus
rahasia.

Perhatian utama ILO terletak pada keadilan soslal
dan kesejahteraan sosial melalui penggalakan hak kesejahte-
raan sosial. ILO telah mensponsori lebih dari 150 instrumen
internasional vyang menjadi landasan hukum perburuhan dan
kesejahteraan sosial di banyak negara.

ICJ (International Court of Justice) merupakan organ
peradilan utama PBB, yang mempunyal wewenang yang Jelas
untuk memutuskan masalah HAM atau yang berkaitan dengan hal
itu berdasarkan.yurisdiksinya dalam memutuskan perkara dan
memberikan nasihat.

Di samping badan-badan di atas, masih terdapat
badan-badan lain vyang berhubungan dengan masalah HAm,
seperti WHO, UNHCR, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, dan
FAO. _

Di samping badan-badan yang dibentuk oleh PBB di
bidang HAM, berdasar beberapa instrumen HAM internasional,
telah didirikan badan-badan yang melakukan tugasnya di
bidang HAM. Badan;badan tersebut diantaranya adalah Komite
Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite HAM, Komite Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komite Penghapusan Diskrimina-
gi Terhadap Wanita, Komite terhadap Penyilksaan, Kelompok

Tiga, dan Pusat HAM (Centre for Human Rights).
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Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial didirikan
pada tahun 1970, sesual dengan Pagal 8 Konvensi Interna-
sional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
Komisi 1ini terdiril dari 18 ahli yang berdedikasl tinggi,
dipilih tiap 4 tahun, dan mengadakan pertemuan dua kali
setahun.

Tugas Komite ini adalah mempertimbangkan laporan-
laporan pada legislatif, yudikatif, administratif, atau
tindakan-tindakan negara peserta yang ditentukan Konvensi;
membuat nasihat dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasar
pada pemeriksaan atas laporan tersebut dan informasi lain-
nya; membantu penyelesaian pertikaian di antara negara
peserta berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi; menerima dan
mempertimbangkan komunikasi-komunikasi dari individu-
individu atau kelompok individu.

Komite HAM didirikan pada tahun 1977 berdasar pasal
28 Perjanjian Internasional di Bidang Hak-hak Sipil dan
Politik. Keanggotaan komite ini dipilih tiap 4 tahun seba-
- nyak 18 orang, dan bersidang 3 kali setahun, dilaporkan
kepada Majelis Umum melalui Ecosoc.

Tugas Komite HAM ini adalah mempelajari laporan-
laporan kegiatan negara peserta; meneruskan laporan kepada
masing-masing negara peserta; menyelenggarakan fungsi-
fungsi tertentu dengan tujuan untuk menyelesaikan perselis-
ihan-perselisihan di antara negara peserta; dan jika diper-
lukan mendirikan Komisi Konsiliasi Ad Hoc.

Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya didirikan
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oleh Ecosoc tahun 1985 berdasar Perjanjian Internasional
mengenail Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari
18 s8ahli yang diakuil dedikgsinya, dan bersidang tiap tahun
di Kantor PBB di Jenewa. Komite inli mempunyal dua tugas,
vaitu memeriksa laporan-laporan yang diajukan oleh negara
peserta dan membantu Ecosoc untuk memenuhi fungsl pengawa-
san berhubungan dengan Konvensi dengan membuat nasihat dan
rekomendasi secara umum yang dlidasarkan pada laporan-lapo-
ran yang diajukan oleh negara peserta dan perwakilan-per-
wakilan khusus yang terkait.

Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita
didirikan pada tahun 1982 berdasar Pasal 17 Konvensi Peng-
hapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan
terdiri dari 23 ahli. Anggotanya dipilih secara rahasia
untuk waktu 4 tahun, dan mengadakan pertemuan tiap tahun
selama 2 minggu di Wina atau New York.

Tugas pokok komite ini adalah memikirkan perkembang-
an dalam pelaksanaan konvensi dan membuat nasihat serta
rekomendasi-rekomendasi vyang didasarkan pada pemeriksaan
laporan-laporan dan informasi yang diterima dari negara
peserta. Komite 1ini juga harus membuat laporan tahunan
kepada Majelis Umum melalui Ecosoc.

Komite tefhadap Penyiksaan .didirikan tahun 1987
sesuai dengan Pasal 17 Konvensi terkait, dan beranggotakan
10 orang, dipilih secara rahasia tiap 4 tahun. Tugasnya
adalah mempelajari laporan—-laporan berkenaan dengan tinda-

kan yang diatur dalam Konvensi; membuat penyelidikan raha-
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sia apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran; Jjika
diperlukan, mendirikan Komisi Konsiliasi Ad Hoc untuk
menyelesaikan perselisihan antar negara anggota; mempertim-
bangkan laporan dari individu-individu dari negara peserta
yang merasa menjadi korban.

Kelompok Tiga didirikan berdasar Konvensi tentang
Apartheid, kelompok ini ditunjuk oleh Ketua Komisi HAM tiap
tahun, terdiri dari 3 orang anggotd‘dari negara peserta.

Di samping badan-badan PBB dan badan-badan vyang
dibentuk berdasarkan suatu Konvensi, organ yang mempunyai
perhatian terhadap masalah HAM adalah Pusah HAM (Centre for
Human Rights). Pusat HAm adalah unit sekretariat PBB yang
paling perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan HAM, dan
berpusat di New York, markas besar PBB.

Pusat HAM diketuai oleh seorang Under-Secretary-
General, yang juga merupakan Direktur Umum Kantor PBB di
Jenewa. Pusat HAM membantu Majelis Umum, Ecosoc, Komisi
HAM, dan organ-organ PBB yang lain untuk memajukan dan
melindungi HAM seperti yang tercantum dalam berbagai in-
strumen HAM internasional.

Fungsi Pusat HAM adalah membantu PBB di bidang HAM,
yvailtu menyedisakan pe}ayanan sekretariat dan pelayanan riil
pada organ PBB yang berkaitén dengan HAM; mengadakan pene-
litian dan studi HAM atas permintaan organ-organ terkait;
menindaklanjuti dan menyiapkan laporan-laporan atas pelak-
sanaan HAM: menjalankan program-program pelayanan nasihat

dan bantuan teknik di bidang HAM; mengkoordinaaikan hubung-

111



an dengan NGO-NGO, lembaga-lembaga eksternal dan media HAM;
mengumpulkan dan menyebarkan informasi serta mempersiapkan
publikasi-publikasi.

Pusat HAM terdiri atas enam seksi, vyaitu GSeksi
Instrumen Internasional, Seksi Komunikasi, Seksi Prosedur-
prosedur Khusus, Seksi Penelitian Studi dan Pencegahan
Diskriminasi, Seksi Pelayanan Bantuan, Seksi Hubungan Luar
Publikasi, dan Dokumentasi. Masing-masing seksi menJjalankan

fungsi Pusat HAM tersebut di atas sesuail dengan bidangnya.
D. HAM, Demokratisasi, dan Negara Hukum

Masalah demokrasi dan HAM telah menjadi masalah
global, sehingga masing-masing negara akan berusaha menun-
jukkan pada dunia luar bahwa pemerintahannya adalah demok-
ratis dan telah menjamin peleksanaan HAM dengan sebalk-
baiknya. Demokrasi adalah sistem politik yang paling me-
mungkinkan kebebasan dalam penerapan HAM. Tidaklah mungkin
untuk memisahkan pengembangan HAM PBB darl pendirian sis-
tem-sistem demokrasi dalam masyarakat internasional.

Dalam setlap masyarakat.yang demokratis, yang rak-
yvatnya menjadi subyek atau pemangku kedaulatan, para anggo-
tanya mempunyal —sejumlah hak yang tidak boleh diganggu
gugat, yang disebut hak-hak asasi atau hak-hak fundamentalf
Secara obyektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada
manusia sebagal manusia, yang harus diskuil dan dihormati

oleh pemerintah. Semua manusia sebagal manusia, memiliki
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martabat dan derajat yang sama, dan dengan demikian memi-
1liki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang éama. Martabat
manusia adalah nilai-nilail manusia yang luhur dan berasal
dari Tuhan Maha Pencipta. 0Oleh karena itu setiap manusia
harus bebas dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan
budinya yang sehat. Pengembangan diri manusia harus terlak-
sana dalam relasi dengan sesamanya dalam suasana keadilan.

Soal HAM memang berkaitan déﬁgan masalah demokrati-
sasi. Justru di negara-negara yang menganut paham demokra-
g1, HAM mendapatkan perlindungan yang paling kuat. Dengan
adanya parlemen yang efektif, kekuasaan kehakiman yang
independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers
vang bebas, dan sebagainya, maka akan sangat sulit bagi
pemerintah untuk melanggar hak-hak asasi rakyatnya.

Meskipun demikian, sistem demokrasi tidak dapat men-
Jamin Ibahwa hak-hak asasi akan senantiasa dijamin dan
dihormati. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi pun hak-hak
asasi golongan tertentu, misalnya golongan minoritas masih
sering diabaikan atau dilanggar.

Demikian Juga walaupun proses demokratisasi akan
memperkuat pelaksanaan HAM, namun ini tidak berarti bahwa
hak-hak asasi baru dapat dilaksanakan sesudah sistem poli-
tiknya menjadi demokratis atau setengah demokratis. Ada
hak-hak yang sangat asasi sekali yang pada prinsipnya dapat
dihormati oleh semua pemerintah, baik demokratis maupun
otoriter. Misalnya, hak yang berkaitan dengan perlakuan

terhadap orang tahanan, baik tahanan politik maupun krimi-
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nal bilasa, atau hak untuk memilih agama sendiri. Tetapi ada
hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau
proses demokratisasi sudah dimulai. Misalnya, hak untuk me-
lontarkan kritik terhadap pemerintah, hak untuk membentuk
organisasi, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, dan
sebagainya. Hak-hak ini dapat saja diakui walaupun pemerin-
tah masih belum bersifat demokratis dalam arti vang sebe-
narnya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
konsep hak-hak asasi tidak perlu menunggu sampail sistem
demokrasi diamalkan sepenuhnyé di suatu negara yang ber-
sangkutan (Crouch, Haris Munandar (Ed.).1994:466).

Dengan melihat kenyataan seperti di atas, Harold
Crouch berpendapat bahwa ada baiknya kalau dibedakan antara
masalah demokratisasi dan masalah hak-hak asasi. Walaupun
desakan luar mungkin dapat mempercepat proses demokratisa-
81, namun lembaga-lembaga yang betul-betul demokratis tidak
dapat diBentuk tanpa dukungan kuat dari unsur-unsur politik
dalam negeri. Diperlukan partai-partai politik, organisasi
maesa, pers yang aktif, dan sebagainya. Jika sekiranya per-—
kembangan masyarakat belum cukup maju untuk mendukung
lembaga-lembaga demokrasi, desakan dari luar tidak mungkin
dapat menghasilkan suatu sistem demokrasi. Sebaliknya,
desakan luar yang ditujukan kepada pelanggaran hak asasi
vang spesifik 1lebih mungkin akan mendorong perubahan.
Contohnya adalah apa yang terjadi di Myanmar, yang berakhir
dengan kebebasan Aung San Suu Kyi (Crouch, Haris Munandar

(Ed.).1994:466-467).
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Pembicaraan mengenai HAM Jjuga tidak dapat dilepaskan
dari pembicaraan mengenai Negara Hukum. Karena dari konsep-
nya, tujuan negara hukum adalah untuk menjamin dan melin-
dungi HAM. Dilihat dari segi sejarahnya, perkembangan nega-
ra hukum dimulai dari konsep yang didasarkan pada paham
negara hukum liberal (negara hukum dalam arti sempit) vyang
diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Fichte. Disebut negara
hukum dalam arti sempit karena pemefintah hanya bertugas
membuat dan mempertahankan hukum guna menjamin hak-hak yang
dituntut oleh kaum Borjuis liberal.

Dengan makin berkembangnya masyarakat, maka konsep
negara hukum dalam arti sempit tersebut tidak memuaskan
masyarakat. Muncullah konsep negara hukum dalam arti 1luas,
yvang sering disebut sébagai Negara Kesejahteraan (Welfare
State). Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertugas
menyelenggarakan kepentingam dan mengusahakan kemakmuran
rakyat. Untuk itu negara harus campur tangan dalam urusan
rakyat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Tetapi
dalam rangka campur tangannya, Negara atau Pemerintah harus
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan maksud
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan penggunaan
kekuasaan yang melampaul batas, yang akhirnya akan menim-
bulkan perkosaan terhadap HAM. Apabila timbul perselisihan
antara pemerintah dan rakyat sebagal akibat tindakan peme-
rintah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh
suatu peradilan yang bebas.

Sesuai dengan pendapat para sarjana, maka negara



hukum 1itu pada pokoknya mengandung harus memuat unsur-
unsur:
1. Adanya Jjaminan perlin@ungan terhadap HAM.
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan vang berdasarkan peraturan-peraturan
hukum.
4. Adanya peradilan administrasi.

Penjelasan konsepsi negara hukum Indonesia ialah
suatu negara dimana perorangan mempunyal hak terhadap
negara. Hak-hak itu diikuti oleh undang-undang. Untuk
merealisasikan perlindungan terhadap HAM, maka kekuasaan
negara dipisah-pisahkan, sehingga kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif berada pada tangan yang berbeda.
Terutama kekuasaan yudikatif, peradilan merupakan badan
vang bebas kedudukannya, agar dapat menjamin terlindunginya
HAM warga negara.

Pertalian antara HAM dan hukum, menurut Marzuki
Darusman sebenarnya terletak pada perumusan dan penetapan
nilai-nilai pokok_ masyaquat sebagal norma-norma hukum
positif yang dapat diperlakukan sebagal norma-norma hukum
yang sejati yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang
aktual (Darusman, 1995: makalah:47).

Dengan meﬁetapkan HAM secara positif sebagai prin-
sip-prinsip atau nilai pertimbangan dalam wujud norma-norma
hukum yang dapat ditegakkan melalul proses hukum, sehingga
hak-hak itu menjadi terlindungi secara hukum, dan keadilan

substansial dapat semakin dicapai.
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Pada hakikatnya, Pembukaén UuD 1945 menyatakan
adanya pengakuan hak-hak asasi manusia di bidang politik,
s8ipil (hukum), ekonomi, sosial, dan budaya. Pengakuan pada
perikemanusiaan sebagaimana tercantum dalam alinea pertama
Pembukaan UUD 1945 merupakan pengakuan pada intisari dari
HAM vyang bersifat universal. Dengan latar belakang yang
demikian, maka Indonesia dapat menyetujui prinsip-prinsip
vang tercantum dalam UDHR 1948. Séﬂangkan pengakuan pada
Peri Keadilan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut
adalah merupakan asas Negara Hukum. Bahwa negara Republik
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum lebih tegas
dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, khususnya Penjelasan
Umum. Pada pokok pikiran yang ke-1 ditegaskan bahwa negara
Indonesia adalah berdasarkan hukum (Rechtstaat), dan tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).:

Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasar hukum,
HAM harus dilaksanakan dan ditegakkan, yang prinsip-prin-
sipnya telah dinyatakan dalam Pancasila, UUD 1945, dan
telah pula diakui oleh dunia internasional melalui UDHR
1948.

Bambang W.Soeharto dan Roekmini mengatakan bahwa
sistem demokrasi Pancasila yang diatur dalam UUD 1945
adalah perwujudan dari Pancasila sebagai ideologi, sehingga
operasionalisasinya seharusnya ditujukan untuk membuat
slstem demokrasi Pancasila berkemampuan. Proses inilah vang
disebut dengan proses memekarkan atau menumbuhkembangkan

demokrasi Pancasila. Proses menumbuhkembangkan demokrasi
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Pancasila bukanlah sesuatu yang sederhana, karena berbicara
masalah sistem demokrasi, tidak hanya berbicara masalah
struktur kelembagaan, namun juga fungsi lembaga, prose
politik, dan tidak kalah pentingnya adalah budaya politik.
Selanjutnya, menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi dan
menangani sumber daya manusia dengan cara meningkatkan
kehidupan hukum, kesadaran politik, dan kesadaran kemanu-
siaan, merupakan cara terbaik untuk meningkatkan perlindun-
gan HAM sebagal pengamalan Pancasila (Bambang W. Soeharto

dan qukmini Soedjono, tanpa tahun, hal.4-5).
E. Pendidikan dan Penyebarluasan HAM

Masalah HAM adalah persoalan yang tiada henti-
hentinya dibicarakan, baik di tingkat nasional maupun di
tingkat internasional. Apalagl pada dasawarsa terakhir 1ini,
isu mengenai HAM sudah mulai mengglobal. Terhadap masalah
ini, Indonesia tidak dapat menutup mata dan tinggal diam,
sementara masyarakat internasional sibuk berpartisipasi
dalam penegakan HAM. Pada kenyataannya, kesadaran tentang
HAM di kalangan masyarakat luas memang masih merupakan
masalah, yaitu HAM itu merupakan suatu hal yang masih belum
dipahaml secara merata, dan karena itu juga belum disadari
secara semestinya.

Pengembangan pengetahuan dan pendidikan HAM sampail
sgaat ini belum mendapat prioritas darli pemerintah, terutama

dalam jalur pendidikan formal. Dalam hal ini, peranan orga-
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nisasi non pemerintah amat menonjol, karena secara rutin
mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi segala lapisan
masyarakat.

Dalam kondisli semacam ini, peranan dunia pendidikan
sangat penting, apalagi mengingat bahwa masyarakat Indone-
sia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri atas se-
jumlah besar suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya de-
ngan kultur primordial yang di sambing merupakan aset na-
sional, seringkali juga menjadi kendala untuk terciptanya
persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam masyarakat indone—
sia.

Pendidikan HAM bermanfaat untuk mengurangli potensi
pelanggaran HAM dari kalangan pejabat publik maupun masya-
rakat luas. Pendidikan yang diperlukan deﬁgan sendirinya
terarah kepada publik luas di samping kelompok-kelompok
strategis dalam masyarakat, seperti kalangan pendidikan
tinggi dan menengah, kalangan agama, kebudayaan, media
massa, serta para pembuat kebijakan pendidikan di Indone-
sia.

Muladi mengatakan, bahwa program pendidikan nasional
yvang dilaksanakan mengacu pada Empat Strategi dasar kebi-
jakan Pendidikan Nasional, seperti yang ditetapkan dalam
GBHN, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan
terhadap kebutuhan, peningkatan kualitas pendidikan dan
peningkatan efisiensi. Penjabaran keempat strategi dasar
tadi dalam program pendidikan formal vyang dilakukan di

sekolah atau universitas harus bersifat dinamis dan aktual



dalam kerangka.yang bersifat sistematik. Dinamis berarti
tidak hanya memperhitungkan masukan dari lingkunngan yang
bersifat nasional, tetapi Juga beradaptasi dengan kecende-
rungan Iinternasional, seperti masalah lingkungan hidup,
demokratisasi, dan HAM (Muladi, makalah Lokskarya Nasional
IT HAM, 1994).

Menurut Muladi, pendidikan dalam segala bentuknya
merupakan agent of socialization. Dengan pendidikan, akan
dapat dilakukan promosi tentang HAM, saling pengertian ten-
tang HAM dalam masyarakat majemuk, dan mendekatkan pemerin-
tah dengan rakyat dalam masalah HAM. Selanjutnya pendidikan
HAM akan meningkatkan budaya damai (culture of peace),
karena baik komunikasi, harmonisasi nilai, kerjasama, ke-
pribadian yang positif, kesetiakawanan, solidaritas, budaya
antl kekerasan dalam penyelesalan konflik (non violent
conflict resolution), toleransi, rasa kasihan maupun orien-
tasi ke depan akan meningkat. Nilai-nilail di atas Jjelas
dapat merupakan sub-sistem Pancasila, dalam bentuk yang
lebih operasional, baik sebagai hukum positif maupun seba-
gal instrumen-instrumen internasional yang operasionalisa-
sinya berakar pada konsep budaya bangsa (Muladi, 1996:3-4).

Dalam buku vang diterbutkan oleh Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakét (LSAM) disebutkan, bahwa tujuan umum
pendidikan HAM meliputi:

- mengembangkan kesadaran pentingnya HAM dalam kehidupan
masyarakat modern;

- mengembangkan kesadaran-kesadaran individu akan cara
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dan sarana menerjemahkan HAM ke dalam kenyataan sosial
dan politik, baik pada tingkat nasional maupun interna-
sional,

- memperkuat sikap toleran, hormat, dan golidaritas yang
terkandung dalam HAM di semua kalangan.

Isyarat mengenal pentingnya penyebaran pendidikan
HAM terus dilakukan akhir-akhir ini. Dalam Konferensi Dunia
tentang HAM di Wina maupun perteﬁﬁan di Strasbourg pada
permulaan Oktober 1994 yang lalu, masalah pendidikan ini
ditegaskan kembali. Begitu pula dalam Konferensi Interna-
sional tentang Pendidikan tahun 1994 di ‘Jenewa.

Konferensi HAM sedunia memandang pendidikan, pela-
tihan, dan informasi publik mengenai HAM sangatlah penting
bagi kemajuan dan pencapaian hubungan yang stabil dan har-
monis antar masyarakat, serta untuk memélih&ra saling pe-
ngertian, toleransi, dan perdamaian. Konferensi HAM sedunia
Juga menghiﬁbau semua negara dan institusi untuk memasukkan
HAM, hukum kemanusiaan, deﬁokrasi, dan norma hukum sebagai
subyek dalam kurikulum semua institusi pengajaran, secara
formal maupun informal. Pendidikan HAM harus mencakup per-
damaian, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial, seba-
gaimana diterapkan dalam instrumen HAM regional dan inter-
nasional, agar dapat mencapai pemahaman dan kesadaran umum
guna memperkokoh komitmen universal kepada HAM.

Dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993, disebut-
kan pula bahwa Konferensi HAM Sedunia merekomendasikan agar

negera mengembangkan program-program dan strategi-strategi
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spesifik guna memastikan pendidikan HAM yang seluas-luasnya
dan penyebaran informasi publik, khususnya dalam memperhi-
tungkan hak asasi perempuan.

Deklarasi Wina 1993 menyerukan agar pemerintah,
dengan bantuan organisasi antar pemerintah, institusi na-
sional dan organisasi non pemerintah memajukan kesadaran
yvang semakin meningkat mengenai HAM dan saling toleransi.
Pemerintah harus memulai dan mendukung pendidikan HAm serta
melakukan penyebaran informasi publik yang efektif dalam
bidang ini.

Di tingkat nasional, pada Lokakarya Nasional II HAM
1994 disepakati bahwa pendidikan dan penyebarluasan nilail
HAM melalui jalur formal maupun non formal, serta melalui
media massa, merupakan unsur yang sangat penting dalam
pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk keperluan 1itu perlu
disusun suatu bahan dan informasi mengenai berbagai wawasan
HAM Indonesia sebagai acuan dasar, yang metoda penyampalan-
nya disesuaiakan dengan sasaran yang dituju dalam kegiatan
penyebarluasan dan pendidikan. Penyebarluasan HAM tidak
selalu perlu ditampilkan dalam bentuk kurikulum yang khas
mengenai HAM, tetapi dapat dilakukan melalul sisipan dalam
berbagai Jjenis mata pelajaran atau ‘mata kuliah. Upaya
penyebarluasan akén berhasil lebih baik Jjika dalam penyadi-
an nilai-nilai HAM Jjuga diberikan contoh-contoh dalam
implementasinya. Pada tingkat perguruan tinggil dapat dipi-
kirkan pemberian mata kuliah sendiri mengenai HAM atau

sebagal bagian langsung dari cabang 1lmu tertentu seperti
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Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, atau lainnya.

Penyebarluasan HAM Jjuga dapat dilakukan melalui
program P4. Di samping itu, organisasi sosial, politik, dan
kemasyarakatan, bahkan para ulama dapat memainkan peranan
penting dalam upaya penyebarluasan dan pendidikan HAM. Agar
pencapaian sasaran menjadi lebih efektif, disarankan agar
penyebarluasan HAM dapat dilakukan dengan pendekatan keaga-
maan dan dengan demikian menjadikannnilai—nilai HAM menjadi
bagian dari nilai kemanusiaan itu sendiri.

Upaya pendidikan dan penyebarluasan HAM dapat dika-
takan pula sebagai salah satu upaya penting di dalam me -
ningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian,
pendidikan HAM tidak akan memadai jika hal itu hanya meru-
pakan penyampaian informasi tentang HAM atau nilai terten-
tu. Dengan perkataan lain, suatu nilai hendaklah dipahami,
dihayati, lalu diamalkan. Berbeda dengan pendidikan lain-
nya, pendidikan HAM lebih banyak mengenai sikap mental, dan
di sini peranan keteladanan pendidik amat menentukan.

Napitupulu berpendapat bahwa terutama dalam bidang
pendidikan dan penyebarluasan HAM atau nilai, peranan ke-
teladanan amat menentukan. Pendidikan HAM atau nilai yang
berhasil adalah pen@idikan vang berhasil mengubah tingkah
laku manusia dari sikap "kurang peduli” pada HAM menjadi
sikap vyang diarahkan oleh nilai-nilai dalam HAM. Tingkah
laku seseorang berpedoman pada dan berpusatkan prinsip-
prinsip vang diungkapkan sebagai nilai atau kaidah hidup

(Napitupulu,1994:5-6).
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Senada dengan pendapat W.P. Napitupulu, Nurcholis
Madjid berpendapat bahwa masalah kesadaran tentang HAM
sesungguhnya lebih merupakan suatu pandangan atau nilai hi-
dup dan komitmen pribadi kepada pandangan dan nilai itu
daripada sekedar pengetahuan yang bersifat kognitif saja.
Oleh karena itu pendidikan formal, apalagi yang sangat ber-
orientasi kepada peningkatan keahlian profesional semata
tidak menjamin kesadaran tentang HAM yang merupakan bagian
dari nilai-nilai kemanusiaan itu (Nurcholis MadJjid,1994:2).

Dengan demikian, maka usaha penyebaran dan pening-
katan kesadaran akan HAM itu harus dilakukan secara ekstra,
yaitu selain melalui-saluran resmi sebagaimana .mestinya,
juga melalui saluran-saluran tidak resmi (dalam arti “non-
formal” atau "“non-governemental”). Sebab umumnya lembaga-
lembaga non-formal itu tumbuh dan berkembang atas dasar
dorongan batin kejuangan yang menyangkut komitmen kepada
pandangan dan nilai hidup tertentu. Motivasi yang biasanya
sangat tinggi pada para aktivis badan-badan swadaya 1itu
dapat difahami dari sudut komitmen meraka kepada nilai-
nilai tertentu kemanusiaan yang mereka pilih (Nurcholis
Madjid,1994:2).

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diambil ke-
simpulan bahwa iﬁatan batin yang mendalam kepada hak-hak
asasi manusia tidak akan terjadi Jika tidak dihayati seba-
gai nilai dan pandangan hidup. Dan sebagal nilai dan pan-
dangan hidup, kesadaran tentang HAM menuntut kemampuan

pribadi bersangkutan untuk menerima, meyakini, dan meng-
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hayatinya sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan hidup
pribadinya. Karena sulit dibayangkan terjadinya komitmen
yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan
HAM tanpa dikaitkan dengan keinsyafan akan makna dan tujuan
hidup pribadi. _

Oleh karena itu, Nurcholis menyimpulkan bahwa masa-
lah HAM bersangkutan dengan "“perkara pungkasan” (the prob-
lem of ultimacy), yaitu perkara ydﬁg menjadl Jjawaban atas
pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti sepertli siapa manu-
sia itu?; apa makna dan tujuan kehadirannya di dunia?; dan
bagaimana seharusnya pola-pola hubungan yang benar antara
dia dan sesama hidup lainnya, dia dan lingkungan yang lebih
luas, dan seterusnya. Juga apakah hakikat kebahagiaan dan
kesengsaraannya yang sejati dan abadi?. Jawaban itu semua
adalah ada pada sistem ideologi nasional dan agama (Nurcho-
1is Madjid,1994:2).

Kesulitan vyang dialami oleh dunia, terutama oleh
UNESCO dan PBB di dalam pendidikan dan penyebarluasan HAM
adalah juga kesulitan yang dialami bangsa dan negara Indo-
nesia. Kebhinnekaan vyang ada di Indonesia mempengaruhi
kemampuan untuk menemukan keseimbangan yang dinamis antara
"perbedaan dan persamaan", antara "keragaman dan kesamaan',
dan antara yang “universal dan partikular” di dalam proses
pembaharuan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan
bantuan pendidikan HAM, kemampuan di atas dapat meningkat.

Pendidikan dan penyebarluasan HAM sehubungan dengan

esensi pengertian tentang HAM merupakan usaha untuk mena-



namkan pengertian dan sikap serta perilaku dalam kelompok
sasaran agar menghormati dan membela martabat manusia.
Sehingga menurut Saparinah_Sadli, isi pendidikan dan dise-
minasi HAM harus terdiri dari materi yang menyangkut HAM.
Artinya mereka yang akan me lakukan pendidikan dan disemina-
si HAM adalah orang-orang yang meyakini HAM itu perlu dan
baik, dan Juga menguasail materi HAM itu sendiri. Karena
tujuan dari pendidikan dan diseminasi HAM adalah pembu-
dayaan HAM dalam berbagai dimensinya, vaitu suatu pemilikan
sikap, keyakinan dan perilaku bahwa menghormati dan meng-
hargai martabat manusia adalah baik. Juga memandang HAM
sebagal suatu tanggung jawab moral setiap orang (Saparinah
Sadli,1994:1). |
Mengingat akan tujuannya, maka Jangkauan pendidikan
dan penyebarluasan HAM adalah sangat luas. Jangkauannya
meliputi pengenalan hak-hak dan tanggung Jawab moral priba-
di sampail dengan masalah-masalah masyarakat seperti hak
manusia untuk bebas dari kemiskinan dan kelaparan, hak
untuk tidak didominasi dan didiskriminasi dalam hubungan
antar manusia, antar kelompok maupun antar bangsa? hak akan
lingkungan bersih polusi, hak akan kesehatan fisik dan
mental, sampal dengan hak akan pendidikan dan perolehan
pekerjaan terlepés daril Jjenis kelamin seseorang. Jelaslah
bahwa Jangkauan pendidikan dan penyebarluasan HAM tidak
terbatas pada masalah politis dan hukum, tetapi meliputi
pembudayaan pada tingkat personal, sosial, nasional, dan

internasional. Urgensi dari pendidikan dan penyebarluasan
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HAM dapat dipahami mengingat bahwa proses globalisasi mau-
pun program-program pembangunan telah menimbulkan berbagai
permasalahan yang dinilai mempunvai akibat pada HAM karena
tidak selalu menghargai dan membela martabat manusia
(Saparinah Sadli,1994:2).

Mengenai pendidikan dan penyebarluasan HAM ini,
“Convention Watch' suatu Kelompok Kerja yang bekerja selama
tahun 1993-19594 memberikan<beberap5 wawasan mengenal pen-
didikan dan penyebarluasan (diseminasi) HAM, diantaranya:

a. Pendidikan dan diseminasi materi HAM perlu dilakukan
oleh orang-orang yang meyakini bahwa HAM merupakan
tanggung Jawab moral setlap orang.

b. Pendidikan dan diseminasi HAM didasarkan pada materi
HAM, tetapi tidak secara kaku membatasi cara-cara-
menuangkannya dalam kegiatan pendidikan maupun dalam
cara-cara mendesiminasikannya mengingat bahwa kelompok
sasaran bisa beraneka ragam ditinjau dari usia, latar
belakang budaya, dan jenis kelamin.

c. Agar pendidikan dan diseminasi HAM bisa efektif, maka
materi pendidikan perlu didukung pula oleh pengertian
kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang apa vyang
mereka anggap sebagai HAM. Hal ini berarti bahwa kegia-
tan dan diseminasi perlu didukung oleh suatu kajian
yvang secara sistematis bisa menangkap pengertian—-pe-
ngertian yang hidup dalam masyarakat tentang HAM.

d. Perlu dikaji pula pengertian dan sikap orang-orang vang
dianggap agen pembaharu dan melibatkan mereka dalam
pendidikan dan diseminasi HAM. Agen pembaharu ini
hendaknya tidak dibatasi pada kelompok-kelompok terten-
tu, formal atau informal, tetapi merupakan setiap
orang, perempuan dan laki-laki, yang dianggap mempunyai
kepedulian dan merasa mempunyal tanggung jawab moral
terhadap terlaksananya HAM.

e. Peran media massa dalam diseminasi materi HAM harus
diberi prioritas.

f. Untuk memperkuat kegaiatan pendidikan dan diseminasi
melalui jalur informal, perlu ada dukungan konkrit dari
Komnas HAM. Komnas HAM antara lain perlu memantau se-
jauh mana berbagai Departemen yang terkait telah mene-
tapkan undang-undang, aturan-aturan, serta keputusan-
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keputusan dan kebijakan serta pelaksanaannya sebagai
komitmen Pemerintah terhadap konvensi yang telah di-
ratifikasi. Masukan dari Komnas HAM sangat diperlukan
dalam menyusun materi pendidikan maupun dalam memilih
cara-cara diseminasi melalui Jalur informal. Sehingga
kerjasama antara Komnas HAM dan kelompok-kelompok yang
melakukan pendidikan " dan diseminasi melalul Jalur
informal Jjuga perlu dikembangkan secara serius.

Pendidikan dan diseminasi HAM melalui Jalur formal 'dan
informal harus diarahkan pada menumbuhkan keyakinan dan
slkap serta perilaku bahwa HAM adalah milik setiap
manusia. Karenanya, pendidikan dan diseminasi harus
memilih cara-cara yang dapat sekaligus mengembangkan
potensi seorang untuk dapat berfikir dan menghayati
arti HAM dalam kehidupan pribadli maupun kehdiupan
bersama. Ini juga berarti bahwa strategi pendidikan dan
diseminasi yang perlu dipilih bukan dengan cara menggu— .
rui, mengancam, memberi instruksi, dan sejenisnya. Cara
vang digunakan adalah cara-cara yang merangsang ke-—
ingintahuan seseorang tentang masalah yang dibahas agar
ia dapat mengembangkan dalam dirinya pengertian yang
mantap tentang apa yang menjadi esensi dari HAM.
Mengingat bahwa pendidikan selalu merupakan proses,
maka dampak dari pendidikan dan diseminasi HAM tidak
akan segera nampak. Ukuran yang dapat dipakai adalah
apakah pelanggaran-pelanggaran yang dianggap pelangga-
ran terhadap HAM makin berkurang. Apakah itu di dalam
lingkungan keluarga, dalam lingkungan kerja, maupunda-
lam masyarakat pada umumnya.

Mengingat bahwa pendidikan dan diseminasi HAM merupakan
suatu proses vyang harus dikembangkan secara terus-
menerus, maka perlu ada program yang berkelanjutan. Hal
ini tidak hanya memerlukan penyediaan dana dan persona-
lia, tetapi juga komitmen dari berbagail departemen yang
terkait wuntuk memantau dan memberi sanksi vyang Jelas
pada mereka yang dianggap melanggar HAM pada umumnya,
ketetapan-ketetapan yang telah dibuat sehubungan dengan
pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasi.

Pendidikan dan diseminasi HAM melalui Jalur informal
hanya bisa efektif menemui sasarannya kalau ada kerja-
sama dengan berbagai instansil/departemen/pejabat yang
terkait agar tidak menimbulkan saling curiga.

karena hingga sekarang berbagaili LSM telah terlibat
dalam usaha menegakkan HAM, maka mengembangkan kemi-
traan antara pemerintah dan LSM yang peduli, sangat
diperlukan untuk saling memperkuat dan untuk mengu-
rangi/menghilangkan saling kecurigaan dalam menangani
masalah HAM. Juga agar secara bertahap berbagai dimensi
HAM dapat menjadi komitmen bersama antara pemerintah
dan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat dan
pengembangan pengertian dan pemahaman HAM di dalam
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masyarakat kita dapat berlangsung dengan konflik mini-
mal.

Dari beberapa wawasan yang dikemukakan di atas, maka
dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam pendidikan dan penye-
barluasan HAM, tanpa mengurangi materi HAM, penyampaiannya
disesuaikan dengan situasi, dan perlu diketahui terlebih
dahulu arti HAM yvang hidup dalam masyarakat. Dalam kegiatan
ini, perlu dilibatkan orang-orang yang berminat di bidang
HAM, dengan strategi yang tepat aén dengan arahan dari
Komnas HAM. Pendidikan dan penyebarluasan HAM memerlukan
program yang berkelanjutan, sehingga diperlukan kerjasama
dengan berbagai instansi, termasuk peran dari media massa.
Agar program ini lebih berhasil, maka sangat perlu dibangun
kemitraan antara Pemerintah - LSM - Komnas HAM.

Sementara pendidikan nasional tidak dalam kapasitas
menanggapl semua persoalan masyaraﬁét, masalah-masalah
sosial vyang dihadapi masyarakat semakin banyak dan kom-
pleks. Dalam konteks inilah peran LSM tumbuh dan melaksana-
kan pendidikan pada masyarakat. Pendidikan oleh LSM seba-
gian besar berbentuk training dan diklat, berlangsung
selama lebih kurang seminggu sampai tiga minggu (Divisi
Diklat HAM,LSAM.1997:2). Pendek kata, pendidikan LSM lebih
mengikuti gerak perkembangan kelompok masyarakat tertentu
yvang menJadi perhatiannya. Meskipun terdapat unsur-unsur
baku dalam metode dan materi pendidikannya, tetapi senan-
tiasa berpangkal pada apa yang ada dalam kenyataan dan apa
yvang dibutuhkan masyarakat.

Dalam setiap pelatihan LSM, sebenarnya secara umum
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telah terkandung materi-materi HAM. Ini tidak lain disebab-
kan karena asumsi bekerjanya LSM adalah membantu kelompok
masyarakat vang terpinggir dari pembangunan untuk mening-
katkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Pemihakan pada
kelompok masyarakat yang tertinggal itu sendiri sudah
menunjukkan bahwa LSM tersebut melihat terhadap hak masya-
rakat yang belum terpenuhi, yaitu hak atas pembangunan
(Divisi Diklat HAM, LSAM.1997:2).

Tujuan vang ingin dicapai LSM dalam menyelenggarakan
pendidikan HAM adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat ten-
tang hak-haknya, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
menghargai hak-hak orang lain, dan terdapatnya kemampuan
untuk memantau pelanggaran HAM. Karena pelatihan menempat-
kan peserta sebagai subyek dari pengetahuan, maka peserta
diposisikan tidak sekedar menerima pengetahuan, ﬁetepi Juga
aktif menginterpretasi dan menguji pengetahuan HAMn&a. Oleh
karena itu, pelatihan berangkat dari permasalahan yang
dihadapi peserta pelatihan (Divisi Diklat HAM,LSAM.1997:4).

Di samping peran LSM seperti dijelaskan di atas,
terutama dalam rangka penyebarluasan HAM, khususnya dalam
kaitannya dengan Komnas HAM, maka peran pers sangatlah
penting. Liputan pers atas keglatan-kegiatan Komnas HAM
akan memperkuat ‘fungsi Komnas HAM sebagai alat kontrol.
Dengan dimuatnya kegiatan-kegiatan Komnas HAM oleh pers
(surat kabar dan majalah), maka masyarakat akan memperoleh
informasi tentang pelaksanaan tugas-tugas Komnas HAM,

sekaligus tanggung jawab Komnas HAM kepada masyarakat.



Diakui bahwa media massa, cetak dan elektronik,
mempunyai peranan besar dalam memasyarakatkan dan membuda-
yakan HAM. Di samping itu diperlukan sejumlah penyajian
berita vyang bersifat mendidik dan menyebarluaskan nilai-
nilal HAM. Kalangan media massa Jjuga memerlukan peningkatan
penguasaan substantif mengenai aspek-aspek permasalahan HAM
itu sendiri melalui seminar atau penataran serta keterbu-
kaan dari instansi terkait mengengi penyebaran informasi
tentang HAM bagi media massa. Namun perlu didukung dengan
pemberian pengetahuan lebih mendalam kepada media massa-
mengenai HAM.

Dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 dinyata-
kan bahwa Konferensi HAM Sedunia mengakui peranan penting

dari Organisasi Non Pemerintah (NGO, di Indonesia disebut

LSM) dalam memajukan semua HAM dan dalam aktivitas kemanu
siaan pada tingkat nasional, regional, serta internasional.
Konferensi HAM sedunia menghargai kontribusi mereka dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu HAM, dalam
pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam
bidang ini, serta dalam memajukan dan melindungi semua HAM
dan kebebasan fundamental. Sambil mengakui kewajiban utama
untuk menetapkan standar terletak pada bahu Negara, Konfer-
ensi Jjuga menghargai kontribusi Organisasi Non Pemerintah
dalam proses ini. Dalam hal ini, Konferensi HAM Sedunia
menekankan pentingnya dialog dan kerjasama yang berkelanju-
tan antara pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah

(Ornop). Ornop dan anggotanya yang benar-benar terlibat



dalam bidang HAM sudah seharusnya menikmati hak dan kebeba-
san yang diakui dalam Deklarasi Umum HAM, dan perlindungan
hukum nasional. Hak dan kgbebasan ini tidak boleh dipakai
secara berlawanan dengan tujuan dan prinsip PBB. Ornop
seharusnya bebas untuk melakukan aktivitas HAM mereka,
tanpa campur tangan, yang berada dalam kerangka kerja hukum
nasional dan Deklarasi Umum HAM.

Sesuai dengan prinsip keterkaitan dan univeraalitgs
berbagai aspek HAM yang telah diterima baik oleh Konfe?épéi“;;
Wina, pada prinsipnya dalam implementasinya semua jeniéfh€£ 
harue dilakukan secara menyeluruh. Berdasar Lokak;ffé
Nasional II tentang HAM, diperlukan iklim yang kondusif
guna implementasi hak-hak tersebut. Beberapa pilar diperlu-
kan guna mendukung iklim tersebut, yaitu penguatan lembéga
kepolisian, kebebasan kekuasaan kehakiman% pers yang bebééj
dan bertanggung jawab, DPR yang mempunyai peran, profesi
hukum yang mandiri, serta adanya pengakuan peran ORNOP
(NGO/LSM) demi ikut memajukan HAM dan dialog konstruktif
antara Pemerintah dan LGSM.

Penyebarluasan HAM akan efektif apabila di dalam
makna penyebarluasan tersebut diartikan secara sosiologis
dengan memperhatikan dan memberi bobot makna, tujuan, dan
cita-cita HAM iﬁu sendiri, sehingga penyebarannya tidak
cukup dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa didukung
oleh pemerintah. Karena itu, peranan pemerintah menjadi
sangat besar untuk bertindak aktif dan ekspansif bersama-

sama dengan LSM (NGO) lembaga-lembaga pendidikan, lembaga
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politik, keagamaan, dan lain-lain.

Penyebaran HAM hendaknya dilaksanakan secara siste-
matik, sejak dini lewat dunia pendidikan formal dan non
formal. Dengan demikian, dari salah satu materi pendidikan,
baik pada tingkat dasar, menengah, atas, dan tinggi, diber-
ikan materi HAM secara proporsional/seimbang dan khusus,
sesuai dengan kadar kemampuannya. Pendidikan HAM yang
diberikan bersama-sama dengan péﬁdidikan agama, dasar
negara, sejarah, dan lain-lain, berdampak positif kepada
generasi muda, sehingga sejak dini telah terjamin kesiapan
mentalnya (Masyhur Effendi,1994:144-145).

Muladi berpendapat bahwa pendidikan HAM pada pendi-
dikan formal hanya akan sukses apabila:

1) ditunjang oleh suasana atau iklim organisasi sekolah
yang kondusif; |

2) kualitas guru yang memadai;

3) pendidikan tidak boleh ditempatkan secara eksekutif,
tetapli harus bekerjasama secara erat dengan keluarga,
media massa, dunia kerja, dan LSM.

4) khusus di Perguruan Tinggi, pendidikan HAM harus
dartikan dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi
(Muladi, makalqh, 1994:113-114).

Menurut LSAM, upaya pengembangan pendidikan HAM di
perguruan tinggi diperkirakan akan menghadapi berbagal
kendala yang bersifat substansial, struktural, dan kultur-
al. Kendala substansial menyangkut isi/materi vang tepat
yvang mampu mengakomodasikan aspek universal dan aspek

1"!'1'
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lokal. Kendala struktural menyangkut kemauan politik pen-
guasa negara maupun birokrasi perguruan tinggi yang mendu-
kung kebijakan pendidikan HAM. Sedangkan kendala kultural
menyangkut kesadaran masyarakat kampus sendiri untuk mem-
perjuangkan suatu pendidikan HAM dalam kurikulumnya.
Kendala lain dalam upaya pengembangan HAM di pergu-
ruan tinggi barangkali bersifat teknikal atau instrumental,
seperti masalah tenaga pengajar/instruktur, dan  bahan
pustaka. Untuk 1itu, kerjasama antara perguruan tinggi
dengan berbagal organisasi/LSM yang bergerak di bidang HAM
sangatlah diperlukan. Demikian pula kerjasama dengan berba-

gai organisasi internasional, terutama UNESCO.
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BAB ITT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Komnas HAM dibentuk pada bulan Juni 1993 melalui
Kepprese No.50 tahun 1993. Pada saat pembentukannya terse-
but, Presiden baru menunjuk ketuanya saja, yaitu (alm) Alil
Said. Baru pada bulan Desember 1993 sebanyak 25 anggota
Komnas HAM untuk pertama kalinya diiantik oleh Presiden.

Sejak berdiri hingga akhir tahun 1997 telah ribuan
surat dan pengaduan yang diterima Komnas HAM. Dari surat-
surat vang dikirim tersebut, tidak semuanya merupakan surat
pengaduan yang merupakan pelanggaran HAM. Terdapat beberapa
surat yang berupa tembusan yang secara gelektif ditangani,
karena tidak secara khusus ditujukan ke Komnas HAM. Di
samping -itu, terdapat pula beberapa surat pengaduan vyang
inti permasalahannya bukan merupakan wewenang Komnas HAM.

Selama 4 tahun bekerja, telah banyak kasus yang
ditangani Komnas HAM. Namun, keberhasilan Komnas HAM di
dalam melaksanakan tugasnya ini tidak selamanya memperoleh
tanggapan yvang poaitif dari masyarakat. Berbagai tanggapan
dan kritik dialamatkan ke Komnas HAM. Tanggapan yang
disampaikan dapat mgnyangkut tentang latar belakang diben-
tuknya Komnas HAM, pelaksanaén tugas-tugas Komnas HAM,
keanggotaan Komnas HAM, bahkan kemandirian Komnas HAM
sering dipertanyakan. Tidak semua masyarakat mempunyai
tanggapan yang positif mengenail Komnas HAM ini.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat yang



sebenarnya mengenai Komnas HAM, serta faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi tanggapan tersebut, hasil penelitiaﬁ
berikut ini akan memberikan gambaran. Namun, sebelum menge-
tahui bagaimana hasil penelitiannya, akan dikemukakan
terlebih dahulu karakteristik responden, agar diperoleh

pemahaman yang lebih Jelas.
A. Karakteristik Responden

Sebelum menginjak pada pembahasan mengenai masalah
pokok penelitian, maka akan dikemukakan terlebih dahulu
karakteristik responden untuk memperoleh gambaran obyektif
validitas dari data diri responden.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua
kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang belum
pernah mengadu ke Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang
pernah/sedang mengadukan masalahnya ke Komnas HAM (dalam
hal ini disebut Pengadu). Jumlah responden secara keseluru-
han adalah 225 orang, dengan perincian 180 orang responden
merupakan anggota masyarakat yang belum pernah mengadu ke
Komnas HAM, dan 45 orang merupakan Pengadu. Terhadap dua
kelompok responden ini, digunakan kuesionep (tertutup dan
terbuka), serta melakukan wawancara dalam metode pengumpu-
lan datanya.

Dalam penentuan karakteristik responden, diperguna-
kan ukuran Status Sosial Ekonomi, yaitu tingkat pendidikan,

usia, agama, pekerjaan, penghasilan, dan status tempat
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tinggal.

1. Karakteristik Responden Masyarakat yang Belum Pernah

Mengadu ke Komnas HAM.
a. Tingkat Pendidikan
(1) Akademi/PT : 97 orang (53,9%)

(2) SLTA : 62 orang (34,4%)

(3) SLTP : 11 orang ( 6,1%)

(4) SD - 10 orang ( 5,6%)
b. Usia

(1) 20 - 30 th : 105 orang (58,3%)

(2) 31 - 40 th : 42 orang (23,3%)

(3) 41 - 50 th : 26 orang (14,4%)

(4) 51 - 60 th : 4 orang ( 2,2%)

(5) > 60 tahun : 3 orang ( 1,7%)
c. Agama

(1) Islam : 144 orang (80%)

(2) Kristen : 19 orang (10,6%)

(3) Katolik : 15 orang ( 8,3%)

(4) Hindu . -

(5) Budha : -

(6) Lain-lain - 2 orang (1,1%)

d. Pekerjaan

(1) PNS/BUMN : 27 orang (15%)
(2) Swasta ~: 112 orang (62,2%)
(3) ABRI : 4 orang (2,2%)
(4) Pelajar/Mhs : 9 orang ( 5%)
(5) Lain-lain : 28 orang (15,6%)

e. Penghasilan (dalam ribuan/rupiah)
(1) 200 - 400 - 64 orang (35,6%)
(2) 401 - 600 : 22 orang (12,2%)



(3) 601 - 800
(4) 801 - 1000
(5) > 1000

.(86) Lain-lain

13 orang ( 7,2%)
15 orang (8,3%)

: 33 orang (18,3%)
: 33 orang (18,3%)

f. Status Tempat Tinggal

(1) Rumah sendiri:
(2) Rumah dinas
(3) Sewa/Kontrak
(4) Ikut keluarga:

(5) Lain-lain

65 orang (36,1%)
(3,3%)
43 orang (23,9%)
65 orang (36,1%)
(0,6%)

6 orang

1 orang

Karakteristik Responden Pengadu

a. Tingkat Pendidikan

(1) Akademi/PT
(2) SLTA

(3) SLTP

(4) SD

b. Usia
(1) 20 - 30 th
(2) 31 - 40 th
(3) 41 - 50 th
(4) 51 - 60 th
(5) > 60 th

c. Agama
(1) Islam
(2) Kristen
(3) Katolik.
(4) Hindu
(5) Budha
(6) Lain-lain

d. Pekerjaan
(1) PNS/BUMN

15 orang (33,3%)

: 20 orang (44,5%)

10 orang (22,2%)

: 9 orang (20%)

11 orang (24,4%)

: 9 orang (20%)

9 orang (20%)

: 7 orang (15,6%)

: 31 orang (68,9%)

11 orang (24,4%)
3 orang (6,7%)

=3

orang (15,6%)
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(2) Swasta : 29 orang (64,4%)
(3) ABRI ;=

(4) Pelajar/Mhs : -

(5) Lain-lain : 9 orang (20%)

e. Penghasilan (dalam ribuan)

(1) 200 - 400 : 12 orang (26,7%)
(2) 401 - 600 : 7 orang (15,5%)
(3) 601 - 800 : 9 orang (20%)
(4) 801 - 1000 5 orang (11,1%)
(5) > 1000 7 orang (15,6%)
(6) Lain-lain 5 orang (11,1%)

f. Status tempat tinggal
(1) Rumah sendiri: 21 orang (46,7%}
(2) Rumah dinas : 2 orang (4,4%)
(3) Sewa/kontrak : 6 orang (13,3%)
(4) Ikut keluarga: 16 orang (35,6%)
(5) Lain-lain : -

Dari data mengenai karakteristik responden yang
belum pernah mengadu ke Komnas terlihat bahwa separo lebih
dari responden berpendidikan akademi/perguruan tinggi
(53,9%). Berarti sebagian besar responden dalam penelitian
ini mempunyai kemampuan berpikir yang cukup representatif.
Sebagian besar responden berusia antara 20 - 30 tahun
(58,3%), dan beragama Islam (80%). Pada responden Pengadu,
sebagian besar responden juga berpendidikan akademi/pergu-
‘ruan tinggi (44,5%), berusia antara 31 - 40 tahun (24,4%)
dan beragama Islam (68,9%).

Penentuan usia responden dalam penelitian ini adalah
mengikuti batas usia kemampuan bertanggung jawab seseorang

menurut hukum, yaitu 21 tahun serta batas usia kerja seo-
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rang PNS, yaitu 60 tahun.

Selain berdasarkan tingkat pendidikan, Status Sosial
Ekonomi responden Juga dapat dilihat dari pekerjasan dan
rata-rata penghasilan yang diperoleh selama satu bulan.
Sebagian besar responden yang belum pernah mengadu ke
Komnas HAM mempunyal pekerjaan di bidang swasta (62,2%),
serta berpenghasilan rata-rata antara Rp. 200.000 - Rp.
400.000 (35,6%). Untuk responden Pengadu, sebagidn besar
responden Jjuga mempunyail pekerjaan di bidang swasta (64,4%)
dengan pendapatan Rp. 200.000 - Rp. 400.000, (26,7%).
Perbedaan penghasilan responden Pengadu tidak begitu namﬁak
jelas, berkisar antara 11% - 20%. Berdasar hal tersebut,
maka diperoleh data yang memiliki obyektifitas cukup mema-
dai, karena responden tersebar dalam berbagai tingkat
pendapatan.

Di samping dapat dilihat darl Jjenis pekerJjaan dan
jumlah penghasilan, status sosial ekonomi responden dapat
dilihat dari status tempat tinggalnya. Untuk responden yang
belum pernah mengadukan masalah ke Komnas HAM, prosentase
antara responden yvang telah memiliki rumah sendiri dengan
responden vyang ikut tinggal bersama keluarga adalah seim-
bang, yaitu 36,1%. Sedangkan sebagian besar responden

Pengadu tinggal di rumah sendiri (46,7%).

B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keberadaan Komnas HAM di
Indonesia

Dihitung sejak berdiri pada tahun 1993, usia Komnas
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HAM pada tahun 1997 sudah mencapal 4 tahun. Dalam usianya
vang keempat, ternyata Komnas HAM telah memasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat mengetahui adanya lembaga Komnas HAM dari media
massa.

Tabel 1

Prosentase Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan Komnas HAM

Jawaban I Belum Pernah ! Pengadu !

! (n=180) % 1 (n=45) % !

a. Tahu ! 96,7% L 100% !

b. Tidak tahu ! 3, 3% ! 0 !
Jumlah ! 100% ! 100%

Berdasar tabel 1 di atas, maka terlihat bahwa meski-
pun tidak seluruh responden mengetahui adanya lembaga
Komnas HAM, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar
masyarakat yang diwakili oleh responden telah mengetahuil
adanya lembaga Komnas HAM di Indonesia. Pada masyarakat
yang belum pernah mengadu, hanya 3,3% responden yang menya-
takan tidak mengetahui tentang keberadaan Komnas HAM di
Indonesia.

Keberadaan Kﬁﬁnas HAM tidak begitu saja dikenal oleh
masyarakat pada saat berdirinya. Pada tahun 1993, hanya
sedikit masyarakat yang mengetahul tentang terbentuknya
lembaga ini. Pemberitaan media massa memegang peranan Vyang

sangat penting dalam rangka penyebarluasan informasi menge-
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nai Komnas HAM. Media massa ini dapat berupa media cetak

maupun media elektronik.

Tabel 2

Pengetahuan Masyarakat tentang Tahun Berdirinya Komnas HAM

Tahun ! Belum Pernah ! Pengadu
(n=180 (n=45)
! F I % ! F ' %

1993 I 45 I 25% {13 ! 28,9%)
1994 1 28 ! 15,6% ! 11 ! 24,4%
1995 142 ! 23,3% ! 8 ! 17,8%
1996 I 49 1 27,2% ! 5 ! 11,1%
1997 1 16 I 8,9% ! 8 ! 17,8%
Jumlsh ! 180 I 100% ! 45 ! 100%

Berdasar tabel 2 di atds, terlihat bahwa pada tahun |
1993, yaitu tahun berdirinya Komnas HAM, baru 25% masyara-
kat mengetahui adanya lembaga Komnas HAM. Berbeda sedikit,
untuk masyarakat Pengadu, pengetahuan tentang keberadaan
Komnas HAM pada tahun 1993 sudah mencapai 28,9%. Pada tahun
1996, frekuensi tingkat pengetahuan masyarakat atas kebera-
daan Komnas HAM mencapai jumlah yang paling besar. Hal 1ini
berbeda dengan Eesponden Pengadu vyang telah mengetahui
adanya lembaga Komnas HAM sejak awal berdirinya. Kenaikan
ini menurut Penulis adalah disebabkan karena pemberitaan
media massa secara besar-besaran mengenal kasus yang terja-

di sepanjang tahun 1996 yang melibatkan Komnas HAM, seperti
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migalnya Kasus 27 Julil.

Tabel 3

Jawaban Responden Mengenai Asal Informasi tentang Komnas HAM

Asal Informasi ! Belum pernah ! Pengadu
(n=180) " (n=45)
I F ! % ! F ! %
Media massa ! 155 ! 86,1% ! 38 ! 84,5%
Informasi teman i 6! 3,3% | 2 ' 4,4%
Ceramah/Penyuluhan ! 1! 0,6% ! O ! 0
Mengetahui sendiri ! 741 3,9% | b ! 11,1%
Lain-lain ! 5 1 2,86 1.0 i 0
Tidak tahu ! 6! 3,3% ! O : 0
Jumlah {180 ! 100% 1 45 ! 100%

Berdasar hasil penelitian, ternyata pengetahuan mas-
yvarakat tentang keberadaan Komnas HAM di Indonesia sebagian
besar diperoleh dari media massa. Hal ini dapat dilihat
dari tabel 3 yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyara-
kat memperoleh informasi mengenai keberadaan Komnas HAM
melalui media massa.

Media massa memegang peranan yang sangat penting
dalam penyebarluasan informasi mengenai Komnas HAM, baik
menyangkut kelembagéan Komnas itu sendiri maupun kegiatan-

kegiatan Komnas HAM.
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Tabel 4
Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan tentang
Letak Kantor Komnas HAM

Jawaban ! Belum Pernah ! Pengadu
(n=180) (n=48
! F ! % I F ! %
Tahu ! 59 ! 32,8% ! 43 ! 95,6%
" Tidak tahu ! 121 ! 87,2% ! 2 ' 4,4%
Jumlah 1 180 ! 100% 1 45 I 100%

Berdasarkan data dari tabel 4 di atas, terlihat
bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara pengetahuan
masyarakat yang belum pernah mengadu Ee Komnas HAM dengan
Pengadu mengenai pengetahuan tentang letak kantor Komnas
HAM. Hanya 32,8% dari masyarakat yang belum pernah mengadu
mengetahui letak kantor Komnas HAM. Sebaliknya, hampir
seluruh Pengadu mengetahui letak kantor Komnas HAM. Adanya
Pengadu yang tidak mengetahui letak kantor Komnas HAM
disebabkan karena terdapat. Pengadu yang mengadukan masalah-
nya melalyui surat (tertulis). Secara umum, berdasar tabel
di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat

mengetahul letak kantor Komnas HAM.
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Tabel 5
Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan

tentang Personil Komnas HAM

Jawaban i  Belum Pernah ! Pengadu !
(n=180) (n=45)
! F ! % I F ! % !
Tahu ! 18 ! 10% 1 15 ! 33,3%
Tahu sedikit ! 103 { 57,2%. ! 22 ! 48,9%
Tidak tahu i 58 1 32,8% ! g ! 17,8%
Jumlah ! 180 1 100% I 45 ! 100%

Berdasarkan data tabel di atas, maka sebagian besar
masyarakat, baik masyarakat yang belum pernah mengadu
maupun yang sudah pernah mengadu hanya mengetahui sedikit
tentang personil-personil anggota Komnas HAM. Hanya 10%
dari masyarakat yang belum pernah mengadu mengetahui per-
sonil-personil yang menjadi anggota Komnas HAM. Sedangkan
dari responden Pengadu, 33,3% responden menyatakan mengeta-
hui personil-personil yang menjadi anggota Komnas HAM.

Rupanya, kecuali nama lembaga Komnas HAM itu sen-
diri, masyarakat tidak mengetahui dengan pasti siapa saja
yang menjadi anggota Komnas HAM. Bahkan, masih banyak
anggota masyarakat" yang tidak mengetahui Jjumlah anggota

Komnas HAM itu sendiri.
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Tabel 6
Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan
tentang Jumlah Anggota Komnas HAM

Jawaban ! Belum Pernah ! Pengadu !
(n=180) (n=45)

I F loy | el L% i

Tahu I 18 ' 10% T i 4 ! 37,8% !

Tidak tahu ! 172 ! 90% ! 28 ! 62,2% !

Jumlah ! 180 ' 100% ! 45 I 100% !

Selain pengetahuan masyarakat tentang keanggdtaan_i_
vang masih minim sekali, pengetahuan dan pemahaman masyara-
kat tentang tujuan dibentuknya Komnas HAM juga masih ku-

rang.

Tabel 7 :
Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan tentang
Tujuan Dibentuknya Komnas

B e e e e e e e e e L T ——

Jawaban ! Belum pernah ! Pengadu !
(n=180) (n=45)

' F ! % ! F ' % !

Tahu 1 108 ! B60% ' 41 ! 91,1% !

Tidak tahu ! 72 ' 40% ! 4 ' 8,9% !

Jumlah ! 180 ! 100% ! 45 ! 100% !

Data tabel di atas menunjJukkan bahwa sebagian besar
masyarakat sudah mengetahui tujuan dibentuknya Komnas HAM
di Indonesia. Untuk Pengadu, 91,1% dari seluruh responden
telah mengetahuili tujuan dibentuknya Komnas HAM. Sedangkan

pada masyarakat yang belum pernah mengadu, hanya 60% masya-—
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rakat yang mengetahui tujuan dibentuknya Komnas HAM. Namun
demikian, meskipun menyatakan mengetahuil tujuan dibentuknya
Komnas HAM, para responden - masing-masing mendefinisikan
sendiri tujuan dibentuknya Komnas HAM. Berdasar hasil
penelitian, masyarakat menganggap bahwa tujuan dibentuknya
Komnas HAM adalah:

- untuk mencari penyelesaian suatu perkara;

- melindungi dan menjaga HAM;

- membantu masyarakat yang dirugikan;

- mengamalkan sila II Pancasila;

- menunjukkan pada dunia internasional bahwa pemerintah
Indonesia peduli dan menghormati HAM; serta un-
tuk

- menegakkan keadilan.

Begitu Juga denéén pengetahuan masyarakat tentang
tugas dan kewenangan Komnas HAM, sebagian besar masyarakat
tidak begitu mengetahuinya. Hal ini nampak terlihat dari
data tabel berikut:

Tabel 8

Frekuensi Jawaban Responden Mengenai
Pengetahuan tentang Tugas dan Wewenang Komnas HAM

Jawaban ! Belum pernah ! Pengadu !
(n=180) (n=45)

! F ! % ! F ! % !

Tahu 121 Y 11,7% ! 19 1 42,2% !

Tahu sedikit ! 116 ! 64,4% ! 23 ! 51,1%!

Tidak tahu ' 43 ! 23,9% '3 ! 6,7%!

Jumlah ! 180 ! 100% ! 45 vt 100% !
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Data tabel 8 tersebut di atas memperiihatkan bahwa
masyarakat pengadu lebih mengetahul tugas dan wewenang
Komnas HAM dibandingkan dengan masyarakat yang belum pernah
mengadu ke Komnas HAM. Perbandingannya cukup mencolok,
yvaitu hampir 4:1.

Di samping hanya mengetahul sedikit tentang tugas
dan kewenangan Komnas HAM, ternyata masyarakat juga tidak
begitu banyak mengetahui tentang dasar hukum dibentuknya

Komnas HAM. Hal ini nampak dari data tabel berikut:

Tabel 9
Pengetahuan Masyarakat tentang Dasar.Hukum Dibentuknya

Komnas HAM
Jawaban ! Belum pernah ! Pengadu !
(n=180) ! (n=45) !
! F ! % tF ! % |
Tahu 170 | 38,9% ! 38 ! 84,4%!
Tidak tahu 1 110 ! 61,1% b7 ! 15,6%!
Jumlah ! 180 ! 100% I 45 ! 100%!

Berdasar data tabel di atas, lebih banyak masyarakat
Pengadu yang méngetahui dasar hukum dibentuknya Komnas HAM
dibandingkan dengan masyarakat yang belum pernah mengadu.
Perbandingannya ﬁira—kira 2 : 1. Terdapat catatan dari
perolehan data tersebut di atas, yaitu bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan responden, maka tingkat pengetahuan
tentang dasar hukum pembentukan Komnas HAM semakin tinggi.

Tabel berikut akgn menunJjukkannya.
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Tabel 10
Prosentase Pengetahuan Masyarakat tentang
Dasar Hukum Pembentukan Komnas HAM Berdasar

Masing-masing Tingkat Pendidikan Responden

Tk.Pendidikan ! Tahu ! Tidak tahu ! Jumlah
! % ! % ! %
Akademi/PT (n=112) ! 67% ! FSB% t 100%
SLTA (n=82) t 59,8% ! 40,2% ' 100%
SLTP (n=21) 1 38,1% ! 61,9% ! 100%
SD (n=10) ! 0% ! 100% I 100%

Dari data tabel di atas dapat dibaca bahwa frekuensi
jawaban ~“tahu’ yang paling besar terdapat pada responden
yang berpendidikan akademi/PT. Sebaliknya, dari 10 orang
responden berpendidikan SD, semuanya menjawab tidak tahu
(100%) .

Berdasar tingkat pendidikan responden, maka terlihat
bahwa dari seluruh responden yang berpendidikan akademi/PT,
67% diantaranya mengetahui dasar hukum dibentuknya Komnas,
responden yang berpendidikan SLTA 59,8% responden yang
berpendidikan SLTP 38,1% diantaranya mengetahui dasar hukum
dibentuknya Komnas HAM, dan tidak seorangpun (100%) dari
responden yang berpendidikan SD mengetahul dasar hukum

dibentuknya Komnas HAM.

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Keberadaan Komnas HAM di

Indonesia

Pada saat Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993,
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berbagai kalangan telah meragukan keberadaan lembaga 1ini.
Dimulai dasar hukum pembentukannya sampai latar belakang
pembentukannya telah mendatangkan tanggapan vyang bernada
negatif. Tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa saat sete-
lah pembentukan Komnas HAM, telah berlangsung Konferensi
Dunia tentang HAM di Wina. Hal ini menimbulkan kesan bahwa
Komnas HAM dibentuk dalam rangka menyongsong Konferensi
Dunia tersebut. Di samping itu, lahirnya Komnas HAM dicuri-
gai Juga sebagai akibat desakan luar negéri sehubungan
dengan terjadinya kerusuhan di Timor-timur.

Setelah beberapa saat lembaga ini bekerja, berbagai
kritik dan keraguan dari berbagail kalangan sedikit demi
sedikit mulai terkikis. Komnas HAM ternyata mampu bertindak
kritis dan independen.

Selama 4 tahun bekerja, telah ribuan pengaduan dari
masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM. Pengaduan-
pengaduan ini sebagian dilakukan dengan datang langsung ke
Komnas HAM dan ada pula pengaduan yang disampaikan melalui
surat. Dari Jjumlah kasus dan pengaduan yang ditangani
Komnas HAM, terdapat beberapa kasus yang cukup menonjol dan
menjadl sorotan utama berbagal media massa. Misalnya kasus
Rancamaya, Liquisa, Marsinah, Timika, HKBP, Sri Bintang
Pamungkas, kaaush tanah di Way Huy dan Jati Mulyo, kasus
tanah di Depok, dan lain-lain.

Banyaknya pengaduan yang diterima Komnas HAM selama
ini menunjukkan besarnya harapan masyarakat kepada Komnas

HAM. Besarnya harapan masyarakat inilah yang merupakan
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beban bagi Komnas HAM. Bagaimanapun juga, Komnas bukanlah
lembaga vang dapat mengatasi semua maslah . (super body),
karena Komnas memiliki keterbatasan-keterbatasan, termasuk
keterbatasan jumlah anggota. Oleh karena itu, Komnas berha-
rap agar masyarakat bersabar apabila kasus atau pengaduan
yvang diajukan belum memperoleh tanggapan.

Walaupun sulit untuk menakar tingkat keberhasilan-
nya, namun pada kenyataannya Komﬁés HAM sekarang menjadi
begitu populer, sehingga banyak pencari keadilan yang
datang mengajukan keluhan mengenai berbagai persoalan.

Seperti telah dikemukakan, Komnas HAM dibentuk pada
tahun 1993 dengan Keppres No.50 Tahun 1993. Pembentukan
Komnas dengan Keppres ini menimbulkan pro dan kontra di
berbagai kalangan. Polemik yang terjadi ini-berpangkal pada
dasar hukum pembenfukan Komnas yang dinilai akan mempenga-
ruhi kinerja Komnas HAM. Beberapa kalangan beranggapan
bahwa dengan dasar pembentukan Keppres, kemandirian Komnas
HAM akan terpengaruh, terutama oleh campur tangan ekseku-
tif.

Berdasarkan pendapat tersebut, muncul saran yang
menghendaki agar dasar hukum pembentukan Komnas HAM ditin-
Jau kembali,'untuk‘selanjutnya ditetapkan dengan undang-
undang. Alasannya adalah dengan dibentuknya Komnas HAM
dengan undang-undang, maka kedudukan Komnas HAM akan 1lebih
terjamin. Berbeda apabila dasar pembentukannya melalui
Keppres, maka sewaktu-waktu Komnas HAM dapat dibubarkan,

tergantung pada kebijakan presiden. Sebaliknya, dengan



dasar hukum undang-undang, kepastian hukumnya akan lebih
terjamin.

Di samping beberapa_kalangaﬁ yvang mempermasalahkan
Keppres sebagal dasar hukum pembentukan Komnas, terdapat
pula berbagail péndapat vang menganggap bahwa dasar hukum
Keppres bukanlgh masalah. Yang paling penting adalah cara
kerja Komnas HAM itu sendiri. Frans Hendra Winarta mengata-
kan, bahwa kurangnya kemandirian Komnas HAM tidak disebﬁb—
kan oleh dasar pembentukannya, tetapi masalah otokrasi/
kekuasaan penguasa yang menurut UUD 1945 memang kuat keau—
dukannya sehingga kekuasaan eksekutif menjadi nampak lébih
kuat (Wawancara, 16 Agustus 1997). Sekretaris YLBHI, Ahﬁad
Faozan Juga berpendapat bahwa dasar hukum pembentukan
éomnas tidak perlu dipermasalahkan, karena yang lebih
penting adalah bagaimana orang-orang yang duduk di dalamnya
dan bagaimana bekerjanya. tetapi idealnya memang dibentuk
dengan undang-undang (Wawancara, 24 Juli 1997). |

Hampir sama dengan kedua pendapat di atas, LBH
Jakarta, melalui Dewi Novirianti berpendapat, bahwa ideal-
nya, Komnas HAM harus dibentuk dengan undang-undang. Tetapi
karena mekanisme untuk membuat undang-undang yang begitu
panjang, maka bagi Komnas, ldealnya sekarang adalah bekérda _
sebaik mungkin daﬁ berusaha independen, serta dapat menye-
lesaikan persoalan-persoalan struktural, bukan persoalan-
persoalan mikro. Kalaupun harus menyelesaikan persoalan
mikro, sifatnya harus struktural (Wawancara, 28 Juli 1997).

Mengenai dasar hukum pembentukan Komnas ini, Yusril



Ihza Mahendra Juga berpendapat bahwa apapun dasar hukum
pembentukannya tidaklah masalah, karena yang .penting adalah
pola kerjanya, bagaimana bekerjanya (Wawancara, 15 Agustus
1997). Menanggapl berbagai pendapat tentang dasar hukum
pembentukan Komnas, Baharuddin Lopa, Soegiri, dan Moh.Salim
mengatakan bahwa yang paling penting adalah isi dari Kep-
pres tersebut. Bagalmanapun juga, untuk membuat suatu
undang-undang, rakyatlah yang harug berjuang melaluil wakil-
wakilnya di DPR (Wawancara,28 Juli 1997).

Perdebatan mengenai dasar hukum pembentukan ini
menurut pengamatan penulis hanya terjadi di kalangan ahli
hukum dan pemerhati masalah-masalah politik saja. Di kala-
ngan masyapakat, dasar hukum pembentukan ini juga diperma-
salahkan, namun tidak terlalu dibesar-besarkan seperti
nampak pada tabel berikut:

Tabel 11
Frekuensi Tanggapan Masyarakat terhadap Dasar Hukum
' Pembentukan Komnas HAM

Tanggapan |  Belum pernah !  Pengadu !

! (n=180) ! (n=45) !

t F ! % { F ! % !
Setuju i 33 | 18,3% ! 20 ! 44,4% !
Tidak setuju ! 71 ! 39,4% ! 15 ! 33,3% !
Tidak tahu 76 1 42,2% ' 10 ' 22,3% !
TOTAL 1 180 ! 100% I 45 ' 100% !

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa Jawaban

tidak tahu mempunyai frekuensi yang terbesar pada masyara-



kat yang belum pernah mengadu ke Komnas HAM (42,2%), semen-
tara pada masyarakat pengadu, frekuens! terbesar terdapat
pada sikap setuju (44,4%). Apabila dilihat secara keselu-
ruhan, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat
tidak setuju kalau Komnas dibentuk dengan Keppres, meskipun
prosentasenya tidak jauh berbeda.

Sebagian besar alasan yang dikemukakan oleh respon-
den yang menjawab tidak setuju adalah agar Komnas HAM
dibentuk dengan undang-undang, agar lebih indepénden dan
terjamin kepastian hukumnya.

Terdapat kecenderungan bahwa responden vyang dapat
memberikan tanggapan dengan lebih baik adalah responden
vang memiliki pendidikan lebih tinggi. Hal ini dapat dili-

hat dari tabel 12 berikut:

Tabel 12
Prosentase Jawaban Responden Mengenai Dasar Hukum Dibentuk-
nya Komnas HAM Menurut Masing-masing Tingkat Pendidikannya

Tk.Pendidikan I Setuju ! Tidak ! Tidak ! Jumlah
Jawaban ! ! Setuju ! Tahu ! %
! % : % ! % !
Akademi/PT (n=112) ! 22,3% ! 56,3% ! 21,4% ' 100%
SLTA (n=82) | 28% I 42,7% ! 29,3% ! 100%
SLTP (n=21) -1 33,3% ! 4,8% ! 61,9% ! 100%
8D (n=10) ! 0% ! 0% ! 100% I 100%

Dari data tabel di atas terlihat bahwa dari 112
responden yang berpendidikan akademi / PT 63 orang dianta-

ranya (56,3 %) menjawab tidak setuju, 22,3 % setuju, dan



tidak tahu 21,4 %. Sebanyak 82 responden yang berpendidik-

an SLTA (28 %) menyatakan setuju apabila Komnas HAM diben-

tuk dengan Keppres, 42,7% menyatakan tidak setuju, dan

29,3% menjawab tidak tahu apakah Komnas cukup dibentuk

dengan Keppres atau tidak. Dari 21 orang responden yang

berpendidikan SLTP, 33,3 % diantaranya menyatakan setuju

apabila Komnas HAM dibentuk melalui Keppres, 4,8 % menyata-

kan tidak setuju tidak setuju, d&n 61,9% menjawab tidak
tahu. Sementara itu, dari 10 orang responden 100% responden:
vang berpendidika SD manjawab tidak tahu. Dengan demikian.
dapat disimpulkan bahwa responden yang berpendidikan makin

rendah, maka prosentasi jawaban tidak tahu makin besar.

Dari berbagai jawaban yang menyatakan tidak setuju
kalau komnas HAM dibentuk dengan Keppres, térdapat berbagai
alasan yang melatarbelakanginya diantaranya masalah inde-'-
pendensi dan kepastian hukum. Berdasar hasil penelitian,
lebih dari 50% responden manghendaki agar Komnas HAM diben-
tuk dengan UU. Disamping itu, terdapat responden yang meng;
hendaki agar Komnas dibentuk dengan Tap MPR.

Sementara itu, dari jawaban responden yang menyetu-
jui Komnas HAM dibentuk dengan Keppres, terdapat beberapa
alasan. Diantara glasan yvang dikemukakan adalah kalau
Komnas dibentuk dengan UU, maka proses pembentukannya akan
lebih bertele-tele, sementara situasi dan kondisi di Indo-
nesia menuntut untuk segera dibentuk lembaga yang menangani
masalah penegakan HAM. Oleh karena itu, diperlukan dasar

hukum pembentukan yang lebih fleksibel.



Di samping dasar hukum pembentukan yang menimbulkan
berbagai tanggapan, keanggotaan Komnas HAM juga memperoleh
sorotan. Banyak orang yang_mengatakan bahwa anggota Komnas
banyak yang birokrat atau mantan birokrat, sehingga dikha-
watirkan akan mempengaruhi kemandirian Komnas HAM. Selain
banyaknya anggota yang birokrat ataupun mantan birokrat,
keanggotaan Komnas sering dianggap kurang mewakili seluruh
lapisan masyarakat, karena tidak banyak aktivis LSM yang
menjadi anggota Komnas HAM. Keanggotaan Komnas dianggap

ideal apabila semua kalangan terwakili.

Tabel 13

Frekuensi Tanggapan Masyarakat tentang Keanggotaan Komnas

Tanggapan !  Belum pernah ! Pengadu |
".(n=180) ! (n=45) !

S % ! F ! % !

Ideal 1 29 ! 16,1% 1 15 ! 33,3% !
Tidak ideal ! 47 ! 26,1% ! 19 ! 42,2% !
Tidak tahu ! 104 ! 57,8% I 11 I 24,5% !
Jumlah ! 180 ! 100% ! 45 ! 100% !

Data tabel diatas memperlihatkan b;hwa masyarakgf
yvang belum pernah mangadu ke Komnas HAM sebagian besa;
menjawab tidak tahu, apakah keanggotaan Komnas pada saat
ini sudah ideal/ belum [ 57,8% ]. Pada masyarakat Pengadu,
sebagian besar menjawab bahwa keanggotaan Komnas HAM tidak
ideal [42,2%]. Hanya 24,5% pangadu yang menjawab tidak tahu

apakah Komnas ideal/ tidak.



Berbagai alasan dikemukakan oleh responden vang
menganggap keanggotaan Komnas HAM tidak ideal. Diantara
alasan-alasan yang dikemukakan, pendapat bahwa keanggotaan
Komnas HAM kurang reprensentatif serta terlalu banyak
birokrat/ mantan merupakan jawaban yang paling banyak.
Masyarakat menganggap keanggotaan Komnas kurang representa-
tif, Xkarena kurangnya aktivis LSM vyang menjadi anggota
Komnas HAM. Selain itu, masyarakat‘menghendaki agar Komnas
HAM memasukkan anggota yang berasal dari golongan agama dan
golongan-golongan lain yang ada di masyarakat. Disamping
jawaban-jawaban tersebut, terdapat jawaban yang menyatakan
bahwa agar kerja Komnas lebih efektif, maka diperlukan staf
ahli dibidang-bidang tertentu. Karena itu dianggapr akan
lebih baik apabila ditambah manjadi 50 orang.

Terhadap personil-personil vyang menjadi anggota
Komnas HAM, berdasar hasil penelitian, maka hanya beberapa
anggota Komnas yang dikenal masyarakat. Baharudin lopa
merupakan anggota yang dikenal oleh seluruh responden,
diikuti Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam Budiard-
jo, bambang W.Soeharto, Asmara Nababan, Clementio Dos Rei
Amaral, dan Muladi. Anggota-anggota Komnas yang lain hanya

sedikit sekall dikeﬁahui oleh masyarakat.
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Tabel 14
Jumlah Prosentase Tanggapan Responden tentang
Keanggotaan Komnas HAM

Tanggapan | Belum pernah ! Pengadu ! Jumlah
! (N=180) % ! (n=45) ¥ ! (n=225) %

Ideal ' 16,1% ' 33,3% ! 24,7T%
Tidak ideal { 26,1% ! 42,2% ! 34,15%
Tidak tahu ! 57,8% ! 24,5% ! 41,1%

e e e o e e e e e S . e S e o e . D S e S S i S S e

Berdasar data Tabel 14, maka dapat dikatakan bahwa
sebagian besar masyarakat (41,1%) tidak mengetahui apakah

keanggotaan Komnas HAM ideal/tidak ideal.

D. Alasan-alasan Masyarakat Mengadukan Masalah ke Komnas

HAM

Keberadaan Komnas HAM telah menjadi salah satu
alternatif dan terbukti membawa sejumlah pengharapan,
khususnya bagi kalangan masyarakat pendamba keadilan.
Popularitas Komnas HAM ini, berdasar pengamatan penulis,
seringkali dikaitkan dengan indikasi memudarnya citra DPR.
Masyarakat enggan mengadukan permasalahannya ke DPR karena
prosedurnya yang birokratis dan berbelit-belit, sehingga
memer lukan waktulyang lama dengan hasil yang tidak pasti.
Menanggapi maraknya animo masyarakat untuk mengadukan
masalahnya ke Komnas HAM, Bambang W.Soeharto lebih melihat
hal ini sebagai sebuah trend. Apalagi, popularitas Komnas

HAM sebagai tempat mengadu, ternyata tidak menurunkan



jumlah pengaduan ke DPR (Tiras, 23-2-1995).

Terlepas dari alasan-alasan apa yang melatarbela-
kangi, pada kenyataannya minat masyarakat untuk mengacu ke
Komnas HAM apabila mempunyai masalah cukup besar. Hal ini

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Frekuensi Jawaban Responden tentang Minat untuk
Mengadu ke Komnas HAM

Minat masy. ! F ! %
Ya ! 125 ! 69,5%
Tidak ! 55 ! 30,5%
Jumlah ! 180 I 100%

Tabel di atas memperlihatkan data bahwa sebagian
besar masyarakat yang belum pernah mengadu ke Komnas HAM
akan mengadu ke Komnas HAM apabila mempunyail masalah yang
berkaitan dengan pelanggaran HAM. Alasan-alasan yang keban-
yvakan dikemukakan antara lain adalah:

- Komnas dianggap merupakan lembaga yang cocok menan-
gani masalah, pelanggaran HAM.

- Komnas merupakan upaya terakhir.

- Komnas tidak terlalu birokratis.

- Tidak perlu biaya;

- Percaya Komnas dapat mencarikan jalan ke luar;

- Masalah dapat diekspose secara luas, karena perha-
tian pers yang begitu besar terhadap segala bentuk

kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM.



Dari 30,5% responden yang menjawab tidak akan mengadu,
seperti diperlihatkan pada Tabel 15 di atas, alasan-alasan
vang dikemukakan antara lain:

- Akan ditempuh Jalur hukum dulu, Komnas merupakan

alternatif lanjutan.
- Komnas tidak mempunyai wewenang yudisial.
- - Banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.
- Cukup dengan perangkat hukum yang ada.
- Tidak mengetahui tugas-tugas Komnas HAM.

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang belum:

pernah mengadu ternyata tidak jauh berbeda dengan alasan-

alasan yang dikemukakan masyarakat pengadu untuk mengadukan.gf
masalahnya ke Komnas. Diantaranja adalah: =
- Dalam suatu masalah, responden sudah mencoba berba- f:

gal cara, tapi tidak berhasil.

— Komnas HAM dianggap sebagal lembaga yang cocok untuk

menangani masalah pelanggaran HAM. .

- Komnas gratis.

- Tidak mendapatkan keadilan dari instansi—instansi;q
terkait. |
Berkenaan dengan Jawaban dari 55 orang respondenwiq

yang menyatakan tidak akan mengadu ke Komnas diperolehaiﬂ
Jawaban bahwa reéponden ternyata memilih lembaga—lembaga' “
vang selama ini telah dikenal sebagai tempat untuk mengadu—.
kan masalah, seperti DPR/DPRD, LBH/LSM yang lain, Aparat
baik sipil maupun militer, membawa kasus ke Pengadilan, dan

lain-lain. Apabila jawaban-jawaban tersebut dibuat daftar,
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maka akan diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 16
Frekuensi Jawaban Responden tentang
Lembaga yang Dipilih untuk Mengadu Selain Komnas HAM

Tempat mengadu : F ! %
DPR/DPRD ! 5 ! 8,9%
LBH/LSM ! 9 1 15,6%
Aparat (S/M) ! 15 1 27,8%
Pengadilan ! 16 1 28,3%
Lain-lain ! 11 1 19,4%
Jumlah ! 55 1 100%

Data tabel di atas menunjukkaﬁ'bahwa lembaga yang
paling banyak dipilih masyarakat adalah pengadilan (28,3%),
diikuti aparat baik sipil maupun militer (27,8%). Di sam-
ping lembaga Pengadilan dan aparat (sipil/militer), masih
banyak masyarakat yang tidak mau bertele-tele untuk menye-
lesaikan kasus yang dihadapinya. Jumlahnya mencapai 19,4%.
Jalan keluar vang ditempuh diantaranya adalah dengan cara
kekeluargaan, bahkan ada yang menjawab cukup didiamkan
saja. Selain karena tidak mau bersusah payah, sebagian
responden menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan
atau didiamkan saja karena tidak mengetahui prosedur vyang
harus ditempuh apabila hendak mengadukan kasusnya ke in-

stansi tertentu. Ketiadaan biaya Jjuga menyebabkan sebagian
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responden lebih memilih cara untuk diselesaikan secara
kekeluargaan, atau bahkan didiamkan saja, menerima keadaan
sebagai suatu nasib.

Dari responden yang menjawab akan membawa masalahnya
ke DPR/DPRD, Pengadilan, LBH/LSM, dan Aparat, diperoleh
alasan-alasan sebagai berikut:

- Keputusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum.
- Selama ini prosedur yang diketahui adalah seperti
itu.

Sementara itu, dari pertanyaan kepada pengadu ten-—
tang kemungkinan akan mengadukan masalah ke instansi lain
setelah mengadu ke Komnas , diperoleh data tabei sebagai

berikut:

Tabel 17
Frekuensi Jawaban Pengadu tentang Keinginan untuk
Mengadukan Masalahnya ke Lembaga Lain Setelah
Mengadu ke Komnas HAM

Jawaban ! F ! %

Ya : 30 1 66,7%
Tidak ! 15 ! 33,3%
TOTAL ! 45 I 100%

Hasilnya menunjukkan bahwa 66,7% responden Pengadu
masih akan berupaya mencari penyelesaian pada lembaga yang

lainnya. Alasan yang dikemukakan adalah karena tiap respon-
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den menginginkan hasil yang maksimal atas penyelesaian
kasusnya. Seperti halnya Jawaban responden yang belum
pernah mengadu ke Komnas HAM, lembaga-lembaga yang dipilih
Pengadu untuk tempat mengadu dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 18
Frekuensi Jawaban Responden Pengadu atas Upaya untuk

Mencari Penvelesaian di Luar Komnas HAM

Nama Lembaga ! F ! %
DPR/DPRD ! 12 : 26,7%
LBH/LSM ! 17 ! 37,8%
Aparat (S/M ) ! 6 ! 138.,8%
Pengadilan ! 5 ! 131,1%
Lain-lain ! . b ! 11,1%
Jumlah ! 45 ! 100%

Data tabel diatas memperlihatkan bahwa prosentase
jawaban terbesar adalah mengadu ke LBH/LSM yang lain.
Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain:

- LBH/LSM lebih independen, lebih idealis.

- Komnas tidak menangani masalah secara tuntas, arti-
nya Komnas ubukanlah lembaga vang dapat langsung
memberikan putusan.

Meskipun masyarakat masih mengadukan masalahnya ke
lembaga lain setelah mengadu ke Komnas HAM, hal itu tidak

berarti mengurangi minat masyarakat untuk mengadukan masa-
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lahnya kembali ke Komnas HAM di masa yang akan datang,

seperti nampak pada tabel berikut:

Tabel 19
Frekuensi Jawaban Responden Pengadu tentang Minat
Mengadukan Kembali ke Komnas HAM Apabila Ada Masalah

Jawaban ! F ! %
Ya ! 29 ! 64,4%
Tidak ! 12 ! 26,6%
Tidak tahu ! 4 ! 8,9%

TOTAL ! 45 v 100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 45 responden,

terdapat 29 responden, atau 64,4% responden yang menyataﬁgh

akan kembali lagi ke Komnas HAM apabila di kelak kemﬁdiah T

hari mempunyai masalah. Dari 64,4% Jjawaban tersebut, seba-
gian besar alasannya adalah karena Komnas dianggap indepen-

den, anti suap. Di samping itu, Komnas lebih disenangi

karena gratis.

Sementara 1itu, 26,7% responden yvang menyatakan tidak akan

kembli ke Komnas beralasan bahwa: Komnas hanya mengirim -

surat/ melalui rekomendasi, dan kenyataan hasilnya tidak‘ﬁ$

sesual dengan harapan.
E.Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Komnas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas HAM berpijak

pada peraturan sebagaimana diatur dalam Keppres No.50 téhun



1993. Berdasar Keppres tersebut, Komnas HAM bukanlah lemba-—
ga vang dapat melakukan eksekusi murni, melainkan hanya
bertindak sebagali mediator yang memberi rekomendasi kepada
pihak berwenang untuk menangani sebuah kasus.

Meski kiprah Komnas HAM semakin populer, namun
ternyata banyak Jjuga masyarakat yang belum memahami tugas
dan fungsi Komnas HAM. Akibatnya, banyak masalah vyang
diadukan ke Komnas HAM sebenarnya gﬁkan merupakan kewenang-
an Komnas HAM. Misalnya kasus-kasus yang gsedang ditangani
oleh lembaga peradilan. Terhadap kasus-kasus semacam ini,
Komnas akan menyarankan kepada pengadu untuk menunggu
putusan pengadilan.Di samping itu, tidak sedikit masyarakat
yang menganggap Komnas HAM sebagai badan arbritase atau
Ombudsman. | |

Menurut pandangan Sat&ipto Raharjo, apa yang telah
dikerjakan Komnas HAM sesuai dengan SKnya. Tetapi, ternyata
masyarakat melihat apa yang dilakukan Komnas belum klop,
dan bahkan sejumlah pejabat juga memiliki pandangan yang
sama dengan masyarakat dalam melihat apa vyang dilakukan
Komnas HAM ( Kompas, 21-04-18994 ).

Abdul Hdkim Garuda Nusantara berpendapat, bahwa
mekanieme kerja yang selama ini diterapkan Komnas HAM tidak
berbeda dengan mekanisme kerja LSM. Komnas HAM menurutnya
menjadi mirip LSM nanggung. Cara kerjanya mirip dengan
gaya-gaya LSM. Tapi tidak memiliki akar ke bawah, sehingga
nanggung (Kompas,21-04-1994).Rambun TJajo, menambahkan,

bahwa Komnas HAM mengesankan sebuah LSM bentukan pemerintah
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( Kompas, 21-04-1994 ).

Pada kenyataannya, tldak semua masyarakat merasa
puas terhadap hasil kerja Komnas HAM dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Ketidakpuasan masyarakat ini, berdasar
pengamatan penulis sebagian besar disebabkan oleh harapan
masyarakat yang terlalu besar.kepada Komnas HAM, tanpa
mengetahul apa sebenarnya yang menjadi tugas dan wewenang
Komnas HAM. Kebanyakan masyarakat menghendakil penyelesaian
masalah sampai tuntas di Komnas. Padahal kewenangan - Komnas
hanya terbatas pada memantau pelanggaran HAM yang terjadi,
untuk selanjutnya membuat rekomendasi. Sementara itu,
rekomendasi yang dikeluarkan Komnas ini tidak mempunyai
kekuatan paksa secara hukum, seperti yang diinginkan masya-
rakat. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan masyarakat
beranggapan bahwa kinerja Komnas HAM tidak begitu memuas-
kan.

Tabel 20
Frekuensi Tanggapan Responden atas

Pelaksanaan Tugas—tugas Komnas HAM

Tanggapan ! Belum Pernah ! Pengadu !
! (n=166) ! (n=45) !

' F v% { F ! % !

Sudah memuaskan ! 17 ! 10,2% 110 ! 22,2%!
Sudah sedikit ! 126 ! 75,9% 27 | 60% !
Belum memuaskan ! 23 ! 13,9% '8 ! 17,8%!
Jumlah ! 166 ! 100% ! 45 ! 100% !

Bagi masyarakat yang belum pernah mengadu, hanya 168
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orang (92,2% dari keseluruhan responden) yang dapat mem-
berikan pendapat. Sisanya yaitu 14 orang (7,8%) menjawab
tidak tahu. Berdasar data tabel diatas, maka sebagian besar
responden berpendapat bahwa Komnas baru sedikit memenuhi
harapan masyarakat. Berbagai alasan yang dikemukakan,
antara lain adalah:

— Rekomendasi Komnas banyak yang tidak ditindaklanju-

ti, ‘

- Tidak jelas penyelesaiannya, menggantung;

- Ruang gerak terbatas;

- Komnas tidak dapat memutus perkara/ tidak memiliki

kewenangan eksekutorial;

Independensi berkurang;

Komnas hanya membutuhkan opini publik.
Sementéba itu, responden yang menyatakan bahwa
Komnas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah
memenuhi harapan masyarakat berpendapat bahwa pada kenya-
taannya semua pengaduan diterima dengan baik. Masalah
berhasil/tidak berhasil untuk diselesaikan, itu tergantung
dari niat baik instansi terkait. Bagaimanapun Jjuga, reko-
mendasi Komnas lebih bersifat moral dari pada sanksi hukum.
Berdasar hasil peneliﬁian dapat diketahui bahwa
masyarakat hanya sedikit mengetahui tugas dan wewenang
Komnas HAM. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila
masyarakat mendefinisikan sendiri tugas dan wewenang Komnas
HAM, dan berharap terlalu berlebihan terhadap Komnas.

Menurut Satjipto Rahardjo, vang menjadi persoalan adalah
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masyarakat mendefinisikan sendiri persoalan apa yang layak
disampaikan ke Komnas. Akibatnya, tidak sedikit persoalan
yang disampaikan kepada komnas yang sebenarnya salah ala-
mat. Sebagian besar masyarakat sebenarnya juga belum me-
ngerti tugas Komnas yang sebenarnya.

Harapan masyarakat kepada Komnas HAM sebenarnya
terletak pada kewenangan yang dimiliki Komnas HAM. Masyara-
kat menghendaki agar Komnas HAM dapat berbuat lebih dari

sekedar membuat rekomendasi.

Tabel 21
Prosentase Tanggapan Responden atas Perlunya
Komnas Mempunyai Wewenang yang Lebih dari Sekedar
Mengeluarhan Rekomendasi

Tanggapan | Belum Pernah ! Pengadu !
! (n=159) % ! (n=45) % !

Perlu ! 88% ! 93,3% !
Tidak perlu ! 12% ! 6,7% !
Jumlah ! 100% ! 100% !

Data tabel diatas menunjukkan bahwa sebaglan besar
masyarakat baik masyarakat yang belum pernah mengadu maupun
pengadu menghendaki wewenang vang dimiliki Komnas HAM lebih
dari sekedar memberi rekomendasi. Dari 180 orang responden
masyarakat yang belum pernah mengadu, 21 orang diantaranya
(11,6%) tidak dapat berpendapat. Dari responden yang menja-
wab, hanya 12% responden yang belum pernah mengadu dan 6,7%

responden Pengadu yang menyatakan bahwa Komnas HAM tidak
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perlu memiliki wewenang yang lebih dari sekedar membuat
rekomendasi.

Di samping masalah kewenangan yang sering dipermasa-
lahkan, masalah kemandirian Komnas HAM juga sering mendapat
sorotan. Selama ini, Komnas HAM dalam beberapa hal memang
mampu menepis keraguan tentang kemandiriannya. Namun ki-
prahnya dalam menegakkan HAM masih dipertanyakan kemandiri-
annya oleh beberapa kalangan. Men&rut Mulyana W, Kusumah,
masih ada batasan-batasan yang menghambat Komnas HAM untuk
secara total bersikap mandiri/independen. Masih terdapat
rambu-rambu yang sulit ditembus oleh Komnas HAM (Sinar,27
Mel 1995).

Keterbatasan Komnas HAM tersebut, menurut Abdul
Hakim Garuda Nusantara, terlihat pada kewenangan Komnas HAM
vang tidalk memadai, khususnya dalam memanggil pejabat yang
melanggar (Sinar, 27 Mei 1995).

Keraguan berbagai kalangan terhadap independensi
Komnas HAM memang dapat dipahami mengingat proses pemben-
tukannya. Menurut Albert Hasibuan, salah seorang anggota
Komnas HAM, walaupun secara formal Komnas HAM tidak mandiri
karena ada SK Pendirian dari Presiden, namun dalam kegiatan
praktek sehari-hari kemandirian lembaga ini bisa ditegak-
kan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengaduan dari
masyarakat yang masuk ke Sekretariat Komnas HAM (Sinar, 27
Mei 1995)

Untuk bersikap independen penuh, Komnas HAM memang

banyak terbentur oleh rambu-rambu dan keterbatasan. Untuk
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itu. menurut Mulyvana, Komnas HAM harus 1lebih responsif,
dalam arti Komnas Jangan menunggu pengaduan, tetapi terjun
langsung dan mengemukakan pendapat mereka tentang HAM
kepada masyarakat (Sinar, 27 Mei 1995 ). Sedangkan Abdul
Hakim berpendapat bahwa Komnas HAM akan dapat lebih mandiri
bila keberadaan lembaga itu tidak lagi berdasarkan SK
Presiden, tetapi ditingkatkan dasar hukum pendiriannya
dengan Undang-undang.

Berbagal ahli boleh berpendapat, tetapi menurut -
penulis, vyang paling penting adalah bagaimana masyarakatl
memperoleh manfaat dari adanya Komnas HAM dan bagaimana

masyarakat menilai Komnas HAM itu.

Tabel 22

Prosentase Tanggapan Responden terhadap Kemandirian Komnas HAM

Tanggapan ! Belum Pernah ! Pengadu !
(n=167) % ! (n=45) % !

Mandiri ! 55,7% ! 60% !
Tidak mandiri ! 44,3% : 40% !
Jumlah ! 100% ! 100% !

Dari data tabel di atas terlihat bahwa dari respon-
den yang belum pernah mengadu, terdapat 13 orang (7,2%)
vang tidak bida menjawab apakah Komnas HAM mandiri/tidak.
Dari responden yang memberikan Jjawaban, sebanyak 55,7%
responden menyatakan bahwa Komnas HAM mandiri, dan 44,3%
responden menyatakan bahwa Komnas HAM tidak mandiri. Pada

responden Pengadu, 60% menyatakan bahwa Komnas HAM mandiri,
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dan 40% berpendapat Komnas HAM tidak mandiri. Terhadap
kemandirian Komnas HAM ini, baik responden yang belum
pernah mengadu maupun responden Pengadu berpendapat bahwa
Komnas HAM menjadi tidak mandiri karena dipengaruhi oleh
beberapa pihak, yaitu pemerintah (eksekutif), aparat

(Sipil/Militer), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tabel 23
Prosentase Jawaban Responden terhadap
Pihak-pihak yang mempengaruhi Kinerja Komnas HAM

Jawaban ! Belum Pernah !- Pengadu !

! (n=167) ¥ ! (n=45) % !

Pemerintah ! T1,7% I 75,6% H
Aparat (S/M) ! 13,9% ! 13,.3% !
Lain-lain ! 14,4% P11,1% !
Jumlah : 100% ! 100% !

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian
besar responden, baik masyarakat yang belum pernah mengadu
"maupun Pengadu berpendapat bahwa kemandirian Komnas HAM
banyak dipengaruhi oleh pemerintah (eksekutif). Kemandirian
Komnas HAM juga dipengaruhi oleh aparat, baik sipil maupun
militer. Di samping campur tangan eksekutif dan aparat,
pihak-pihak yang berkepentingan ikut pula mempengaruhi
kemandirian Komnas HAM. Yang dimaksud dengan pihak-pihak
vang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang terli-
bat dalam kasus yang diadukan, baik pengadu maupun pihak

vang diadukan. Misalnya pihak perusahaan yang diadukan oleh



tenaga kerja dalam kasus perburuhan, pilhak aparat dalam
kasus tindakan tak terpuji, dan lain-lain. Yang Jelas,
pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak-pihak
vang ingin memperoleh keuntungan atau memperoleh kemenangan

dalam suatu kasus.
F. Peranan Komnas HAM yang Diharapkan Masyarakat.

Harapan masyarakat kepada Komnas HAM sebagai ujung
tombak keadilan memang belum terwujud sepenuhnya. Namun
kiprah Komnas HAM dalam menegakkan HAM di Indonesia telah
diakui oleh banyak kalangan. Berbagai kasus pelanggaran HAM
dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil, berkat
bantuan Komnas HAM dapat diselesaikan. Komnas HAM saat ini
bisa dibilang telah menjadi salah satu alternatif tempat
masyarakat mengadukan nasibnya guna mencari kebenaran dan
keadilan, di samping LBH dan DPR yang selama ini telah
dikenal.

Tumbuhnya harapan masyarakat vyang terlalu besar
kepada Komnas HAM menunjukkan bahwa komisi ini dipercaya
independen. dan mampu mengatasi masalah yang .diadukan.
Namun di sisi lain, harapan itu bersifat negatif, karena
bagaimanapun juga—Komnas HAM bukanlah lembaga yang berwe-
nang mengambil keputusan. Komisi ini hanya bertugas meman-
tau apakah telah terjadi pelanggaran HAM, untuk selanjutnya
membuat rekomendasi. Keterbatasan wewenang inilah yang

sering mengecewakan masyarakat.
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Berdasar hasil penelitian, maka sebagian besar
masyarakat menginginkan agar:

- wewenang Komnas HAM diperluas, tidak sekedar mengeluar-
kan rekomendasi, tetapl lebih berperan sebagai pengambil
keputusan;

- rekomendasi yang dikeluarkan hendaknya mempunyai kekuat-
an paksa, dan Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk
memantau tindak lanjut dari réﬁomendasi vang dikeluar-
kan, misalnya dengan menegur instansi yang terkait
apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Berbeda dengan pendapat sebagian besar responden,
Harry Wibowo, Pelaksana Harian Yapusham berpendapat bahwa
Komnas HAM saat ini menjadi semacam lembaga arbitrase,
padahal sebenarnya Komnas HAM hanya bertugaé untuk memoni-
tor pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara.
Komnas HAM tidak bertugas untuk memberikan solusi. Sayang-
nya, harapan masyarakat kepada Komnas HAM terlalu berlebih-
an (Wawancara, 30 Juli 1997).

Sementara itu, dari LBH, Dewi Novirianti berpendapat
bahwa ke depan, Komnas HAM seharusnya lebih mengembangkan
diri lagi. Kalaupun menangani masalah-masalah mikro, Komnas
HAM harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya
struktural, artinya berusaha supaya persoalan yang bersifat
mikro vyang ditangani bisa membawa perubahan yang besar
terhadap keadaan hukum di Indonesia. Di samping itu diper-
lukan kerjasama dengan pihak lain, terutama untuk mengada-

kan perubahan-perubahan hukum, melihat secara kritis per-
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soalan-persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan, terutama

oleh pemerintah (Wawancara, 28 Juli 1997).

G. Masalah-masalah Pelanggaran HAM dan Usaha-usaha yang

Dilakukan untuk Memajukan dan Melindungi HAM

Pembangunan di segala bidang yang sedang giat dilak-
sanakan oleh bangsa Indonesia telah mencapai berbagai
keberhasilan di beberapa bidang kehidupan, seperti perbaik-
an infrastruktur, ekonomi, industri, pendidikan, kesehatan,
dan lain-lain. Namun di lain pihak, kesuksesan di berbagai
bidang tersebut akan kurang bermakna apabila tidak disertai
dengan kemajuan di bidang sosial politik, khususnya di
bidang HAM.

Tak dapat disangkal lagi bahwa masalah HAM adalah
persoalan yang mengedepan dalam masyarakat dewasa ini.
Persoalan yang penting mengenai HAM adalah menyangkut
pelaksanaannya. Setiap pelaksanaan HAM dimanapun di dunia
ini, selalu memerlukan syarat-syarat tertentu. Selain harus
didukung oleh ketentuan hukum yang memuat perlindungan HAM,
pelaksanaan HAM haruslah menjadi bagian  perjuangan warga
masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya.

Berbagai béntuk prelanggaran HAM hampir merupakan
potret keseharian dalam kehidupan masyarakat Indonesia,
seperti penggusuran tanah secara paksa, penékanan terhadap

buruh dan pedagang kecil, perlakuan sewenang-wenang dari

aparat penegak hukum, penangkapan terhadap para pelaku
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pengunjuk rasa, dan lain-lain. Akibatnya Indonesia telah
disorot oleh dunia Internasional tentang pelaksanaan HAM
nya yang masih memprihatinkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran
HAM masih terus berlanjut, baik pelanggaran HAM yang dila-
kukan oleh aparat terhadap warga negara maupun pelanggaran
HAM antar warga negara sendiri. Pelanggaran-pelanggaran
vang terus berlanjut itulah yané seringkali mengundang
reaksi masyarakat dunia. Sebagai bangsa yang mempunyal
dasar negara Pancasila, seharusnya menyadari bahwa perlin-
dungan HAM merupakan bentuk perwujudan dari pengalaman
Pancasila itu sendiri.

Sejumlah kasus yéng mempunyai kaitan dengan persoa-
lan HAM sempat menjadi perbincangan yang ramai di beberapa
kalangan,' sehingga beberapa waktu lamanya menjadl agenda
nasional. Kasus tersebut diantaranya adalah kasus Kedung
Ombo, Insiden Dili, Nipah, Marsinah, Sabtu Kelabu 27 Juli,
dan sebagainya. Terangkatnya masalah-masalah tersebut ke
permukaan menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah
Indonesia sangat peduli terhadap pelangggaran-pelanggaran
HAM itu serta melékukan pemeriksaan secara seksama untuk
mengoreksi dan menindaknya.

Menurut Roekmini (almh), akhir-akhir ini pelanggaran
HAM cenderung masih melekat pada “power structure”. Para
pelakunya adalah mereka yang berada pada struktur kekuasaan
atau mereka yang didukung struktur kekuasaan. Terjadinya

pelanggaran HAM oleh pemegang kekuasaan disebabkan oleh
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masih rendahnya kesadaran hukum, politik, dan kesadaran
kemanusiaan dari pelaksanaan sistem politik.

Sedangkan menurut Muladi, pelanggaran HAM bukan
hanya dilakukan aparatur negara terhadap rakyat, tetapi
Juga antara warga negara sendiri. Karena itu pemahaman HAM

harus seimbang dan bukan hanya merupakan hak rakyat (Suara

Pembaruan, 2-5-1996).

0"

Setiap negara mempunyai "paket"” pelanggaran HAMnya
sendiri (Bahar, 1996:40). Menurut data yang diperoleh dari
Komnas HAM, masalah HAM di Indonesia yang paling dominan
adalah masalah tanah. Hal ini tidak mengherankan, karena di
tengah semakin maraknya kegiatan pembangunan, tanah sebagai
sesuatu milik paling berharga akan mudah menyulut = konflik
vang berakhir pada pelanggaran HAM berupa teror, penga-
niayaan, dan sebagainya. Secara kuantitas, berturut—%urut
adalah kasus tanah, kasus perburuhan, kasus perbuatan tidak
terpuji oleh aparat negara yang berupa pelanggaran HAM,
kasus perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama.
Permasalahan yang menyangkut tanah ini dapat terjadi
antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat
dengan badan wusaha, dan antara warga masyarakat dengan
instansi pemerintah. Dan berdasar pengamatan dari data yang
masuk ke Komnas -HAM, sebagian besar féktor terjadinya
kasus-kasus sengketa tanah adalah kurang dipahami serta
kurang dihormatinya hukum adat pada umumnyg dan hak ulayat
dari masyarakat hukum adat setempat pada khususnya, baik

oleh badan-badan usaha swasta maupun oleh instansi pemerin-
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tah sendiri. Misalnya kasus tanah di Tubanan, Freeport,
Ohee, dan 1lain-lain. Di samping berkaitan dengan tanah
adat, masalah tanah berkaitan dengan masalah-masalah peng-
gusuran, ganti rugi, dan penyerobotan. Salah satu contoh
kasus ganti rugi tanah yang mencuat secara nasional adalah
ganti rugi tanah yang diperuntukkan Waduk Kedung Ombo yang
melahirkan keputusan yang kontroversial itu.

Berbagai masalah sengketa pérburuhan vang diajukan
kepada Komnas HAM diantaranya adalah PHK, UMR yang rendah,
pesangon yang tidak mencukupi, dan sebagainya. Buruh yang
dalam proses pembangunan secara ideal tidak ditempatkan
sebagai faktor produksi semata-mata, pada kenyataannya
sering diperlakukan secara tidak adil, bahkan cenderung
menjadi komoditi ekonomi. Berbagai protes .yang dilakukan
buruh sering berakhir dengan PHK, bahkan kekerasan, seperti
vang terjadi pada buruh Marsinah di Jatim.

Berdasar Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 1994, 1885,
1996, trend pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1594
dan 1995 berkisar antara kriminalisasi hak berpendapat,
pencekalan dan masalah perijinan, penyalahgunaan wewenang
di lingkungan ABRI, campur tangan militer dalam pembebasan
tanah, masalah-masalah perburuhan yang melibatkan aparat,
dan masalah-masalah pertanahan, yang diantaranya berupa
pPenggusuran-penggusuran dan pemberian ganti rugi yvang tidak
layak. Sedangkan pada tahun 1996 dan 1997, selain berbagai
bentuk pelanggaran HAM vang telah disebutkan di atas, masih

terdapat pula bentuk-bentuk pelanggaran HAM vyang lain,




seperti penggunaan aparat militer untuk mengatasi kerusu-
han. Misalnya Kasus 27 Juli, yang menimbulkan berbagai
bentuk pelanggaran HAM, termasuk menimbulkan korban Jjiwa.
Selain 1itu, pelanggaran ketentuan-ketentuan KUHAP banyak
terjadi di tahun 1996, yang sempat mencuat diantaranya
kasus tewasnya Tjetje Tadjudin di tahanan Polwil Bogor, dan
persidangan kasus Udin di Bantul. Pembongkaran dengan
dukungan (backing) militer Juga banyak menimbulkan pelang-
garan HAM, dan yang paling sering terjadi adalah cara-cara
meﬁangani unjuk rasa dengan bantuan aparat militer yang
sering menimbulkan pelanggaran HAM.

Pelanggaran hak-hak sipil, politik, dan ekonomi
seringkali merupakan akibat dari adanya penekanan atas
pembangunan ekonomi yang kemudian mengorbankan HAM. Pelang-
garan hak sosial dan budaya seringkaii merupakan akibat
dari sistem politik yang menomorduakan hak-hak asasi maru-
sia.

Terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi,
pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam. Berbagai
upayva telah dilakukan untuk memajukan dan melindungi HAM.
Presiden Soeharto mengemukakan bahwa upaya memajukan dan
meningkatkan perlindungan HAM bukanlah hal mudah dan dapat
dilakukan sekalig&s. Upaya ini merupakan proses panjang,
sehingga harus dilakukan terus-menerus, berkelanjutan, dan
terpadu oleh semua pihak. Merupakan kewajiban semua pihak
sebagal suatu bangsa untuk ikut serta dalam prosesr terse-

but. Sebab pada dasarnya HAM yang akan dimajukan adalah HAM



dari rakyat Indonesia secara keseluruhan. Perlindungan HAM
bagli Indonesia bukanlah sekedar merupakan program hukum
atau program politik, tetapi Juga merupakan pengamalan
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Eaa serta pelaksanaan
Pancasila sebagal dasar dan ideologl negara.

Pekerjaan vang penting menghadang bangsa Indonesia
saat 1ini adalah bagaimana menunjukkan kepada dunia luar,
bahwa bangsa Indonesia menjalankaﬁ HAM sesual dengan kon-
sepsi bangsa sendiri mengenai HAM itu sendiri, dan menun-
Jukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia sedang giat
melaksanakan HAM.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia, baik secara konsepsional maupun operasional
untuk lebih meningkatkan pelaksanaan prinsip—prinsip HAM.
Diantaranya adalah dengan pembentukan Komnas HAM. Pémbentu-
kan Komnas HAM ini, di samping bertujuan untuk melindungi
dan menegakkan HAM di tanah air, kelahirannya juga mempu-
nyai dampak yang sangat penting, baik ke dalam maupun ke
luar. Ke dalam, pembentukan Komisi ini diharapkan dapat
menghapus keraguan bahwa pemerintah masih bersikap mendua
dalam pelaksanaan HAM. Apalagi jika para aktivis HAM vyang
selama ini begitu kritis terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah bisa diajak bekerja sama dalam upaya penegakan
HAM bersama-sama Komnas, maka kesan yang negatif terhadap
pemerintah dapat diatasi.

Ke luar, pembentukan Komnas memiliki arti yang lebih

strategis, paling tidak dipandang dari segi dua hal. Perta-
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ma, harus diakul bahwa akhir-akhir ini pemerintah Indo-
nesia sering menjadi perhatian luar negeri karena pelak-
sanaan HAMnya yang dinilai buruk. Meskipun anggapan luar
negeri tersebut tidak seluruhnya benar, namun dampaknya
cukup menyulitkan posisi Indonesia. Dalam konteks 1ini,
pembentukan Komnas HAM diharapkan bisa meyakinkan pihak
luar, bahwa Indonesia memang bersungguh-sungguh dalam
pelaksanaan HAM. Kedua, Komnas HAM tidak hanya bilsa
berfungsi éebagai Jaminan pada pihak luar bahwé Indone-
sia serius mengenal masalah HAM ini. Lebih dari itu,
Komisi ini bisa berfungsi sebagail media untuk menunjuk-
kan pada pihak luar mengenai konsepsi Indonesia tentané
HAM. Arti pentingnya terasa sekali, apabila diingat
bahwa konsep HAM model Barat tidak sepenuhnya bisa
diterima. Persoalannya bukanlah karena Indonesia menolak
pelaksanaan HAM itu, akan tetapi penjabarannya tidak
bisa dilakukan secara sepihak menurut kacamata Barat
saja.

Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah
bahwa pembentukan Komnas HAM bukan semata-mata karena
qdanya tudingan luar negeri tentang pelaksanaan HAM di
dalam negeri, tetapli lebih pada kebutuhan dari pemerin-
tah Indonesia gendiri untuk segera mengatasi berbagail

masalah HAM.

Menurut Baharuddin Lopa, di dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, Komnas berpegang pada Keppres No.50

Tahun 1993 yang memuat pokok-pokok tugas dari Komnas.
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Dengan garis besar yang dituangkan dalam Keppres, Komnas
dapat bekerja tanpa pedoman tertulis. Dengan berpedoman
kepada asas-asas yang tidak tertulis, yaitu menggunakan
akal sehat dan kebijakan yvang arif dengan sasarannya
menegakkan dan memulihkan hukum demi tercapainya keadi-
lan (Lopa, 1996:180).

Kinerja Komnas HAM tidak hanya dan tidak boleh
hanya ditentukah oleh Keppres,‘tetapr harus terwujud
dalam tindakan nyata dalam rangka menegakkan HAM.

Dilihat darl kerangka hubungan antara negara dan
masyarak&t dengan segala permasalahan yang melingkupi-
nya, menjalankan Komnas HAM di tengah-tengah beragamnya
kondisi soéial dan budaya Indonesia bukanlah sesuatu
vang mudah. Diperlukan kepandaian dan kéberanian untuk
melakukan kontekstualisasi nilai-nilai HAM dalam reali-
tas kehidupan berbangsa. Dengan itu, bukan saja meka-
nisme relasional dalam hubungannya dengan negara dan
masyarakat atau bantuan HAM yang dapat ditangani oleh
Komnas HAM, tapi juga masalah visi dan rumusan tentang
HAM yang terkontekstualisasi dengan pengalaman empirik
Indonesia vang dapat didaftar sebagal bagian dari tugas-
tugas utama Komnas HAM.

Dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang
penegakan HAM di dalam negeri, Komnas tidak akan bersi-
kap pasif, melainkan akan mengirim anggotanya ke bebera-
pa daerah agar bisa menemukan berbagal masalah. Sikap

dasar dan cara kerja Komnas HAM adalah sungguh-sungguh,
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turun ke lapangan, mendengarkan semua pihak yang ber-
sangkutan, bersikap Jujur dan adil. Cara kerja Komnas
HAM yvang sungguh-sungguh tercermin dalam cara menangani
setiap pengaduan yang diterima, yaitu berorientasi pada
penyelesalan masalah. Seperti misalnya dalam menangani
kasus perburuhan, maka Komnas HAM akan terus berupaya
mencarl penyelesalan sampai tercapal titik temu antara
pihak pengusaha (majikan) dengan pihak buruh. Juga dalam
‘beberapa kasus tanah, (misalnya kasus Rancamaya) Komnas
HAM terus berupaya sampal diberikannya ganti rugi vang
layak kepada para pengadu. Hakikatnya, Komisi tidak akan
mencampuri teknis hukum, terutama untuk masalah-masalah
yvang sudah ditangani oleh lembaga peradilan.

Dalam kegiatan "“turun" ke daerah, Komnas -HAM
mempunyal dua sayap kegiatan, yaitu menerima laporan dan
memantau pelaksanaan HAM  di daerah-daerah. Setelah
menerima pengaduan dari masyarakat, ada dua langkah
pertama yang dilakukan oleh Komnas HAM, yaitu:

1) Menjawab langsung atas pengaduan yang diterima,
dengan cara memberikan dorongan untuk bersabar
menunggu penyelesaian proses pengadilan, dan membe-
rikan petunjuk upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan
si.pengadu ﬁntuk memulihkan haknya.

2) Menyuratl instansi-instansl berwenang atau penyidik
guna mempertanyakan/meminta tanggapan atas tuduhan
vang dilaporkan pada pengadu. Setelah menerima

Jawaban, Komnas melakukan tindakan lanjutan yang
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bertujuan mencegah pelanggaran—-pelanggaran HAM itu
tidak terulang lagi.

Tindakan menyelesalkan langsung kasus-kasus ter-
sebut sesual pula dengan patokan yang digariskan oleh
PBB (tahun 1979) bahwa dalam mengaktifkan peran Komisi
HAM di setiap negara, hendaklah menyelesaikan langsung
kasus-kasue yang dihadapi sepahdang tidak bertentangan
dengan hukum. Tindakan ini oieh PBB disebut Kuasi-
vurisdiksional.

Hal penting berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Komnas HAM adalah bahwa Komnas HAM bukan lembaga yang
berwenang mengambil keputusan. Lembaga ini hanya meman-
tau apakah telah terjadi pelanggargn-pelanggaran HAM
atau tidak pada suatu kasus. Hasil pantauan direkomen-
dasikan ke instansl tertentu, dan keputusan s?landutnya
terserah pada instansi tersebut.

Rekomendasi HAM bersifat terbuka, sehingga reko-
mendasi 1itu diketahuil oleh pemerintah, dalam hal ini
Presiden. Karena sifat rekomendasi itu terbuka, maka
Komisi HAM PBB dan Komisi-komisi Nasional di banyak
negara dapat mengetahul isi rekomendasi tersebut. Oleh
karena itu, apabila suatu rekomendasi tidak ditindaklan-
juti di suatu negara, maka pelanggaran HAM akan dibica-
rakan di tingkat PBB, khususnya Komisi HAM PBB. Selain
itu, terdapat 8 (delapan) negara maju yang setiap tahun
membuat penilaian terhadap HAM di seluruh dunia.

Menurut Baharudin Lopa, berdasar pengalaman dalam
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menghadapi berbagail kasus, Komnas menemukan metode
pendekatan penyelesalan yang 'efektif, valtu (Lopa,
1996:185-186)

1. Faktual
Dengan metode ini, dalam menghadapl setiap kasus,
sebelum memberl penilaian, Komnas terlebih dahulu
berusaha mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya
dari kasus yang dijadikan sengketa.

2. Persuasif
Dengan metode persuasif, kepada kedua pihak yang

bersengketa diupayakan musyawarah, untuk menghindari -

konflik fisik. Dalam hal ini, Komnas berperan sebagaiﬂ’“ 

mediator.
3. Mandiri (Independen)

Dalam setiap kasus, Komnas selalu berusaha 'unfﬁkﬁ

tidak memihak, supaya masalah dapat diselesaikan
secara obyektilf. A
4. Obyektif dan Adil

terutama dalam menghadapi kasus yang melibatk&n‘ihﬂ

pemerintah, Komnas bersikap obyektif dan adil.
5. Kemitraan :
Apablila dirasskan perlu, Komnas akan selalu berhubun—

gan dengan instansi-instansi terkait agar masalahfﬁff

dapat diselesaikan dengan adil dan sesual = dengan iy

ketentuan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari—hari

HAM setelah menerima pengaduan dari warga' masyarakat._;f

tentang adanya pelanggaran HAM akan menyeleksi pengaduan7f*ﬁ

yvang disampaikan. Pengaduan-pengaduan ini harus diaelék—

si, karena dalam kenyataannya terdapat banyak kasus yang =

diadukan kepada Komnas HAM bukan merupakan pelanggafdh"

HAM, atau bukan merupakan kewenangan Komnas HAM.

Kalau dikelompokkan, maka dapat dikatakan bahwa £

dalam'menangani pengaduan, Komnas HAM menggunakan metode

pendekatan edukatif, persuasif, dan preventif. Dengan

metode edukatif, Komnas HAM memberi pengertian kepada
pengadu bagalimana menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Metode persuaéif merupakan pilihan yang diambil Komnas
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HAM apabila dalam menangani pengaduan vyang diterima,
Komnas HAM nendoroﬁg pihak-pihak yang bersangkutan untuk
menikuti peraturan hukum dalam menyelesaikan masalah
vang dihadapi. Dan dengan metode preventif, Komnas HAM
berusaha mencegah agar kekeliruan tidak terulang lagi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila Komnas HAM
berpendapat untuk melihat masalahnya secara lebih seksa-
ma, maka Komnas HAM'akan menurunkan timnya ke lapangan.
Komnas tidak akan bersifat pasif, melainkan akan mengi-
rim anggotanya ke beberapa daerah agar bisa .menemukan
berbagal masalah. Dengan menurunkan nggotanya ke daerah,
maka Komnas HAM akan dapat memperoleh fakta-fakta yang
berkenaan dengan masalah yang diadukan, yang dapat
digunakan sebagal dasar untuk mengeluarkén rekomendasi.

Disamping meﬁangani setiap pengaduan dengan
sebalk-baiknya, Komnas juga selalu berupaya untuk menu-
runkan timnya ke lapangan guna pencarian fakta. Dengan
demikian, Komnas HAM akan dapat memperoleh sumber infor-
masl eecara langsung tentang kejadian yang dilaporkan,
di samping mendengarkan keterangan dari para pihak yang
terkait.

Sesual dengan kedudukannya yang telah diatur
dalam Keppres 50/1993, maka cara kerja Komnas yang utama
adalah melalui mediasi. Dengan demikian, cara bertindak
yvang dikembangkan adalah cara bertindak sesuai dengan
peran sebagaili mediator dan fasilitator. Sedangkan pende-

katan yang digunakan dalam membantu menyelesaikan perka-



ra adalah pendekatan persuasi.

Dalam melaksanakan mediasi, pada prinsipnya
Komnas HAM akanlmempertpmukan para pihak. Ada dua cara
vang dikembangkan. Pertama, Komnas HAM sendirl bertindak
selaku mediator, sedangkan yang kedua, pihak-pihak
dipertemukan oleh Bakorstranasda atau Pemda dengan
konsep penyelesalan dari Komnas HAM. Komnas HAM 1lebih
cenderung mengembangkan cara yang kedua karena sekaligus
mendorong refungsionalisasi dan revitalisasi dari in-
stansi yang bersangkutan (Kapolri, 1996:11).

Komnas HAM tidak mempunyal kewenangan untuk
menjadi pembuat kebijakan, dan hanya berperan membantu.
Oleh karena itu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Komnas HAM secara hukum tidak mempunyal kekuatan paksa,
dan hanya secara moral. Secara moral, instansi yang
menerima rekomendasl dari Komnas seharusnya mematuhi
rekomendasi tersebut. karena tanpa perhatian dan tindak
lanjurt daril instansi yang menerima rekomendasi, maka
rekomendasi Komnas menjadi tidak berarti.

Dengan semakin meningkatnya perhatian luar negeri
terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komnas HAM, maka kegi-
atan. regional dan internasional semakin meningkat pula.
Di samping menefima tamu-tamu dari luar negeri, seperti
misalnya menlu AS, Komnas HAM Jjuga mengunjungili negara-
negara lain guna menghadiri konferensi-konferensi vyang
berkalitan dengan pelaksanaan HAM dan melakukan studi

banding dengan negara-negara lain, misalnya ke Austra-
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lia. Semakin meningkatnya perhatian luar negeri terhadap
kegiatan Komnas HAM dapat dilihat dari semakin bertam-
bahnya delegasi-delegasi asing termasuk perwakilan asing
dan badan-badan internasional yang mengunjungi Komnas
HAM. Pada akhir tahun 1997, bahkan telah diadakan Loka-
karya Nasional III HAM yang diikuti oleh Komisi HAM
Kanada (CHRC), yvaitu Ketua Komisinya sebagai salah satu
pemblcara. ‘

Di samping usaha-usaha yang dilakukan pemerintah
melalui Komnas HAm untuk melindungi dan memajukan HAM,
usaha-usaha lain telah banyak dilakukan dalam upaya
memajukan HAM. Diantaranya adalah melalui pendidikan
HAM. Memang secara formal pendidikan HAM ini belum
sepenuhnya dapat direalisasikan, karena HAM belum dapat
dijadikan suatu mata pelajaran atau mata kuliah wajib

"oleh eemua lembaga pendidikan di Indonesia. Tetapi
paling tidak sudah terdapat beberapa universitas yang
memasukkan HAM sebagai mata kuliah tersendiri, seperti
Fakultas Hukum Trisakti.

Usaha memajukan HAM melalui dunia pendidikan Jjuga
terlihat dengan berdirinya beberapa Pusat Studi HAM di
beberapa universitas, seperti Pusat Studi HAM di Univer-
sitas Diponegoro, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya,
dan sebagainya. Dengan adanya Pusat Studi HAM ini, maka
diharapkan agar kepedulian masyarakat, terutama anak
didik terhadap HAM meningkat. Di samping 1itu, Pusat

Studi HAM ini Juga dapat bekerja sama dengan Komnas
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untuk bersama-sama mengupayakan pemajuan dan perlindung-
an HAM.

Uéaha laiﬁ yvang dilakukan untuk memajukan dan
menegakkan HAM di tanah air berdasar penelitian adalah
adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh LSAM,
vaitu melalui pendidikan dan pelatihan HAM. Dengan
pelatihan ini, peserta tidak hanya diperkenalkan dengan
apa yang disebut dengan HAM, tetapi Jjuga belajar bagai-
mana memecahkan masalah-masalah pelanggaran HAM. Berda-
sar hasil penelitian, maka Departemen Luar Negeri Juga
telah menyelenggarakan berbagal penyuluhan dan penataran
tentang HAM, bahkan telah beberapa kali menyelenggarakan
seminar maupun lokakarya tentang HAM, bekerja sama
dengan Komnas HAM maupun badan-badan HAM internasional.
Sebelum Komnas terbentuk pada tahun 1983, IDepartemen
Luar Negeri telah menyelenggarakan Lokakarya Nasional I
HAM, vyang diantaranya merekomendasikan untuk segera
dibentuk suatu badan yang menangani masalah ﬂAM. Dengan
demikian dapat diketshul bahwa usaha-usaha pemerintah
untuk memajukan dan mengembangkan HAM sebenarnya sudah
dimulai sebelum terbentuknya Komnas HAM.

Usaha pemerintah yang paling baru yang sangat
positif di bida;g HAM pada saat ini adalah dimasukkannya
HAM dalam satu sektor tersendiril di bidang hukum dalam
GBHN. Dengan dimasukkannya HAM dalam GBHN, maka tanggung
jawab terhadap penegakan HAM tidak hanya terletak pada

satu atau beberapa lembaga saja, akan tetapi penegakan
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HAM merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.
Hal ini mengandung arti bahwa masalah HAM adalah masalah
vang sangat penting yang meminta perhatian selurih
lapisan masyarakat. Dari sini Jelas bahwa usaha-usaha
untuk memajukan dan melindungi HAM merupakan tugas

seluruh bangsa Indonesia.

189



PERPUSTAKAAN |

FAKULTAS HUKUM
BAB IV UNIVERSITAS TRISAKT!

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Kondisil Penegakan HAM di Indonesia dan Perkembangan yang

Terjadi Dalam Masyarakat

Persoalan penegakan HAM tidak dapat semata—-mata
dilihat sebagal semangat universal yang melampaui kondisi
masyarakat. Untuk menegakkan HAM perlu Jjuga dipertimbangkan
banyak hal vyang men&angkut aspek sosio-kultural maupun
sosio-historis.

Penghormatan terhadap HAM dan penegakannya harus
dilihat sebagal manifestasi yang utama dari tatanan keter-
tiban yang adil dalam kehidupah bersama. Oleh karena itu,
setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesla harus menghormati
dan menegakkan HAM untuk melanjutkan eksistensinva. Bagi
negara Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 200
juta Jiwa, sangatlah mungkin untuk terjadinya berbagail
masalah pelanggaran HAM. Masyarakat pada kenyatéannya saat
ini makin peka terhadap persoalan hak asasi, terutama yang
menyangkut kepentingannya, seperti masalah tanah, hak dan
kebebasan politik; masalah perlakuan yang sewenang-wenang
darl aparat, dan sebagainya.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia adalah
negara Yang menganut paham kedaulatan rakyat. Pancasila

sebagai falsafah dan ideologl negara, dalam sila ke-2

190




menegasﬁan bahwa Indonesia menempatkan HAM sebagal unsur
penting dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. UuD
1945, baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya
mengisyaratkan bahwa negara Republik Indonesia menjunjung
tinggi HAM. Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara
diharuskan untuk menghormati cita-cita moral rakyat vyang
luhur. Oleh karena itu, sebenarnya‘tidak ada kendala 1ideo-
logis dalam penegakan HAM di Indonééia.

Sebagail salah satu anggota masyarakat internasional,
Indonesia mendukung Iinplementasil dan perlindungan HAM
berdasarkan Deklarasi Universal HAM dan persetujuan-
persetujuan internasional lainﬂya. Sebagali anggota masyara-
kat internasioﬁal pula, Indonesia tidak dapat menJjauhi
perubah-an-perubahan vyang terjadi dalam hubungan antar
negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dituntut
untuk memiliki kepekaan yang tinggl dalam masalah HAM,
tetapl Juga tampil dengan pemikiran-pemikiran baru, vyang
penting bagi perbaik-an implementasi HAM dan pemahaman yang
lebih besar mengenai HAM.

Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendu-—
kung terselenggaranya pelaksanaan HAM secara baik. Marzuki
Darusman berpendapat bahwa penegakan HAM memerlukan pemba-
~ruan politik. Yang dimaksud dengan pembaruan politik adalah
perombakan struktur politik yang ditujukan untuk mencipta-
kan kekuasaan yang lebih seimbang agar tidak terdapat
dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Tanpa

pembaruan politik, maka upaya penegakan HAM tidak akan
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berhasil, karena sebagal suatu proses yang terus mencari
bentuk-bentuk kebebasan baru, pelaksanaan HAM terkalt erat
dengan proses politik.

Penulis sependapat, bahwa untuk mendukung penegakan
HAM, yang diperlukan adalah tindakan-tindakan yang berupﬁ
kebijakan, karena dengan bertindak pada tahap kebijakan,
cakupannya menjadi lebih luas, tidak hanya menyangkut kasus
yang bersifat mikro dan individual. Bagaimana sistem poli-
tik dan hukum dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan HAM,
1tu merupakan hal yang terpenting. Masuknya materi HAM di
dalam GBHN dapat diambil sebagail contoh mengenai masalah
ini. Dengan dimasukkannya HAM dalam suatu produk hukum MPR,
akan lebih memperlihatkan lagi betapa pentingnya masalah
HAM ini untuk lebih diperhatikan. Kebijakan yvang lain yang
harus segera diambil pada saat ini adalah mengevaluasi
beberapa produk peraturan yang dapat menimbulkan pelangga-
ran HAM. Berdasar pengamatan penulis, usaha 1ini sudah
dilaksanakan oleh Komnas HAM, bekerja sama dengan beberapa
LSM, yaitu menginventarisasi berbagail peraturan perundangan
yvang memberikan peluang terjadinya pelanggaran HAM.

Menurut Todung Mulya Lubis, setidaknya ada dua hal
penting yang berhubungan dengan penegakan HAM dalam hukum
positif Indonesial Pertama, sejauh mana hukum positif
Indonesia melindungi HAM, sejalan dengan prinsip-prinsip
HAM yang tertulis dalam instrumen HAM internasional. Kedua,
sejauh mana ketentuan-ketentuan HAM tersebut dihormati dan

dijalankan (Lubis, 1996:97).
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Dalam peraturan perundang-undangan RI, telah terse-
bar Jaminan dan perlindungan martabat, hak, dan kewajiban
asasi. Oleh karena itu menurut Presiden Soeharto, vyang
perlu dilakukan dalam memajukan dan meningkatkan perlindun-
gan HAm adalah menghimpun, menelaah, mengambil inti sari,
menata, memasyarakatkan kembali dan melaksanakan secara
teratur seluruh wawasan kemanusiaan yang telah dikembangkan
secara terus-menerus. ‘

Sehubungan dengan pernyataan Todung Mulyé Lubis :di,
atas, berdasar pengamatan penulis, di Indonesia pééa Bagf
ini masih terdapat beberapa Undang-undang yang '§Otensial
untuk melahirkan pelanggaran HAM. Yang paling ‘menonJjol
adalah UU Subversi, yang pada saat 1ni. sedang#rdibahas
beberapa kalangan tentang keabsahannya.'“Tefhadép"ﬁkohdis}
ini, tidak ada jalan lain bagi éemerintah Yem Tsadar’ legis-—
latif kecuali merevisi dan meninjau kembali péranékét hukum
tersebut, karena Undang-undang ini telah banyak'menimbulkan
kontroversi. Kenyataan Juga menunjukkan bahwa di Dbidang
penegakan hukum, masih banyak terjadi pelanggaran, seperti
berbagai tindakan aparat yang melanggar KUHAP, dan sebagai-
nya. Berbagal peraturan yang berlaku di Indonesia .sebenar—
nya sudah mencakup berbagail aspek perlindungan HAM. Hanya
saja dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran vyang
justru dilakukan oleh aparat negara.

Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh rendahnya
kualitas aparat penegak atau pelaksana hukumnya. Hukumnya

sudah baik dan memuat HAM secara memadai, namun dalam
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prakteknya di lapangan kadang terjadi penyimpangan, vyang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Terhadap pelang-
garan HAM yang demikian ini, perlu diadakan pelurusan
dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada aparat pene-
gak hukum yang melanggar HAM.

Menurut Roekmini Soedjono (almh), pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh aparat disebabkan karena masih lemshnya
kesadaran hukum, kesadaran kemanusiaan, dan kesadaran
poltik dari aparat pelaksana sistem. Mereka tlidak menyadari
bahwa perilaku yang melanggar HAM sebenarnya dapat melemah-
kan sistem, dan lebih lanjut dapat mengurangi kepercayaan
rakyat terhadap sistem politik vang sedang berjalan (Komnas
HAM, 1994). Sedangkan menurut Ali Alatas, pelanggaran oleh
aparat banyak terjadi karenan banyak aparat yang tidak
mengerti bahwa apa yéng diperbuat itu melanggar HAM. Untuk
itu, menurut penulis, dalam rangka pendidikan dan penyulu-
han HAM, pihak yang pertama-tama harus diperhatikan adalah
para aparat penegak hukum itu sendiri.

Penyuluhan dapat dilakukan melalui instansi-
instansi, terutama instansi pemerintah, dengan cara mewa-
Jibkan para aparat untuk mengikuti program-program penyulu-
han tentang HAM. Jadl ada upaya yang bersifat memaksa
setiap aparat untuk memahami dan selanjutnya melaksanakan
HAM sebaik-baiknya.

Sepertl dikemukakan oleh Roekmini di muka, bahwa
pelanggaran HAM vyang terjadi di Indonesia pada saat ini

melekat pada “power structure”. Keadaan tersebut membawa
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implikasi yang cukup luas, tidak hanya menyebabkan terjadi-
nya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya
pelanggaran HAm itu sendiri,” namun juga dapat menghasilkan
kebijakan publik vang potensial memungkinkan terjadinya
pelanggaran HAM. Misalnya pencekalan terhadap orang-orang
tertentu untuk meyampaikan ceramahnya, penahanan tanpa
surat, dan lain-lain. Dan dengan ﬁorm&t politik, sekarang
terbuka kemungkinan adanya ketidaﬁadil&n dan pelanggaran
HAM karena kelompok kepentingan yang mempunyai akses terha-
dap struktur adalah yang menang atau dimenangkan (Kompas,
18-6-1996).

Pola kemampuan sistem politik dalam mengatasi berba-
gal masalah yang muncul sangat dipengaruhi tingkat pemaham-
an elit politik dan pelaku sistem yang terlibat dalam pro-

ses pengambilan keputusan. Oleh karena itu sangat penting

bagi para elit politik untuk memahami dan mengembangkanj'5

HAm, agar dalam setiap pengambilan keputusan memperhatikan
aspek-aspek HAM. Apabila dalam setiap keputusan para pelaku
sistem politik memperhatikan aspek-aspek HAM, maka usaha
penegakan HAM akan lebih mudah dicapal.

Sudah banyak upaya yvang dilakukan oleh pemerintah,
baik secara konsepsional maupun secara operasional untuk
lebih meningkatken pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Dianta-
ranya adalah dengan pembentukan Komnas HAM. Meskipun demi-
kian, tidak dengan sendirinya pelaksanaan HAM di Indonesia
terselenggara dengan sempurna. Masih diperlukan berbagal

upaya secara nyata agar prinsip-prinsip HAM yang dijamin



dalam konstitusi maupun semua kelengkapan yang sudah diada-
kan secara institusional, benar-benar terwujud dalam kenya-
taan kehidupan sehari-harl.

Berdasar hasil penelitian, maka sebagian besar
masyarakat mengatakan bahwa kondisi penegakan HAM di Indo-
nesia makin membaik setelah terbentuknya Komnas HAM. Hal
ini cukup menggembirakan, mengingat Komnas HAM baru bekerja
selama 4 tahun. Dengan dukungan berbagail pihak serta makin
meningkatnya kesadaran HAM di kalangan masyarakat, maka
diharapkan agar apa yang telah dicapal oleh Komnas dapat
terus dikembangkan.

Menurut Marzuki Darusman, pelaksanaan HAM di Indone-
sia seringkali masih nampak problematis, karena HAM belum
memiliki atau memperoleh bobot ideologis yang diperlukan
ﬁntuk tidak lagi dipertanyakan keabsahan pelaksanaannya.
Sebab haﬁya dengan memiliki bobot otoritas yang setara, HAM
dan upaya pemajuannya barulah benar-benar dapat menjadi
cita-cita operasional dari norma-norma politik dan hukum di
Indonesia. Pelaksanaan HAM yang masih problematis ini
seringkali dihubungkan antara lain dengan 1idee tentang
adanya pertentangan yang mendasar antara paham individual-
istis dengan Pancasila. Padahal kedua hal tersebut tak
dapat dipertemukan‘(Darusman, 1995:42).

Sebenarnya masalah HAM sudah cukup berbobot secara
ideologis. Pancasila sebagal ideologi dan falsafah bangsa
Indonesia dalam sila ke-2 telah memuat pokok-pokok vang

mengatur HAM. UUD 1945 dalam beberapa pasalnya juga telah
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mengatur tentang hal-hal yang dapat dikategorikan sebagail
pelaksanaan HAM. Selain Pancasila dan UUD 1945, meskipun
tidak secara jelas menyebut tentang HAM, namun dalam bebe-
rapa peraturan perundangan RI telah diatur tentang HAM,
misalnya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.14
Tahun 1970, UU No. 5 Tahun 1986, dan lain-lain. Kesemuanya
telah mengatur hak-hak warga negara yvang merupakan HAM.

Belum efektifnya pelaksanaag norma-norma HAM baik
yang‘tertuang di dalam kovenan-kovenan internasional maupun
yvang dikandung dalam produk legislatif nasional, sebagaima-—
na ditunjukkan oleh berbagail kasus pelanggaran HAM memberi-
kan pemahaman bahwa perjuangan untuk mewujudkan kehidupan
yang menghormati HAM bukanlah sesuatu yang lancar. Banyak
kendala vyang harus dhadapi. Oleh karena itu, perjuangan
penegakan HAM tidak mungkin hanya diserahkan kepada negara
yvang biasanya Justru sering melanggar HAM. Perjuangan untuk
menegakkan HAM memerlukan keterlibatan semua pihak. Hanya
dengan dukungan semua lapisan masyarakat, penegakan HAM
relatif mungkin untuk diwujudkan.

Kendala upaya pengembangan HAM di Indonesia, menurut
beberapa kalangan LSM adalah disebabkan karena (LSAM,1995:
14):

1. Bangsa Indonesia masih terjebak adanya pemisahan secara
kaku antara konsep HAM Barat dengan konsep HAM Non-
Barat.

2. Adanya penolakan terhadap pendekatan negara-negara maJju

yvang menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan
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negara berkembang dalam bentuk kondisionalitas (persya-
ratan), dimana bantuan akan dicabut apabila terdapat
pelanggaran berat terhadap HAM.
Kritik-kritik yang dilancarkan terhadap pelaksanaan
HAM akhir-akhir ini secara umum terpusat pada realisasi
kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat secara
lisan maupun tertulis serta proses penegakan hukum. Banyék
kasus penangkapan terhadap para pengunjuk rasa, pencekalgh

terhadap beberapa orang, pelarangan pementasan seni, iiin

ceramah yang dipersulit untuk pembicara-pembicara terteﬁfg;
dan sebagainya. Kondisi semacam ini banyak menimbulkgﬁ
keresahan di dalam masyarakat. Terhadap bentuk—benggk
pelanggaran HAM ini, dikatakan bahwa hal inl bertentangén
dengan asas demokrasi yang dijunjung tinggi bangsa Ind&ﬂél
sia. Dan masalah demokrasi ini sangat berkaitan erat denggn
pelaksanaan HAM. Seperti yvang diurakan oleh Marzuki Daﬁégé
man, bahwa bagi Indonesia, persoalannya adalah bagaimﬁné
mengembangkan demokrasi. Sebab, tanpa demokrasi HAM tiqgk
bisa dilaksanakan (Kompas, 28-10-1986). .
Berdasar pengalaman praktis, pemerintah Indonesla
percaya bahwa pembangunan memudahkan usaha-usaha untuk
memajukan kenikmatan HAM dan proses demokratisasi. Secara
konseptual, Indonesia memandang bahwa apabila hal teraebﬁt
diperdebatkan, hanya merupakén hal yang tidak perlu dan
kehilangan relevansinya, kecuall jika mempunyail pegangan
gagasan yang benar, yang lebih baik dari pembangunan seper-

ti yang ditentukan dalam Deklarasi Hak Pembangunan. Dan
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oleh karena itu, pembangunan merupakan proses ekonomi,
sosial, budaya, dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan
pada kemajuan vyang konstan atas kesejahteraan seluruh
masyarakat dan seluruh individu, yang didasarkan pada
partisipasi yang berarti dalam pembangunan. Jelasglah dari
gagasan tersebut bahwa HAm dan demokrasi merupakan bagian
dan paket pembangunan.

Hasil temuan Komnas yang dlutarakan oleh Marzuki
Darusman, menyoroti masalah mendasar yang belum diselesai-
kan dengan baik di Indonesia adalah:

1. Demokrasi di Indonesia belum memberdayakan rakyat dalam
kedaulatannya untuk dapat mengoreksi arah pelaksanaan
kebijakan pemerintah.

2. Penegakan hukum di Indonesia dalam bahaya karena lebih
menjadi alat kekuasaan, séhingga tidak responsif lagi.
Akibatnya supremasi hukum tidak dapat ditegakkan.

3. Ketidakadilan sosial dewasa ini telah mencapai tingkat
kesenjangan di segala bidang vang tidak lagli dapat
ditolerir oleh masyarakat.

Selanjutnya, berdasar temuan Komnas di lapangan
dikatakan bahwa kerancuan di sektor demokrasi, hukum, dan
keadilan sosial disebabkan tidak berfungsinya secara penuh
lembaga-lembaga seperti lembaga DPR, lembaga penegak hukum,
dan lembaga kontrol sosial, serta masih merajalelanya
korupsi dan kolusi di berbagail tingkatan (Kompas, 13-1-
1998).

Secara umum, kondisi yang dianggap rentan bagi
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pelaksanaan HAM di Indonesia adalah kesan ketidaktrampilan
pemerintah dalam menangani berbagal permasalahan nasional
di tahun-tahun terakhir. Perkembangan terakhir yang ikut
mempengaruhi pelaksanaan HAM di Indonesia adalah terjadinya
krisis moneter yang belum dapat dikendalikan oleh pemerin-
tah.

Proses penegakan hukum yang kurang berjalan sewajar-
nya ikut pula mempengaruhi situasi yang berkembang dalam
masyarakat. Masyarakat menjadi berkurang kepercayaannya
terhadap aparat penegak hukum. Lembaga peradilan vyang
kurang mandiri, aparat kepolisian yang sering melanggar
KUHAP, kerjasama antar lembaga penegak hukum yang kurang
serasi, merupakan fenomena yang ada pada saat 1ini, dan
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program-
program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai
contoh persidangah kasus Udin yang diliputi dengan berbagai
penyimpangan, penganiayaan beberapa tersangka di ruang
tahanan, penangkapan para Jaksa oleh Polisi yang kelihatan
tanpa koordinasi, bahkan beberapa pembatalan suatu keputu-
san pengadilan oleh pengadilan yang lain, dan sebagainya.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kondisi penegakan
HAM di Indonesia b?lum begitu baik.

Penegakan HAM juga berkaitan dengan kesadaran hukum.
Apabila kesadaran hukum masyarakat sudah bailk, maka penega-
kan HAM akan lebih bisa dilaksanakan. Namun pada kenyataan-
nya berdasar pengamatan penulis, kesadaran hukum masyarakat

Indonesia belum begitu baik. Haslilnya situasi dan keadaan
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yvang mendukung terselenggaranya HAM secara baik tidak
tercipta. '

Mulyana W. Kusumah berpendapat bahwa kritik terhadap
proses penegakan hukum yang dinilal menyimpang dari prinsip
dan kesepakatan internasional mengenal HAM tertuju kepada
kecenderungan instrumentasi hukum pidana untuk tujuan-
tujuan politik penyelenggara kekuasaan negara, peranan
lembaga-lembaga kekuasaan kehakimgn vang tidak sejalan
dengan misi menghasilkan proses dan keputusan vyang adil,
serta penyimpangan lain seperti eksekuéi di luar hukuman
atas pelaku kejahatan (Tiras, No4,/1/23-2-1995).

Realisasi HAM memang sudah merupakan tuntutan tak
terelakkan sebagail hasil dinamika politik internal dan per-
tumbuhan kesadaran global. Oleh karena itu, setidak-
tidaknya harus ditempuh dua langkah penting untuk menangga-
pi kritik atas pelaksanaan HAM, dan peningkatan tuntutan
rakyat atas HAM, yaitu reformasi kebijakan politik dan
reorientasi pembaruan dan penegakan hukum.

Baik buruknya penegakan hukum merupakan indikasi
baik tidaknya penghormatan terhadap HAM. Konsistensi pene-
gakan hukum merupakan salah satu wujud penegakan HAM.
Inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran
HAM, merupakan bentuk lain dari pelanggaran HAM oleh pe-
nguasa untuk melaksanakan hukum dan HAM.

Dalam penegakan HAM, menurut Todung Mulya Lubis,
terdapat 5 pilar yang penting, yaitu (Lubis,1994:9-11):

1. Lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak, yang
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harus lepas dari campur tangan eksekutif;

2. Profesi hukum yang mandiri, yang bebas beracara di
depan sidang;

3. Kebebasan pers, vyang tidak takut beracara di depan
sidang;

4. DPR yang kuat, terutama dalam fungsinya sebagal lemba-
ga kontrol pemerintah;

5. LSM-LSM yang berfungsi sebagal kontrol sosial.

Prospek perlindungan HAM di Indonesia pada saat ini,
menurut Muladi sudah cukup baik. Iktikad baik dari penguasa
ini tampak dari adanya lembaga PTUN, Komnas HAM, transpa-
ransi ABRI dalam mengadili pelanggar-pelanggar HAM, aturan
tentang praperadilan, penyederhanaan perijinan, lembaga
peradilan yang mulail menunjukkan independensinya, dasn lain-
lain (Suara Pembaruan, 20-5-96).

Segala usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk
menciptakan iklim yang kondusif bagl pelaksanaan HAM. Namun
dengan kondisi yang befkembang akhir-akhir inl, masyarakat
menjadi apatis terhadap segala upaya pemerintah tersebut.
Upaya-upaya pemerintah kadang-kadang ditanggapi secara
negatif oleh masyarakat, termasuk pendirian Komnas yang
oleh beberapa orang dianggap sebagai alat pemerintah saJja.
Segala hasil kerja yang telah dicapaili Komnas dianggap belum
memuaskan. Semua 1ini menurut penulis dipengaruhi oleh
kondisi obyektif yang berkembang dalam masyarakat.

Pada akhirnya, penegakan HAM harus dimulai dari diri

sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.
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Penciptaan penegakan HAM Juga dapat dilakukan melalui
keteladanan., Misalnya dimulai dari pejabat-pejabat atau
orang-orang yvang mempunyai kekuasaan dalam struktur pemer-

intahan.

B. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Mengadukan
Masalahnya ke Komnas HAM. '

Harus diakui, keberadaan ﬁémnas HAM semakin hari
semakin disambut hangat oleh segala lapisan masyarakat.
Meski sudah menempuh berbagai upaya hukum, termasuk mengadu
ke DPR/DPRD, sepertinya belum merasa puas kalau belum
mengadu ke Komnas HAM. Meskipun hasil yang diperoleh dari
Komnas HAM tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Fenomena bahwa banyak masyarakat yang mengadu ke
Komnae HAM tidak dapat disangkal lagi. Berdasar penelitian,
sebagian besar masyarakat yang belum pernah mengadukan
masalahnya ke Komnas HAM menyatakan akan mengadukan masa-
lahnya ke Komnas apabila kelak di kemudian hari mempunyal
masalah, seperti ditunjukkan Tabel 15 di muka. Dengan
berbagal alasannya masing-masing, masyarakat meletakkan
harapan yang begitu besar terhadap Komnas HAM.

Harapan masyarakat vyang begitu besar ini dapat
dipahami, mengingat selama ini masyarakat sudah merasa
jenuh dengan pelayanan yang diberikan oleh DPR. Di samping
itu, nama Komnas HAM itu sendirl nampak menjanjikan bahwa
lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang menangani

masalah-masalah pelanggaran HAM. Beberapa anggota Komnas
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HAM yang cukup dikenal masyarakat sebagal orang-orang vang
lurus, tegas, dan cukup vokal ikut memeberikan andil dalam
menumbuhkan harapan masyarakat.

Kondisi semacam itu tidak Jarang harus membuat
lembaga yang bergerak di bidang HAM seperti LBH harus
merumuskan langkahnya menyusul peran Komnas HAM yang menda-—
pat kepercayaan beitu tinggl dari masyarakat. Langkah yang
diambil LBH/LSM yang lain bukanlah langkah-langkah vyang
dimaksudkan untuk menarik klien ke LBH/LSM kembali, tetapl
dengan lahirnya Komnas HAM, berarti LBH memperoleh mitra
dalam upaya penegakan HAM. Hal inl dapat dibuktikan dengan
seringnya LBH/LSM yang lain membawa klien ke Komnas HAM
untuk mengadukan masalahnya.

Dewi Novirianti dari LBH Jakarta mengatakan bahwa
masyarakat pada saat ini lebih memilih Komnas untuk mengadu
karena Komnas lebih bisa menangani persoalan-persoalan
“instant” dengan cara yang lebih instant daripada LBH.
Komnas dapat langsung mengeluarkan rekomendasi /himbauan
kepada pihak lawan, atau menelepon birokrat yang berhubung-
an langsung. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
LBH, sehingga masyarakat cenderung datang ke Komnas HAM,
karena LBH biasanya melakukan bantuan-bantuan hukum yang
langsung atau tidak langsung (Wawancara, 28 Juli 1997).

Lahirnya Komnas HAM secara kuantitatif mengurangi
penerimaan pengaduan di LBH. Berdasar Catatan Akhir LBH
Jakarta +tahun 1994, 1995, 1996, terlihat adanya penurunan

jumlah klien yang mengadukan masalahnya ke LBH, seperti
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nampak pada tabel berikut:

Tabel 24

Jumlah Klien Yang Mengadu ke LBH Jakarta

S T — o — et e it

Tahun ! Jml Klien ! Penurunan (%)
1994 ! 1225 ) 0
1995 ! 1126 ! 8,1%
1996 ! 1083 ! 3,8%

Sumber: Catatan Akhir Tahun LBH 1994, 1995, 1996: diolah

Menurut Tabel 24 di atas, terlihét bahwa dari tahun
1994 sampai dengan tahun 1995 terjadi penurunan klien
sebesar 8,1% . Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun
19986, yaitu_mengalami penurunan 3,8% dari tahun sebelumnya,
berarti 11,6% kalau dihitung dari tahun 1994.

Memang, menurut pengamatan penulis, masyarakat vang
mempunyai masalah setelah lahirnya Komnas HAM langsung
datang ke Komnas HAM. Padahal sebelum tahun 1994, masyara-
kat Iyang bermasalah apabila ingin mengadu langsung datang
ke DPR atau LBH.

Meskipun data menunjukkan bahwa ;erjadi penurunan
klien secara kuantitatif, namun tidak bgrarti magyarakat
vang telah mengetahui adanya Komnas HAM ti?ak lagi memilih
LBH sebagai tempat mengadu. Hasll penelitian menunjukkan
bahwa dari 55 orang (30,5%) masyarakat vyang menyatakan
tidak akan mengadu ke Komnas seperti tampak pada tabel 186,

9 orang diantaranya memilih LBH sebagai tempat mengadu.
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Prosentase ini kemball meningkat pada responden
Pengadu, yaitu dari 45 orang responden, 17 orang diantara-
nya (37,8%) menyatakan masih akan mengadu ke LBH. Hal ini
ditunjukkan oleh Tabel 18.

Sebenarnya menurut pendapat penulis, masyarakat
tidak mempermasalahkan lembaga apa yang menangani masalah-
nya. Bagi masyarakat yang penting adalah hasilnya. Jadi
lembaga manapun akan didatangi asalkan dapat membela hak-
haknya. Kebetulan sekali, Komnas lahir pada saat keper-
cayaan masyarakat terhadap DPR menipis, sedangkan YLBHI
sebagal lembaga yang menaungi LBH baru dalam masa kriéis
internal. Ditambah dengan nama Vang ‘menjanjikan, yailtu
Komisi Nasional HAM, tidaklah mengherankan apablla masyara-
kat menaruh harapan yang begitu besar terhadap Komnas HAM.

Komnas HAM saat ini seakan menjadi primadona dalam
bidang penegakan HAM. Kondisi semacam inli merupakan sesuatu
yvang wajar. Komnas beranggotakan orang-orang yang mempunyail
kredibilitas tinggi di bidang HAM. Tetapi berdasar hasil
penelitian, masyarakat tidak begitu menjadikan faktor
anggota sebagal bahan pertimbangan utama. Sebagian besar
responden tidak mengetahui personil-personil yang menjadi
anggota Komnas HAM. Bahkan terhadap Jumlah keseluruhan
anggota Komnas HAMpun banyak masyarakat yang tidak mengeta-
huinya. Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
hanya mengetahui beberapa anggota Komnas HAM, dan tidak
mengetahui berapa jumlah anggota Komnas HAM yvang sebenar-

nya. Masyarakat ‘hanya mengetahul beberapa anggota sala,
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terutama anggota yang ada di Sub Komisi Pemantauan. karena
anggota Sub . Komiel inilah yang paling aering muncul di
media massa.

Komnas HAM sebagaimana layaknya pendatang baru yang
langsung meledit, mendadak kebanjiran permintaan masyara-
kat. Entah karena merupakan barang baru yang mesti dicoba
atau karena terdesak, tidak lagi melihat alternatif, akhir-
nya mereka mulai menyangkutkan ha;apannya kepada Komnas
HAM. Demikian Ali Said (alm) pernah mengatakannya (Tiras,
4,1/23-2-1995).

Kenyataan pada saat ini menunjukkan bahwa pengaduan
masyarakat banyak vang kurang terlayani oleh pihak-pihak
institusional, sehingga mereka lari ke Komnas. Kenyataan
ini, menurut Marzukil karena masyarakat berpendapat bahwa
Komnas mampu menyelesaikan permasalahan dalam waktu relatif
singkat. Pendapat Marzuki ini sesuai dengan hasil peneli-
tian, dan sesual pula dengan pendapat LBH Jakarta.

Tindakan masyarakat untuk mengadu ke Komnas HAM
tentunya dilatarbelakangi oleh hal-hal tertentu. Untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja vang mendorong masyarakat
untuk mengadukan masalahnya ke Komnas HAM, dalam penelitian
ini akan digunakan Teori Aksi dengan asumsi fundamentalnya
yvang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver,
Znaniecki, dan Talcott Parsons.

Asumsi fundamental Teoril Aksi yang ke-1 menyatakan
bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri

sebagal subyek dan dari situasi eksternal dalam poslsinya
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sebagal obyek. Didasarkan pada asumsi fundamental yang ke-1
ini, maka tindakan masyarakat untuk mengadu/keinginan untuk
menigadu muncul daril kesadaran sendiri sebagai subyek,
sebagal warga negara, sekaligus sebagal obyek pelanggaran
HAM. Hal 4ini Juga dikatakan oleh Frans H.Winarta, bahwa
masyarakat pada saat ini sudah sadar akan hak-haknya.
Pengetahuan akan hak-hak asasi dan hak-hak sipil sudah
tumbuh (Wawancara, 16 Agustus 1997). Sebagai subyek, manu-
sia sadar bahwa apabila haknya dilanggar oleh_pihak lain,
maka 1ia harus membela hak yang telah dilanggar tersebut.
Berbagai cara dapat ditempuh untuk mencapainya. Berdasar
hasil penelitian, maka lebih dari 80% Pengadu bertindak
atas nama sendiri atau kalaupun dilakukan secara berkelom-
pok, itu adalah demi membela kepentingan sendiri Juga.

Kondisi obyektif yang ada di Indqﬁéaéghﬁ?karang ini
adalah banyaknya terjadi.pelanggaran HAM. Béﬁy&k sekali
berita mengenal penggusuran, penyerobotan tanah,. tindakan
sewenang-wenang oleh aparat, berbagal bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan hukum, dan sebagainya.

Sebagai obyek, masyarakat telah merasakan bahwa di
lingkungan dimana dia tinggal sering terjadi pelanggaran
HAM. Pada =saat pe}anggaran HAM 1itu menimpﬁ dirinya, maka
seseorang akan berupaya untuk melakukan tindakan guna meng-
hentikan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, masyarakat
mengadu ke Komnas. Sementara itu berbagal kasus yang diadu-
kan masyarakat ke aparat unﬁuk diproses secara hukum sering

kandas di tengah perjalanan tanpa penyelesaian. Dan kalau-
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pun berhasil diselesaikan, telah memakan waktu dan bilaya
vang_tidak sedikit. Di lain pihak, sebagal harapan terakhir
masyarakat mengadu ke DPR. Hasilnya masyarakat disodori
dengan birokrasl yang bertele-tele. Dengan kondisi vyang
semacam ini, tidak mengherankan apabila masyarakat kemudian
berbondong—bondong mengadu ke Komnas HAM.

Seperti yang dikatakan oleh Harry Wiﬁowo dari Yapus-
ham dan Hendardi dari PBHI, bahwa ygng disebut pelanggaran
HAM adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap
warga negara. Dalam hal ini, tindakan masyarakat adalah
dalam Xkedudukannya sebagal obyek, vyaitu sebagal obyvek
pelanggaran HAM oleh negara. Akibat ketidakadilan yang
terjadi, masyarakat akhirnya melakukan tindakan, salah
satunya ada}ah dengan mengadu ke Komnas.

Kesadﬁran hukum masyarakat yang masih belum baik
ikut mempengaruhi kondisi penegakan HAM di Indonesia.
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya aparat
penegak hukum mendorong masyarakat untuk melakukan tinda-
kan-tindakan yang tidak berdasar hukum, seperti main hakim
sendiri, unjuk rasa massal, dan berbagai tindak kerusuhan.
Untuk mengatasi masalah ini, biasanya digunakan tindakan
kekerasan, sehingga menimbulkan berbagal bentuk pelanggaran
HAM. Di kalangan aparat penegak hukum sendiri kesadaran
akan HAM ﬁenurut penulis masih kurang. Banyak pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan KUHAP. yang dilakukan oleh
polisi, sehingga sering terdengar berita mengenal penga-

niayaan terhadap tersangka, yang jelas-jelas melanggar HAM.
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Menurut Yusril Ihza Mahendra, karena DPR lemah,
macet, dan tak bisa dipercaya lagi, maka masyarakat berbon-
dong-bondong ke Komnas HAM. Di samping itu, Komnas merupa-
kan barang baru, sehingga nampak sebagail alternatif (Wawan-
cara, 15 Agustus 1997). Ini berarti bahwa apabila DPR pada
saat ini dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,
yaitu sebagal penyalur aepirasi rakyat, maka harapan masya-
rakat tidak akan semata-mata tertumpu pada Komnas HAM.

Asumsi fundamental Teori Aksi yang ke-2 menyatakan
bahwasebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manu-
sia bukannya tanpa tujuan. Demikian pula dengan tindakan
masyarakat untuk mengadu ke Komnas HAM. Masyarakat mengadu
ke Komnas HAM karena menginginkan masalahnya selesal tanpa
berbelit-belit, dan Juga untuk menghemat biaya, karena
Komnas HAM gratis. Berdasar hasil penelitian, sebagian
besar dari masyarakat yang ‘menjawab kuesioner menaruh
harapan yang besar agar Komnas dapat menyelesalkan permasa-
lahannya yang kebanyakan telah berlangsung lama. Masyarakat
percaya bahwa Komnas akan dapat mencarikan Jalan keluar.
Karena mempunyal tujuan itulah, masyarakat menaruh harapan
vang besar terhadap Komnas. Tujuan masyarakat adalah agar
masalahnya dapat -diselesaikan dengan cara yang seadil-
adilnya, dan segala kerusakan serta kerugian yang diderita-
nya dapat dipulihkan. Namun demikian, kadang-kadang terda-
pat responden yang mempunyal tujuan lain atas kedatangannya

ke Komnas HAM. Seperti dikemukakan oleh Baharudin Lopa,
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terdapat beberapa pihak vang menyalahgunakan kewenagan
Komnas untuk memenangkan perkaranya. Padahal Komnas bukan-
lah lembaga yang bertujuan untuk memenangkan suatu perkara,
namun mencari jalan terbaik guna penyelesaian suatu masa-
lah. Adanya perbedsan tujuan dan kepentingan 1inilah vyang
menimbulkan tanggapan yang berbeda tentang Komnas HAM.
Manusia bertindak dengan mgnggunakan cara, teknik,
prosedur, metode, serta perangkat }ang diperkirakan cocok
untuk mencapal tujuan tersebut. Demikian rumusan ke-3 dari
asumsi fundamental Teori Aksli. Untuk mencapal tujuan-
tujuannya, setiap manusia bertindak ‘dengan menggunakan
segala upaya agar tujuannya tercapai. Demikian pula dalam
menghadapi pelanggaran HAM, masyarakat mencoba berbagail cara
untuk memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar. Darl 45
responden Pengadu-dan 180 orang responden yang belum pernah
mengadukan masalahnya ke Komnas HAM memberikan Jawaban
bahwa mereka akan mencoba berbagai cara untuk mencapai
hasil yang maksimal. Tabel 17 di muka menunjukkan bahwa
sebagian besar (86,7%) Pengadu menjawab masih akan mengadu-
kan masalahnya ke lembaga yang lain setelah mengadu ke
Komnas HAM. Alasannya bukan semata-mata karena Komnas HAM
bukan sebagal lembaga yang dapat memutuskan suatu perkara,
tetapi karena adanya keilnginan untuk menyelesaikan masalah
dengan hasil maksimal. Hasil penelitian pada tabel 15 Juga
menunjukkan bahwa terdapat 30,5% responden masyarakat vyang
belum pernah mengadu ke Komnas HAM menyatakan untuk tidak

akan mengadu ke Komnas apabila mempunyai masalah. Respon-
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den-responden tersebut memilih cara-cara yang lain untuk
menyelesaikan masalahnya. Alasannya bermacam—macam, namun
dapat disimpulkan bahwa dengan cara apapun, masyarakat
menginginkan agar masalahnya selesal dan berhasll sesual
dengan keinginannya.

Masalah pilihan cara dalam menyelesaikan masalah ini
berdasar pengamatan penulis, dipengaruhi pula oleh pengetafnh

huan masyarakat tentang tugas dan wewenang Komnas HAM

Masyarakat yang mengetahui tugas dan wewenang _Komnas HAMJJ@L

akan mempertimbangkan tindakannya terlebih dahulu untukj,T 

mengadukan masalahnya ke Komnas HAM, apakah merupakan_

kewenangan Komnas atau bukan. Pada kenyataannya, banyak

pengaduan yang diadukan sebanarnya bukan merupakan tugas
dan wewenang Komnas HAM. Bagi masyarakat yang mengetahui
tugas dan wewenang Komnas HAM, maka masalah yang bukan

merupakan kewenangan Komnas tidak akan diadukan ké Kdmnas,

melainkan langsung dibawa ke lembaga-lembaga yang _befﬁe-” _,

nang, misalnya pengadilan dalam hal yang menyangkut tinda-
kan hukum, baik berupa tindak pidana maupun masalah-masalah
perdata atau ke P4D/P4P dalam masalah-masalah perburuhan.
Namun, pada kenyatannya berdasar hasil penelitian, seperti
terlihat pada tabel 8, hanya 11,7% masyarakat vyang béiﬁm  .
pernah mengadu mengetahui tugas dan wewenang Kpmnas HAM.
Sedangkan pada responden Pengadu, 42 ,2% diantaranya menge-
tahui tugas dan wewenang Komnas HAM. Jadi tidak mengheran-
kan apabila masyarakat banyak yang salah mempersepsikan

kewenangan Komnas dan pada akhirnya kecewa pada harapannya



yvang terlalu besar. Masyarakat banyak yang beranggapan
bahwa kalau suatu masalah sudah diadukan ke Komnas HAM,
maka masalah tersebut akan dapat diselesaikan sampal tun-
tas. Banyak masyarakat yang menganggap Komnas sebagal
"senjata pamungkas", yang dapat menyelesaikan semua masalah
yvang tidak dapat diselesaikan lembaga lain. Pandangan vyang
demikian inilah yang masih perlu uqtuk diluruskan.

Pemilihan cara yang dipergu;akan masyarakat untuk
mencapal tujuannya, menurut penulis Jjuga berkaitan dengan
kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesa-
daran hukum yang tinggi akan mengetahui jalur hukum yang
harus ditempuh, sehingga kalaupun akan mengadu ke Komnas
HAM, mereka sudah mengetahul tugas dan wewenangnya. Seperti
terlihat pada tabgl.ls, 28,3% dari responden memilih lemba-
ga pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya dengan alasan
keputusan lembaga peradilan lebih memiliki kekuatan hukum.
Responden yang menjawab demikian menyadari bahwa rekomenda-
si Komnas tidak memiliki kekuatan hukum, hanya mempunyai
kekuatan moral saja.

Tindakan masyarakat untuk mengadu/tidak mengadu
seperti di atas memiliki alasan-alasan tertentu. Selanjut-
nya, menurut asumsi fundamental Teori Aksi yang ke-5,
manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tinda-
kan yang akan, sedang, dan telah dilakukannya. Terhadap
tindakan yang akan dilakukan, pemilihan dan penilaian ini
terlihat pada keputusan untuk mengadu/tidak mengadu ke

Komnas HAM. Masyarakat yang akan mengadu tentunya sudah




mempunyai pertimbangan tersendiri untuk mengadukan masalah-
nya ke Komnas HAM. Seperti terlihat pada tabel 15, 69,5%
responden masyarakat yang belum pernah mengadu menyatakan
akan mengadu ke Komnas HAM apabila mempunyai masalah yang
berkaitan dengan pelanggaran HAM. Sikap ini berdasar pemi-
lihan dan penilalan tertentu, karena selama 1ini terdapat
beberapa lembaga Vvang biasanya berfungsi sebagai tempat
pengaduan, seperti DPR/DPRD, aparat (sipil/militef),
LBH/LSM yang lain, Pengadilan, dan lain-lain. Dengan memi-
1ih Komnas sebagai tempat mengadu, sebenarnya masyarakat
juga telah memberikan penilalan yang baik terhadap Komnas
HAM diantara lembaga-lembaga lain yang telah ada.
Sebaliknya, masyarakat yang lebih memilih untuk
tidak mengadu ke Komnas HAM dan memilih lembaga lain Juga
mempunyal motif tersendiri. Pada tabel 15 ditunjukkan bahwa
30,5% responden masyarakat yang belum pernah mengadu menya-
takan tidak akan mengadu ke Komnas apabila mempunyal masa-
1ah vang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Responden yang
mengambil sikap ini menilai bahwa tindakan yang paling
tepat untuk dilakukan adalah menempuh Jalur hukum dahulu,
dan Komnas merupakan alternatif lanjutan. Di samping itu,
responden menilai‘ bahwa Komnas tidak memilliki wewenang
yudisial, sehingga tidak dapat mengeluarkan keputusan
final. Rekomendasi Komnas HAM pada kenyataannya Jjuga banyak
vang tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Alasan-
alasan itulah yang dikemukakan oleh responden, sehingga

mereka lebih memilih lembaga yang lain, Pengadilan misal-
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nya, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan
vang mengikat secara hukum.

Setelah memilih tindakan yang akan dilakukan, dan
pilihan sudah dijatuhkan, seseorang selanjutnya akan meni-
lai/mengevaluasi tindakan vyang akan, sedang, atau telah
dilakukannya. Yaitu apakah tindakannya sudah benar atau
belum, sudah sesual dengan keinginannya atau belum, dan
apakah hasilnya sudah memuaskan ataﬁ belum, dan sebagainya.
Atas dasar penilaian tersebut maka masyarakat akan memutus-
kan apakah akan meneruskan tindakannya tersebut atau tidak.
Bagi responden Pengadu, berdasar hasil penilaian tersebut,
maka akan diambil keputusan apakah masih akan mengadu ke
tempat lain ataukah tidak atas masalah yang sedang diadu-
kan. Dari tabel 17 di muka terlihat bahwa sebagian besar
responden Pengadu menyatakan masih akan mengadu ke instansi
lain. Hal ini berkaitan dengan penilaian masyarakat terha-
dap pelaksanaan tugas Komnas, seperti terlihat pada tabel
19. Dari tabel 20 tersebut dapat dilihat bahwa sebagian
besar responden, baik responden yang belum pernah mengadu
maupun responden Pengadu menjawab bahwa Komnas baru dapat
memuaskan sedikit atas harapan masyarakat. Hal 1ini tentu
saja berhubungan pula dengan minat masyarakat untuk mengad-
ukan masalahnya ke lembaga yang lain setelah mengadukan ke
Komnas HAM.

Di samping itu, penilaian terhadap pelaksanaan tugas
Komnas HAM mempengaruhi pula minat Pengadu untuk kembali

lagli mengadu ke Komnas HAM. Apabila masyarakat menilai
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bahwa kinerja Komnas HAM memuaskan harapan-harapannya, maka
masayarakat akan kemball mengadu ke Komnas HAM Jjika mempun-
yal masalah yang berkenaan dengan pelanggaran HAM lagi.
Tabel 19 di muka memperlihatkan bahwa 64,4% responden
Pengadu menyatakan kalau di kemudian hari mempunyai masa-
lah, akan mengadukan masalahnya ke Komnas kembali. Pernya-
taan ini diiringi harapan bahwa di kelak kemudian hari

Komnas akan lebih mandiri dan lebih aktif lagi.

Dengan memilih, menilai, dan mengevaluasi,._pgda_“:l
akhirnya masyarakat dapat memberikan tanggapan atas ekéis—;
tensi dan peranan Komnas HAM di Indonesia.

Dari ketujuh asumsl fundamental Teori Aksi vyang

dikemukakan di muka, hanya 4 asumsi yang dapat digunakan zwf

oleh penulis untuk menganalisis faktqr-qutor vang _méhdo-
rong masyarakat untuk mengadukan maééléhn§g #9_gpmnas “ﬁ§M.
Tiga asumsi fundamental vang lain kﬁréng?iﬁiég1 digyﬁﬁgan-
untuk menganalisis, karena dari asumsi yaﬁg ke;4; ﬁ;iihat
kenyataan yvang ada di Indonesia, tindakan masyarakat untuk
mengadu ke Komnas HAM bukannya dibatasi oleh sesuatu vyang
tak dapat diubah, tetapi oleh keinginan masyarakat sendiri -
untuk mengadu atau tidak. Proses pengaduan ke Komnas HAM
tidak berbelit-belit, sehingga setiap masyarakat dapat
mengadu ke KomnaaaHAM sesual dengan kewenangan yang dimi-
1iki oleh Komnas HAM. Asumsi yang ke-6 tidak dapat diguna-
kan, karena pilihan masyarakat untuk mengadu ke Komnas HAM,
berdasar penelitian bukan satu-satunya pilihan masyarakat.

Masyarakat dapat mengadukan masalahnya kepada lebih dari
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satu instansi dalam waktu yang bersamaan, sehingga pada
saat masyarakat memutuskan untuk mengadu ke Komnas, keputu-
san ﬁntuk mengadu biassanya hanya berdasarkan pada tujuan-
tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Sedangkan asumsi
vang ke-7 hanya bersifat penjelasan, sehingga tidak dapat
digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong

masyarakat untuk mengadukan masalahnya ke Komnas HAM.

C. Peranan Media Masa dan LSM dalam Mendukung Pelaksanaan

Tugas-tugas Komnas HAM di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini, dimulail tahun 1990-an,
berbagal peristiwa yang menyangkut kasus hak-hak asasi
mqnusia sempat menjadl agenda nasional, yang dlantaranya
diéebabkan karena maraknya pemberitaan oleh mass media,
baik media cetak maupun media elektronik. Penyajiannya
bermacam-macam dapat berupa liputan atau pemberitaan faktu-
al, pemberitaan-yang komprehensif maupun berupa komentar
atau opini.

Dengan diketengahkannya berbagal berita mengenai
kasus pelanggaran HAM ditanah air oleh media massa, maka
masyarakat banyak mengetahul apa yang sebenarnya terjadi di
sekelilingnya. Setiap orang tidak dapat menutup mata dan
telinga terhadap kajadian-kejadian yang timbul dan disiar-
kan oleh media massa. Masyarakat mulai bereaksi atas apa
yang telah dibaca di media cetak atau dilihatnya di TV.

Jadilah masalah HAM menjadi isyu yang menarik untuk dibica-



rakan sampal aaaﬁ ini.

Berkembangnya era globalisasi menyebabkan kejadian
vang terJadi di suatu negara dapat diketahul oleh negara
lain pada saat itu juga. Suatu negara tidak dapat lagi
menyembunyikan segala kejadian yang terjadi dinegaranya.
Apalagl pada saat ini, dengan berkembangnya sistem inter-
net, maka dengan sekali tekan tombol, terbukalah semua
informasi mengenal kejadian-kejadian yang terjadi diseluruh
dunia.

Besar kecilnya (frekuensi) pemberitaan media massa
tentang kasus pelanggaran HAM ini biasanya tergantung pada
besar kecilnya pelanggaran dan dampaknya terhadap masyara-
kat. Apabila pelanggaran HAM tersebut berdampak kepada
masyarakat banyak, maka pemberitaan akan besar. Atau dapat
juga kasus pelanggaran HAM tersebut tidak menyangkut masya-.
rakat banyak, tapi menyangkut orang vyang cukup dikenal
masyarakat, maka pemberitaan oleh mass media Juga besar,
misalnya kasus Sri Bintang Pamungkas. Namun apabila pelang-
garan HAM tersebut hanya bersifat individual, maka meskipun
diberitakan, hanya sedikit saja dan tidak menjadi berita
utama. Bahkan, untuk kasus yang terakhir ini, kadang-kadang
hanya diberitakan oleh media massa tertentu saja atau surat
kabar lokal. -

Dampak pemberitaan oleh media massa ini gelain
tersebarnya berita mengenai terjadinya pelanggaran HAM,
juga telah membuka pengetahuan masyarakat tentang HAM.

Dengan pemberitaan oleh media massa, masyarakat mengetahui
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apa sebenarnya hak asasi itu, karena menurut pengamatan,
meslkipun setlap orang mempunyai hak asasi,namun tidak semua
orang mengetahul mana yvang merupakan hak asasinya. Adanya
informasl yang diterima melalui media massa, vang tidak
hanya berbentuk berita tentang telah terjadinya pelanggaran
HAM, telah menambah wawasan masyarakat tentang HAM. Sedikit
banyak, masyarakat menjadi tahu bahwa kalau hak asasinya
dilanggar, mereka dapat membelanyé melalui saluran yang
ada. Karena pada kenyataannya masyarakat banyak yang tidak
memberikan reaksi untuk membela haknya yang telah dilanggar
karena tidak mengetahui saluran yang tersedia.

Dampak lain dengan adanya penyebaran informasi oleh
mass media tentang pelanggaran HAM adalah timbulnya keingi-
nan masyarakat untuk mencegah timbulnya pelanggaran HAM,
sekaligus mendorong masyarakat untuk menghormati hak-hak
asasi manusia. Dengan melihat dan membaca berbagai kerugian
dan penderitaan yang timbul akibat terjadinya pelanggaran
HAM, maka bapyak masyarakat - yang tergerak untuk melakukan
tindakan yvang lebih bersifat preventif.

Di Indonesia, berkembang dan menyebarluasnya infor-
masi mengenail Komnas HAM ini Jjuga tidak lepas dari andil
dunia media massa. Sejak Komnas dibentuk tahun 1993, media
massa, terutama media cetak gencar memberitakan tentang
keberadaan dan kegiatan-kegiatan yvang dilakukan Komnas.
Bahkan, penulis sendiri memperoleh informasi mengenal
Komnas dari media massa. Berdasar hasil penelitian, maka

sebagian besar responden mengetahul adanya lembaga Komnas




HAM di Indonesia darl media massa. Tabel 3 menunjukkan hal
tersebut,bahwa .sebagian besar masyarakat, balk responden
vang belum pernah mengadu maupun responden Pengadu mempero-
leh informasi mengenai Komnas HAM dari media massa. Tentu-
nya berkat informasi media massa pula, maka 28,9% pengadu
telah mengetahui lahirnya Komnas pada tahun 1983, dan
selanjutnya mengadukan masalahnya ( tabel 2 ).

Seperti telah dikemukakan diatas, besar kecllnya
pelanggaran HAM mempengaruhi frekuensi pemberitaanﬁya oleh
media massa. Pada saat terjadi insiden Dili pada awal 1953,
setiap hari media cetsk dan media elektronik memuat dan
menayangkan berita mengenal hal ini. Media massa dalam dan
luar negeri menjadikannya berita utama selama beberapa
waktu. Akibatnya sangat luar biasa, karena perhatian luar
negerl pada waktu itu banyak ditﬁjukan kepada negara Indo-
nesia. Hal inilah yang mepimbulkan adanya dugaan kaldu
kelahiran Komnas diantaranyaldilgtarbelakangi oleh adanya
tekanan luar negeri berkaitan dengan Insiden Dili.

Memang pemberitaan di media massa tidak hanya menim-
bulkan reaksi dan koreksi, tetapi Juga bertujuan untuk
proaktif dan responsif. Dan untuk mencapai tujuan tersebut,
media massa mempunyal strategi tertentu, misalnya memuat
opini dari beberapé ahli, tinjauan dari segi hukumnya atas
suatu kasus, bahkan pernyataan-pernyataan dari korban
maupun pihak yang dituduh melakukan pelanggaran HAM untuk
memperoleh pemberitaan yang obyektif. Dalam peliputan medié

massa ini biasanya juga dijelaskan mengenail duduk perkara-




nya mengapa kasus tersebut biga terjadi. Dengan demikian
dapat dicari skar permasalahannya, latar belakangnya, dan
faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya pelanggaran
HAM tersebut.

Pada kenyataannya media massa ini Juga merupakan
sarana yang ampuh untuk membentuk opini masyarakat. Pers
yvang terlalu memihak akan melahirkgn opini yang salah dalam
masyarakat. Untuk itu, dalam maaalaﬁ HAM yang memang merupa-—
kan masalah yang sensitif, media massa harus lebih berhati-
hati dan bersikap obyektif.

Di tingkat internasional, peran media massa dalam
penyebarluasan HAM ini juga diakui. Dalam Deklarasi Wina
dan Program Aksi 1993 dinyatakan bahwa dengan menekankan
pegtingnya informasi yang obyektif, bertanggung jawab dan
tidak berpihak mengenai HAM dan isu-isu kemanusiaan, Kon-
fefensi 'HAM Dunia mendorong keterlibatan media yang makin
meningkat, yané kebebasan dan ﬁerlindungannya harus dijamin
dalam kerangka kerja hukum nasional. Hal itu berarti bahwa
di samping harus dikembangkan pers yang bebas dan bertang-
gung Jawab, keberadaan pers itu sendiri harus dilindungi
oleh hukum nasional. Di Indonesia, untuk masalah pers ini
telah ada UU Pokok Pers yang baru.

Menurut Eduard Depari, media massa mempunyal potensi
pengaruh pada masyarakat, karena (Depari, 1982:69):

a. ekspose pada media cukup tinggi;
b. kredibilitas informasi media massa cukup dapat dian-

dalkan;
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c. ketergantungan informasi pada media massa cukup ting-
gi;
d. faktor availability dan accessibility.

Dengan peranan media massa yang begitu penting dalam
menyebarluaskan informasi, maka tidaklah mengherankan
apabila tanggapan masyarakat Jjuga dipengaruhi oleh pemberi-
taan media massa. Tanggapan masyarakat ini dapat berbeda-
beda dalam suatu kasus, tergantung latar belakang soslal
budaya dan ekonominya. Di samping itu, informasi yang
disampaikan media massa pada dasarnya Juga membuka peluang
untuk terjadinya perbedaan pendapat. Dari satu tulisan yang
disajikan oleh media massa, dengan latar belakang pembaca
vang berbeda, maka akan terbentuk tanggapan yang berbeda-
beda pula. )

Dalam perjalanan Komnas selanjutnya, peran media
massa, terutama media cetak sangat besar. Karena fungsi
Komnas yang paling penting adalah fungsi kontrol, maka
kegiatan Komnas harus dilakukan secara terbuka. Peran pers
sangat penting, karena liputan pers atas keglatan-keglilatan
Komnas akan memperkuat fungsi kontrol tersebut. Dengan
dimuatnya kegiatan-kegiatan Komnas HAM oleh media massa,
maka masyarakat akan memperoleh informasi tentang pelaksa-
naan tugas—-tugas WKomnas HAM, sekaligus tanggung Jawab
Komnas terhadap masyarakat. Dengan melaluli media massa,
masyarakat akan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja

Komnas HAM.

Berdasar hasil penelitian, seperti nampak pada tabel



2, maka pada tahun 1996 terjadi lonjakan tingkat pengeta-
huan masyarakat tentang Komnas HAM. Menurut penulis, hal
ini tentu disebabkan karena ramainya pemberitaan media
massa tentang Kasus 27 Julil, yang Jjuga melibatkan Komnas
HAM. Selama beberapa hari, bahkan beberapa bulan, berbagai
media massa terutama media cetak memuat berita mengenai
kasus 1ini. Adanya kasus-kasus Marginah, Rancamaya, Nipah,
dan sebagainya telah pula memperbesgr frekuensi pengetahuan
masyarakat tentang Komnas HAM. Di samping itu, dengan adanya

kasus-kasus tersebut, masyarakat dapat menilal pelaksanaan

tugas-tugas Komnas HAM. Berbagail keberhasilan Komnas yang
diberitakan oleh media massa telah membuat Komnas HAM

semakin populer di kalangan masyarakat.

Di samping dipengaruhi oleh latar belakahg sosial
budaya dan ekonomi, tanggapan masyarakat berkaitan dengan
pemberitaan media massa ini Juga dipengaruhi oleh Jenis

kasusnya. Dalam masalah-masalah tanah, perburuhan, dan

s

1a£ﬁ—lain selain masalah politik, masyarakat memberikan
tanggapan yang positif mengenal pelaksanaan tugas Komnas
HAM. Tetapi kalau menyangkut masalah-masalah politik,
maéyarakat seperti terhanyut.oleh perasaannya sendiri yang
kadang-kadang menyudutkan pemerintah yang melalul aparatnya
melakukan pelanggaran HAM.

Di samping media massa, peran LSM dalam penegakan
dan penyebarluasan informasi tentang HAM juga sangat besar.
Bahkan, Konferensi HAM Sedunia mengakui hal ini. Dalam

Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1993 dinyatakan bahwa
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Konferensi HAM Sedunia mengakul peranan penting dari Orga-
nisasi Non Pemerintah (Ornop, di Indonesia disebut LSM)
dalam memajukan semua HAM dan dalam aktivitas kemanusiaan
pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Konfe-
rensi HAM Sedunia menghargai kontribusi mereka dalam me-
ningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu HAM, dalam
pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam
bidang ini, serta dalam memajukan dan melindungi sémua HAM
dan kebebasan fundamental. Konferensi HAM Sedunia qgga
mengakui pentingnya dialog dan kerJasama anﬁafﬁ  §émerin£;$
dengan Ornop. Selain itu, kebebasan Ornop dalam meiakﬁ?én
aktivitas HAM juga diakui.  t

Di Indonesia, aktivitas LSM selama ini lebih baniak
berupa program-program bantuan dan layanan aosial;_teru;émﬁ
bagi kelompok masyarakat lemah.'balam.,ﬁem§§fiap .13Y§éﬁp',g@
sosial, LSM bergerak dengan cara.pemﬁerdayaéﬁ;'étdu°_de;;dn %
upaya menciptakan swadaya, kemandirian, dan 6tonomi, Lée—
hingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan
sosial dapat diberdayakan. Dalam proses pémberdﬁ&aan ini,
program-program layanan sosial LSM biasanya mencakup upaya
penyadaran kelompok sasarannya agar mengerti _hak—haknva
selain kewajibannya sebagal warga negara. Sebagail akibaﬁ
hasil proses pemberdayaan ini, muncullah tuntutan-tuntutan
mengenal perlunya penghomatan pada hak-hak individu yang
merupakan bagian dari HAM.

Menurut Kastorius Sinaga, dalam masalah penegakan
HAM selama ini, keberadaan aktif LSM terkesan paradoks. Di
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satu pihak, LSM dianggap "Konterproduktif"”, karena menge-
sankan anti pemerintah, namun di pihak lain peran aktif LEM
di bidang HAM mencerminkan kepedulian LSM dalam menjalankan
fungei kontrol sosial dan politik. Adanya dua persepsi di
atas melahirkan berbagal ketidakpastian terhadap peranan
LSM dalam masalah HAM di Indonesia (Sinaga, Makalah,
1997:1).

Padahal, menurut Sinaga, kaiangan LLSM Indonesialah
vang pertama-tama membawa isu HAM untuk menjadi satu bidang
yvang perlu diperhatikan di dalam perkembangan hukum, poli-
tik, maupun ekonomi di Indonesia. Sejak akhir 1970-an, isu
tentang HAM mulai terangkat menjadi bidang kepedulian baru
dari pakar hukum yang aktif di dalam LSM vang bergerak
Qalam bantuan hukum. Penanganan kasus-kasus pidana politik
di pertengahan tahun 1970-an merupakan gerbang yang meng-
hantarkan advokasi LSM ke bidang advokasi HAM. Pada perten-
gahan tahun 1980-an, fokus kegiatan LSM lebih pada masalah
lingkungan hidup. Baru mulai awal tahun 1990-an sampal
sekarang, fokus kegiatan LSM banyak bergerak di sektor
perburuhan.

Akhir-akhir ini keterlibatan LSM dalam masalah HAM
telah merambah pada pelembagaan kajian-kajlan hukum, studi
kasus, penyebarluasan informasi melalul saluran elektronik
(e-mail), serta sistem data base pelanggaran HAM di Indone-
sia. Kegiatan yang dapat dilihat saat ini diantaranya
adalah terbitnya laporan berkala berbentuk majalah, yaitu

Index HAM yang diterbitkan oleh Yapusham, dan Diponegoro 74
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vang diterbitkan oleh YLBHI. Tercatat pula kegiatan-
kegiatan LSAM dalam mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai
masalah-masalah ﬁAM.

Dengan lahirnya Komnas HAM pada tahun 1993, kegiatan
LSM di bidang'advokasi HAM tidak berhenti. Menurut Sekjen
YLBHI, Ahmad Fauzan, meskipun secara kuantitatif klien yang
datang berkurang, namun secara umum kinerja YLBHI yang
membawahi LBH-LBH di seluruh Indonesia tidak terpengaruh.
Menurutnya, antara Komnas dan YLBHI mempunyal fungsi. Letak
perbedaannya adalah karena LBH dapat membawa/mewakili klien
ke Pengadilan, sementara Komnas tidak dapat membawa masalah
ke Pengadilan (Wawancara, 24 Juli 1997).

Berdasar hasil penelitian, maka sebagian besar
masyarakat menghendakil agar Komnas di dalam melaksanakan
tugas-tugasnya bekerja sama dengan LSM. Satjipto Raha%on
Juga berpendapat bahwa sebaiknya Komnas dengan LSM—LSM yéﬁg
ada di Indonesia saling mengisl dan terus senantiasa menga-
dakan dialog. Sebab, Komnas mempunyal akses ke birokrasi,
sementara LSM langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau
antara Komnas dengan LSM dapat terbina hubungan yang balik,
saling mengisi, saling mendukung, maka upaya penegakan dan
perlindunngan HAM akan berJjalan lebih lancar. Ditambah lagi
kalau hubungan antgra pemerintah dan LSM juga dapat terba-
ngun dengan baik, maka upaya mengatasi pelanggar@n—
pelanggaran HAM akan lebih mudah dilakukan (Kompas, 06-10-
1997).

Bagaimanapun juga, pemerintah membutuhkan keberadaan
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ISM. Karena LSM bergerak di lapisan bawah, maka pemerintah
dapat mengambil masukannya bagl suatu kebijakan. Kerjasama
antara LSM - Pemerintah ini juga diakui dalam Deklarasi
Wina dan Program Aksi 1993, demi memastikan penerapan HAM
secara efektif dan seutuhnya. Akhirnya pembangunan perlin-
dungan HAM akan lebih terwujud bila terjalin hubungan
saling melengkapi dan mendukung antara tiga pilar wutama,
yaitu Pemerintah - Komnas - LSM. ‘

Hubungan vyang lebih diharapkan masyarakat dari
hubungan antara Komnas dan LSM berdasar kesimpulan hasil
penelitian adalah hubungan yang bersifat timbal balik dan
saling menguntungkan. LSM mempunyail hubungan vang bersifat
langsung dengan banyak kalangan, tetapli tidak meﬁpunyai
aksee ke birokrasi, sehingga tidak mempﬁnyai kekuatan
menembus lembaga pemerintahan, sementara Komnas mempunyal
akses ke birokrasi, namun akses ke bawah terbatas. Dengan
terjalinnya kerjasama yang harmonis antara Komnas - LSM,
maka persoalan-persoalan yang terjadi yang menyangkut

pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan baik.

D. Relevansi Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Tanggapan
Masyarakat Terhadap Tugas dan Peranan Komnas HAM di

Indonesia

Besarnya animo masyarakat untuk mengadukan masalah-
nya ke Komnas HAM merupakan fenomena pada saat ini. Hal ini

menurut Frans H. Winarta merupakan pertanda bahwa masyara-
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kat sudah mulai sadar akan hak-haknya, sehingga apabila
terjadl pelanggaran HAM, masyarakat mulai bereaksi untuk
membelanya. Sebenarnya, lanjut Frans, pengetahuan masyara-
kat akan hak-hak asasi dan hak-hak sipil sudah tumbuh,
antara 1lain kareﬁa jasa LBH sejak tahun 1971 melalui pen-
didikan terhadap masyarakat akan hak-hak masyarakat, teru-
tama hak-hak sipil (Wawancara, 16-8-1897).

Sebelum Komnas dibentuk tahun 1993, minat masyarakat
untuk mengadukan masalahnya tidak begitu besar sepepti qgat
ini setelah 4 tahun Komnas bekerja. Menurut Baharuddin
Lopa, sampal akhir Oktober 1997 Komnas telah menerima 7.723
pengaduan, dan 4.914 diantaranya telah berhasil ditangani.
Minat masyarakat yang begitu besar diantaranya disebgbkan
karena ramainya pemberitaan di media massa mengenal kegiat-
an Komnas HAM. Karena ramainya pemberitaan media massa
mengenai Komnas HAM ini, maka banyak masyarakat yang berke-
inginan untuk mencoba mengadukan masalahya ke Komnas HAM.
Berdasar hasil penelitian, maka daril seluruh responden yang
berjumlah 225 orang, maka lebih dari 85% respondeﬁ menJjawab
bahwa informasi mengenal Komnas HAM diperoleh darl media
massa (tabel 3). }

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keberadéan
Komnas di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai hampir
95%. Sayangnya pengetahuan masyarakat tentang keberaéaan
Komnas 1ini tidak diimbangi dengan pengetahuan vang baik
tentang tujuan dibentuknya Komnas HAM serta tugas daﬁ

wewenang vang dimiliki Komnas HAM. Hasil dari penelitian
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menunjukkan bahwa masyarakat yang belum pernah mengadu

banyvak yang tidek mengetahui tujuan dibentuknyva Komnas HAM,

seperti diperlihatkan tabel 7. Sementara itu, dari 60% atau

108 orang yang menjwab mengetahul tujuan dibentuknya Komnas

HAM, sebagian besar menjawab bahwa Komnas HAM bertujuan

untuk mencari penyelesalan suatu perkara dan membantu

masyarakat yang dirugikan. Pengertian masyarakat tentang

tujuan dibentuknya Komnas ini berbéda dengan apa yang menja-
di tujuan sebenarnya dari dibentuknya Komnas menurut Keppres
No.50/1993. Sedangkan pada responden Pengadu, 91,1% dianta-

ranya menyatakan mengetahuil tujuan dibentuknya Komnas HAM.

Hal 4ini dapat dimaklumi, karena berdasar pengamatan penu-

lis, pada saat pengadu diterima oleh anggota Komnas, di

gamping mendengarkan keluhan warga yang ﬁéngadu, anggota

komnas HAM juga mendelaékan tujuan dibentuknya Komnas HAM

serta tugas dan wewenangnya. Dan apabila masalahnya diadu-

kan secara tertulis, sedangkan masalah bukan merupakan

kewenangan Komnas, maka dalam rekomendasi tersebut Jjuga

diberikan gambaran mengenail kewenangan Komnas.

Dari jawaban-jawaban tersebut di atas dapat disim-
pulkan bahwa banyak masyarakat yang lebih menganggap Komnas
sebagal lembaga arbltrase dan bergerak di bidang advokasi.
Kehendak masyarakat memang begitu, bahwa Komnas menjadi
lembaga yang bergerak di bidang advokasi. Menghadapi feno-
mena vang demikian, menurut Yusril Ihza, keinginan masyara-
kat itu hendaknya Jjangan terlalu dituruti, karena Komnas
seharusnya bergerak di bidang yang lebih substansial, yaitu
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lebih menekankan pada bidang pendidikan dan penyuluhan HAM,
terutama bagi aparat (Wawancara, 15-8-1997).

Penulis menyetujui pendapat Yusril ini, karena kalau
Komnas terlalu menuruti kemauan masyarakat, Komnas akan
terlalu sibuk dengan kasus per kasus, sehingga masalah yang
lebih luas yang seharusnya ditangani oleh Komnas akan
terbengkelai. Memang, sebagal lembaga yang melayani masya-
rakat, Komnas HAM tidak dapat begltu sajJa mengabaikan
tuntutan masyarakat, dalam hal ini menangani kasus per
kasus. Karena dengan mengabaikan tuntutan masyarakat, maka
masyarakat akan menjadi tidak percava lagi kepada Komnas.
Menghadapi hal ini, menurut penulis, Komnas sebaiknya
menjalin kerjésama vang lebih konkrit dengan LBH atau LSM
yang lain, sehinggalapabila Komnas menerima pengaduan yang
dapat ditangani oleh LBH, Komnas dapat melimpahkan kasus—
nya. Tentu saja Komnas tidak harus ‘lepaa tangan begitu
saja, tetapl cukup memantau dan mengikuti perkembangannya,
atau memberikan petunjuk-petunjuk guna penyelesailan suatu
kasus.

Marzuki Darusman Jjuga berpendapat bahwa maraknya
pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM disebabkan karena
masyarakat beranggapan bahwa Komnas mampu menyelesailkan
permasalahan dalaﬁ waktu relatif singkat. Di sini tampak
bahwa masyarakat berharap agar Komnas lebih bertindak
sebagal lembaga advokasi daripada sebagai pemantau pelaksa-
naan HAM.

Tentang fokus tugas Komnas, Dewi Novirianti dari LBH
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Jakarta mengatdkan bahwa ke depan, Komnas HAM harusnya le-

bih mengembangkan diri lagi. Komnas jangan terlalu sibuk

menyelesaikan masalah-masalah vyang mikro sifatnya dan

bersifat individual, yang dapat diselesaikan dengan cara

lain. Kalaupun Komnas akan menangani masalah-masalah mikro,

Komnas harus mampu melakukan perubahan-perubahan vang

sifatnya struktural, artinya berusgha supaya persoalan yang

bersifat mikro yang ditangani bisa‘membawa perubahan vyang
besar terhadap keadaan hukum di Indonesia (Wawancara, 28

Juli 1997).

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana masyarakat
memberikan tanggapan terhadap Komnas HAM berdasar tingkat
pengetahuannya. Karena pengetahuan tentang Komnas, terutama
mengenail tujuan dibentuknya dan wewenang Komnas hanya
sedikit, maka tanggapan masyarakat Jjuga sesual dengan
pengetahuannya. Menurut teori Psikologi, pernyataan
mengenal apa yang dipercayai atau diyakini mengenail obyek
gikap disebut tanggapan kognitif verbal,. Menurut Mann
(1969), komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan
strereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Se-
ringkali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pan
dangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah 1isyu
atau problem vyang kontroversial (Mann, dalam S.Azwar,
1995:24). Dalam hal ini komponen kognitif ini berisi keper-
cayaan seseorang mengenal apa Vvang berlaku atau apa vyang
benar bagi obyek sikap. Dan sekali kepercayaan itu telah

terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang
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mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tertentu
(Azwar, 1995:25).

Mengingat penjelasan teori vang dikemukakan oleh
Mann tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila masyara-
kat pada akhirnya kecewa pada harapannya sendiri yang
terlalu besar terhadap Komnas. Masyarakat telah menganggap
Komnas sebagal super body, yang dapat menyelesalkan semua
masalah di atas lembaga-lembaga yang lain. Dan kepercayaan
masyarakat itu telah sedemikian terpateri dalam hati masya-
rakat, sehingga berharap agar Komnas dapat mewujudkan
harapan—-harapan masyarakat tersebut.

Pada kenyataannya, berdasar SK pembentukannya, wewe
nang Komnas HAM hanya memantau apakah telah terjadi pelang-
garan HAM atau tidak pada suatu kasus. Hasil pemantauan
direkomendasikan ke instansi tertentu, dan keputusan selan-
jutnya terserah kepada instansi tersebut. Komnas HAM tidak
berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang suatu kasus.
Menurut tiga anggota Komnas, yaltu Baharudin Lopa, Soegiri,
dan M.Salim, berdasar tugas yang tertuang dalam Keppres
No.50 Tahun 1993, Komnas HAM tidak bisa menuntut, dan tidak
bisa membawa masalah ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya
banyak pengadu yang datang ke Komnas HAMIuntuk memenangkan
perkaranya, walaupun buktinya lemah/tidak ada haknya.
Adanya pihak-pihak vang memanfaatkan jasa Komnas dengan
motif seperti inilah yang seringkali menyatakan kekecewaan-—
nya atas cara kerja Komnas (Wawancara, 29 Juli 1997).

Para Pengadu menginginkan agar Komnas menjadi pihak
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yang dapat menyélesaikan masalah yang masih dalam sengketa
di Pengadilan. Padahal Komnas tidak memiliki wewenang atas
masalah yang sedang ditangani oleh lembaga peradilan,
maupun yang sedang dalam proses penyvelidikan pihak vyang
berwenang. Menurut Baharuddin Lopa, dalam hal kasus yang
sifatnya pidana, fungsi Komnas HAM hanya terbatas memberi-
kan rekomendasi kepada instanai—;nstansi yvang berwenang
(Polisi, Kejaksaan, dan lain—laiﬁ), untuk diselesaikan
sesual dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam kasus
perdata, Komnas tidak hanya berfungsl memberikan rekomenda-—
si, tetapi apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengke-
ta atau oleh Komnas dianggap perlu cepat diselesaikan untuk
menghindari ekses-ekses yang lebih parah, maka Komnas dapat
mengambil prakarsa untuk menemukan titik—titik kesepakatan
guna dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketé' mereka.
Meskipun demikian, apabila suatu kasus sedang ditangani
oleh instansi lain yang berwenang maka Komnas HAM tidak
akan mencampurl, kecuali kalau dalam proses 1itu terjadi
pelanggaran HAM (Makalah Lokakarya IITI 1997:7-8). Kalau
Komnas melangkah lebih jauh, maka Komnas akan melanggar
wewenang.

Berkenaan dengan rekomendasl yang dikeluarkan Komnas
HAM, Baharudin Lopa mengatakan bahwa Komnas tidak berwenang
untuk mendesak pemerintah agar menindaklanjuti rekomendasi
tersebut. Hal ini dikatakan Lopa menanggapi banyaknya
komentar masyarakat yang menginginkan agar Komnas mempunyail

kewenangan untuk memaksa instansi yang telah diberi reko-




mendasli mematuhi rekomendasi Komnas (Wawancara, 29 Juli
1997).

Berbagal tanggapan masyarakat tersebut menurut teori
Peikologi, dapat dikategorikan sebagal tanggapan afektif,
yang dapat dilihat dari pernyataan perasaan seseorang
mengenai sesuatu. Komponen afektif ini menyangkut masalah
emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap.
Jadi dalam hal ini adalah pernyataan masyarakat tentang
Komnas HAM secara subyektif, yang tentunya berdasarkan
tingkat pengetahuan dan pola pemikiran yang berbeda-beda
pula.

Agar masyarakat tidak terlalu menaruh harapan yang
terlalu besar pada Komnas sebagal lembaga yang mempunyalil
wewenang terbatas, maka diperlukan pangetahuan vang cukup,'
baik tentang tujuan aibentuknya Komnas maupun tugas dan
wewenangnya. Berdasar hasil penelitian, maka sebagian besar
masyarakat hanya sedikit mengetahuili tentang tugas dan
wewenang Komnas HAM. Tabel 8 menunjukkan bahwa hanya 11,7%
masyarakat yang belum pernah mengadu mengetahui tugas dan
wewenang Komnas HAM. Sebanyak 23,9% responden bahkan menya-
takan tidak mengetahui tugas dan wewenang Komnas HAM.
Tingkat pengetahuqn responden Pengadu tentang tugas dan
wewenang Komnas HAM ini ternyata lebih béik, yaitu 42,2%
atau 19 orang dari 45 responden menyatakan mengetahul tugas
dan wewenang Komnas HAM, dan hanya 6,7% yang menjawab tidak
mengetahul tugas dan wewenang Komnas HAM. |

Akibat dari sedikitnya pengetahuan masyarakat ten-




tang Komnas HAM ini, maka tanggapan yang disampaikan masya-
rakat menjadi tidak begitu positif, karena mereka mengha-
rapkan sesuatu yang berada di- luar jangkauan Komnas. Pada-
hal kalau masyarakat mengetehui dengan Jelas tugas dan
wewenang Komnas HAM, kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan
tugas Komnas HAM tidak perlu terjadi. Masyarakat akan
mempunyal prediksi terlebih dahulq tentang tindakan yang
akan dilakukan Komnas atas pengaduaénya. Pengadu tidak akan
mengharapkan Komnas mengambil keputusan seperti halnya
lembaga pengadilan, tetapi Komnas hanya memberikan Jalan
keluar atas langkah-langkah yang harus diambil. Dari pihak
Komnas, apabila ada instansi yang terkait dengan masalah
yang sedang diadukan, maka Komnas akan mengirimkan rekomen-
dasi agar instansi tersebut melakukan tindakan-tindakan
yvang diperlukan guna menyelesaikan masalah yang diadukan ke
Komnas HAM tersebut. Terhadap rekomendasi tersebut, terse-
rah kepada instansi yang bersangkutan untuk mehtaatinya
atau tidak, karena rekomendasi tidak mempunyail kekuatan
paksa secara hukum, tetapi hanya mempunyai kekuatan secara
moral.

Tanggapan afektif masyarakat mengenai Komnas ini
nampak pula aari tanggapan masyarakat terhadap dasar hukum
pembentukan Komnas. Pada tabel 9 terlihat bahwa 61,1%
masyarakat yang belum pernah mengadu menyatakan tidak
mengetahui dasar hukum dibentuknya Komnas HAM. Akibat
ketidaktahuan ini, maka pada tabel 11 sebagian besar res-

ponden yang belum pernah mengadu tidak dapat memberikan
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tanggapan tentang setuju atau tidak setuju Komnas HAM
dibentuk dengan Keppres. Fakta ini menunjukkan bahwa benar
kalau pengetahuan seseorang tentang sesuatu mempengaruhi
tanggapannya terhadap sesuatu itu. Makin sedikit pengeta-
huan seseorang tentang sesuatu, makin sedikit pula hal yang
dapat ditanggapi. .

Memang, perdebatan mengenail dasar hukum pembentukan“;;ﬁ
Komnas HAM hanya terjadi di kalangan tertentu sada. Yusriliﬁéi
Thza Mahendra tidak mempermasalahkan dasar hukum pembeqﬁq%l.”

kan Komnas HAM, apakah Keppres atau undang-undang, yang

terpenting adalah pola kerjanya, bagaimana bekerjanya;;L_
(wawancara, 15 Agustné 1897). :

Frans H. Winarta Jjuga tidak mempermasalahkan dasar; ;
hukqm pembentukan Komnas ini. Tetapl menurutnya, akan 1ebihtsf
terjamin kepastian hukumnya apabila Komnas HAM dibentuk._
dengan Undang-undang, tidak dengan Keppres. Andaikata tidak
dibentuk dengan undang—undang, yaitu dengan Keppres seperti
saat ini, asal kerja Komnas HAM cukup baik, mandiri, tidak-
1ah menjadi masalah (wawancara, 16 Agustus 1997).

LBH Jakarta melalui Dewl Novirianti Jjuga berpendapat
hampir sama dengan kedua ahli di atas. Idealnya, Komnas
dibentuk dengan Undang-undang, karena kalau dibentuk dengan
Keppres, berarti DPR tidak campur tangan terhadap segala
sesuatunya. Tetapi untuk menetapkan suatu undang-undang
dibutuhkan waktu yang lama, padahal kebutuhan untuk memben-
tuk lembaga vang bergerak di bidang HAM sudah mendesak;

jadi, sekarang idealnya Komnas bekerja sebaik mungkin dan




berusaha independen serta dapat menvelesaikan persoalan-
persoalan struktural, bukan persoalan—ﬁersoalan mikro.
Kalaupun akan menangani masalah-masgalah yang bersifat
mikro, hendaknya vyang bersifat struktural, vyang membawa
perubahan besar dalam masyarakat (Wawancara, 28 Juli 1997).

Yayasan Pusat Studi HAM (Yapusham) dan YLBHI, mas-
ing-masing melalui Harry Wibowo dan Ahmad Fauzan berpenda-
pat sama, bahwa dasar hukum itu éebenarnya tidak perlu
dipermasalahkan. Yang paling penting adalah bagaimana
bekerjanya Komnas dan integritas para anggotanya. Tetapi
jdealnya memang dibentuk dengan undang-undang (Wawancara,
24 dan 30 Juli 1997).

Kastorius Sinaga merupakan salah satu dari kalangan
vang berpendapat kalau Komnas seharusnya dibentuk dengan
Undang-undang. Menurutnya, karena dibentuk dengan Keppres,
kinerja Komnas kurang leluasa. Hal senada juga diungkapkan
oleh Todung M. Lubis, yaitu Komnas harus dibentuk berdasar
Undang-undang agar lebih kuat dasar hukumnya. Selain Sinaga
dan Lubie, Muh. Zaidun, mantan Direktur LBH Surabaya Juga
mempermasalahkan dasar hukum pembentukan Komnas dari segi
independensinya.

Adanya berbagel pendapat di atas menunjukkan bahwa
orang-orang yang mempunyal lebih banyak pengetahuan tentang
Komnas HAM, lebih dapat memberikan tanggapan yang kritis.
Dan berdasar pengamatan penulis, maka kalangan yang banyak
mempermasalahkan dasar hukum pembentukan Komnas ini adalah

kalangan hukum dan kalangan LSM. Selebihnya, karena penge-




tahuan masyarakat tentang dasar hukum pembentukan Komnas
HAM begitu sedikit, maka banyak masyarakat vyang tidak
mengetahui apakah dasar hukum pembentukan Komnas cukup
dengan Keppres atau tidak.

Hal itu berarti sesual dengan teori dari Theodore M.
Newcomb, bahwa ketepatan persepsi seseorang terhadap sesua-
tu dipengaruhi oleh kemajuan kognitif dari orang tersebut.
Kognisi menurut Kamus Besar bahasa Indoneslia berarti kegia-
tan memperoleh pengetahuan atau usaha mengenali sesuatu
melalui pengalaman sendiri. Dikaitkan dengan masalah di
atas, maka apabila responden mempunyal pengetahuan yang
lebih banyak, baik diperoleh dari luar maupun pengalaman
sendiri, responden akan memiliki persepsi atau tanggapan
vang lebih tepat.

Tanggépén masyarakat tentang Komnas HAM Jjuga men-
yangkut keanggotaan Komnas HAM. Banyak kalangan yaﬁg mem-
permasalahkan banyaknya anggota Komnas HAM vyang Dberasal
dari kalangan pemerintahan (birokrat) dan mantan birokrat,
sehingga 1kut mempengaruhi kemandirian Komnas. Menurut
Yusril Ihza Mahendra, karena banyaknya anggota Komnas yang
berasal dari pemerintahan, maka kerja Komnas HAM menjadl
kurang terbuka (Wawancara, 15-8-1997).

Frans H. Winarta berpendapat bahwa ketidakmandirian
Komnas HAM diantaranya disebabkan karena sebagian besar
anggota Komnas adalah birokrat atau mantan birokrat. Namun
demikian, persoalan utamanya lebih pada struktur daripadé

individu. Jadi ketidakmandirian Komnas bukan semata-mata
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disebabkan oleh para anggotanya. Untuk anggota Komnas HAM,
Frans menyarankan agar dipilih orang-orang vyang cukup
‘vokal” dan mampu menjalankan mediasi dan dapat menghasil-
kan sesuatu yvang baik. Tetapi anggota yang vokal saja tidak
cukup,. Yang paling penting adalah dapat mencapal masud dan
tujuannya. Karena kalau vokal saja tapi tak ada hasilnya,
percuma (Wawancara, 16-8-1987) . _

Dewi Novirianti dari LBH megyarankan agar keanggo-
taan Komnas HAM q%lengkapi dengan orang-orang dari berbagai
kalangan, dan dispesifikasi menurut keahliannya (Wawancara,
28 Juli 1997).

Berdasar hasil penelitian, seperti terlihat pada
tabel 5, sebagian besar responden, baik responden Pengadu
maupun responden yang belum pernah mengadu menyatakan hanya
mengetahui sedikit tentang anggota-anggota Komnas HAM.
Hanya 18 orang (10%) dari responden yang belum pernah
mengadu mengetahui personil-personil yang menjadi anggota
Komnas HAM dan jumlah keseluruhan anggotanya. L.ebih spesi-
fik lagi, dari jumlah 18 orang tersebut, 12 orang diantara-
nya adalah pengacara. Sementara 1itu, dari responden Pengadu
diperoleh data bshwa 1/3 (33,3%) dari responden Pengadu
menyatakan mengetahul anggota—anggota Komnas HAM, dan
berdasar tabel 6, 37,8% dari responden mengetahui Jjumlah
anggota Komnas HAM, dan 48,9% responden menyatakan hanya
sedikit mengetahui anggota-anggota Komnas HAM. Frekuensi
responden Pengadu yang mengetahul tentang anggota-anggota

Komnas HAM ternyata lebih besar daripada responden yang
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belum pernah mengadu. Hal inl dapat dipahami dengan teori
Theodore M.Newcomb.

Akibat darl pengetahuan masyarakat tentang anggota
Komnas HAM yang berbeda-beda, maka tanggapan tentang ideal-
tidak idealnya keanggotaan Komnas HAM menjadi berbeda-beda
pula. Dan karena pada responden yang belum pernah mengadu
banyak yang tidak mengetahui anggota—-anggota Komnag HAM,
maka 57,8% responden pada tabel 13 tidak dapat memberikan
tanggapan tentang ideal/tidak idealnya keanggotaan Komnas
HAM. Sementara itu, untuk responden Pengadu, dari perban-
dingan antara tabel 5 dan tabel 13 terlihat bahwa responden
yang menyatakan mengetahui anggota—anggdta Komnas mempunyai
prosentase yang sama dengan responden yang menjawab bahwa
Komnas telah ideal pada tabel 13. Demikian pula dengan
jawaban °tahu sedikit® dan “tidak tahu”, tidak jauh berbeda

dengan frekuensi jawaban tidak ideal dan tidak tahu.

E. Faktor—-faktor vyang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat
terhadap Keberadéan dan Peranan Komnas HAM dalam Penegakan

HAM di Indonesia

Untuk dapat mengetahuil faktor-faktor yang mempenga-
ruhi tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan peranan
Komnas HAM di Indonesia, maka dalam penelitian ini akan
dipergunakan teori dari Theodore M.Newcomb, bahwa persepsi
itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kepekaan individu,

pendirian perseptor, inteligensia, dan kepribadian persep-




tor. Selanjutnya ketepatan persepsi tersebut dipengaruhi
oleh kepandaian dan pengalaman, kemajuan kognitif/pengeta-
huan, pola sikap, dan latar belakang sosial. Selain teori
Peikologi yvang dikemukakan oleh Newcomb, akan dipakai pula
teori Sosiologl, vyaitu Interaksi Simbolik modern vyang
dikemukakan oleh Herbert Blumer.

Sejak awal berdirinya, qunas HAM memang telah
memancing berbagai tanggapan. Mula~6ula diragukan kemandi-
riannya karena dasar hukum pembentukannya dengan Keppres.

Kemandirian ini Jjuga dikaitkan dengan masalah pendanaah

vang berasal dari Sekretariat Negara. Kemudian tanggapan
terhadap keanggotaan Komnas HAM vang banyak birokrat dan

mantan birokrat. Berbagail tanggapan tersebut hanya dikemu-

kakan oleh beberapa kalangan tanpa melihat secara Jjelas
bagaimana bekerjanya Komnas gesungguhnya.

Berdasar pengamatan penulis, tanggapan—tanggapan
awal tentang Komnas ini hanya muncul di kalangan ahli hukum
dan sosial politik, serta aktivis LSM vyang bergerak di
bidang pembelasan HAM. Masyarakat awam tidak mempermasalah—
kan bagaimana proses pembentukan Komnas, apa dasar hukum-
nya, siapa yang menjadi anggotanya, dan sebagainya. Bagi
masyarakat kebanyakan, vang paling penting adalah Komnas
HAM ada, dan memberikan bantuan atas suatu masalah vang
diadukan. Lahirnya Komnas HAM memberi harapan besar kepada
masyarakat. Entah bagaimana hasilnya nanti, vyang Jelas
untuk mengadukan masalah ke Komnas, masyarakat tidak perlu

melalui birokrasi yang berbelit-belit, cukup datang atau
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mengirim surat, dan tidak dipungut biaya. Hal itulah vyang
paling penting bagi masyarakat, yaltu manfaatnya. Jadi,
yang banyak mempermasalahkan dan memberikan komentar ten-
tang Komnas HAM adalah ahli hukum yang memang benar-benar
pedull dengan masalah-masalah hukum dan politik di Indone-
sia. dJuga aktivis-saktivis LSM yang selama ini cukup vokal
dan selalu menginginkan perubahan di dalam masyarakat.

Agar dapat mengetahul bagaimana sesungguhnya tanéga-
pan masyarakat, maka kepada masyarakat diberikan kuesionér
untuk diisi. Berbagal tanggapan masyarakat yang berbedﬁ—beda
tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor
pertama, seperti dikemukakan di atas adalah kepekaan 1in-
dividu. Berbagaili macam motivasi dan emosi atau perasaan
mempengaruhi pandangan perseptor. Motivasi atau emosi yang
berbeda akan menghasilkan tanggapan yang berbeda pula.
| Seperti halnya dalam penelitian ini, responden
Pengadu ?ang pengaduannya ditolak karena kasusnya bukan
merupakan wewenang Komnas atau pada saat mengadukan masa-
lahnya hasilnya tidak sesugi dengan yang diharapkan, akan
menyatakan bahwa kerja Komnas HAM tidak memuaskan, Komnas
tidak mandiri, dan sebagalnya. Tanggapan ini tentunya
dipengaruhi oelh perasaan kecewa karena apa yang diinginkan
tidak tercapal. Segala kekecewaan, sakit hati, dan rasa
tidak puas ditumpahkan kepada Komnas HAM sebagai‘pengharap—
an yang terakhir. Hal ini akan berbeda apabila apa Vyang
diinginkan @ tercapal. Segala pujlan akan ditujukan kepada

Komnas HAM. Pada. tabel 20 terlihat bahwa 22,2% responden



Pengadu menyatakan bahwa pelaksanaan tugas-tugas Komnas HAM
sudah memuaskan, 60% menyatakan bahwa pelaksanaan tugas-
tugas Komnas baru gedikit memuaskan, dan 17,8% sisanya
menyatakan bahwa kinerja Komnas HAM belum memuaskan. Dari
jawaban-jawaban responden ini, alasan yang paling banyak
dikemukakan adalah karena rekomendasi Komnas banyak vang
tidak ditindaklanjuti, sehingga gkibatnya kasus menJjadi
menggantung. Selain 1itu, Komnas tidak dapat memutus perka-
ra/ tidak mempunyai keuasaan eksekutorial. Dilihat dari
alasan-alasan yang dikemukakan, maka terlihat bahwa motif
responden Pengadu dalam mengadukan masalahnya ke Komnas HAM
adalah untuk memperoleh keputusan atas suatu kasus. Padahal
kewenangan Komnas bukan seperti itu. Akibat motif yang
demikian, maka responden akan memberikan tang-

gapan bahwa kinerja Komnas tidak memuaskan atau kalaupun
memperoleh kepuasan, itu hanya sedikit saja. Berbeda dengan
responden yang mempunyai motif untuk memperoleh petunjuk
tentang kasus yang sedang dihadapli atau mencari Jalan
keluar sesual dengan tugas dan wewenang Komnas HAM, maka
jawaban yang diberikan adalah bahwa kinerja Komnas sudah
memuaskan kalau dilihat dari tugas dan kewenangannya.

Fmosi atau perasaan pada saat tertentu juga mempe-
ngaruhi tanggapan terhadap kinerja Komnas HAM. Responden
vang baru saja mengalami kekecewaan karena harapannya tidak
tercapai akan memberikan tanggapan yang negatif tentang
Komnas, seperti Komnas tidak mandiri, keanggotaan tidak

ideal, pelaksanaan tugas tidak memuasgkan, dan sebagainya,
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seperti terlihat pada tabel 13, 20, dan 22. Akibatnya,
mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadukan masa-
lahnya kembali ke Komnas HAM apabila mempunyal masalah
lagi di kemudian hari (tabel 19). Lembaga yang dituju
kebanyakan adalah LBH/LSM vang lain seperti terlihat pada
tabel 18. Alasan yang dikemukakan adalah karena LBH/LSM
yang lain dianggap lebih independen. Sebaliknya, responden
Pengadu yang merasa harapan-harapannya terpenuhi menyatakan
bahwa Komnas mandiri, dan menyatakan akan mengadukan masa-
lahnya ke Komnas lagi apabila mempunyai masalah  lagi di
kemudian hari.

Bagi responden masyarakat yang belum pernah mengadu,
tanggapan terhadap Komnas bisa Juga dipengaruhi oleh emosi
atau perasaan pada saat tertentu. Perasaan itu dapat berupa
ketertarikan terhadap sesuatu, pandangan mengenail sesuatu,
dan sebagainya. Responden yang tertarik dengan masalah-
masalah aktual dan membaca berbagal berita di media massa
mengenai kiprah Komnas, maka akan memberikan tanggapan yang
berbeda-beda. Misalnya responden vyang begitu tertarik
dengan kasus Marsinah, maka akan memberikan tanggapan
bahwa Komnas tidak mandiri, dan perlu wewenang yang lebih
dari sekedar rekomendasi, seperti terlihat pada tabel 21.
Contoh lain, misalnya pada saat itu responden tertarik pada
kasus 27 Juli, maka responden akan memberikan tanggapan
bahwa Komnas mandiri, namun memerlukan kewenangan yang
lebih dari sekedar menge luarkan rekomendasi. Khusus mengé—

nai wewenang ini, hampir seluruh responden, balk Pengadu
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maupun masyarakat yang belum pernah mengadu menginginkan
agar Komnas memiliki wewenang yang lebih dari sekedar
memberikan rekomendasi.

Di samping motivasi, emosli/perasaan, faktor pendiri-
an perseptor juga ikut berpengaruh dalam memberikan tang-
gapan mengenal sesuatu hal. Pendirian menurut Kamus besar
Bahasa Indonesia berarti pendapat (keyakinan) vang dipakail
tumpuan untuk memandang atau meﬁpertimbangkan sesuatu.
Responden yang menganggap bahwa kelahiran Komnas sebagai
hal yang positif yang bertujuan untuk menegakkan dan melin-
dungi HAM, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak
masyarakat, maka akan menilai positif apa vang dilakukan
oleh Komnas HAM. Sebaliknya, responden yang berpendapat
bahwa Komnas dibentuk hanya sebagail alat pemerintah untuk
menepis tudingan luar negeri bahwa pemerintah Indonesia
telah banyak melakukan pelanggaran HAM, akan selalu meng-
anggap bahwa segala apa yang dilakukan Komnas HAM hanya
merupakan manuver bolitik pemerintah saja. Mereka vyang
berpendapat terakhir akan selalu beranggapan bahwa Komnas
tidak mandiri, tanpa membuktikan terlebih dahulu bagaimana
bekerjanya Komnas HAM.

Inteligensia atau kepandaian masyarakat Jjuga mempe-
ngaruhi tanggapannya terhadap Komnas HAM. Berdasar hasil
penelitian, maka makin tinggl tingkat pendidikan responden,
maka makin tinggl pula prosentase tanggapan Vyang dapat
diperoleh. Tabel 10 dan 12 membuktikan bahw% makin tinggil

tingkat pendidikan responden, tanggapan Vyang diberikan
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semakin kritis dengan disertal alsan-alasan, bukan hanya
meniawab “tidak tahu” saja. Tabel 12 menunjukkan bahwa
aseluruh responden yang berpendidikan SD (100%) tidak dapat
memberilkan tanggapan mengenal dasar hukum pembentukan
Komnas. Dari 21 responden yang berpendidikan SLTP, 60%
diantaranya tidak dapat memberikan tanggapan, SLTA 28,2%,
dan responden vyang berpendidikan Akademi/PT hanya 24,7%
diantaranya tidak dapat memberikan tanggapan.

Menurut penulis, tingkat kepandaian seseorang akan
mempengaruhi cara berpikir dan bagaimana cara memandéné.
sesuatu. Orang vyang mempunyail tingkat inteligensia yané
lebih tinggi tidak akan menerima dan menanggapli begitu sﬁja
stimulus yang diterimanya, tetapil melalui proses penerif
maan, penalaran, dan pemahaman yang lebih panjang. Terhadaﬁ
stimulus yang diterimanya, maka akan ditelaah,. dioléﬁ,
untuk kemudian diinterpretasikan maknanya. Dan denéﬁﬁ
inteligensia yang cukup tinggi dan pengetahuap yané lebih
banyak, maka proses pemberian makna ini akan menjadi 1lebih
tajam. )

Latar belakang sosial seseorang Juga mempengaruhil
tanggapannya terhadap Komnas HAM. Latar belakang sosidl
dalam hal ini dapat diukur darl tingkat pendlidikan daﬁ .
tingkat pendapatag. fang jelas, dengan tingkat pendidikan
vang lebih tinggi, sebagian besar masyarakat mempunyail
pendapatan yang lebih tinggl pula. Berdasar hasil peneli-
tian, maka 40 orang darl seluruh responden (17,8%) mempu;

nyai pendapatan di atas satu juta rupiah. Dari Jjumlah 40
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orang tersebut, 36 orang diantaranya adalah berpendidikan
akademi/PT. I

Meskipun tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat
pendapatan masyarakat, namun tidak semua masyarakat vyang
berpendidikan akademi/PT mempunyal pendapatan yang tinggi.
Sebanyak 37 orang responden yang berpendidikan akademi/PT
mempunyai pendapatan antara Rp.ZOOTOOO,OO - Rp. 400.000,00,
21 orang berpendapatan Rp. 401.000,50 - Rp. 800.000,00, dan
sipanya tidak mempunyal pendapatan yang tetap.

Dikatakan bahwa latar belakang sosial mempunyai
pengaruh terhadap tanggapan masyarakat adalah karena berda-
sar hasil penelitian, maka responden yang memiliki pendidi-
kan yang lebih tingei mempunyai tanggapan yang lebih kri-
tis. Masyarakat yang berpendidikgn lebih rehdah, menganggap
bahwa dibentuknya Komnas HAM adalah untuk membantu masyara-
kat yang memerlukan bantuan, melindungi rakyat, dan membela
hak-hak setiap rakyat. Kemudian alasan mengadu ke Komnas
adalah karena Komnas gratis, dan wawasan tentang hukum
terbatas. Hal ini berbeda dengan tanggapan dari responden
yvang mempunyal pendidikan yang lebih tinggi vyang tidak
hanya menanggapi kelahiran Komnas sebagal lembaga yang ber-
gerak di bidang advokasi. Terutama responden yang mengerti
atau menaruh perhatian terhadap masalah-masalah yang ber-
kaitan dengan hukum dan HAM, diantaranya adalah responden
yang mempunyal pekerjaan sebagal pengécara dan responden
yang bekerja di Deplu mempunyal tanggapan Yyang paling

kritis. Oleh mereka kelahiran Komnas dilihat secara lebih




jauh, yaitu dilihat dari berbagai segi, baik segi hukum,
politik, maupun dari segi hubungan internasional.

Teori Interaksi Simbolik sepertl vang dikemukakan
oleh Herbert Blumer Juga menerangkan, bahwa tanggapan sese-
orang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang
lain, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap
tindakan orang lain itu. Berarti antara atimulus (rangsang-
an) dan respons (tanggapan) terdapat proses interpretasi
yang merupakan proses berpikir. Di sinilah letak perbedaan
antara tanggapan orang yang mempunyai tingkat inteligensia
tinggl dan sebaliknya, yaitu karena adanya PpProses berpikir,
vang masing-masing orang kemampuannya berbeda-beda. Bagal-
manapun Juga, orang-orang vang mempunyal tingkat inteligen-—
sia yang lebih tinggi akan mempunyal kemampuan berpikir
yang lebih baik. Dengan tingkat pendidikan vyang berbeda,
maka makna yang diberikan terhadap segala tindakan Komnas
HAM Juga menjadi berbeda. Orang yang mempunyal kemampuan
berpikir vang lebih baik akan mencari tahu latar belsakang
apakah vang ada di setiap tindakan Komnas. Jadi tidak
langsung menerima dan menanggapi begitu saja apa vang telah
dilihat atau dibacanya tentang keéiatan Komnas.

Di samping pengetahuan dan inteligensia, tanggapan
seseorang terhadap gesuatu Jjuga dipengaruhi oleh pengalaman
seseorang tentang sesuatu. Dalam penelitian ini, Dberarti
tanggapan antara responden Pengadu dengan responden yang
belum pernah mengadukan masalahnya ke Komnas HAM akan

berbeda. Tanggapan dari responden Pengadu akan dapat lebih
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mgnjelaskan segala sesuatu tentang Komnas dan pelaksanaan
tugas-tugasnya. Seperti terlihat pada tabel 11, karena
telah berhubungan langsung dengan Komnas, maka prosentase
tanggapan yang diperoleh lebih banyak dari Pengadu. Dan
hasilnya, 44,4% Pengadu menyetujuil Keppres sebagai dasar
hukum pembentukan Komnas, sementara hanya 18,3% masyarakat
yang belum pernah mengadu menyatakgn setuju Komnas dibentuk
dengan Keppres. ‘

Menurut pengamatan penulils, masyarakat vang belum
pernah mengadu cenderung mempunyai anggapan bahwa karena
Komnas dibentuk dengan Keppres, maka Komnas tidak akan
mandiri, sebab ada rasa takut terhadap pemerintah. Komnas
dianggap akan dikooptasi oleh pemerintah dalam pandangan-
pandangannya. Kenyataannya, setelah melihat dan merasakan
sendiri bagaimana bekerjanya Komnas HAM, maka Pengadu
banyak yang menyetujui dibentuknya Komnas HAM dengan Kep-
pres. Kinerja Komnas ternyata tidak terpengaruh oleh dasar
hukum pembentukannya. Seperti nampak pada tabel 19, seba-
gian besar responden Pengadu (64,4%) menyatakan 1ingin
kembali mengadu ke Komnas HAM apabila mempunyai masalah
lagi. Sebagian besar Pengadu (60%) Jjuga menyatakan bahwa
Komnas mandiri di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Responden Pengadu yang merasa kecewa karena harapan-
harapannya tak terkabul, mempunyal tanggapan yang berbeda
dengan Pengadu vang harapan-harapannya tercapal. Para
responden ini menyatakan bahwa hazil kerja Komnas belum

meuaskan, tidak mandiri, dan menyatakan tidak akan kembali
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mengadu ke Komnas apabila suatu gsaat mempunyal masalah.

Menurut teori Psikologi, untuk menjadl dasar pemben-
tukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan
yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila penga-
laman pribadi tersebut terjadi dalam situssi yang melibat-
kan faktor emosional. Pengalaman responden dalam mengadukan
masalahnya ke Komnas HAM merupakan pengalaman pribadi vyang
jelas melibatkan faktor emosional, karena terdapat berbaéai
harapan vang menyertal pengaduan mereka.

Karena pengalaman pula, maka terdapat perbedaan
tanggapan terhadap kinerja Komnas HAM. Responden vyang
pernah mengadu dan telah merasskan hasil kerJa Komnas
memberikan frekuensi Jjawaban > gudah memuaskap' yvang 1lebih
besar daripada responden yang belum pernah mengadu ke
Komnas. Menurut penulis, responden yang belum pernah menga-
du hanya menduga saja, dengan melihat latar belakang pem-
bentukan, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan responden
Pengadu yang telah merasakan dan menikmatl Jasa Komnas HAM.

Demikian pula tanggapan terhadap keanggotaan Komnas.
Responden yang' belum pernah mengadu, selain banysk vang
tidak tahu personil-personil yang menjadi anggota Komnas
HAM, sebagian besar responden (57,8%) tidak dapat memberi-
kan tanggapan apakah keanggotaan Komnas ideal/tidak ideal.
Sementara itu, 75,5% Pengadu dapat memberikan tanggapan
ideal atau tidaknya Komnas HAM. Dari jumlah tersebut, 33,3%

diantaranya menyatakan bahwa keanggotaan Komnas ideal dén

sisanya berpendapat bahwa keanggotaan Komnas tidak ideal.
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Responden Pengadu lebih dapat memberikan tanggapan karena
mereka sudah pernah mengadu, memperoleh pengarahan, bertemu
dengan beberapa anggotanya, dan melihat serta merasakan
hasil kerjanya. Kalaupun belum pernah bertemu karena penga-
duan berbentuk tertulis, bilasanya orang yang mempunyal
masalah akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang
pihak-pihak yang terkait, termaauk‘Komnas HAM. Dengan latar
belakang demikian, maka responde; Pengadu lebih dapat
memberikan tanggapan vang mendekati .kenyataan. Sementara
itu, responden yang belum pernah mengadu hanya membaca dan
melihat dari media massa atau memperoléh informasi dengan
cara yang lain, dan hanya mengetahui bahwa anggota Komnas
HAM Dbanyak yang birokrat atau mantan birokrat. Akibatnya,
meskipun belum mengetahui hasil kerja Komnaé HAM yang sebe
narnya, mereka memberikan tanggapan bahwa keanggotaan
Komnas HAM tidak ideal (pada tabel 13 sebényak 26,1% re-
gponden meyatakan bahwa keanggotaan Komnas tidak ideal).
Tanggapan mengenai sesuatu hal Jjuga berkaitan dengan
kepribadian dari orang - tersebut. Orang vyang mempunyai
kepribadian positif akan selalu berpikir positif, dan orang-
yang mempunyal kepribadian negatif akan selalu berpikir
negatif tentang sesuatu hal. Responden vyang mempunyai
kepribadian positif akan selalu memandang Komnas dari segi
positifnya terlebih dahulu sebelum mengetahui bagaimana
cara kerjanya. Sebaliknya, responden yang memang mempunyai
kepribadian negatif akan selalu curiga dan menuduh bahwa

Komnas HAM tidak mandiri, keanggotaan Komnas tidak ideal




karena kurang representatif, hasil-hasil temuan Komnas
selalu dipengaruhi oleh pihak pemerintah, dan sebagainya.
Tanpa menunggu dan melihat cara kerja Komnas, dengan dasar
hukum pembentukan yang “hanya’" Keppres, responden yang
berkepribadian negatif akan langsung berpendapat bahwa
Komnas tidak akan mandiri dan hanya merupakan alat propa-
ganda pemerintah saja. Kebanyakan dari masyarakat vyang
berpendapat demikian biasanvya ”anti—pemerintah", yvang hanya
memandang sesuatu dari sisi dirinya secara subyektif.
Penulis berpendapat, bahwa di samping faktor-faktor
yvang telah disebutkan di atas, tanggapan masyarakat terha-
dap eksistensi dan peranan Komnas dipengaruhi oleh kondisi
obyektif yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Salah

satu faktor yang dapat mempengaruhi tanggapan masyarakat

adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini..

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada saat 1inl kondisi
penegakan hukum di Indonesia kurang baik. Hal ini ditandail
dengan belum tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dengan
baik, kesadaran hukum dari aparat yang juga kurang baik,
tidak berfungsinya lembaga peradilan sebagaimana mestinya,
dan sebagainya. Karena kesadaran hukum yang belum begitu
baik, baik di kalaqgan masyarakat maupun di kalangan aparat
pemerintah, maka akan menimbulkan situasi vang potensial
untuk terjadinya pelanggaran HAM.

Menurut pengamatan penulis, kekurangpercayaan masya-
rakat terhadap bekerjanya lembaga penegak hukum seperti

diuraikan di muka Jjuga ikut mempengaruhi tanggapan masyara-




kat terhadap bekerjanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah, termasuﬂ Komnas HAM yang dinetuk dengan Kep-
pres. Segala upaya pemerintah biasanya ditanggapi dengan
sinis, seolah-olah hanya basa-basl pemerintah belaka.
Demikian pula dengan eksistensi dan peranan Komnas HAM di
Indonesia, karena dibentuk oleh pemerintah, maka dianggap
bahwa Komnas merupakan alat pemeriptah. Untuk itu, kondisi
penegakan hukum di Indonesia perlu Aiperbaiki, agar keper-
cayaan masyarakat terhadap pemerintah ¥hususnya lembaga
penegak hukum menjadi baik.

Apalagi pada saat krisis moneter seperti sekarang
ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah
makin tipis. Masyarakat sudah tidak pedulillagi pada upaya-
upaya vang dilakukah oleh pemerintah. Akibafnya masyarakat
menggantungkan harapan yang begitu besar kepada Komnas HAM,
dan apabila Komnasltidak dapat memenuhi harapan tersebut,
mereka akan menganggap Komnas sama saja dengan pemerintah.
Karena kekecewaan tersebut, maka tanggapan vang diberikan
kepada Komnas akan negatif.

Frang H. Winarta menilail, secara umum Komnas HAM
telah menjalankan tugas dengan baik, terutama melalui
mediasi. Tetapi kalau menyangkut masalah-masalah fundamen-
tal, yvang menyangkut pejabat tinggi, misalnya kasus Marsi-
nah dan kasus Kedung Ombo, Komnas tidak dapat berbuat apa-
apa. Hal ini karena menyangkut struktur kekuasaan (Wawanca-
ra, 16-8-1997).

Dari LBH Jakarta, Dewi Novirianti berpendapat bahwa




Komnas HAM sudah me laksanalkan tugasnya_dengan baik sesual
dengan tujuan dibentuknya. Memang secara jdeal belum dapat
dikatakan berhasil, namun dilihat dari usianya yang masih
muda, Komnas HAM dapat dikatakan telah cukup menjalankan
tugasnya dengan baik (Wawancara, 28 J1i 1997). Demikian
juga Ahmad Fauzan dari YLBHI berpendapat bahwa dilihat dari
fungsinya berdasar Keppres No.50 Tahun 1993, Komnas telah
melaksanakan tugas-tugasnya dengan cukup baik (Wawancara,
24 juli 1997).

Menurut pandangan penulis, dalam menanggapl kebera-
daan dan peranan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indone-
sia, sebaiknya setiap masyarakat berpikiran positif dulu.
Bagaimanapun Juga, dibentuknya Komnas HAM harus dilihat
sebagal niat baik pemerintah Indonesia untuk memperbaiki
kondisi penegakan HAM di tanah air. Mengenai bagaimana cara
kerja Komnas selanjutnya, akan terbuktli dengan melihat
hasil-hasil yang telah dicapai. Penulis sendiri berpendapat
bahwa selama ini Komnas sudah menjalankan tugas-tugasnya
dengan baik. Mengenail rekomendasi yang banyak dikeluhkan
masyarakat karena tidak ada tindak lanjutnya, itu bukan
merupakan kelemahan Komnas. Menurut SK pendiriannya, tugas
dan wewenang Komnas diantaranya adalah memantau dan menyel-
idiki pelaksanaan ﬁAM, untuk selanjutnya memberikan penda-
pat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan
negara mengenal pelaksanaan HAM. Dalam melaksanakan tugas-
nya tersebut, apabila benar ditemukan pelanggaran HAM,

selanjutnya Komnas akan mengeluarkan rekomendasi. Tindak
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organisasi vang berpengaruh, seperti militer, polisi,
pendidik, dan perusahaan besar (Kompas, 3-12-1997).
F. Peranan VYang Diharapkan Masyarakat dan EKendala vang

Dihadapi Komnas HAM

Tidak dapat dipungkiri, kemunculan Komnas telah
membawa dinamika tersendiri dalam diskursus tentang pengem-
bangan kesadaran dan pelaksaﬁaan HAM. Meskipun secara
formal kelembagaan lahir agak terlambét dan berdasar Kébf
pres, namun lembaga ini telah memberikan sesuatu bagil
masyarakat Indonesia, khususnya di bidang advokasi terhadap
hal-hal yang erat kaltannya dengan masalah-masalah HAM.

Kehadiran Komnas HAM telah membawa suasana baru
dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Masyafakat mulai gadar
akan hak-haknvya. Berbagai kasus yang selama ini tidak
diproses s8secara hukum/tidak selesal diproses, diadukan. ke
Komnas HAM. Jadilah Komnas HAM sebagal lembaga yang menam-
pung segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
Padahal tidak semua kasus dapat diselesalkan oleh Komnas
HAM, karena wewenang vang terbatas. Namun demikian, masya-—
rakat seperti tidak mau tahu, sehingga muncul berbagal
tanggapan dan kritik atas cara kerja Komnas HAM.

Dalam perkembangan gelanjutnya, masyarakat menghen-
daki agar Komnas dapat berbuat lebih banyak daripada seke-
dar mengeluarkan rekomendasi. Berdasar hasil penelitian;

maka hampir semua responden menghendaki agar Komnas HAM




mempunyai wewenang Vvang lebih dari gekedar menge luarkan
rekomendaai'(lihat tabel 21 sebanyak 93,3% regponden penga-
du dan 77 ,8% responden yang belum pernah mengadu menjawab
Komnas perlu mempunyai wewenang yang lebih dari sekedar
rekomendasi).’Kebanyakan masyarakat menghendaki agar Komnas
mempunyal wewenang yudisial sekaligus eksekutorial. Harapan
masyarakat dengan mengadukan magalahnya ke Komnas HAM
adalah untuk memperoleh penyeles;ian kasusnya. Komnas
dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai lembaga
terakhir vang akan dapat menye lesaikan segala magalahnya.
Akibat harapan masyarakat yang terlalu berlebihan ini, pada
akhirnya masyarakat kecewa terhadap harapannya sediri.

Berdasar hasil penelitian maka harapan—-harapan
masyaqu&ﬁ terhadap Komnag menyangkut berbagal hal, vang
dapat dikategorikan dalam beberapa masalah, &aitu masalah
kewenangan, rekomendasi, keanggotaan, dan independensi.
Disamping beberapa hal tersebut yang merupakan prioritas
jawaban, masih ada hal-hal lain vang diharapkan masyarakat
untuk dilakukan Komnas, yaitu mengenail pengumuman hasil
temuan dan mekanisme pelaporan hasil temuan.

Berkaitan dengan masalah kewenangan, berdasar hasil
penelitlan, maka masyarakat menghendakl agar wewenang Kom-
nas diperluaé, diperkuat, dengan menetapkannya didalam
Undang-Undang. Masyarakat menghendaki agar cakupan kewena-
ngan Komnas diperluas, sehingga Komnas dapat bertindak
sebagal pengambil keputusan. Dengan demikian, kinerja

Komnas tidak setengah—setengah dalam menyelesaikan masalah.
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Apabila masalah vang diadukan Dberkaitan dengan perbagal
hukum, baik berupa tindak pidana maupun masalah-masalah
perdata, maka masyarakat menghendaki agar Komnas dapat
membawa masalah ke pengadilan. Hal-hal yang dikemukakan
dimuka adalah merupakan harapan masyarakat. Namun kalau
dilihat dari SK Pendiriannya, maka apa Vvang diharapkan
masyarakat tersebut adalah terlalu berleblhan, karena
kewenangan Komnas yang menyangkut pelanggaran HAM hanya
memantau, menyelidiki, untuk kemudian memberikan pandapat,
pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara.

Dalam Keppres No.50/ 1993 pada Pasal 5 telah Jelas
disebutkan kegiatan-keglatan yang dilakukan Komnas HAM yang
juga merupakan tugas dan kewenangan Komnas. Jadi, apabila
Komnas bertindak lebih dari apa vang telah digariskan, itu
berarti Komnas telah keluar dari Jjalur yang semestinya.
Kalau Komnas menuruti apa yang dikehendaki masyarakat maka
skan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain.
Migalnya kewenangan untuk mengambil keputusan. Apabila
Komnas menuruti keinginan masyarakat agar Komnas berwenang
mengambil keputusan yang bersifat eksekutorial, maka hal
ini berarti mengambil kewenangan yang dimiliki oleh lembaga
pengadilan. Sebagal negara hukum, maka lembaga yvang mem-
punyai kewenangan untuk memberikan keputusan mengenai
sengketa hukum adalah pengadilan. Jadi, kewenangan Vyang
demikian, seperti yang diharapkan masyarakat tidak mungkin
untuk direalisasikan.

Harapan masyarakat agar kewenangan Komnas diatur

2o




dengan Undang-Undang mengandung artl bahwa dasar hukum
nembentukan Komnas Jjuga harus diubah dengan Undang- Undang.
Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa pendapat dari
kalangan yang tertarik dengan masalah-maslah HAM. Trimoelya
D. Soeryadi dari Ikadin Surabaya termasuk kalangan Vane
berpendapat kalau sebaiknya Komnas dibentuk dengan Undang-
Undang, agar mekanisme kerjanya tidgk bersinggungan dengan
instansi lain. Dengan dibentuknya Komnas dengan Undang-
Undang, maka kedudukannya akan kuat, karena tidak dapat
dibubarkan sewaktu-waktu seperti. halny; kalau dibentuk
dengan Keppres. Disamping itu, dengan' dibentuk melalui
Undang-Undang, Komnas akan mempunyai kewenangan untuk
memanggil aparat baik gipil / militer vang terlibat - dalam
pelanggaran HAM tanpa menunggu 13in dari atasan.

Yusril Ihza Mahendra Jjuga berpendapat bahwa idealnya
Komnas diberi wewenang yang lebih agar Komnas dapat memang-
gil pihak-pihak apabila rekomendasi tidak diindahkan. Oleh
karena itu, isi Keppres perlu diubah. Apabila ijgi diubah,
maka Keppres {tu sendiri Jjuga harus diubah. Untuk itu,
apabila kewenangan Komnas diharapkan diperluas, maka dasar
hukum pembentukannya harus diubah terlebih dahulu. Dan
apabila dikehendakl agar Komnas dibentuk dengan Undang-
Undang, berarti akan melalui proses yang panjang, dimulai
dari usulan Rancangan Undang-Undang dari DPR, karena rakyat
yvang menghendaki, kemudian proses pembahasan antara DPR dan
pemerintah untuk kemudian disahkan dengan Undang-Undang.

Melihat panjangnyva proses vang harus ditempuh, menurut
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penulis tidak perlu dasar hukum pembentukan Komnas diubah
dengan Undang-Undang. Yang paling penting adalah mekanisme
kerjanya, dan iktikad baik dari instansi- instansi vang
menerima rekomendasi Komnas. Karena tanpa iktikad baik daril
instansi-instansl vang menerima rekomendasi, maka rekomen-
dasi dari Komnas tidak akan ada artinva. Berarti pula,
kinerja Komnas akan kurang berhasil. Bagaimanapun Juga,
penegakan HAM adalah tugas semua pihak, bukan hanyva tugas
Komnas saja.

Kastorius Sinaga dan Todung M. Lubis Juga termasuk
kalangan yang menghendaki agar Komnas dibentuk dengan
Undang-Undang sehingga mempunyal kewenangan yang luas dan
kinerja yang leluasa.

Harapan masyarakat terhadap Komnas selaln menyangkut
kewenangan vang diperluas adalah masalah yang berkaltan
dengan rekomendaéi. Selama ini, dalam melaksanakan tugas-—
tugasnya, apabila ditemukan pelanggaran HAM dalam suatu
kasus, disamping melalui tinjauvan lapangan jika diperlukan,
maka Komnas akan menge luarkan rekomendasi yang ditujukan
kepada jnstansi-instansi vang terkait. Tindak lanjut dari
rekomendasi tersebut terserah kepada instansi yang bersang-
kutan. Kondisi semacam ini mengakibatkan banyak rekomendasi
yang tidak ditindak lanjuti. Akibatnya, masyarakat merasa-
kan kalau penyelesalan masalahnya menggantung. Menghadapi
kondisi yang semacam ini, maayarakgt mengharapkan agar
Komnas mempunyal kewenangan untuk memantau terus rekomenda-

ai vyang telah dikeluarkan, apakah ada follow upnya. Untuk
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itu, Komnas harus memiliki kewenangan yang dapat memaks
suatu instansi untuk mentaati rekomendasl yang telah dike-
luarkan Komnas. Atau rekomendasi {tu sendirl vang mempunyai
daya paksa, geperti halnya keputusan pengadilan. Harapan
masyarakat tersebut menurut penulis terlalu berlebihan,
sebab Komnas bukan lembaga vang berwenang mengambil kepu-

tusan. Sedang arti dari rekomendasi sendiri adalah saran

a

vang menganJjurkan, yang bisanya berbentuk surat. Jadi, vang

berwenang mengambil keputusan bukan pemberi rekomendasi,
tetapil penerima rekomendasi vang seharusnya mengambil
tindakan. Yang dapat dilakukan Komnas dalam penyelesalan
masalah adalah sebagai mediator, yang berupaya mempertemu—
kan kemauan dari pihak—pihak vang bersengketa. Komnas
menjaga agar pihak—pihak vang dirugikan mempéroleh apa vang
- seharusnya menjadi haknya dan tidak ada pihak yang dirugi-

kan lagi.

Mengenai pemantauan terhadap rekomendasi vang telah

dikeluarkan, menurut pengetahuan penulis selama ini Komnas
HAM telah me lakukannya. Apabila dalam waktu tertentu reko-
mendasi vyang dikeluarkan tidak ada tindak lanjutnva, maka
Komnas akan mengirimkan rekomendasi kembali kepada instansi
tersebut dengan penekanan yang lebih tegas untuk segera
menindaklanjuti rekomendasi Komnas tersebut. Kepada
masyarakat vang mengadukan masalahnya Jjuga diberikan tembu-
sannya, sehingga pengadu mengetahul perkembangan kasusnya.
Apabila masalah yang diadukan tidak dapat diselesai-

kan melalul mediasi vang dilakukan oleh Komnas, maka Komnas
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akan mengeluarkan rekomendasi. Untuk itu, menurut penulis,
masyarakat harus aktif untuk memantau perkembangan kasus-
nya, tidak hanya menunggu tindakan Komnas saja.

Meskipun tidak sebegar tuntutan masyarakat terhadap
kewenangan Komnas, masalah keanggotaan Komnas Jjuga menjadi
hal yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hasil peneli-
tian, maka sebagian besar masyarakat menghendaki agar
keanggotaan Komnas lebih beragam, sehingga mewakili berba-
gai golongan yang ada didalam masyarakat. Selama ini masya-
rakat menilai bahwa anggota komnas HAM kebanyakan dari
birokrat atau mantan birokrat, dan diantaranya banyak vang
Sarjana Hukum. Masyarakat menghendaki agar aktivis-aktivis
LSM dapat menjadi anggota Komnas HAM. Berkaitan dangan hal
ini, Muladi pernah meangatakan dalam suatu surat kabar
bahwa keanggotaan Komnas bukan didasarkan pada perwakilan
dari golongan-golongam. Keanggotaan Komnas didasarkan pada
jintegritas pribadi dan komitmennya terhadap penegakan HAM.

Di samping keanggotaan yang lebih beragam, masyara-
kat Juga menghendaki agar masing-masing anggota Komnas
dispesifikkan pada keahlian-keahlian tertentu, sehingga
dapat menangani masalah secara intensif, misalnya: khusus
masalah tanah, perbpruhan. Dengan spesifikasi seperti ini,
maka kasus-kasus yang diadukan dapat ditangani oleh ahli-
nya. Penulis menyetujuil pendapat vang mengatakan bahwa
pertimbangan utama dalam penentuan anggota adalah integri-
tas pribadi dan komitmennya terhadap penegakan HAM. Komnaé

memerlukan figur-figur yang berwibawa, yang disamping dapat




herhubungan dengan meyarakat Jjuga mampu berhadapan dengan
penguasa Vvang potensial untuk me lakukan pelanggaran HAM.
Tentang anggotafanggota Komnas HAM vang sebagian besar
adalah sarjana hukum, penulils menyetujui hal ini. Bagaima-
napun Juga, pelanggaran HAM selalu berkaitan dengan masalah
hukum. Jadi diperlukan orang-orang yang mempunyal pengeta-
huan vang balk di bidang hukum.

Masyrakat Jjuga mengharapkan ;gar Komnas lebih inde-
penden lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentunya ini
juga berkaitan dengan kewenangan Vvang dimiliki Komnas.
Dalam me laksanakan tugasnya, Komnas jangan takut pada
siapapun, dan transparan dalam mengemukakan hasil temuan-
nya. Komnas diharapkan jujur dalam menangani gsetiap kasus,
dan tidak memihak.

Dari Thasil penelitian juga dapat diketahui Eahwa.
masyarakat menghendakl agar Komnas HAM menjalin kerja sama |
dengan pihak—pihak lain, seperti L.LBH/ LSM yang lain, lemba-
ga peradilan, aparat baik sipil/ militer, eksekutif, legis—
latif, dan lembaga-—lembaga lain vang menaruh - perhatian
besar terhadap masalah-masalh HAM, termasuk Komisi HAM Luar
Negeri. Menurut -Yusril Ihza Mahendra, Komnas akan lebih
baik kalau menjalin kerjasama dengan perguruan
tinggi/kalangan akademisi, DPR, Kepolisian, Pengadilan, dan
LSM. Komnas dapat bekerja B8ama dengan Pusat Studi
HAM/kalangan akademisi untuk mengadakan penyuluhan di
daerah-daerah (Wawancara, 15-8-1997). Dengan adanya kerja-

sama dengan berbagai kalangan tersebut, diharapkan Komnas
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akan dapat bekerda lebih baik. Penulis menyetujul gagasan
agar Komnas lebih menggalang kerjasama dengan lembaga
pendidikan, karena melaluil lembaga pendidikan, pendidikan
HAM akan lebih efektif. Di samping itu, dengan melalui
Pusat Studi-Pusat Studi HAM yang ada di lembaga pendidikan,
Komnas dapat bekerja sama guna mengadakan penyuluhan menge-—
nai HAM.

Hal-hal di atas merupakan harapan masyarakat vyang
menginginkan Komnas gebagai lembaga vang bergerak di bidang
advokasi. Sebenarnva, di Indonesia sudah ada lembaga-lemba-
ga yang bergerak di bidang advokasi seperti LBH dan - DPR
yang merupakan sarana penyalur aspirasi masyarakat. Qleh
karena itu, menurut penulis, seharusnya Komnas bergerak
pada bidang-bidang yang menyangkut aspek vang lebih makro,
karena kalau Komnaé‘terlalu gibuk dengan masalah-masalah
mikro dan bersifat individual, maka akan banyak bidang-
bidang garapan Komnas yang terbengkelal. Penulis sependapat
dengan Dewl Novirianti dari LBH Jakarta, bahwa Komnas harus
mampu melakukan perubahan-perubahan yvang bersifat struktur-
al. Komnas harus bergerak pada bidang kebijakan, apa Vyang
menyebabkan pelanggaran.

Aktivis Walpi, Khalid Muhamad berpendapat bahwa
Komnas harusnya. memprioritaskan upaya memperbaiki bagian
paling substansial yang menimbulkan terjadinya ketidakadi-
lan dan penindasan HAM. Komnas juga.harus aktif memberil
masukan kepada DPR dalam perumusan RUU yang di dalamnya

mengandung masalah-masalah BEAM (Kompas, 13-2-1995).
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Todung Mulya Lubis, geperti diutarakan pada sebuah
surat kabar Juga mengatakan pahwa Komnas jangan hanya larut
dengan masalahﬂmasalah vang versifat mikro, dan seharusnya
Komnas berbuat lebih, misalnya mendorong pemerintah untuk
meratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Penulis
berpendapat bahwa masalah ratifikaai ini perlu, akan tetapi
bukan merupakan hal yang terpenting Hal yang paling pent-

ing adalah’ bagaimana menciptakan ikllm dan kondisi 1yahg

menJjamin dihormatinya h&k—hak aipil San POlitik iniy”

Masih banyak 1agi kalangan yvang menyam aikanv perlu—" "

nya Komnas HAM melakukan perubahan—perubahan dalam kebiaa—’
kannya melakukan penegakan dan perlindungan ;HAM.' Yusril

Thza Mahendra, ! Frana H Winarta dan Abdulg'Hakim Garuda

sama-—sama menyoroti masalah pentingnya ”pendidikan - dan

penyuluhan HAM Yuaril Ihza Mahendra lebih menekankan

pendidikan 'HAM iﬁi pada aparat, karena aparatlah vang
paling potensial untuk melakukan pélanggara HAH Sementara
menurut Frans H. Winarta, pekerjaan utama:yangfharus disele—'
saikan Komnas adalah Jjangan terlalu berpolemik mengenai HAM
dengan budava. Pertama-tama yang harus dipikirkan Komnas
adalah meratifikasi dua Konvensi utama, yaitﬁ;ﬁgonvénai'
tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Konvensi tentang
Hak-hak Ekonomi dan Budavya. Setelah itu baru melakukan
pendidikan dan monitoring HAM. Penulis tidak gsetuju dengan
pendapat Frans ini, dan lebih condong untuk mendahulukan

pendidikan-dan monitoring HAM. Apabila kesgadaran HAM setiap

warga negara sudah baik, maka kondisi penegakan HAM di
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Indonesia akan menjadi lebih baik pula. Sebaliknya, meski-
pun telah meratifikasli konvensi Internasional, tetapi
kesadaran dan kondisi HAM dl dalam negeri belum baik, maka
upaya yang dilakukan tidak akan ada artinya.

Memang banyak yang masih harus dilakukan oleh Komnas
HAM dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi
pengembangan HAM di Indonesia. Selain menangani masalah-
masalah vyang diadukan, Komnas HAM harus melebarkan sayap
untuk berbuat dan bertindak pada bidang-bidang garapan yvang
berkenaan dengan kebijakan yvang lebih bersifat makro.

Penulis menyetujui beberapa hal yang diusulkan oleh
Kunarto untuk segera dilakukan Komnas HAM, diantaranya
bahwa Komnas HAM harus dapat mendorong aprat penegak_ hukum
_:darl segala 1apisan untuk menghayati gerta mengamalkan HAM
dengan semua pedoman yang diadopsi oleh Indonesia. Semua
'Plh&k harus berperan aktlf dalam upaya penegakan HAM. Di
samping itu, Komnas HAM seharusnya Jjuga segera melibatkan
diri dengan program- program PBB tentang HAM dan pecegahan
serta penanggulangan kejahatan. Komnas Jjuga harus dapat
meﬁgkoordinaaikan instansi-instansi perorangan dan LSM.
Dibidang pencegahan dan penanggulangan kejaﬁatan, Komnas
HAM harus dapat mendorong lembaga legislatif untuk dapat
segera meratifikasi ketentuan—ketentuan PBB yvang terkait
dengan HAM( Kunarto, 1996:VII ).

Penulis menambahkan, égar Komngs HAM aktif mengkadi
berbagai peraturan perundang—undangan yang masih mengandung

potensi terjadinya pelanggaran HAM. Mengenal hal ini,
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menurut pengetahuan penulis, Komnas sedang me lakukannya

Seperti halnva komisi HAM pada negara-negara lain,
geharusnya Komnas memprioritaakan bidang garapannya vang
terpenting pada usaha-usaha meletakkan dasar-dasar Vvang
kokoh pada penanaman, pemupukan dan pengembangan HAM vyang
1ebih bersifat kebijakan makro, bukan bertindak reaktif
melayani persoalan—persoalan vang kgsuistis saja.

Berbagail harapan masyarakaé dapat menjadi pemicu
Komnas HAM untuk berbuat lebih banyak lagi di bidang Ppene-
gakan dan perlindungan HAM. Namun dalam perJjalanan melaksa-
nakan tugas—-tugasnva, terdapat berbagail kendala yang meng-
hadang Komnas HAM. Harapan masyarakat yang terus meningkat
terhadap Komnas HAM sebenarnya Jjuga merupakan kendala bagi
Komnas HAM. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang tugas
dan wewenang Komnas HAM, maka masyarakat terlalu banyak
berharap kepada Komnas HAM, vyang pada akhirnya masyarakat
akan kecewa gendiri, karena kewenangan Komnas vang terba-
tas.

Kewenangan Komnas yang terbatas ini menyebabkan
banyak masalah yang diadukan memer lukan waktu yang 1lama
untuk menyelesaikannya. Komnas tidak dapat dapat memaksa
auatu instansi untuk mematuhi rekomendasinya, meskipun pada
kenyataannya terjadi pelanggaran HAM. Hal ini merupakan
salah satu kendala vang dihadapi Komnas untuk dapat menve-
lesaikan suatu masalah secara tuntas.

Di samping masalah kewenangan, masalah pendanaan

Juga merupakan kendala Komnas dalam melaksanakan tugas-
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tugasnya. Selama ini, pembiayaan terhadap operasional

Komnas ditanggung oleh Sekretarliat Negara. Karena sumber

pendanaan Yyang berasal dari Sekretariat Negara ini, maka

banyak kalangan meragukan kemandirian Komnas. Tetapl menu-—

rut pengamatan penulis, sejauh ini selama 4 tahun bekerja,

masalah pendanaan vang berasal dari gekretariat Negara ini

tidak mempengaruhi kemandirian Komnas. Yang menaadl masa h
g Sk

adalah sumber dana yvang kurang memadai_ untuk me bia

kebutuhan Komnas selama ini. Hal ini Juga _d;qkui

Komnas Munawir Sadzali dan Wakil Ketua I MiriaﬁivBudiggdio
Bahkan menurut Miriam, akibat kekurangan dana_; ]
peningkatan mutu sumber daya manusia terutamﬁ _pépa'_
menjadi terhambat. |

Kendala yang lain adalah meny
si. Sumber hukum pembentukan Komnas_i:¢

eksekutif akan menjadi persoalan yang seriﬁs di m

Bagaimanapun juga, dengan dasar hukum yang hanya

Keppres, kepastian " hukum akan keberadaan (eksiste
Komnas kurang terjamin. Meskipun nampaknya merupakan
hal vang tidak mungkin, namun dengan kondisi yang eke an
ini, yaitu Komnas dibentuk melalul Keppres,_ secara fh}

Komnas dapat sewaktu—waktu dibubarkan oleh. Preaiden-

karena itu perlu dicari pemecahan untuk mencari dasar hukum

pembentukan yang menjamin kepastian hukum keberadaan Komnas

HAM di Indonesia.

Posisinya yang dilematis antara menciptakan keadilan

dan pertimbangan kepentingan negara juga merupakan kendala
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bagi Komnas dalam melaksanakan tugasﬂtugasnya. gebhagal
contoh misalnya dalam Kasus 27 Juli vang begitu ramai
diperbincangkan di dalam dan juar negeri. Dalam hal ini
Komnas berada dalam posisl vang dilematis, karena di satu
pihak demi keadilan Komnas harus mengungkapkan fakta vang
gebenarnya dengan Jjudur, pnamun di pihak lain Komnas harus
elindungi nama negara Indonesia d1 mata internasional,

karena kasus ini menyangkut keterlibatan aparat negara. .
gampai saat ini, setelah 4 tahun Komnas bekerja daﬁ

telah berhasil méhbuktikan berbagai kesukseaannya dalam 5
menangani peribu-ribu ﬁengaduan, masih terdapat berbagal.
keraguan beberapa kalangan menyangkut independensinya.
Independensi Komnas ini serlng dikaitkan dengan dasar hukum

'pembentukan Komnas dan keanggotaannya yang sebagian besar

:dgrl kalangan birokrat atauﬁfma an birokrat Berbagal

kritik dilontarkan terhadap Komnas Akibatnya terdapat

beberapa orang yang menanggap prelakaanaan tugas—tugqs
Komnés dengan pandangan vang negatif i

Selain kendala Vvang .bersumber dari dari Komﬁas
sendiri, gecara umum kxondisl vang ada di Indonesia pada
saat ini Juga menjadi kendala bagil Komnas. Kondisi di
Indonesia pada gaat ini, menurut (almh) Roekmini adalah
masih lemahnya kegadaran hukum, kegadaran kemanusiaan, dan
kesadaran politik dari aparab pelaksana sistem. Lemahnya
unsur manusia merupakan hal yang menjadi penyebab utama.

Roekmini aelanjutnya mengatakan bahwa pelanggaran HAM vang

terjadi di Indonesia melekat pada struktur kekuasaan ( power
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structure)(Roekmini, Makalah Penataran Dosen Kewiraan, UIl
Yogyakarta, 1994).

Persoalan Yyansg menyangkut kbnaep HAM vang masih
sering diperdebatkan Jjuga menambah beban kerja Komnas HAM.
Masalah universalitas HAM masih banyak diributkan, vaitu
apakah konsep HAM itu universal atau tidak, karena banyak
negara di dunia yang menyatakan memiliki konsep HAM tersen-
diri. Di samping masalah universalitas, sampal saat ini
Imasih terdapat kontroversi antara konsep HAM Barat dan HAM
Non Barat. Ham Barat dikatakan lebih bersifat individualis,
sehingga tldak cocok untuk diterapkan di negara-negara
Timur termasuk Indonesia. Akibatnya banyak kalangan di
'IIndonesia yang menolak konsep HAM yang ada di dalam Dekla-
:irasi Universal HAM,_karena konsep HAM yang dimuat dianggap

: merefleksikan k“nsep HAM Barat yang bersifat individualis.

karena itu muncullah perdebatan mengenai konaep HAM

'ffﬁyang bagaimanakah yang akan dikembangkan di Indonesia.

?.Komnas' telah mengambil sikap bahwa konsep HAM yang dianut
Indonesia adalah HAM vang dijlwai oleh keluhuran i led-~
nilai Pancasila. Namun dengan adanya perdebatan mengenai
. konsep HAM ini, tugas Komnas menjadi lebih berat lagi,
karena Komnas harus dapat memberikan arah persepsl vang

sama tentang HAM di Indonesia.
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BBV T PERPUSTAKAAN

PERUTUP FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI

I.A. Kesimpulan Umum

Dari keseluruhan uraién di muka, maka dapat diajulkan

suatu kesimpulan umum, yang didasarkan pada penelitian di

lapanéan sebagail berikut:

1. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap
orang, vang melekat pada dirinya, dan tanpa hak itu
orang tersebut tidak dapat hidup secara wajar sebagail
manqsia. Dalam perkembangannya, konsep mengenai HAM
banyak mengalami perubahan, sehingga masing-masing
negara merumuskan sendiri konsepnya mengenail HAM.

2. Masalah HAM telah menjadi perbincangan masyarakat inter-
nasional dewasa ini, sehingga tiap negara harus memper-
hatikan pelaksanaan dan penegakannya. Untuk mewujudkan
perhatian negara Indonesia terhadap masalah HAM ini,
maka pada tahun 1993, dengan Keppres No.50 Tahun 1993

dibentuklah Komnas HAM.

B. Kesimpulan Khusus
Dari hasil penelitian dan diskusi hasil penelitian,
maka dapat dikemukakan kesimpulan khusus sebagai Jawaban
atas permasalahan yang diajukan, sebagai berikut:
1. Masyarakat mengadukan masalahnya ke Komnas HAM karena
berbagai alasan, vang tidak semuanya dipengaruhi oleh
hasil kerja yang telah dicapai Komnas HAM. Alasan vang

berkaitan dengan Komnas HAM diantaranya berhubungan
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mudahnya prosedur pengaduan. dan kredibilitas dari nama
lembaga Komnas itu sendiri. Sebagian alasan lebih dise-
babkan oleh kondisi obyektif yang terjadi di Indonesia.
Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa maraknya pengaduan
ke Komnas HAM semata-mata disebabkan karena keberhasilan
Komnas HAM.

2. Pada umumnya, masyarakat sangat antuslas menanggapi
dibentuknya Komnas HAM di Indonesia, mengingat banyaknya
pelanggaran HAM yang terjadi. Namun di dalam memberikan
tanggapan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya,
masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor
subyektif dan obyektif vang tidak sejalan dengan kewe-
nangan yvang dimiliki Komnas HAM. Harapan-harapan masya-
rakat yvang terlalu tinggi dengan tidak diimbangi dengan
pengetahuannya tentang tugas dan wewenang Komnas HAM_
telah menghasilkan tanggapan yang tidak proporsional.

Apabila digambarkan secara skematis, maka akan diperoleh

hasil sebagai berikut:

’////,? Harapan

Faktor subyektif & obyektif

Pengetahuan

g

- - Pengalaman - .——

.
\\ e

Latar belakang sosial -——

IKomnasPMM

Negatif)_

3. Tanggapan masyarakat terhadap Komnas HAM tidak hanya

berdasarkan hasil kerja Komnas HAM, tetapi 1lebih dipe-



ngaruhi oleh beherars faktor, vaitu:

a. Faktor-faktor =subyektif dari masing-maszing anggota
masyarakat dan tartor-faktor obyektif vang menyanglkut
situasi vang teriadi di Indonesia, terutama berkenaan
dengan kondisi penegakan hukum dan penegakan HAM pada
saat ini.

b. Pengetahuan masyarakat tentang Komnas HAM, baik
menyangkut tujuan dibentuknya-maupun tugas dan wewe-
nangnya mempengaruhi tanggapannya terhadap eksistensi
dan peranan Komnas HAM di Indonesia. Akibat ketidak-
tahuan masyarakat tentang tugas dan wewenang Komnas
HAM, maka masyarakat menaruh harapan yang terlalu
besar terhadap Komnas. Akibat selanjutnya adalah
tanggapan yang negatif dari -~masyarakat terhadap
Komnas HAM apabila harapan-harapan masyarakat tidak
terpenuhi.

c. Latar belakang sosial masyarakat.

d. Pengalaman masyarakat yang berhubungan dengan Komnas
HAM.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan

kinerja Komnas HAM tidak dapat diukur dari baik tidaknya

tanggapan masyarakat terhadap eksistensi dan peranan

Komnas HAM. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai

kinerja Komnas tidak berdasarkan kedudukan dan kewenang-

an vyang dimiliki Komnas HAM, tetapi lebih mengukurnya
dari harapan-harapan dan keinginan-keinginan masyarakat

sendiri.



4. Harapan-harapan masyarakat terhadap peran Komnas HAM
menvangkut  beberapa hal, yang kesemuanya berhubungan
dengan kewenangan vang dimiliki Komnas HAM. Dalém prak-
teknya. dengan kondisi seperti sekarang 1ini, vyaitu
berdasar Keppres No.50 Tahun 1993, harapan—-harapan
masyarakat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Komnas HAM
karena kewenangannya yang terbatas. Untuk itu, apabila
tujuan vyang ingin dicapail pemerintah dengan membentuk
Komnas HAM adalah untuk memenuhi harapan-harapan masya-
rakat, maka tugas dan wewenang Komnas HAM harus diperba-
harui. Satu-satunya cara adalah dengan Jalan merubah

dasar hukum pembentukannya.

II. Saran—-saran

1. Kegiatan Komnas di bidang pendidikan dan penyuluhan_
perlu lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat
memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan diben-
tuknya Komnas, serta tugas dan wewenang Komnas. Dengan
demikian, maka masyarakat tidak akan mempunyai anggapan
vang keliru mengenai kewenangan Komnas. Di bidang 1ini,
Komnas hendaknya menjalin kerjasama dengan lembaga-
lembaga vang terkait, seperti LSM, instansi pemerintah
(sipil/militer), dan lembaga pendidikan, terutama lemba-
ga pendidikan formal dengan membentuk Pusat Studi HAM.

2. Komnas HAM hendaknya lebih memprioritaskan untuk mengga-
rap bidang-bidang vang lebih bersifat kebijakan

(policy). sehingga peranan dan manfaatnya dapat dirasa-



kan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik vyang pernah
mengadu ke Komnas maupun yang belum pernah mengadu.
Komnas hendaknya terus memantau rekomendasi yang telah
dikeluarkannya, dan selanjutnya memberitahukan perkem-
bangan suatu kasus yang sedang ditangani kepada Pengadu.
Perlu adanya kesadaran semua instansi untuk mematuhi
setiap bentuk rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM,
karena penegakan HAM bukan hanya merupakan tanggung
jawab Komnas HAM, tetapi tanggung jawab semua pihak.
Media massa hendaknya memberikan porsi yang cukup terha-
dap kegiatan Komnas di bidang pengkajian instrumen HAM
internasional dan kegiatan di bidang pendidikan dan
penyuluhan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui
tugas-tugas Komnas di bidang pemantauan saja.

Untuk menjamin penegakan HAM, maka perlu ditingkatkan
kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah, karena

kesadaran hukum dan penegakan HAM sangat berkaitan erat.

]
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DAFTAR PERTANYAAN
(Untuk Masyarakat vang Belum Pernah Mengadu ke Komnas HAM)

Pertanyaan—pertanyaan di bawah ini disusun dalam rangka
penelitian untuk penyusunan tesis sebagal salah satu agyarat
untuk mendapatkan gelar “"Magister Hukum' (52) pada Fakultas
Pasca Sarjana Program Studi T1mu Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana Universltas Diponegoro Semarang, dengan judul “"Tangpa-
pan Masyarakat Terhadap Fksistensi dan Peranan Komnas HAM di
Indonesia” (Studi Sosiologis di Wwilayah DKI Jakarta) .

Oleh karena itu, dimohon bantuannya untuk mengisi jawaban
daftar pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. Atas
bantuannya diucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 1997
Peneliti,

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar. Apabila
jawaban Yang Ibu/Bpr kehendaki tidak tersedia dalam pilihan
jawaban, isilah pada titik-titik.

A. Identitas Responden

1. Nama dan alamat : (tidak harus diisi)
2. Usia 2

(a) <20 - 30 tahun (p) 31 - 40 tahun

(c) 41 - 50 tahun ey Bl = 60 tahun

(e) > 60 tahun
3. Agama

(a) Islam (b) Kristen (c) Katholik

(d) Hindu (e) Budha (f) Lain-lain ....-

4. Pekerjaan : .-.---

5. Penghasilan dalam sebulan:
(a) < Rp.200.000 - Rp.400.000
(b) Rp.401.000 - Rp.600.000
(c) Rp.601.000 - Rp.800.000
(d) Rp.801.000 - Rp.l-OO0-000
(e) Rp. > 1.000.000

6. Pendidikan:
(a) SD (b) SLTP (c) SLTA (d) Akademi/PT
(e) Lain-lain ....-

7 Status tempat tinggal:
(a) Rumah sendiri (b) Rumah dinas
(c) Sewa/kontrak (d) Ikut tinggal bersama keluarga
(e) Lain-lain ....-
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Daftar Pertanyaan

Apakah JIbu/Bp mengetahul adanyva Lembaga Komnas HAM di
Indonesia?
(a) Ya (b) Tidak

Apabila Jjawaban (ya), darimanakah Ibu/Bp memperoleh in-
formasi tersebut?

(a) Media massa

(b) Informasi teman

(c) Ceramah/penyuluhan

(d) Mengetahui dengan sendirinya

(e) Lain-lain .....

Sejak tahun Dberapa Ibu/Bp mengetahul adanya lembaga
Komnas HAM?
(a) 1993 (b) 1994 (c) 1995 (d) 1996 (e) 1997

Apakah Ibu/Bp mengetahui dimana letak kantor Komnas HAM
di Jakarta ini?
(a) yva (b) tidak

Apakah Ibu/Bp mengetahuil personil-personil yang menjadi
anggota Komnas HAM? _
(a) Ya (b) Tahu sedikit (c) Tidak tahu

Apakah Ibu/Bp mengetahuil jumlah anggota Komnas HAM?
(a) Ya (b) Tidak

Dari seluruh anggota Komnas HAM tersebut, dapatkah Ibu/Bp
menyebut beberapa orang di antaranya?

.......................................................
.......................................................

.......................................................

Dengan formasi keanggotaan seperti sekarang ini, apakah
keanggotaan Komnas HAM  sudah cukup ideal?
(a) Ya (b) Tidak

Mengapa Ibu/Bp berpendapat demikian?

.........................................................
.........................................................

.........................................................

Menurut Ibu/Bp, apakah Komnas HAM itu perlu dibentuk?
(a) Ya, karena .....

(b) Tidak, karena .....

Apakah Ibu/Bp mengetahui tujuan dibentuknya Komnas HAM?
(a) Ya, yaltu .....

(b) Tidak

Apakah Ibu/Bp mengetahul tugas dan wewenang Komnas HAM?
(a) Tahu (b) Tahu sedikit (c¢) Tidak tahu
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22.

23.

24.

25.

26.

BT,

28.

29

Darimana Ibu/Bp meng=tahui informasi tentang tugas dan
wewenang Komnas HAM tersebut?

(a) Media massa (b) Informasi teman

(c) Ceramah/penyuluhan (d) Mengetahui dengan sgendirinya
(e) Lain-lain

Apakah di lingkungan tempat tinggal/tempat bekerja Tbu/Bp
pernah diadakan ceramah/penyuluhan mengenai hak asasi
manusia pada umumnya, dan Komnas HAM pada khususnya?

(a) Pernah (b) Tidak pernah

Apabila (pernah) instansi manakah yang mengadakan cera-
mah/penyuluhan tersebut? 5
(a) Komnas HAM

(b) LBH/LSM yang lain s
(c) Universitas tertentu
(d) Pemda

(e) Lain-lain .....

Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden No.50 Tahun
1993. Menurut Ibu/Bp apakah dasar hukum pembentukan
tersebut sudah cukup?

(a) Sudah (b) Belum

Apabila Ibu/Bp menganggap belum cukup, bagaimana s8aran
THAIBDT cwwwn n x m s woms s nsh s 8§ § P@@EEREIEE § ¥ 8§ Geemeeae »

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Apakah selama ini Ibu/Bp pernah mempunyai masalah vang
berkaitan dengan pelanggaran HAM?
(a) Ya (b) Tidak

Apabila Ibu/Bp pernah mempunyai masalah, masalah apakah
itu?

(a) Tanah

(b) Perburuhan

(c) Tindakan yang tidak terpuji dari aparat -

(d) Perumahan

(e) Agama

(f) Lain-lain .....

Sudah berapa lama kasus tersebut berlangsung?
.................. tahun

Bagaimanakah penyelesaian masalah tersebut?

(a) Diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan
aparat setempat

(b) Mengadu ke DPR/DPRD

(c) Mengadu ke LBH/LSM vang lain

(d) Mengadu ke aparat (sipil/militer)

(e) Membawa masalah ke Pengadilan

(f) Lain-lain .....

Setelah mengetahui adanya lembaga Komnas HAM, seandainya
mempunyai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM,
apakah Ibu/Bp akan mengadu ke Komnas HAM?

(a) Ya - (b) Tidak



30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

Mengapa :wu/Bp berpendapat demik: ..

Apabila Tlmi/Bp menjawab (tidak), kemanakah masalah terse-
but akan itadukan?

(a) DPR/LERD (b LiM/LEM vang lain
(c)1 Aparas (Sipil/Militer) (d)y “=mhawa ke pengadilan
(e) Lain-lain .....

Mengapa Ibu/Bp memilih penyelesaian seperti tersebut
No.317

.........................................................

Apakah Ibu/Bp sering membaca, mendengar atau melihat
kegiatan Komnas HAM?
(a) Ya (b) Kadang-kadang (c) Tidak

Terhadap masalah-masalah yang sedang/telah ditangani
Komnas HAM, dapatkah menyebutkan kasus yang menarik
perhatian Ibu/Bp?

-------------------------------------------------------

.......................................................

.......................................................
.......................................................

.......................................................

Sepanjang pehgetahuan Ibu/Bp, apakah Komnas HAM cukup
independen/mandiri dalam me laksanakan tugas—-tugasnya?
(a) Ya (b) Tidak

Apabila menurut Ibu/Bp Komnas HAM tidak mandiri, pihak
manakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Komnas
HAM?

.......................................................

Selama hampir 4 tahun bekerja, apakah Komnas HAM telah
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan telah meme-
nuhi harapan-harapan masyarakat?

(a) Sudah (b) Sudah sedikit (c) Belum

Mengapa Ibu/Bp berpendapat demikian?

.........................................................

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komnas HAM mengeluar-
kan berbagai rekomendasi, yang kadang-kadang rekomendasi
tersebut tidak diindahkan oleh instansi yang bersangkut-
an. Dengan fenomena seperti int. menurut Ibu/Bp apakah
Komnas HAM perlu memiliki wewenanyg yang lebih dari seke-
dar membuat rekomendasi?

(a) Ya (hy Tidak



41.

42.

43.

44.

45.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Komnas HAM Jue s
dibatasi oleh rambu-rambu tertenitu. misalnya tldak mena:.
gani kasus yang sedang diprogeos 3i lembaga penradila:.
atau kasus-kasus yang bernuansa ;p»olitis. Bagaimana Ibu/i;
menanggapi hal ini?

Menurut Ibu/Bp. bagaimana wewonai.s yvang seharusnya dimi-
1liki Komnas HAM?

.........................................................

Menurut Ibu/Bp, hal-hal apa sajakah yang harus diperhati-
kan oleh Komnas HAM agar dapat melaksanakan tugas-
tugasnya dengan baik?

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

.........................................................

Dalam melaksanakan tugas—-tugasnya, Komnas HAM dapat
bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Menurut
Ibu/Bp dengan lembaga-lembaga manakah Komnas HAM sebaik-
nya bekerja sama? (Jawaban boleh lebih dari satu)

(a) Lembaga peradilan

(b) Aparat (Sipil/Militer)

(c) Eksekutif

(d) Legislatif

(e) LSM

(E) Lain—Tadn cosmas s vameians ¥ ¥ 8 SSIEreeiek 5 § 8 Seme e Q5 o Saisis

Peran yang bagaimanakah yang Ibu/Bp harapkan dari Komnas
HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang penegakan
HAM?

.........................................................



Semarang. Juli 1997

Kepada
Yth. Ibu/Bp
di tempat

Dengan hormat.

Bersama surat ini terlampir daftar pertanyaan vyang
di-susun dalam rangka penelitian untuk penyusunan tesis seba-
gai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar "Magister
Hukum" (S2) pada Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Diponegoro
Semarang, dengan Jjudul “"Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksis-—
tensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia (Studi Sosiologis
di Wilayah DKI Jakarta)™.

Dengan Jjawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disu-
sun, diharapkan akan diperoleh data yang obyektif atas tang-
gapan masyarakat (dalam hal ini adalah tanggapan dari masya-
rakat vang pernah mengadukan masalah ke Komnas HAM) mengenai
eksistensi dan peranan Komnas HAM di Indonesia.

Oleh karena 1itu dimohon bantuannya untuk mengisi Jawaban
daftar pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya.

Atas kesediaan Ibu/Bapak untuk membantu mengisi daftar
pertanyaan ini, dan selanjutnya mengirimkannya kembali dengan
segera kepada peneliti sesuai dengan alamat yang telah ter-
tera, diucapkan terima kasih.

Hormat sava.
Peneliti,

Tri Sulistyowati, SH



DATTAR PERTANYAAN
(Unttuk Masyarakat. yang Pernah Mengadu ke Komnas HAM)

Berilah tanda silang (X) pada Jjawaban yang benar. Apabila
jawaban yang Ibu/Bp kehendaki tidak tersedia dalam pilihan
jawaban, isilah pada titik-titik.

AL

1.

2s

W

Tdentitas Responden

Nama dan alamat : (tidak harus diisi)
Usia z

(a) <20 - 30 tahun (b)) 31 - 40 tahun

(c) 41 - 50 tahun (d) 51 - 60 tahun

(e) > 60 tahun

Agama

(a) Islam (b) Kristen (c) Katolik

(d) Hindu (e) Budha (f) Lain-lain .....
Pekerjaan : .....

Penghasilan dalam sebulan:

(a)<Rp.200.000 - Rp.400.000 (b) Rp.401.000 - Rp.600.000
(c) Rp.601.000 - Rp.800.000 (d) Rp.801.000 - Rp.1.000.000
(e) Rp. > 1.000.000

Pendidikan:
(a) SD (b) SLTP (c) SLTA (d) Akademi/PT
(e) Lain-lain .....

Status tempat tinggal:

(a) Rumah sendiri (b) Rumah dinas

(c) Sewa/kontrak (d) Tkut tinggal bersama keluarga
(e) Lain-lain ..... : .

B. Daftar Pertanyaan

8.

10.

Apakah Ibu/Bp mengetahui adanya Lembaga Komnas HAM di
Indone=sia?
(a) Ya (h) Tidak

Apabila Jjawaban (ya), darimanakah Ibu/Bp memperoleh in-
formasi tersebut?

(a) Media massa

(b) Informasi teman

(c) Ceramah/penyuluhan

(d) Mengetahui dengan sendirinya

(e) Lain-lain .....

Sejak tahun berapa JTbu/Bp mengetahui adanya lembaga
Komnas HAM di Indonesia?
(a) 1993 (b} 1994 (e) 18895 (d) 1996 (e) 1997



Lids

1=
N
.

13.

14.

1b.

16.

17

18.

19.

20.

2%.

Ar=ia Thu/Rp mengetahui dimana letak kantor Kemnae: 1AM
di “sEsrta ini?
(i) o™ (h)y tidalk

Apakan  Ibu/Bp mengetahui personil-personil yang mendadi
angpcota Komnas HAM?
(a) Ta (h) Tahu sedikit (c) Tidak tahu

Apakah Tbu/Bp mengetahui jumlah anggota Komnas HAM?
(a) Yn (h) Tidak

Dari seluruh anggota Komnas HAM tersebut, dapatlkkah Ibu/Bp
menyebut beberapa orang di antaranyva?

.......................................................

Dengan formasi keanggotaan seperti sekarang ini, menurut
Ibu/Bp apakah keanggotaan Komnas HAM sudah cukup ideal?
(a) Ya (b) Tidak

Menurut Ibu/Bp, apakah Komnas HAM itu perlu dibentuk?
(a) Ya, karena .....

(b) Tidak, karena .....

Apakah Ibu/Bp mengetahui tujuan dibentuknya Komnas HAM?
(a) Ya, yaitu .....

(b) Tidak

Apakah Ibu/Bp mengetahui tugas dan wewenang Komnas HAM?
(a) Tahu (b) Tahu sedikit (c) Tidak tahu

Darimana Ibu/Bp mengetahui informasi tentang tugas dan
wewenang Komnas HAM tersebut?

(a) Media massa

(b) Informasi teman

(c) Ceramah/penyuluhan

(d) Mengetahui dengan sendirinya

(e) Lain-lain ....

Apakah di lingkungan tempat tinggal/tempat bekerda Ibu/Bp
pernah diadakan ceramah/penyuluhan mengenai hak asasi
manusia pada vmumnya, dan Komnas HAM pada khususnya?

(a) Pernah (b) Tidak pernah

Apabila (pernah) instansi manakah yang mengadakan cera-
mah/penyuluhan tersebut? -

(a) Komnas HAM (b)) LBH

(c) Universitas tertentu (d) Pemda

(e) Lain-lain .....

Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden No.50 tahun
1993. Apakah Ibu/Bp setuju dengan dasar pembentukan ini?
(a) Ya (b) Tidak



25.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

[#h]
]

- zapa Ibu/Bp bherpendapa- iomikian?

vooarut 1bu/Bp apakah dengan dasar  hukum pembentukan

v w.ax HAM seperti itu akan berpengaruh terhadap keman-
dr=1an Komnas HAM?
- YA (b)) Tidak

Apabila Ibu/Bp menganggap Komnas HAM akan terpengaruh,
bagaimana saran Ibu/Bp? .....

.........................................................

Apakah sebelum dibentuknyva Komnas HAM, Ibu/Bp pernah
mempunyai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM?
(a) Ya : (b) Tidak

Apabila Ibu/Bp pernah mempunyail masalah, masalah apakah
itu?

(a) Tanah

(b)) Perburuhan

(c) Tindakan vang tidak terpuji dari aparat

(d) Perumahan

(e) Agama

(£) Lain-lain ..... :

Sudah berapa lama kasus tersebut berlangsung?
................ tahun

.........................................................

---------------------------------------------------------

Sebelum mengadu ke Komnas HAM, apakah Ibu/Bp pernah
mengadukan masalah pada instansi yang lain?
(a) Pernah (b) Tidak pernah

Apabila Ibu/Bp menjawab (pernah), kemanakah masalah
tersebut diadukan?

(a) DPR/DPRD (b) LBH/LSM yang lain

(c) Aparat (Sipil/Militer) (d) Lain-lain .....
Apabila Ibu/Bp belum pernah mengadukan masalah ke lembaga
lain., mengapa Ibu/Bp mengadukan masalah ke Komnas
HAMD oo e v m s s &GP S D ¥ e R SRR R & SR

.......................................................

Setelah mengadukan masalah ke Komnas HAM, apakah Tbu/Bp
masih berkeinginan untuk mengadukan masalah ke lembaga
vang lain?

(a) Ya (b)) Tidak



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44 .

Mengapa Ibu/Br berpendapat AdAemilkian®

Apabila Ibu/Bp berkehendal v mencadukan  masaiad,
lembaga vyang lain selain ioroas HAM. kemanakah 1i.:
hendak mengadukan?

(a) DPR/DPRD o LRH/TEM vang lain
(c) Aparat (Sipil/Militer) i Tain-lain. ...
Mengapa Ibu/Bp lebih memilil oobaga teraebut?

.......................................................

.......................................................

Menurut pendapat Thu/Bp, dengan terbentuknya Komnas HAM,
apakah pelaksanaan HAM di Indonesia menjadi lebih baik?
(a) Ya (b) Tidak

Saran-saran apakah vyang dapat Ibu/Bp berikan kepada
Komnas HAM?

.......................................................

.......................................................

Bagaimanakah tanggapanlbu/Bp Tbu/Bp. apakah pelayanan
Komnas HAM terhadap permasalahan yang diadukan memuaskan?

(a) Sangat memuaskan
(b) Memuaskan
(c) Kurang memuaskan

(d) Tidak memuaskan

Terhadap satu masalah yang diadukan, sudah Dberapa kali
Ibu/Bp datang ke Komnas HAM?

(a) 1 kali (b) 2 kali (c) 3 kali

(d) 4 kali (e) lebih dari 4 kali

Apakah masalah yang diadukan pada saat ini sudah selesai?
(a) Sudah (b) belum

Apakah penyelesaian yang dilakukan Komnas HAM terhadap
permasalahan Ibu/Bp telah sesuai dengan harapan?
(a) Ya (h) Kurang sesuai (e) Tidak sesuai

Bagaimana saran Ibu/Bp terhadap hal tersebut?

.......................................................

.......................................................

Apabila di kelak kemudian hari Thu/Bp mempunyai masalah
vang berkaitan dengan HAM apakah akan mengadukan ke
Komnas HAM lagi?

(a) Ya (b) Tidak



45.

46.

47 .

48.

49.

50.

Hi.

o52.

63.

Mengapa Ibu/Bp berpendapat demikian?

Terhadap masalah-masalah yang sedang/telah ditankar.
Komnas HAM. dapatkah menyebutkan kasus vang menar
perhatian Ibu/Bp?

Sepanjang pengetahuan Ibu/Bp., apakah Komnas HAM cukup
independen/mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya?
(a) Ya (b) Tidak

Apabila menurut Ibu/Bp Komnas HAM tidak mandiri, pihak
manakah vang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Komnas
HAM?

........................................................

Selama hampir 4 tahun beker.ia, apakah Komnas HAM telah
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan telah meme-
nuhi harapan-harapan masyarakat?

(a) Sudah (b) Sudah sedikit (c) Belum

Mengapa Ibu/Bp berpendapat demikian?

--------------------------------------------------------
........................................................

........................................................

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komnas HAM mengeluar-
kan berbagai rekomendasi, yang kadang-kadang rekomendasi
tersebut tidak diindahkan oleh instansi yang bersangku-
tan. Dengan fenomena seperti ini, menurut Ibu/Bp apakah
Komnas HAM perlu memiliki wewenang yang lebih dari seke-
dar membuat rekomendasi? .

(a) Ya (b) Tidak

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya komnas HAM Jjuga
dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, misalnya tidak mena-
ngani kasus yvang sedang diproses di lembaga peradilan,
atau kasus-kasus yvang bernuansa politis. Bagaimana Ibu/Bp
menanggapi hal ini?

.........................................................

e 4 s m s m e % A s m s a Ei E s Aomoaewomom s N eeowdAEmoEmosmEeres s s ss s sea o

Menurut Ibu/Bp, bagaimana wewenang yang seharusnya dimi-
liki Komnas HAM?



Menurut Ibu/Bp, hal-hal apa sajakah yvang harus diperhati-

kan oleh Komnas HAM agar dapat melaksanakan tugas-tugas-
nyva dengan baik?

.........................................................

.........................................................

Peran yvang bagaimanakah vang Ibu/Bp harapkan dari Komna:s
HAM dalam rangka penegakan HAM di Indonesia?

.........................................................
........................................................

.........................................................



